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DARI REDAKSI 


Studi tentang negara berkembang atau urbanisasi secara umum pada 
awalnya hanya melihat perkembangan dunia global secara terpisah. Tapi 
selama tahun 1970-an kecenderungan itu berbelok ke arah pendekatan 
yang disebut dengan 'pendekatan politik ekonomi’. Pendekatan ini lebih 
holistik dan mengarah pada suatu pandangan masyarakat berdasarkan 
kelas. Lalu, dalam bidang studi pembangunan muncul, aliran pe mikir an 
'ketergantungan’ dan neo-Mantis. Dalam pandangan-pandangan ini, ke¬ 
miskinan dan manifestasinya tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang terka¬ 
it pada orang per orang, kota atau negara tertentu saja. Atau sesuatu yang 
dapat dihapus oleh pemerintah hanya melalui proses perencanaan yang 
bersifat teknis. Tetapi agaknya, kemiskinan, atau lebih tepat 'suasana 
kemiskinan relatif dipandang sebagai konsekuensi logis dari proses 
sejarah inkorporasi ke dalam dunia kapitalis. 

Dalam studi perkotaan, juga muncul pendekatan yang lebih radikal. 
Dalam pemikiran ini, munculnya perkotaan bukan dari proses pengam¬ 
bilan keputusan indvidual yang netral. Oleh karena itu, bentuk perko¬ 
taan, persoalan perkotaan, pemerintahan dan ideologi kota hanya dapat 
dipahami dalam konteks dinamika sistem kapitalis. 
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Lantaran itulah, maka studi tentang perkotaan, kemiskinan dan Dunia 
Ketiga tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap perubahan pede¬ 
saan, Dunia Pertama, gelombang sejarah dunia lima abad yang lampau, 
arus situasi ekonomi dunia, makna dan karakter pembangunan dan 
perubahan dalam ilmu sosial. 

Buku yang ada di hadapan pembaca ini berusaha memberi pema¬ 
haman holistik terhadap berbagai persoalan tersebut. Dan sebagai bagi¬ 
an dari Dunia Ketiga, upaya menghadirkan buku ini dalam bahasa Indo¬ 
nesia sudah pasti bukan tanpa relevansi. 

Penerbit TWY 
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KATA PENGANTAR 

Dr. Nasikun 


Salah satu problema sangat penting yang telah dihadapi negara-negara 
Dunia Ketiga sejak awal abad ini adalah merebaknya kontradiksi eko¬ 
nomi politik evolusi pertumbuhan perkotaan di negara-negara itu. Perta¬ 
ma, lebih dari yang pernah dialami oleh negara-negara maju di Dunia 
Pertama, pertumbuhan konsentrasi penduduk di kota-kota besar negara- 
negara Dunia Ketiga teijadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. King- 
sley Davis (Breese, 1968:15) mencatat, misalnya, bahwa pertumbuhan 
penduduk perkotaan di 34 negara sedang berkembang di Dunia Ketiga 
pada tahun 1940-an dan 1950-an mencapai angka rata-rata 4,5 persen per 
tahun (dengan variasi regional sebesar 4,7 persen untuk 7 negara di 
Afrika dan 15 negara di Asia, dan 4,3 persen untuk 12 negara di Amerika 
Latin), jauh lebih tinggi dari angka pertumbuhan 2,1 persen yang dialami 
negara-negara Eropah pada paro kedua abad XIX ketika negara-negara 
Eropah berada pada tingkat perkembangan yang sama. Pada saat yang 
sama, pertumbuhan kota-kota tersebut ternyata tidak diikuti dengan 
kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan industrialisasi. Para ahli 




menyebut fenomena itu sebagai "urbanisasi berlebih" ( over-urbaniza - 
tiori), "urb anis asi semu" (pseudo-urbanization), atau "hiper-urbanisasi" 

( hyper-urbanization ), beberapa istilah yang mereka pakai untuk meng¬ 
gambarkan tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi di atas tingkat 
industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat. 

Oleh dinamika proses perkembangan dan implikasinya, fenomena 
urbanisasi berlebih telah menarik perhatian banyak ahli yang menaruh 
perhatian tentang pembangunan Dunia Ketiga. Dalam perspektif dina¬ 
mika proses perkembangannya, fenomena urbanisasi berlebih menarik 
perhatian para ahli karena faset-faset perkembangannya yang unik tidak 
mengikuti proses urbanisasi yang terjadi di negara-negara maju. Kalau 
urbanisasi di negara-negara maju terjadi sebagai akibat dari dan bersa¬ 
maan dengan terjadinya pergeseran struktur mata pencaharian pendu¬ 
duk dari sektor pertanian menuju sektor jasa melalui sektor industri 
manufak tur, urbanisasi di negara-negara Dunia Ketiga dengan kecepatan 
yang jauh lebih tinggi dari ekspansi industri manufaktur terjadi karena 
tekanan perubahan-perubahan dahsyat yang terjadi di daerah pedesaan 
yang mendorong terjadinya pergeseran okupasional dari sektor perta¬ 
nian langsung menuju sektor jasa di daerah perkotaan tanpa melampaui 
fase perkembangan industri manufaktur. 

Fenomena "urbanisasi berlebih" lebih-lebih menarik perhatian para 
ahli lantaran implikasinya yang sangat penting bagi perkembangan ma¬ 
syarakat negara-negara Dunia Ketiga. Pertama, di dalam pemahaman 
mereka yang menganut tesis urbanisasi berlebih, salah satu implikasi 
sangat penting dari hadirnya fenomena urbanisasi berlebih adalah bahwa 
urbanisasi berlebih menghambat pembangunan ekonomi oleh karena ia 
memobilisasi sumber-sumber daya non-produksi untuk menciptakan 
dan mengorganisasi pelayanan yang diperlukan bagi konsentrasi pendu¬ 
duk yang tinggi di bawah kondisi tingkat industrialisasi yang rendah. 
Lebih dari itu, dan sebagai akibatnya, urbanisasi berlebih telah mencip¬ 
takan kontradiksi-kontradiksi ekonomi politik yang sangat mendasar 
dengan menciptakan hadirnya di daerah perkotaan kelas "proto-pro- 
letariat" dalam jumlah yang terus membesar dan menjadikan daerah 
perkotaan sangat potensial bagi munculnya ideologi dan gerakan politik 
radikal. 

Kendati tesis urbanisasi berlebih dapat membantu dan dapat dipakai 
sebagai pangkal tolak untuk memahami problema perkotaan di negara- 
negara Dunia Ketiga, ia tidak dapat dengan lengkap mengungkapkan 
logika ekonomi-politik yang menjadi konteks dari dinamika masalah 
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perkotaan di negara-negara itu sebagai "late-comers" karena sifatnya 
yang etnosentris (memahami dinamika masyarakat negara-negara se¬ 
dang berkembang dari perspektif evolusi perkembangan masyarakat in¬ 
dustri maju). Pemahaman lebih mendasar mengenai problematika per¬ 
kotaan menuntut pendekatan ekonomi politik, yang memiliki kemam¬ 
puan lebih kuat untuk memahami hubungan antara berbagai dimensi 
kehidupan sosial. 

Dalam pada itu menempatkan pemahaman masalah perkotaan suatu 
negara sedang berkembang seperti Indonesia di dalam perspektif yang 
demikian mengharuskan kita untuk melihatnya di dalam konteks histo- 
ris-sosiologis evolusi perkembangan kota-kota di negara yang bersang¬ 
kutan. Di dalam ungkapan para penganut teori "ketergantungan" dan 
"keterbelakangan", studi tentang urbanisasi di negara-negara Dunia Ke¬ 
tiga dan seluruh problematika yang ditimbulkannya mengharuskan kita 
untuk mengintegrasikannya ke dalam studi tentang "ketergantungan" 
dan "keterbelakangan". (Untuk pemahaman lebih jauh tentang pers¬ 
pektif teoritis perkembangannya, baca Frank, 1969; tentang analisis 
ekonomi yang mendasarinya, baca Baran, 1953; dan tentang meka¬ 
nisme-mekanisme internasional yang mengendalikannya, baca Emma- 
nuel, 1972). 

Memahaminya di dalam perspektif yang demikian, segera akan ternya¬ 
ta bahwa masalah perkotaan yang dihadapi negara-negara Dunia Ketiga 
saat ini pada dasarnya merupakan produk dari peranan yang pernah 
dimainkan oleh negara-negara itu selama ini di dalam struktur yang 
terorganisasi di. sekitar suatu aksis dominasi dan dependensi di dalam 
proses pembangunan. Kendati semua masyarakat saling tergantung satu 
sama lain, di dalam konteks sejarahnya selama ini hubungan masyarakat 
negara-negara Dunia Ketiga dengan masyarakat negara-negara industri 
maju yang dahulu menjajahnya merupakan hubungan dominasi dan 
dependensi. Dengan meminjam perspektif theoritis untuk memahami 
semua itu saya tidak ingin menyatakan bahwa semua gugatan terhadap 
timbulnya problematika perkotaan di negara-negara Dunia Ketiga harus 
kita timpakan pada sejarah "kolonialisme" dan "imperalisme" yang per¬ 
nah mereka alami. Yang ingin saya katakan adalah bahwa hubungan 
dominasi dan dependensi dengan negara-negara maju selama ini, memi¬ 
liki ekspresi dinamika hubungan-hubungan internal di dalam sistem 
produksi dan hubungan-hubungan kelas, yang juga merupakan hubu¬ 
ngan-hubungan dominasi dan dependensi. 
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Melalui artikulasinya pada tingkat ekonomi politik, semua itu telah 
menjadi konteks dan sumber dari hadirnya problematika perkotaan yang 
selama ini dihadapi oleh negara-negara Dunia Ketiga. Dinamika per¬ 
tumbuhannya secara historis-sosiologis dapat kita pilahkan ke dalam tiga 
struktur dominasi dan dependensi (Castells, 1977): (1) "dominasi dan 
dependensi kolonial", yang fungsi utamanya adalah administrasi secara 
langsung eksploitasi sumber-sumber daya dan afirmasi kedaulatan poli¬ 
tik negara jajahan oleh negara penjajahnya; (2) "dominasi dan depen¬ 
densi kapitalis-komersial", yang melalui "terms of exchange" yang tidak 
seimbang mengembangkan hubungan-hubungan ekonomi yang tidak 
seimbang pula (memberikan nilai komoditi bahan dasar yang diproduksi 
masyarakat negara-negara sedang berkembang di bawah nilai yang sebe¬ 
narnya, dan komoditi manufaktur yang diproduksi masyarakat negara- 
negara modern industrial di atas nilai yang semestinya); dan (3) "domi¬ 
nasi dan dependensi imperialis-industrial", yang melalui penanaman 
modal dan pengembangan industri-industri domestik di negara-negara 
Dunia Ketiga oleh negara-negara maju cenderung mengembangkan 
struktur pengendalian tidak seimbang atas seluruh aliran barang dan 
jasa. 

Di dalam dinamika struktur hubungan dominasi dan dependensi yang 
demikian itulah, kesenjangan sosial dan kontradiksi-kontradiksi eko¬ 
nomi politik perkotaan hadir secara logis di negara-negara Dunia Ketiga 
oleh karena ketidakmampuan mereka yang berada di dalam posisi ping¬ 
giran untuk mengambil peranan yang menguntungkan di dalam perma¬ 
inan hubungan kekuasaan yang seimbang itu. Kendati tidak dirumuskan 
secara tegas di dalam kategori-kategori teori ketergantungan dan keter¬ 
belakangan, konteks dan dinamika ekonomi politik problematika perko¬ 
taan negara-negara Dunia Ketiga yang seperti itu pula yang pada dasar¬ 
nya ingin diungkapkan oleh para penulis buku yang kini ada di tangan 
para pembaca ini. Diawali dengan uraian Bab Pendahuluan tentang 
pilihan perspektif teoritis ekonomi politik sebagai landasan dari seluruh 
uraian buku ini, dengan penyajian yang mengalir dan mudah dipahami 
buku ini berturut-turut menguraikan perkembangan perkotaan di dalam 
sistem ekonomi politik dunia dan berbagai implikasinya di negara-negara 
Dunia Ketiga: mulai dari munculnya aglomerasi perkotaan dan disparitas 
regional, meningkatnya konsentrasi penduduk di kota-kota besar di 
bawah tingkat industrialisasi yang rendah, problematika pengangguran, 
perumahan bagi penduduk miskin di daerah perkotaan, masalah perta- 


XVI 



nahan dan perburuhan, sampai dengan respons politik dan pilihan kebi¬ 
jakan alternatif pemecahan semua itu. 

Di tengah kecenderungan kuat para ahli dan praktisi pembangunan di 
negeri ini untuk melihat problematika urbanisasi dan ke miskinan di 
negara-negara Dunia Ketiga dari perspektif fungsionalis, positivis, dan 
konsensual, yang melihat fenomena urbanisasi dan ke miskinan sebagai 
respons dan akibat dari tindakan-tindakan individual, buku ini mena¬ 
warkan pemahaman yang lebih mendasar tentang karakter urbanisasi 
dan kemiskinan perkotaan dan implikasi kebijakan pemecahannya. Di 
tengah dominasi pemikiran para ahli dan praktisi pemban gunan untuk 
melihat fenomena urbanisasi dan kemiskinan perkotaan sebagai patologi 
sosio-kultural para urbanit dan penduduk miskin, buku ini menawar kan 
pencerahan pemahaman mengenai dinamika dan sumber-sumber masa¬ 
lah perkotaan di negara-negara Dunia Ketiga. Dan di tengah arus besar 
pemikiran para ahli dan praktisi pembangunan yang hanya dapat melihat 
sumber dari berbagai masalah sosial di dalam tindakan oknum, bukan di 
dalam cacat suatu sistem, buku ini perlu dibaca oleh para mahasis wa- 
calon-calon ahli dan praktisi pembangunan di masa mendatang. 

Yogyakarta, 26 April 1996 
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PENDAHULUAN 


LlTERATUR tentang perkembangan perkotaan dewasa ini tumbuh 
begitu pesatnya. Saking banyaknya literatur tersebut, ditambah dengan 
karakternya yang seringkali sangat khas, membuat banyak tulisan terse¬ 
but tidak mampu diakses bahkan oleh ahli sekalipun. Banyak karya 
sosiologi yang bermanfaat dalam bidang ini tidak dikenal oleh para 
ekonom, ilmuwan politik, para perencana dan para ahli geografi; banyak 
karya-karya menarik dari Amerika Latin yang tidak diketahui oleh para 
spesialis Asia. Salah satu alasan kami yang mendasar menulis buku ini 
adalah untuk membantu mengatasi permasalahan semacam itu. Tujuan 
utamanya, memaparkan kembali ide teoritis tentang urbanisasi dan ke¬ 
miskinan serta menerapkan ide-ide tersebut dalam berbagai kondisi yang 
ditemukan di Dunia Ketiga. Selama ini, beberapa ide menarik sering 
dikembangkan dan diuji hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja. Mi¬ 
salnya, ’teori ketergantungan’ hanya dikembangkan dalam lingkup wila¬ 
yah Amerika Latin, peranan dan pengaruh asosiasi etnis urban hanya 
diuji di Peru dan Afrika Barat; dan konsep migrasi musiman (circular 
migration) hanya diuji di wilayah Pasifik dan Afrika Selatan. Sedikit 
sekali ide atau fenomena tersebut dipertimbangkan secara komparatif 




lintas wilayah Dunia Ketiga. Dengan demikian, kami bermaksud menje¬ 
laskan konsep-konsep teoritis itu dengan lebih menarik dan menguji 
relevansi teori-teori tersebut dengan pengalaman Amerika Latin, Asia 
dan Afrika. 

Jelas, ini bukan tugas ambisius. Titik berangkatnya, proses perkem¬ 
bangan perkotaan merupakan bagian dari fenomena perubahan masya¬ 
rakat secara keseluruhan. Objek pokok studi kami adalah masalah perko¬ 
taan, kemiskinan, dan Dunia Ketiga, yang keseluruhan bentuknya meru¬ 
pakan bagian dari realitas kompleks yang perlu mempertimbangkan 
berapa faktor yang sepintas tampak terpisah dari tema pokok kami. 
Karena, pertumbuhan perkotaan di negara-negara miskin terkait secara 
integral dengan perubahan pedesaaan, dan karena perkembangan atau 
keterbelakangan Dunia Ketiga ini terkait dengan proses perkembangan 
di Dunia Pertama, kita terpaksa mendiskusikan paling tidak secara dang¬ 
kal, isu-isu besar seperti gelombang sejarah dunia lima abad yang lampau, 
arus situasi ekonomi dunia, makna dan karakter 'pembangunan’. Sehu¬ 
bungan dengan permasalahan ini, berbagai perubahan dalam ilmu-ilmu 
sosial dewasa ini sangat mempengaruhi bentuk bahasan buku ini. Selama 
tahun 1970-an, studi tentang dunia berkembang, atau tentang urbanisasi 
secara umum, telah berbelok arah pada apa yang sering disebut dengan 
'pendekatan politik-ekonomi’. Pendekatan ini lebih holistik dan menga¬ 
rah pada suatu pandangan masyarakat yang didasarkan atas kelas, berbe¬ 
da dengan pandangan kaum fungsionalis, positivis dan konsensus. Dalam 
bidang studi pembangunan, munculnya aliran pemikiran 'ketergantung¬ 
an' dan neo-Maras telah mengubah skala analisis yang sebelumnya 
bersifat individual. Kemiskinan dan manifestasinya tidak lagi dilihat 
sebagai sesuatu yang terkait pada orang per orang, kota atau negara 
tertentu saja, atau sesuatu yang dapat dihapus oleh pemerintah hanya 
melalui proses perencanaan yang bersifat teknis. Tetapi agaknya, kemis¬ 
kinan, atau lebih tepat 'suasana kemiskinan relatif hendaknya dipandang 
sebagai konsekuensi dari proses sejarah inkorporasi ke dalam sistem 
dunia kapitalis. Dengan menggunakan istilah yang sering digunakan oleh 
Dos Santos (1970), ekonomi dan masyarakat di negara-negara miskin 
'dikondisikan' oleh hubungan mereka dengan kekuasaan kolonial dan 
neokolonial. 

Dalam studi perkotaan, juga sudah muncul perubahan yang mengarah 
pada pendekatan radikal; Castells (1977a) dan beberapa pemikir lainnya 
merumuskan kembali permasalahan perkotaan ini. Mereka menyerang 
keyakinan bahwa bentuk perkotaan muncul melalui proses netral pe¬ 
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ngambilan keputusan secara individual. Menurut Castells dan Harvey 
(1973), daerah perkotaan hanya dapat dipahami dari segi konflik kelas 
yang merupakan akibat langsung beroperasinya cara produksi kapitalis; 
bentuk perkotaan, persoalan perkotaan, pemerintahan dan ideologi kota 
hanya dapat dipahami dalam konteks dinamika sistem kapitalis. Ruang 
ditentukan secara sosial: hasil konflik antar kelas sosial yang berbeda. 
'Masalah perkotaan’ itu muncul bukan secara kebetulan atau karena 
kesalahan manajemen, tetapi karena kepentingan-kepentingan kelom¬ 
pok atau kelas sosial tertentu yang diuntungkan oleh munculnya perma¬ 
salahan tersebut. Tembok-tembok perumahan kumuh di kota-kota Ing¬ 
gris dibangun untuk para pekerja berpendapatan rendah; dan kelompok 
dominan tidak memiliki kepentingan untuk mengubahnya. Ketidaktera¬ 
turan perkotaan bukanlah merupakan ketidakteraturan yang menye¬ 
luruh. Ketidakteraturan ini mewakili organisasi ruang yang telah dicip- 
takan oleh pasar dan hal ini berangkat dari tidak adanya kontrol sosial 
atas aktivitas industrialisasi’ (Castells, 1977a:14-15). Perencanaan negara 
mungkin dapat mengurangi ketidakteraturan tersebut, tetapi tidak mam¬ 
pu menghapusnya, sebab sumber-sumber kekayaan dialokasikan untuk 
peijuangan antar kelompok yang sedang bersaing. Secara ideal, proses 
perencanaan itu mengalokasikan sumber-sumber tersebut secara adil di 
antara seluruh kelompok dan mengintegrasikan masyarakat melalui ke- 
putusan-keputusannya; tetapi kenyataannya, hal itu tidak berjalan. Me¬ 
reka yang mengontrol kekuasaan politik akan mempengaruhi kepu- 
tusan-keputusan perencanaan yang bertentangan dengan kepentingan- 
kepentingan yang tidak memiliki kekuasaan. Perencanaan itu tidak mela¬ 
yani kepentingan masyarakat. (Simmie, 1974; Saunders, 1980). 

Tentu beberapa analisis isu semacam ini harus dimasukkan dalam 
studi-studi perkotaan dan pembangunan, tetapi perubahan paradigma 
telah berkembang ke tingkat kedua, ketiga dan bahkan sampai ke tingkat 
tertinggi. Buku ini sangat dipengaruhi oleh perubahan paradigma terse¬ 
but. Lalu muncul beberapa pertanyaan; Apa yang harus dilakukan peme¬ 
rintah sehubungan dengan masalah kaum urban? Bagaimana indivi¬ 
du-individu harus bertindak dalam situasi urban tersebut? Namun, perta¬ 
nyaan akan lebih ditekankan pada, mengapa fenomena khusus semacam 
ini teijadi pada awalnya dan; Mengapa reaksi pemerintah bisa berkem¬ 
bang sedemikian rupa? Sebelumnya banyak penulis yang pernah memba¬ 
has m asalah Dunia Ketiga. Pada pembahasan ini kami akan lebih memfo¬ 
kuskan pada isu kekuasaan dan alokasi sumber kekayaan yang timpang 
antar negara-negara dan antar kelas-kelas. Mengapa keputusan itu dibu- 



at dengan cara demikian, siapa yang beruntung dan siapa yang dirugikan 
oleh keputusan tersebut, dan apa hubungan antara perkembangan per¬ 
kotaan, masyarakat dan negara? 

Rami mengikuti pendekatan paradigma baru, sejauh kami menerima 
bahwa konflik antar kelompok-kelompok sosial itu mempunyai penga¬ 
ruh penting terhadap struktur masyarakat Dunia Ketiga sehingga konflik 
itu juga berpengaruh terhadap proses urbanisasi. Kami sepakat dengan 
tulisan kaum Maras tentang karakteristik ideologi dalam mengkaji per¬ 
kembangan perkotaan dan perencanaan (Castel, 1977a), dan sebagian 
besar buku ini mengikuti pendekatan politik-ekonomi dalam menga¬ 
nalisis permasal ahan perkotaan. Sementara itu, kami kurang setuju de¬ 
ngan pendapat yang menyatakan bahwa kondisi kehidupan perkotaan 
yang miskin itu sebenarnya dapat berkembang dengan baik tanpa sosia¬ 
lisme. Oleh karena itu, buku ini juga membahas komponen normatif yang 
menawarkan beberapa harapan untuk mengorganisir masyarakat tanpa 
revolusi. Namun bukan berarti kami menolak beberapa bentuk revolusi 
yang memang diperlukan oleh masyarakat Dunia Ketiga. Posisi kami 
adalah menggambarkan bahwa jika masyarakat Dunia Ketiga mengan¬ 
dung tingkat perbedaan yang sangat jauh, maka generalisasi terhadap 
ta tanan revolusi sosial memang tidak bisa dielakkan lagi. Bila revolusi 
itu terjadi, ini bukan berarti bahwa sosialisme akan serta merta meng¬ 
hapus kesulitan-kesulitan sosial dan ekonomi yang paling buruk. Tetapi 
ini berarti bahwa bentuk-bentuk ketimpangan yang terburuk akan tereli¬ 
minir, namun tidak selalu dibarengi dengan peningkatan standar kehi¬ 
dupan. Sejauh ini, kami sependapat dengan Lefebvre (1970,220) bahwa 
'permasalahan yang sama (urbanisme) akan dapat ditemukan baik di 
bawah sosialisme maupun kapitalisme, hanya saja responsnya berbe¬ 
da-beda’. 

Andaikata kita kurang optimistis terhadap hasil revolusi untuk dija¬ 
dikan rekomendasi strategi yang bersifat umum, maka jelas ekonomi 
dunia ini akan diorganisir untuk merusak mayoritas umat manusia. Lebih 
jauh lagi, kaum miskin di masyarakat Dunia Ketiga menjadi lebih miskin 
lantaran orang kaya di Dunia Pertama semakin kaya. Sejumlah masya¬ 
rakat asli Dunia Ketiga dulu bersifat utopis sebelum masyarakat Eropa 
menjamah mereka, tapi tidak diragukan lagi kedatangan Cortes, Cook, 
Vasco da Gama, Henry Ford dengan mesinnya, Rockefeler dengan pera¬ 
latan kapalnya, dan lain-lainnya telah menciptakan dampak yang sangat 
traumatis sifatnya terhadap sebagian besar masyarakat itu. Jika gagasan 
yang dipaparkan dalam buku Root karya Halley yang membahas tentang 



penduduk asli Afrika (yang memiliki implikasi terhadap penduduk Asia, 
Amerika Latin dan Melanesia) tidak benar, karena ia menyatakan bahwa 
kolonialisme dan kapitalisme hampir menciptakan kesenangan dan du¬ 
nia periklanan Coca Cola yang kosmopolit, maka sangat tepatuntuk 
mengatakan bahwa kemiskinan, kesenjangan di Afrika yang relatifteriso- 
lasi dahulunya menjadi semakin miskin, semakin timpang dan semakin 
padat ketika terintegrasi ke dalam sistem ekonomi dunia. Memang ada 
perubahan, tetapi kemajuannya sedikit sekali. Kita tidak bisa menolak 
bahwa pertumbuhan ekonomi telah terjadi di berbagai belahan dunia 
ketiga, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ketimpangan itu semakin jauh 
bahkan peluang-peluang perkembangan hanya muncul pada bagian- 
bagian tertentu saja. Negara-negara Dunia Ketiga dicirikan dengan 'ke¬ 
terbelakangan’, sebab pola-pola pertumbuhan ekonomi dan distribusi 
pendapatan hampir-hampir tidak mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Jika kita tidak optimistis terhadap prospek pendekatan ini, 
maka kita akan terus meramalkan adanya ukuran pertumbuhan ekonomi 
Dunia Ketiga, dan kita akan terus melihat secara lebih jelas lagi adanya 
tekanan-tekanan penguasa terhadap usaha-usaha pengurangan kesen¬ 
jangan antar negara-negara dan di dalam negara itu sendiri. Kita harus 
mencoba berspekulasi bahwa simbol pertumbuhan ekonomi ini telah 
kehilangan daya rekatnya dalam dunia industri dewasa ini dan bahwa 
kelompok kaya akan mereduksi kesenjangan yang tajam yang memi¬ 
sahkan mereka dari visi kemanusiaan. Jika kita tidak siap untuk mene¬ 
rima harapan masa depan semacam ini, tentu ada alasan-alasan yang 
menonjol, misalnya langkah perbaikan secara perlahan-lahan yang 
mungkin dihubung-hubungkan dengan kondisi saat ini. Laporan Brandt 
menjadikan perbaikan secara perlahan- lahan ini sebagai topik di berba¬ 
gai media massa, tetapi hal ini tidak berlangsung lama begitu muncul 
laporan Pearson yang membantahnya. Dekade-dekade pembangunan 
pertama telah datang dan pergi, sementara dunia sudah berubah, tetapi 
orang miskin semakin bertambah jumlahnya dibandingkan dengan sebe¬ 
lumnya. 

Kami mengangkat permasalahan semacam ini, sebab proses urbanisasi 
tidak dapat dipisah-pisahkan dari disparitas sosial, konflik politik, ope¬ 
rasionalisasi pemerintah dan karakter sistem ekonomi dominasi. Masa 
depan kota Dunia Ketiga tidak dapat dipahami tanpa mempertanyakan 
basis pembagian kerja di seluruh dunia dan kepentingan pemerintah 
dalam mengelola perkotaan. Ini juga merupakan bagian dari alasan 
mengapa banyak diskusi akademis tentang urbanisasi dan perencanaan 
Dunia Ketiga menjadi lesu. 
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D alam perspektif yang luas kami membandingkan proses-proses peru¬ 
bahan perkotaan di negara-negara Dunia Ketiga yang berbeda. Kami 
sedang berupaya membuat generalisasi, tetapi kami menyadari bahwa 
cara negara-negara miskin diintegrasikan ke dalam ekonomi dunia itu 
berbeda-beda, sehingga menciptakan bentuk perkotaan yang berbeda 
pula. Lebih banyak kaum wanita yang pindah ke kota Amerika Latin, 
tetapi sebagian besar di Asia dan negara-negara Afrika ternyata lebih 
banyak laki-laki; banyak keluarga yang sebagian besar menguasai tanah- 
tanah di kota Amerika Latin, tetapi sebagian besar anggota keluarga 
Afrika dan Asia tidak menguasainya; wilayah perumahan urban terluas 
untuk orang-orang Argentina dan Meksiko; tetapi tersempit bagi orang- 
orang India dan Gana. Mengapa perbedaan-perbedaan seperti ini mun¬ 
cul dan sampai sejauh mana perbedaan tersebut luntur pada saat eko¬ 
nomi internasional telah memperluas keberadaannya? Dengan memban¬ 
dingkan literatur tentang kota-kota dan masyarakat Afrika, Asia dan 
Amerika Latin, maka kami berharap mampu menunjukkan kelemahan 
dan kekuatan generalisasi yang muncul dari paradigma ilmu sosial yang 
baru ini. Dalam buku ini, kami berupaya menjelaskan beberapa masalah 
pokok yang akan menentukan masa depan kita semua. Dengan mema¬ 
haminya, barangkali tidak membawa perubahan, tetapi perubahan jarang 
muncul tanpa pemahaman. 


Dunia Ketiga 

Dalam buku ini kami menggunakan frase rancu ’Dunia Ketiga’ untuk 
menunjuk pada negara-negara miskin. Kami memang menyadari lemah¬ 
nya istilah ini. Barangkali ada istilah yang lebih memadai, misalnya Dunia 
Keenam (0’Connor,1976) atau Dunia Keempat (Wolf-Philips, 1979), 
mungkin terdapat istilah-istilah yang lebih lama lagi, misalnya nega¬ 
ra-negara yang kurang maju, negara-negara sedang berkembang, atau 
negara-negara miskin, dan seterusnya yang merupakan gambaran yang 
sama-sama tepatnya. Barangkali istilah Dunia Pertama, Kedua dan Keti¬ 
ga tidak memiliki perbedaan makna yang berarti. Penggunaan istilah 
’Dunia Ketiga’ di sini semata-mata mencerminkan penggunaan yang 
lfl7.im; yakni istilah umum yang seringkali digunakan untuk mendes¬ 
kripsikan negara-negara miskin. Yang termasuk dalam Dunia Ketiga 
dalam buku ini adalah negara-negara yang penduduknya memiliki pen¬ 
dapatan perkapita di bawah 3.000 dolar pada tahun 1978 atau yang 



mempunyai harapan hidup kurang dari 70 tahun (World Bank:148-149). 
Jika pembagian secara semena-mena ini masih berguna, ini berarti ter¬ 
masuk semua negara Asia, Karibia, Amerika Latin dengan perkecualian 
Israel, Jepang, Hongkong dan Singapura. Oleh karenanya, berbeda de¬ 
ngan pengarang-pengarang yang lain, kami memasukkan beberapa nega¬ 
ra miskin yang sering digambarkan dengan Dunia Kedua; yakni, negara 
sosialis dan negara yang menerapkan sentralisasi ekonomi misalnya, 
Kuba, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Republik 
Rakyat Korea. Kami memasukkan negara-negara ini, karena negara- 
negara ini miskin dan juga karena masih mengalami kolonialisasi. Mung¬ 
kin yang bisa diperdebatkan, kami mengesampingkan negara-negara 
Eropa yang kurang maju (Seer, 1979); yakni, negara-negara yang penda¬ 
patan perkapita dan harapan hidupnya hanya berbeda sedikit dengan 
negara-negara miskin yang telah kami sebutkan tadi. Walaupun Portu¬ 
gal, Yugoslavia, Albania, dan Rumania semuanya tergolong ke dalam 
garis pembagian statistik kami, sehingga dapat dijustifikasikan sebagai 
Dunia Ketiga, kami mengenyampingkan negara-negara tersebut atas 
dasar konvensi. 


Pola-Pola Arus Urbanisasi Dewasa Ini 

Meskipun Berry (1976) mencatat adanya tanda-tanda urbanisasi- tan¬ 
dingan di Amerika Serikat dan negara-negara maju, namun perkem¬ 
bangan penduduk perkotaan dunia semakin meningkat. Di Dunia Ketiga 
rata-rata pertumbuhan penduduk perkotaan 30 tahun terakhir ini betul- 
betul dramatis. Sejak tahun 1950, proporsi populasi penduduk Dunia 
Ketiga yang hidup di kota, secara kasar mencapai dua kali lipat dari angka 
semula sebesar 16% (Abu Lughod dan Hay, 1977:90). Didukung oleh 
peningkatan ekplorasi alam, pesatnya migrasi dan perubahan-perubahan 
pada masyarakat pedesaan, daerah perkotaan tumbuh begitu cepat di 
sebagian besar Dunia Ketiga. Kota-kota besar berkembang rata-rata 5% 
atau lebih, sehingga sebagian besar metropolis utama sekarang dapat 
dijumpai di negara-negara yang kurang maju. 
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Tabel 1.1 

Populasi Urban Wilayah-wilayah Utama Dunia, 1920-1975 a 


Wilayah Dunia 

1920 

1940 

1960 

1975 

Eropa 

34,7 

39,5 

44,2 

48,2 

AS dan Kanada 

41,4 

46,2 

58,0 

65,4 

Uni Sovyet 

10,3 

24,1 

36,4 

46,4 

Oceania 

36,5 

40,9 

52,9 

57.1 

Asia Timur 

7,2 

11,6 

18,5 

23,7 

Asia Selatan 

5,7 

8,3 

13,7 

17,4 

Amerika Latin 

14,4 

19,6 

32,8 

40,5 

Afrika 

4,8 

7,2 

13,4 

18,1 

Negara-negara maju b 

29,8 

36,7 

45,6 

52,1 

Negara-negara kurang maju c 

6,9 

10,4 

17,3 

22,2 

Dunia 

14,2 

18,8 

25,4 

29,7 


a Daerah Urban yang dihuni lebih dari 20,000 penduduk. 
b Termasuk Eropa, USA, Kanada, Uni-Sovyet, dan Ocenia. 
c Termasuk Asia, Amerika Latin, dan Afrika. 

Sumber: Frisbie (1976:tabel 4: UN (1989: Tabel 31). 


xxvi 







Tabel 1.2. 

Pertumbuhan Populasi Urban dan Beberapa Indikator Pembang unan 
Negara-negara Dunia Ketiga Terpilih 


Negara 8 

Persentase 
populasi dari 
keseluruhan 
populasi 

Tingkat per¬ 
tumbuhan ur¬ 
ban per- 
tahunnya 

Pen¬ 
dapat¬ 
an per 
kapita 
(Do¬ 
lar) 

Per- 

tum- 

buh 

an 

penda¬ 

patan 

per- 

kapi- 

taper- 

tahun- 

nya 

Ha¬ 
rap¬ 
an hi¬ 
dup 
bayi 

Total 

popu¬ 

lasi 

1980 

1960 

1970-80 

196070 

1978 

81960- 

78 

1978 

1978 

Mozambik 

9 

4 

6,8 

6.6 

140 

0,4 

46 

9,9 

Upper Volta 

9 

5 

4.1 

5,3 

160 

1.3 

42 

5,6 

Malawi 

9 

4 

6.2 

6,6 

80 

2,9 

46 

5,7 

Tanzania 

12 

5 

8,3 

6,3 

230 

2,7 

51 

16,9 

Uganda 

12 

5 

7,0 

6,3 

280 

0,7 

53 

12,4 

Kenya 

14 

7 

6,8 

6,6 

330 

2,2 

53 

14,7 

Etiopia 

15 

6 

6,9 

6,1 

120 

1,5 

39 

31,0 

Madagaskar 

18 

11 

5,2 

5,1 

250 

-0,3 

46 

8,3 

Guinea 

19 

10 

6,1 

6,2 

210 

0,6 

43 

5,1 

Mali 

20 

11 

5,5 

5,4 

120 

1,0 

42 

6,3 

Nigeria 

20 

13 

4.9 

4,7 

560 

3,6 

48 

80,6 

Anggola 

21 

10 

5,8 

5,1 

300 

1,2 

41 

6,7 

Zimbabwe 

23 

13 

6,4 

6,8 

480 

1,2 

54 

6,9 

Sudan 

25 

10 

6,8 

6,9 

320 

0,1 

46 

17,4 

Senegal 

25 

23 

3,3 

2,9 

340 

-0,4 

42 

5,4 

Zaire 

34 

22 

7,2 

5,2 

210 

1,1 

46 

26,8 

Kamerun 

35 

14 

7,5 

5,6 

460 

2,9 

46 

8,1 

Gana 

36 

23 

5,2 

4,6 

390 

-0,5 

48 

11,0 

Ivory Coast 

38 

19 

8,2 

7,3 

840 

2,5 

46 

7,8 

Zambia 

38 

23 

5,4 

5,4 

480 

1.2 

48 

5,3 

Afrika Selatan 

50 

47 

3,1 

2,8 

1,480 

2,5 

60 

27,7 




















Sub-sahara 

Afrika d 

23 

14 

5,9 

5,6 

375 

1,3 

47 

319,6 

Nepal 

5 

3 

4,7 

4,3 

120 

0,8 

43 

13,6 

Bangladesh 

11 

5 

6,6 

6,7 

90 

-0,4 

47 

84,7 

Thailand 

14 

12 

3,5 

3,6 

490 

4,6 

61 

44,5 

Afghanistan 

15 

8 

5,6 

5,4 

240 

0,4 

42 

14,6 

Indonesia 

20 

15 

3,6 

3,7 

360 

4,1 

47 

136,0 

India 

22 

18 

3,3 

3,3 

180 

1,4 

51 

643,9 

Vietnam 

23 

15 

5,1 

5,3 

170 

- 

62 

51,7 

Rep. Rak Cina 

25 

19 

3,1 

3,4 

230® 

3,7 

70 

952,2 

Sri Lanka 

27 

18 

3,7 

4,3 

190 

2,0 

69 

14,3 

Birma 

27 

19 

4,0 

3,9 

150 

1,0 

53 

32,3 

Pakistan 

28 

22 

4,3 

4,0 

230 

2,8 

52 

77,3 

Malaysia 

29 

25 

3,5 

3,5 

1,090 

3,9 

67 

13,3 

Filipina 

36 

30 

3,6 

3,8 

510 

2,6 

60 

45,6 

Rep. Korea 

55 

28 

4,8 

6,4 

1,160 

6,9 

63 

36,6 

Rep. Cina 

77 

36 

4,1 

3.3 

1,400 

6,6 

72 

17,1 

Rep. Demokrasi 
Korea 

60 

40 

4,3 

5,0 

730 

4,5 

63 

17,1 

Negara-negara 
Asia Yang penda¬ 
patan Rendah d 

30 

19 

4,2 

4,3 

459 

3,0 

58 

2,194,7 

Rep. Arab Yaman 

10 

3 

7,3 

7,5 

520 

- 

39 

5,6 

Maroko 

41 

27 

4,5 

4,3 

670 

2,5 

55 

18,9 

Mesir 

45 

38 

3.0 

3,4 

390 

3,3 

54 

39,9 

Turki 

47 

30 

4,6 

5,1 

1,200 

4,0 

61 

43,1 

Iran 

50 

34 

4,9 

4,7 

2,160 f 

7,9 f 

52 

35,8 

Rep.Arab Siria 

50 

37 

4,7 

4,8 

930 

3,8 

57 

8,1 

Tunisia 

52 

36 

3,8 

3,8 

950 

4,8 

57 

6,0 

Aljazair 

61 

30 

6,4 

6,1 

1,260 

2,3. 

56 

17,6 

Saudi Arabia 

67 

30 

6,5 

7,5 

7,690 

9,7 

53 

9,2 

Irak 

72 

43 

5,4 

6,2 

1,860 

4,1 

55 

12,2 

Timur Tengah dan 
Afrika Selatan d 

50 

31 

5,1 

5,3 

1,763 

4,7 

54 

195,4 

Bolivia 

33 

24 

4,3 

4,1 

510 

2,2 

52 

5,3 

Guatemala 

39 

33 

3,7 

3,6 

910 

2,9 

57 

6,6 

Ekuador 

45 

34 

4,5 

4,4 

880 

4,3 

60 

7,8 
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Rep. Dominika 

51 

30 

5,3 

5,8 

910 

3,5 

60 

5,1 

Brazil 

65 

46 

4,3 

4,8 

1,570 

4,9 

62 

119,5 

Kuba 

65 

55 

2,4 

2,9 

810 

‘1,2 

72 

9,7 

Peru 

67 

46 

4,4 

5,0 

740 

2,0 

56 

16,8 

Meksiko 

67 

51 

4,5 

4,8 

1,290 

2,7 

65 

65,4 

Kolombia 

70 

48 

3,9 

5,2 

850 

3,0 

62 

25,6 

Cile 

81 

68 

2,4 

3,1 

1,410 

1,0 

67 

10,7 

Argentina 

82 

74 

1,8 

2,0 

1,910 

2,6 

71 

26,4 

Venezuela 

83 

67 

4,2 

4,7 

2,910 

2,7 

66 

14,0 

Amerika Latin d 

62 

48 

3,8 

4,2 

1,225 

2,5 

63 

312,9 


a Termasuk negara-negara dengan populasi yang lebih dari 5 juta. 
b Bank Dunia (1980:148-9) 
c Bank Dunia (1980: 110-11) 
d Rata-rata ketimpangan 
e Perkiraan 
f 1977. 

Tentu saja angka pertumbuhan urban di Dunia Ketiga sangat beragam. 
Amerika Latin sudah lama menjadi benua urban sehingga tidak meng¬ 
herankan setelah tiga dekade atau lebih mengalami migrasi kota yang 
pesat, dewasa ini pertumbuhan urban mulai menurun. Sekarang ini 
negara-negara yang dulunya kurang mengalami urbanisasi, mengalami 
tingkat pertumbuhan urban yang sangat tinggi, khususnya Afrika, Mela¬ 
nesia, dan beberaba bagian Timur Tengah. Pola-pola umum ini dapat 
dilihat dalam tabel 1.1 dan 1.2 dan gambar 1.1. Di seluruh pelosok Dunia 
Ketiga ada korelasi antara tingkat urbanisasi dengan tingkat perkem¬ 
bangan ekonomi. Lofman (1979) menghitung bahwa di antara negara- 
negara Dunia Ketiga terdapat korelasi koefisien 0,75 antara GNP perka- 
pita dengan prosentase penduduk yang hidup di daerah perkotaan. Jelas 
beberapa wilayah seperti Afrika Utara dan Timur Tengah berbeda de¬ 
ngan pola ini, karena wilayah-wilayah tersebut memiliki sejarah perkem¬ 
bangan urban yang panjang. Dan beberapa wilayah lainnya, seperti 
negara-negara Teluk Persia, meskipun memiliki pendapatan perkapita 
yang tinggi, namun pada hakikatnya masih bersifat pedesaan. Namun 
gambaran tabel 1.1 masih memperlihatkan bahwa sebagian besar negara 
maju memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, sedangkan negara-negara 
Dunia Ketiga masih bersifat pedesaan. 
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1.1 Populasi urban sebagai persentase populasi secara keseluruhan 











Fakta ini tetap menonjol hingga sekarang. Kami hanya memasukkan 
informasi mendasar dan merujuk pada data menarik yang lebih spesifik 
lagi yang disesuaikan dengan beberapa karya referensi dasar, misalnya 
karya Davis (1969) dan buku laporan demografi tahunan PBB. Perma¬ 
salahan pokok yang akan kita garis-bawahi di sini, walaupun perkem¬ 
bangan perkotaan di dunia semakin pesat, tetapi terdapat variasi yang 
sangat beragam antar berbagai daerah dan bahwa bentuk-bentuk perko¬ 
taan juga sangat bervariasi antara negara-negara maju dan negara-ne¬ 
gara berkembang, juga di Dunia Ketiga itu sendiri. 


Pola-pola Kesenjangan 

Pola-pola dan proses perkembangan perkotaan yang kami bahas da¬ 
lam buku ini adalah yang terjadi di dunia yang mengalami kesenjangan. 
Proses perkembangan itu tidak dapat dipahami secara terpisah dari 
proses-proses yang melahirkan kesenjangan itu. Kita telah menunjuk 
pada kesenjangan yang ada di tingkat dunia tetapi juga ada kesenjangan 
yang parah di negara-negara Dunia Ketiga. Tabel 1.3 menunjukkan 
seberapa jauh kesenjangan tersebut. Seperlima rumah tangga yang paling 
miskin di Peru menerima kira-kira 1,9% dari pendapatan totalnya dan di 
Taiwan 8,7% dibandingkan dengan sepersepuluh rumah tangga paling 
kaya yang menerima 24,7% dari seluruh pendapatan total Taiwan dan 
50,6% di Brazil. Rata-rata tak berimbang dari tabel tersebut menun¬ 
jukkan bahwa negara-negara Dunia Ketiga sebagai suatu kelompok me¬ 
ngalami kesenjangan yang lebih parah dibandingkan dengan negara- 
negara maju, di mana sepersepuluh masyarakat yang ada di puncak 
negara-negara Dunia ketiga menerima 35,0% sedangkan di negara-ne¬ 
gara maju 26,3% dari total pendapatan keluarga. 
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Tabel 1.3 


Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Negara-negara 
Terpilih 



Persentase pendapatan rumah 
tangga dalam kelompok 



Tahun 

Terendah 

20% 

Terendah 

40% 

Tertinggi 

10% 


1964-5 




Sri Lanka 

1969-70 


19,2 


Honduras 


-'s * 

7,3 

B 

Filipina 

■£811 


11,9 

NA 

Peru 


1.9 

7,0 

42,9 

Malaysia 


K 3 B 

10,6 

39,6 

Rep. Korea 

WBmm-o-' 

B 

16,9 

27,5 

Turki 


B 

11,4 

40,7 

Meksiko 

1977 


9,9 

40,6 

Taiwan 

1971 

8,7 

21,9 

24,7 

Cile 

1968 

4.4 

13,4 

34,8 

Kosta Rika 

1971 


12,0 

39,5 

Brazil 

1972 


7,0 

50,6 

Argentina 

1970 


14,1 

35,2 

Venezuela 

1970 

m ' 1 

10,3 

35,7 

Rata-rata 





negara 

- 

4,2 

12,7 

35,0 

-negara Dunia 

1969 

5,1 

15,6 

30,9 

Ketiga 

Italia 





Inggris 

1973 

6,3 

18,9 

23,5 

Jepang 

1969 

7,9 

21,0 

27,2 

Perancis 

1970 

4,3 

14,0 

30,4 

USA 

1972 

4,5 

15,2 

26,6 

Swedia 

1872 

6.6 

19,7 

21,3 

Rata-rata 

_ 

6,0 

17,8 

26,3 

dari 12 
negara 
industri 






NA data tidak tersedia 
Rata-rata tidak seimbang 


Sumber : Bank Dunia, 1980:156-157. Sumber secara terperinci di papar¬ 
kan pada halaman 164-5, yang juga memberikan catatan bahwa.’ 

meskipun perkiraan tersebut dianggap yang terbaik, namun data-data 
tersebut hendaknya ditafsirkan secara jeli’. 
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Ketimpangan di negara Dunia Ketiga telah mengkondisikan bentuk- 
bentuk perkotaan yang muncul. Dengan tidak adanya kesenjangan akses 
terhadap sumberdaya itu, maka fenomena yang kami gambarkan akan 
sangat berbeda. Walaupun kota-kota kumuh, pengangguran, pelayanan 
yang langka dan para penghuni trotoar merupakan akibat dari kemis¬ 
kinan nasional dan kesenjangan distribusi dunia, namun bentuk-bentuk 
dan tingkat keparahannya tidak akan begitu mencolok seandainya nega¬ 
ra-negara Dunia Ketiga lebih adil. 
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1 

PERKEMBANGAN PERKOTAAN 
DALAM SEBUAH SISTEM DUNIA 


SeNTUK perkotaan merupakan akibat langsung dari cara-cara teror¬ 
ganisirnya suatu masyarakat. Oleh karena itu, dalam suasana yang tim¬ 
pang, tidaklah mengherankan kalau kota-kota juga mengalami ketim¬ 
pangan. Telah di ungkapkan bahwa sepanjang sejarahnya kota melayani 
kelompok-kelompok elite dan hanya pada masyarakat elite lah kota 
benar-benar bisa berkembang. Masyarakat egaliter yang didasarkan atas 
apa yang di sebut oleh Polanyi dengan asas ’timbal balik yang seimbang’ 
itu tidak mampu menciptakan kota-kota. Tanpa ada kekuasaan sentral 
dan mekanisme untuk menciptakan surplus atas konsumsi dan memu¬ 
satkan surplus tersebut di wilayah-wilayah perkotaan, maka kota-kota 
tersebut tidak bisa tumbuh. Urbanisasi hanya akan terjadi dalam masya¬ 
rakat yang didasarkan atas ’redistribusi’ di mana surplus atas konsumsi 
dapat di alokasikan oleh suatu kelompok khusus. Tetapi kenyataan 
urbanisasi tergantung pada berbagai mekanisme pemusatan kekayaan 
tidaklah memberikan penjelasan yang lebih dalam kepada kita. Sebab 
ternyata dari waktu ke waktu, dunia ini telah dipenuhi oleh masyarakat 
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urban yang masing-masing memiliki perbedaan mendasar. Misalnya, 
masyarakat teokrasi kuno di Meksiko atau Cina membangun wilayah- 
wilayah perkotaan yang begitu berbeda dengan sebagian besar kota-kota 
paling mutakhir. Kota-kota kuno tersebut dihuni oleh para elite peme¬ 
rintahan dan agamawan yang didukung oleh surplus pertanian yang 
dikeruk melalui kombinasi kekuatan militer dan tekanan moral. Sejauh 
kaum elite dalam masyarakat tersebut memposisikan sebagai wakil-wakil 
Tuhan atau bahkan menganggap diri mereka sebagai dewa-dewa, maka 
masyarakat pedesaan sedikit sekali mempunyai pilihan kecuali menye¬ 
rahkan upeti-upeti. Sebaliknya, masyarakat industri maju kurang bergan¬ 
tung pada jenis paksaan tersebut, kendatipun kolonialisme Eropa dan 
kediktatoran militer modern mengingatkan kita bahwa paksaan tersebut 
hampir tidak asing bagi kapitalisme, dan bahkan merupakan jaring-jaring 
kepentingan saling terkait yang lebih kompleks lagi. Masyarakat kapitalis 
berisikan kaum elite yang kekuasaannya sebanding dengan kaum elite 
dalam masyarakat teokrasi, tetapi mekanisme penciptaan dan pengaku- 
mulasian surplus jelas berbeda. Berbeda dengan masyarakat teokratis 
yang membenarkan upeti, ideologi kapitalisme melegitimasi urbanisasi 
dari sudut pandang kontribusinya terhadap pertumbuhan GNP. Apakah 
seluruh kota kapitalis menunjukkan peran tersebut hal ini merupakan 
suatu permasalahan yang masih bisa diperdebatkan. Tentu saja dalam 
suatu kasus dapat dikatakan bahwa wilayah-wilayah perkotaan di negara- 
negara maju bersifat 'generatif menurut pengertian Hoselitz (1957); jasa 
perbankan dan badan-badan keuangan di London jelas telah lama meng¬ 
hasilkan pemasukan bagi daerah-daerah Inggris yang lain, seperti pabrik- 
pabrik di Birmingham, Manchester, pelabuhan-pelabuhan di Liverpool 
dan Southampton. Tetapi, kota-kota ini juga sama 'parasitnya' dengan 
kota-kota Dunia Ketiga dalam kaitannya dengan sumberdaya alam dan 
produk primer yang dihasilkan negara-negara berkembang. Di seluruh 
dunia, kota-kota tersebut mengeruk surplus, baik surplus yang berasal 
dari wilayah pertanian setempat atau dari bagian dunia yang lainnya. 
Dewasa ini wilayah- wilayah utama di seluruh dunia ini telah diinte¬ 
grasikan ke dalam ekonomi tunggal. Daerah pedesaan dan pusat-pusat 
pertambangan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang di be¬ 
lahan dunia yang lain dan mengkonsumsi produksi yang dibuat di belahan 
bumi yang lain pula. Di dalam sistem ekonomi dunia seperti ini, kota- 
kota menunjukkan fungsi-fungsi yang khusus dan kesejahteraannya ber¬ 
gantung pada posisinya dalam sistem ekonomi ini. Karakteristik, ukuran 
dan peran masing-masing kota mencerminkan peranan dunia masyarakat 
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tempat terbentuknya kota-kota itu. Sesungguhnya inilah salah satu argu¬ 
men utama buku ini. 

Jadi, evolusi suatu kota di Amerika Barat bagian tengah atau di India 
Selatan tidak betul-betul bisa dipahami dari sudut pandang geografisnya 
atau bahkan dari fungsi-fungsi nasionalnya; perkembangannya tergan¬ 
tung pada bagaimana cara ia dikaitkan ke dalam sistem-sistem yang lebih 
luas. Kekuatan jaringan antar kota-kota yang berbeda tersebut dengan 
sistem dunia sangatlah bervariasi. Oleh karenanya, sepanjang perkem¬ 
bangan ekonomi dunia telah menciptakan sistem ekonomi yang saling 
terkait, maka kota- kota berbeda tersebut memainkan peran-peran yang 
telah di alokasikan di dalam sistem itu. 

Sehubungan dengan permasalahan ini, dunia modern hanya berbeda 
dalam tingkatan saja dengan dunia kuno. Pada zaman dahulu, wilayah- 
wilayah itu di alokasikan perannya oleh penguasa kerajaan dan kota-kota 
dalam wilayah tersebut mencerminkan peranan-peranan semacam itu. 
Pada zaman kerajaan Romawi, pusat-pusat komunikasi utama, misalnya 
Iskandariyah dan kota-kota yang menguasai wilayah-wilayah pertanian 
kaya, seperti Damaskus, berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang 
semakin luas dan semakin makmur; pada puncak hirarki perkotaan 
tersebut ada ibukota kerajaan. Kejayaan Romawi didukung oleh pajak 
atau surplus yang tersedia. Dalam pengertian ini tampaknya fenomena 
ini mendukung proposisi Sjoberg (1963: 220) tentang adanya pertum¬ 
buhan perkotaan dalam dunia praindustri: ’yakni pada tahap perkem¬ 
bangan teknologi yang sudah ada, semakin besar suatu kerajaan, maka 
semakin besar pula ukuran dan jumlah kota-kotanya’. 

Tetapi haruskah proposisi ini dibatasi pada dunia kuno atau prain¬ 
dustri? Barangkali nilainya lebih baik di tunjukkan pada saat ini dengan 
membandingkan perkembangan kota-kota di Inggris sampai tahun 1900. 
London misalnya, telah menjadi kota nasional yang penting, tetapi per¬ 
tumbuhannya sejak 1500 telah di rangsang oleh posisinya sebagai salah 
satu pusat kekuasaan dunia. Emas dan perak Spanyol dirampas oleh para 
perompak, seperti Drake, Hawkins dan Vernon dari Inggris .pada abad 
ke-16 dan ke-17. Perdagangan budak dan bentuk-bentuk perdagangan 
internasional lainnya mempertahankan momentum abad ke-17 dan 
ke-18 seiring dengan ekspansi koloni-koloninya di Amerika. Kegiatan- 
kegiatan East India Company (EIC) telah mengeduk keuntungan besar 
untuk Inggris selama abad ke-18 di India (Chamberlain, 1974; Durtt, 
1968). Ekspansi perkotaan yang pesat ini telah mempersiapkan terja¬ 
dinya revolusi industri di abad ke-18. Selama abad ke-19, pertumbuhan 
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industri tekstil, baja dan mesin-mesin mengakibatkan terjadinya eks¬ 
pansi yang timpang di Manchester, Glassgow, Liverpool, Birmingham 
dan kota tenun Lanchashire dan Yorkshire. Perluasan industri dan urban 
semacam itu tentunya tidak menguntungkan bagi rekan dagang Inggris 
secara keseluruhan; dan tidak setiap negara menerima prinsip-prinsip 
ekonomi-politik liberal. Dan jika negara-negara kurang maju lainnya 
keberatan terhadap logika perdagangan bebas tersebut, atau penguasa- 
penguasa Eropa lainnya mencoba membatasi penetrasi Inggris lewat 
tekanan politik, maka Afrika, Asia dan Karibia secara formal masuk 
dalam daftar imperium Inggris. Amerika Latin memang tidak tergabung 
dalam imperium itu secara formal, tetapi modal Inggris telah mem¬ 
bangun jalan kereta api, menggali nitrat, merangsang perluasan produksi 
makanan dan peternakan dan secara umum mempercepat pertumbuhan 
berbasis ekspor. Suatu kombinasi kekuatan militer, teknologi industri 
maju dan komunikasi yang canggih telah menciptakan dan memper¬ 
tahankan kelangsungan suatu imperium baik secara formal maupun 
informal. Cristal Palace Exhibitionyang megah di tahun 1852 merupakan 
komentar yang cukup cocok tentang ketergantungan Inggris terhadap 
bagian dunia yang lain. Oleh karenanya kepercayaan diri Inggris dan 
kesejahteraannya, serta kebesaran kota-kotanya bersandar pada impe¬ 
rium luar negerinya. Kota-kota di Inggris telah berekspansi dan sistem 
perkotaannya juga berkembang atas dasar pembagian kerja dunia baru 
semacam itu. 

Inggris memang merupakan perkecualian tetapi tidak khas. Sebagian 
besar kota-kota di Eropa berkembang dan makmur atas dukungan impe¬ 
rium luar negerinya: Paris, Madrid, Amsterdam dan Wina merupakan 
contoh-contoh yang jelas sekali. Kebesaran kota-kota Eropa dan demi¬ 
kian juga Amerika Utara, pada abad ini pada gilirannya hanya dapat 
dimengerti dari sudut pandang pembagian kerja internasional dan evo¬ 
lusi sistem perkotaan dunia. 


Ekspansi Perkotaan di Dunia Ketiga 

Kota-kota di Eropa dan Amerika Serikat tidak akan begitu menonjol 
tanpa adanya dukungan imperium, tetapi perkotaan di Dunia Ketiga 
begitu berbeda. Kari Mara pernah menggambarkan sejarah modem seba¬ 
gai 'urbanisasi pedesaan’; bagi sebagian besar wilayah Dunia Ketiga, ini 
merupakan aporisme yang akurat. Kalau boleh kita berpendapat, tanpa 
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gangguan kapitalisme dan imperialisme industri, beberapa masyarakat 
Dunia Ketiga mungkin masih kekurangan kota besar. Di beberapa dae¬ 
rah utama Amerika dan Afrika, urban dipaksakan oleh kapitalisme pada 
masyarakat yang sesungguhnya masih berwatak pedesaan. Di Peru, Mek¬ 
siko, India, Timur Tengah, dan Cina, di mana peradaban kota pribumi 
telah berkembang, bentuk-bentuk perkotaan berubah secara radikal. 
Dampak dari ekspansi Eropa sejak abad ke-16 telah mentranformasikan 
struktur-struktur perkotaan di Dunia Ketiga. Fungsi dan bentuk-bentuk 
kota-kota modern di Dunia Ketiga tidak dapat dipahami tanpa memper¬ 
timbangkan proses ini. Seperti pernyataan Hoselitz (1953; 204), ’kota- 
kota modern di negara- negara terbelakang merupakan lembaga-lemba¬ 
ga yang dicangkokkan, sebagian dibentuk sebagai respons terhadap pem¬ 
bagian kerja sosial yang berkembang secara murni dan sebagian lagi 
sebagai respons terhadap dampak-dampak karena integrasi negara-nega¬ 
ra berkembang ke dalam ekonomi dunia. 

Pengaruh yang paling nyata dari ekspansi Eropa dan belakangan ini 
Amerika Serikat terhadap Dunia Ketiga adalah terciptanya kota-kota 
baru, generasi baru bentuk perkotaan dan kadang-kadang rusaknya bu¬ 
daya perkotaan yang ada. Di Amerika Latin, Spanyol menghilangkan 
sebagian besar tanda-tanda peradaban jajahannya. Kota-kota besar Inca 
dan Aztec dihancurkan kemudian diganti dengan bentuk-bentuk arsitek- 
tural Iberia yang baru. Jadi, Ternochtitlan, Ibukota Aztec, dihancurkan 
dan Mexico City dibangun di tempat yang sama: kuil-kuil suci Mocte- 
zuma yang sakral serta peradaban jajahannya digantikan dengan gereja 
Katolik. 

Alun-alun kota Zocalo mengalami nasib yang sama. Peristiwa yang 
sama juga terjadi di Peru. Cuzco, kota matahari dilenyapkan begitu 
Spanyol memaksakann bentuk-bentuk perkotaannya sendiri pada ma¬ 
syarakat Inca. Selama tiga abad kemudian, Spanyol menciptakan bentuk 
perkotaan dan juga sistem-sistem pemukiman di Amerika yang sepe¬ 
nuhnya baru. Kota-kota kecil dengan alun-alun, gereja dan pola jalan 
melengkung dibangun di seluruh wilayah taklukan Spanyol (Hardoy, 
1975; Morse, 1971). Banyak kota yang dibangun di tempat-tempat yang 
dahulunya bukan wilayah perkotaan. Kebanyakan kota besar saat ini 
dibangun oleh Spanyol: Lima, Bueonos Aires, Bogota, Karakas, Vera- 
cruz dan La Paz seluruhnya dididirikan oleh penguasa Spanyol. Di tem¬ 
pat-tempat lain di Amerika Selatan, bangsa Portugis telah melakukan 
peran yang sama dan membangun sebagian besar kota besar di Brazil, 
termasuk Rio de Janeiro, Sao Paolo dan Salvador de Bahia. Proses 
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pertumbuhan perkotaan terjadi lebih awal dan ternyata lebih mencolok 
di imperium-imperium Spanyol dan Portugis daripada impreium lainnya, 
tetapi di bagian-bagian dunia 'tradisional’, kehadiran bangsa Eropah 
seringkali membawa kepada terbentuknya dasar-dasar kota yang men¬ 
dominasi berbagai sistem pemukiman yang sedang muncul. Beberapa 
pemukiman benteng yang didirikan oleh Inggris, Perancis dan Portugis 
di sepanjang pantai Barat Afrika menjadi kota-kota ’primasi’ di abad dua 
puluh ini; hanya di tempat-tempat di mana pola-pola perkotaan sudah 
lama dimapankan, seperti di sabuk Sudan dan Yoruba kota-kota Eropa 
kurang berpengaruh. Di pinggiran sub-Sahara Afrika, Johannesburg, 
Capetown, Nairobi dan Salisbury semuanya dibangun oleh orang-orang 
Eropa. 1 Mirip dengan itu, di Asia bangsa Eropa telah membangun 
bentuk-bentuk perkotaan baru yang melengkapi kota-kota yang sudah 
ada dalam peradaban India dan Cina. Bangsa Eropa membangun kota- 
kota di pinggiran pantai yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, 
kota-kota yang akhirnya menjadi pusat metropolitan di masa mendatang. 
Jadi, di India sementara kota-kota kuno seperti Delhi dan Hyderabad 
bertahan dalam bentuk yang telah dimodifikasi. Inggris mendirikan Cal- 
cutta, Bombay, dan Madras. Hanya di Cina, Afrika Utara, dan sebagian 
Timur Tengah pusat-pusat pribumi masih mendominasi sistem perko¬ 
taan, walaupun dengan beberapa tambahan dari luar dan modifikasi yang 
perlu. 

Di seluruh ’dunia tradisional itu’, bangsa Eropa menghancurkan dan 
mentransformasi peradaban-peradaban pribumi. Kota-kota yang baru 
didirikan itu menggambarkan struktur kekuasaan baru dan menjalankan 
fungsi-fungsi yang sesuai dengan kepentingan Eropa. Pada awalnya kota- 
kota itu merupakan bagian dari sistem sosial ekonomi dunia. Kemudian 
kota-kota itu mulai bergerak ke arah yang sama, yakni ke posisi inter¬ 
nasional sebagaimana diungkapkan oleh Sjoberg (1963 : 223) tentang 
kota-kota imperium tradisional. 

Elit penguasa pada tingkat bawah seringkali menempati kota-kota kecil 
yang tersebar di seluruh daerah tersebut sehingga hirarki kota-kotanya, 
walaupun secara kasar, mencerminkan sistem status dalam masyarakat 
secara keseluruhan. Kota-kota kecil ini telah dikondisikan sebagai rute-rute 
komunikasi utama yang membentang luas sehingga para penguasa lokal 


1 Kota-kota tertentu di Benua Afrika bagian Timur, seperti Dar Es Salaam didirikan 
oleh orang orang Arab. Di samping itu, di sana terdapat budaya kota pribumi di kalangan 
baganda-baganda yang mendirikan Kampala. 
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atau propinsi dapat menjalin kontak dengan pemerintah pusat dan fungsi 
politik kunci. 


Jelas kota-kota baru itu mencerminkan tujuan-tujuan ekspansi Eropa 
dan sistem sosial yang dipaksakan terhadap wilayah-wilayah baru terse¬ 
but. Spanyol bertujuan menakluk dan menundukkan penduduk asli 
Amerika dan Filipina. Wilayah-wilayah baru ini harus memberikan keka¬ 
yaan untuk raja dan penduduknya harus ’diberadabkan’ dan diubah 
menjadi Katolik. Kota merupakan perangkat penaklukan. Kota-kota 
baru dibangun di seluruh imperium dan masing-masing wilayah per¬ 
kotaan menjamin hak hukum atas sebidang tanah yang luas dan pendu¬ 
duknya yang tergantung. Pendatang baru yang pertama cenderung lebih 
dulu memiliki tanah di sekitar kota baru dan menggabungkan milik 
umum menjadi milik pribadi. 

Para pendatang baru itu mempertahankan disiplin sesuai dengan hukum 
perdata dan pidana dan mendistribusikan keuntungan hasil usaha pena¬ 
klukan: penugasan pekerja pribumi di encominda untuk perkebunan, 
pertambangan dan pekerjaan umum, pembagian upeti dan jasa yang dibe¬ 
rikan oleh para budak Indian Amerika yang bergabung atau dalam proses 
bergabung ke dalam tatanan baru. Pada tingkat lokal, para penakluk kolo¬ 
nial, yang berubah secara cepat menjadi operator tambang, pemilik perke¬ 
bunan skala besar dan pengusaha peternakan mengkonsolidasikan posisi 
mereka di dewan kota yang anggotanya dipilih oleh mereka. Mereka meru¬ 
pakan aristokrat lokal, tidak jadi soal apapun asal-usul sosial metropolitan 
mereka.(Stein dan Stein, 1970 : 70-1). 


Kota dan desa menjadi terkait dan tidak bisa terpisahkan dengan seba¬ 
gian besar para penakluk yang hidup di perkotaan dan sebagian besar 
jajahan yang hidup di pedesaan. Kota menjadi pusat aristokrasi lokal dan 
jaringan utama rantai kontrol politik yang diterapkan oleh Spanyol. 

Di Asia Tenggara kota-kota juga merupakan bagian depan imperium 
kolonial baru dan imperium perdagangan. Awalnya, tujuan perdagangan 
orang-orang Barat yang paling modern diawali dengan kota-kota maritim 
kecil yang hampir tidak menjadi saingan bagi ibukota metropolitan di 
pedalaman. Kota-kota itu hanya berkompetisi dengan kota-kota dagang 
di pesisir Asia. Tetapi, begitu teknologi Barat mendesakkan superi¬ 
oritasnya dan Eropa mulai mendominasi pola-pola perdagangan regi¬ 
onal, kota-kota tersebut lantas mencerminkan dominasi di atas. Pada 
abad ke-19, kota-kota Eropa merupakan pusat kekuasaan utama. 
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Kota-kota Eropa di seluruh Dunia Ketiga menjadi makmur. Di Ame¬ 
rika Latin kota-kota tersebut memperoleh keuntungan dari penguasaan 
atas tanah dan buruh. Di tempat-tempat lain, kota-kota tumbuh karena 
basis perdagangannya, kendatipun sebagian besar mendapatkan keun¬ 
tungan dari posisinya yang berada antara ibukota imperium dan ping¬ 
giran luar imperium. Tetapi posisi seperti itu juga membatasi otonomi 
kota-kota itu sendiri; peranannya juga dibatasi oleh situasi karakter 
hubungannya dengan negara induk. Di Karibia dan umumnya dalam 
kekuasaan Amerika, fungsi-fungsi perkotaan mencerminkan kebebasan 
terbatas yang diberikan kepada koloni-koloni oleh kekuasaan penjajah. 
Seperti ditunjukkan Clarke (1974:224), secara historis kota-kota Karibia 
merupakan pelabuhan-pelabuhan, pusat-pusat administratif, saluran ba¬ 
gi para pedagang kecil, tetapi tidak pernah menjadi saluran barang- 
barang manufaktur. Ketika koloni-koloni tersebut secara politis menjadi 
merdeka, ada sedikit perubahan posisi kota-kota itu dalam sistem dunia. 
Sebagian besar masyarakat Amerika Latin telah memperoleh kemer¬ 
dekaan pada tahun 1830, tetapi kemudian mereka menjadi lebih terin- 
tegrasi ke dalam sistem perdagangan dunia dan terus terjerat selama 
lebih dari 50 tahun kemudian. 2 Di Asia dan Afrika, kemerdekaan politik 
terjadi agak belakangan. 

Dalam banyak kasus, satu-satunya perubahan yang dibawa kemer¬ 
dekaan di kota-kota Asia dan Afrika hanyalah penggantian para elite dan 
administrator Eropa dengan warga setempat. 


Urbanisasi Bergantung 

Ada beberapa kemiripan antara argumentasi kita kali ini dengan 
aliran pemikiran yang bermunculan di Amerika Latin yang di kenal 
dengan teori "ketergantungan". Argumentasi kritis dalam pendekatan 
ini, bahwa pembangunan Amerika Latin telah di 'kondisikan’ oleh inkor- 
porasi wilayah tersebut ke dalam cara produksi kapitalis (Dos Santos, 
1970). Struktur sosial dan ekonomi yang muncul di wilayah ini meng¬ 
gambarkan hasil proses interaksi sejarah dengan Iberia, lalu Inggris dan 
kemudian ekspansi Amerika Utara. Interaksi ini menjelaskan formasi 


2 Kuba merdeka pada tahun 1902. 
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ekonomi dan kelas sosial yang muncul di Amerika Latin, struktur perko : 
taan yang bergantung pada formasi ini, struktur perdagangan, teknologi 
dan investasi antara dunia berkembang dengan Amerika Latin. Para 
pemikir yang lebih kemudian (Wallerstein, 1974; Amin, 1974; Emma- 
nuel, 1972) menerapkan argumentasi ini terhadap bagian Dunia Ketiga 
yang lain. Rumusan-rumusan ketergantungan telah beredar luas karena 
karya Andre Gunder Frank (1967:1969). Dengan popularitas karya 
Frank, barangkali perlu untuk mengkualifikasikan beberapa gagasan 
yang ia paparkan dalam tulisan awalnya. Frank mengatakan bahwa pena¬ 
klukan Iberia telah menyerap Amerika Pra-Kolombia ke dalam sistem 
kapitalisme dunia. Akibat dari inkorporasi ini, surplus ekonomi dikeruk 
oleh Spanyol (khususnya perak) dan Portugis (khususnya kapas, gula dan 
emas), selanjutnya ketika Spanyol dan Portugis menjadi negara yang 
secara ekonomi bergantung pada negara industri baru Inggris, surplus itu 
disalurkan ke Inggris. Oleh karenanya, Amerika Latin terkait ke dalam 
rantai pengerukan surplus, Inggris yang ’maju’ dan Amerika Latin yang 
’terbelakang": yang maju dan yang terbelakang tidak harus dipandang 
sebagai proses yang terpisah, melainkan sebagai hasil yang berbeda dari 
proses yang sama. Rantai pengerukan surplus ini menciptakan pusat dan 
pinggiran baik dalam skala dunia, maupun di Amerika Latin sendiri. 
Dalam skala dunia, Amerika Latin harus mensuplai negara-negara maju 
dengan bahan mentahnya dan sebaliknya mereka mengimpor produk- 
produk manufaktur. Di tingkat regional, kota-kota besar berfungsi seba¬ 
gai sentra-sentra, sedangkan wilayah propinsi dan pedesaan diposisikan 
sebagai pinggiran. Kota Amerika Latin berfungsi sebagai jaringan yang 
krusial dalam rantai pengerukan surplus. Dalam kota tersebut, elite lokal 
mendapatkan keuntungan dari dominasi luar negeri dan dari wilayah- 
wilayah pinggiran yang terbelakang. Setelah kemerdekaan politis terca¬ 
pai, maka kepentingan-kepentingan para elite nasional yang dominan itu 
merangsang proses pembangunan yang bergantung dan membatasi peru¬ 
bahan struktural. Keterbelakangan desa dan kemiskinan massa meru¬ 
pakan akibat yang tak terelakkan dari proses sejarah seperti ini. 

Dewasa ini, teori ini dipandang kasar dan kurang akurat (Palma, 1978; 
Oxaal, Barnet dan Booth (eds), 1975; Roxborough, 1979). Pertama, 
Frank jelas keliru dengan menyatakan bahwa kehadiran Cortes dan 
Pizzaro membawa kepada inkorporasi langsung Amerika Latin ke dalam 
sistem kapitalis. Sebagaimana dinyatakan oleh Laclau (1971), harus 
dibedakan antara kapitalisme sebagai cara tukar dengan kapitalisme 
sebagai model produksi. Pertukaran produk-produk atas basis pasar 
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tetap perlu, tetapi tidak cukup dalam kondisi kapitalisme. Apa yang 
dibutuhkan di sini adalah suatu perubahan dalam pemilikan alat-alat 
produksi dan munculnya kelas-kelas boijuasi dan proletar. Bahkan de¬ 
wasa ini, beberapa bagian Amerika Latin masih tetap tergabung secara 
penuh dalam model produksi kapitalis. 

Kedua, akibat buruk dari penaklukan Spanyol dan Portugis memo¬ 
difikasi sistem produksi yang ada dengan cara yang beragam. Di beberapa 
tempat, para petani subsisten dengan cara tradisional yang biasa mereka 
lakukan, lebih memberikan surplus kepada Spanyol daripada kepada 
Aztec atau Inca. Di lain tempat, muncul hatiendas (rumah-rumah besar 
di Amerika Selatan). Lewat lembaga ini, komunitas Indian dipaksa be- 
kerja di lahan-lahan hasendado. Sebagai imbalannya mereka memiliki 
hak untuk mengelola sebidang tanah mereka sendiri. Sedangkan di tem¬ 
pat-tempat lain, perkebunan-perkebunan didirikan sebagai suatu meka¬ 
nisme pengerukan surplus. Jelasnya, proses ini sama dengan pengertian 
bahwa surplus dihasilkan untuk kepentingan elite lokal dan asing. Di sisi 
yang lain, pengakuan atas fakta bahwa bentuk-bentuk perdagangan 
prakapitalis masih bertahan dan dalam beberapa kasus didptakan kem¬ 
bali oleh para elite baru, memperkenalkan tingkat kecanggihan yang 
sama sekali baru ke dalam argumentasi Frank (Pearse, 1975). 

Ketiga, implisit dalam argumentasi aliran Frank, proses pengerukan 
surplus telah memiskinkan Amerika Latin, kendatipun fakta menya¬ 
takan penafsiran yang berbeda. Misalnya, investasi modal Inggris di 
Argentina dan Uruguay mendptakan jalan-jalan kereta api, infrastruk¬ 
tur perkotaan, basis peternakan, produksi wool, daging dan gandum. 
Inkorporasi beberapa wilayah ke dalam model produksi kapitalis telah 
menghasilkan kesejahteraan. Pertama kali dinyatakan oleh Cardoso 
(1972) dan Warren (1973) bahwa perbedaan penting yang harus dije¬ 
laskan adalah antara pembangunan 'bergantung’ dengan kemiskin a n. 
Meskipun kemiskinan merupakan akibat dari ekspansi kapitalis di wila¬ 
yah-wilayah tertentu, tetapi wilayah-wilayah lainnya barangkali justru 
dapat meningkatkan kesejahteraan materialnya. Di beberapa wilayah 
lain, kekayaan yang dikeruk oleh kepentingan kelas dominan hanya dari 
produk yang lebih besar. Di sini, kelompok-kelompok miskin tidak 
semakin miskin, karena proses eksploitasi bersifat relatif. 

Keempat, dampak munculnya ekspor lokal diperkira kan berbeda- 
beda. Wilayah-wilayah tersebut bisa jadi makmur atau melorot sesuai 
dengan karakter jenis produk ekspor. Sebagaimana dikatakan Furtado 
(1971), ukuran dan bentuk jaringan yang sangat kompleks merupakan 
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faktor-faktor penting dalam menentukan dampak di tingkat regional. 
Timah Bolivia, yang mempekerjakan buruh-buruh tambang dan juga 
menawarkan peluang-peluang kecil bagi proses lokal telah menciptakan 
dampak berganda. Sebaliknya kopi Kolombia dan gandum Argentina 
telah memapankan sejumlah besar produsen dan merangsang jaringan 
konstruksi kereta api serta mendorong perkembangan industri sehingga 
memberikan kesempatan bagi ekspansi lokal (McGreevey, 1971b; Balan, 
1976). 

Beberapa penafsiran mutakhir tentang teori ketergantungan ini, se¬ 
muanya menerima argumentasi itu, tetapi secara luas berbeda dalam 
banyak hal (Palma, 1978). Sesungguhnya, dasar pemikiran Marxis dan 
Neo-Marxis yang berbeda-beda telah menciptakan suatu posisi yang 
meyakini bahwa tidak ada lagi teori seperti teori ketergantungan dalam 
artian tidak ada lagi pendekatan teori ketergantungan yang tunggal, 
bahkan ada yang tidak mau mengakui lagi aliran ketergantungan ini. 
Walaupun perdebatan ini penting di tingkat teori dan untuk preskripsi 
politik, tapi kurang penting untuk tema sekarang ini. Yang penting di 
sini adalah menggarisbawahi bahwa negara-negara berkembang dan ter¬ 
belakang tidak muncul secara independen; pembangunan salah satu 
negara secara integral terkait dengan negara lainnya. Format-format 
sosial yang dominan dan sistem-sistem produksi Dunia Ketiga muncul 
sebagai respons terhadap pembangunan kolonial dan kapitalis. Jika for¬ 
masi sosial dan ekonomi di Dunia Ketiga ’dikondisikan’ oleh ekspansi 
kapitalisme, maka bentuk-bentuk perkotaan jelas dipengaruhi oleh pro¬ 
ses serupa. Argumentasi inilah yang telah mengantarkan Castells (1977a) 
menemukan istilah yang disebutnya ’urbanisasi bergantung’ dan Harvey 
(1973: 232) menegaskan bahwa ’metropolitanisme global telah dile¬ 
katkan ke dalam pola-pola peredaran ekonomi global... bentuk-bentuk 
kota yang berbeda juga berada di dalam sistem ekonomi itu’. 

Pembahasan berikut ini berasal dari argumentasi di atas. Bentuk- 
bentuk perkembangan kota di Dunia Ketiga dewasa ini hanya dapat 
dipahami sebagai suatu akibat dari proses ekspansi historis penguasa- 
penguasa kapitalis. Pada saat yang sama, dampak ekspansi itu tidak bisa 
dipahami kecuali dari sudut pandang karakter produksi bahan mentah 
dan bentuk-bentuk masyarakat pribumi yang disatukan. Dalam beberapa 
halaman berikut, saya akan menggambarkan proses urbanisasi berda¬ 
sarkan dua perangkat faktor yang berbeda ini. Pertama, saya akan mene¬ 
liti karakter masyarakat pribumi, lembaga-lembaga perkotaan mereka, 
kekuatan-kekuatan ekonomi dan militer, serta respons mereka terhadap 
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kontak dengan Eropa; dan kedua, masalah rentang waktu dan bentuk 
kontak dengan Eropa tersebut Dalam artian sampai sejauh mana kolo¬ 
nialisme Spanyol, Belanda, Portugis, Inggris, Turki, Belgia, atau Amerika 
Serikat memapankan bentuk-bentuk struktur perkotaan yang berbeda 
dan sampai sejauh mana bentuk-bentuk produk ekspor yang berbeda 
tersebut memapankan jenis-jenis struktur sosial dan ekonomi yang ber¬ 
beda pula, sehingga dapat mempengaruhi bentuk masyarakat perkotaan 
yang akhirnya berkembang di Dunia Ketiga? 


Masyarakat dan Tradisi Perkotaan 
sebelum Kontak dengan Eropa. 

Eropa berhadapan dengan beragam masyarakat dalam ekspansinya 
setelah tahun 1500; yakni, masyarakat pemburu primitif, masyarakat 
petani, masyarakat militer-teokrasi dan masyarakat ekonomi industri. 
India abad ke-18 merupakan negara manufaktur sekaligus negara perta¬ 
nian yang sangat luas; ’metode pertanian India, juga organisasi industri 
dan perdagangannya dapat disetarakan dengan negara-negara di bagian 
belahan bumi lainnya’ (Anstey, 1936:5). Sebaliknya, beberapa pengamat 
masyarakat Afrika dari Eropa merasa terkesan sekali. Elemen-elemen ’si 
buas yang budiman’ (noble savage) muncul dalam berbagai laporan. Tapi 
banyak yang menimbulkan kesan Afrika yang gelap dan penuh dengan 
kanibalisme. Burton (1956 : 65) misalnya, meneliti kafilah Danikil di 
Afrika bagian Timur dan berkomentar bahwa kaum-kaum laki-lakinya 
beringas seperti orang hutan dan kaum wanitanya hanya cocok men¬ 
cambuk sapi-sapi saja. Laporan seperti ini merupakan komentar para 
pengamat tentang apa yang diamati dan bisa sedikit diragukan bahwa 
barisan depan ekspansi Eropa bukan yang terbaik dari masyarakat Eropa. 
Seperti dinyatakan oleh Kieman (1972:25), orang-orang Eropa ini meru¬ 
pakan perompak-perompak, para pedagang, para perampok dan pe- 
rampas....Pernyataan ini memberikan gambaran peradaban Barat kepada 
dunia, seperti gambaran tentang Islam yang memperjualbelikan para 
budak Arab. Pendobrak budaya ini tidak berbuat apa-apa kecuali men¬ 
desak peradaban Timur yang besar itu, sehingga peradaban tersebut tidak 
ada pilihan lain kecuali harus belajar dari Eropa. Kebanggaan Ona 
menolak budaya Barat dan ideologi agraris Konfusius secara konservatif 


12 URBANISASI DAN KEMISKINAN 



juga menolak untuk mengadopsi ide-ide atau cita-cita Barat. Reaksi yang 
terjadi di kerajaan-kerajaan Islam Timur Tengah dan India juga sama. 

Keberagaman dunia yang baru diketemukan tersebut lebih disebabkan 
oleh wilayah geografis yang luas daripada fungsi isolasinya. Beberapa 
wilayah tertentu relatif masih tetap memiliki otonomi selama beberapa 
abad, khususnya di Amerika. Tetapi di sebagian besar wilayah yang 
ditaklukkan oleh bangsa lain, terdapat fakta kehidupan yang berulang- 
ulang. 

Di tempat berdiri negara Meksiko modern sekarang, masyarakat Az- 
tec telah mendominasi banyak peradaban lain yang memaksa mereka 
menyediakan kurban manusia untuk para dewa. 

Di sebagian besar wilayah Asia, orang Eropa menjumpai masyarakat- 
masyarakat yang berada di bawah dominasi bangsa asing atau para elit 
semi-asing; wilayah-wilayah yang luas di India telah ditaklukkan oleh 
bangsa Arya, Arab dan Mongol selama beberapa abad; Cina dikuasai oleh 
Dinasti Manchu. Di Afrika, perpindahan penduduk seringkali menga¬ 
kibatkan konflik. Di Barat, para pedagang Islam dan para guru dari 
seberang Sahara telah memberlakukan agama baru dan bentuk perko¬ 
taan baru pada masyarakat yang ada sehingga memaksa sebagian masya¬ 
rakat berpindah ke pesisir. Di Afrika Selatan, orang Eropa mengadakan 
kontak dengan peradaban Afrika pada saat Mfecane (hantaman besar); 
serangkaian konflik di kalangan masyarakat pribumi telah memecah 
belah para kepala suku di Afrika sehingga berpencar ke separuh benua 
Afrika (Daventport, 1977: 10). Konflik antar masyarakat bukan meru¬ 
pakan ciri dari dunia yang ditemukan oleh Eropa semata-mata, tetapi 
juga didorong oleh penaklukan dan inkorporasi Eropa. Jadi, perbudakan 
di Afrika Barat didukung oleh antipati antar kelompok dan tradisi perbu¬ 
dakan yang ada. Penaklukan Spanyol atas Meksiko dipermudah, seperti 
bisa dicatat oleh Cortes, dengan dukungan masyarakat Indian yang sebe¬ 
lumnya ditaklukkan oleh Aztec. Di India, East Indian Company berse¬ 
kutu dengan salah satu kerajaan yang sedang berkonflik dengan kerajaan 
lainnya. Masyarakat beragam yang ditemukan oleh bangsa Eropa jelas 
memiliki perbedaan tradisi perkotaan yang luas. Di wilayah Pasifik dan 
di beberapa tempat utama di Afrika, urbanisasi tidak ada walaupun 
istilah tersebut didefinisikan secara lebih longgar. Sebaliknya, urbanisasi 
di Amerika, Timur Tengah, India dan Cina sering menjadikan kota-kota 
Eropa tampak mandul. Sesungguhnya apa yang digambarkan oleh Whea- 
tley (1970) sebagai wilayah ’generasi urban primer’ terbatas pada apa 
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yang sekarang di sebut ’Dunia Ketiga. 3 Prestasi perkotaan dunia 
’tradisional’ jelas sangat mengesankan bangsa Eropa yang menemu¬ 
kannya. Cortes sendiri tidak mampu menggambarkan keindahan dan 
kebesaran bangunan-bangunan yang ia temukan di ibukota Moctezuma. 
Lebih jauh ke Selatan, orang-orang Spanyol terkagum-kagum pada kea¬ 
gungan kota-kota di Inca (Burland, 1967). Di beberapa bagian dunia ini, 
ada ukuran kota-kota sekaligus arsitekturnya yang mampu memberi 
kesan pada bangsa Eropa. Di Cina, sebelum tahun 1900 ada beberapa 
kota yang lebih besar daripada kota-kota di Eropa. 

Di Timur Tengah, Iskandariyah dan Baghdad lama keduanya diper¬ 
kirakan mempunyai penduduk lebih dari satu juta. Pada tahun 1803, 
istana Delhi, benteng, masjid-masjid agung dan sebagian besar pendu¬ 
duknya dikelilingi oleh tembok yang panjangnya 9 kilometer. Di sub- 
Sahara Afrika kemegahan kota yang sama tidak ada dan tradisi perkotaan 
yang kuat hanya berkembang di sebagian kecil wilayah itu. Kota-kota 
besar muncul di wilayah-wilayah di bawah pengaruh Islam baik di sabuk 
Sudan maupun di pantai Timur Afrika. Di beberapa wilayah Yoruba, 
lazim bagi masyarakat petani hidup di kota-kota dengan alasan sosial, 
keagamaan dan keamanan; dan setelah peperangan abad ke-19, kota- 
kota tradisional Yoruba, berikut kota-kota barunya dipenuhi oleh para 
pengungsi (Mabogunje, 1962). 

Meskipun besarnya kota-kota tersebut tidak terbantahkan, tetapi ko¬ 
ta-kota itu tidak seperti kota-kota modern Eropa. Kota-kota tersebut 
lebih mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sjoberg (1960) sebagai kota 
praindustri. Kota-kota ini bersandar pada bentuk-bentuk teknologi se¬ 
derhana dan tergantung pada agama. Di Inca, kekuasaan Peru terutama 
berasal dari Inti, dewa matahari; konstruksi kota merupakan ekspresi 
tertinggi dari seni Inca dan organisasi negara. Titik puncaknya pada 
Cuzco, pusat alam semesta dan singgasana keturunan matahari di bumi, 


3 Yang saya maksudkan dengan 'generasi perkotaan primer 1 adalah kemunculan 
bentuk-bentuk perkotaan independen melalui restrukturisasi masyarakat yang dahulunya 
berada pada level integrasi dengan rakyat dan yang tunduk atau tidak terpisahkan dari 
masyarakat yang sudah ada... Saya akan menyatakan bahwa daerah dataran Mesopotamia, 
lembah Nil, lembah Indus, dataran Cina Utara, Meso-Amerika, dan Andes Tengah, 
merupakan wilayah generasi perkotaan primer. Wilayah-wilayah yang karakter peleburan 
dari masyarakat kota dapat ditunjukkan baik dengan inisiatif dan/atau akselerasi yang 
mentransformasikan masyarakat desa ke masyarakat kota... Saya akan menyatakan bentuk 
ini sebagai generasi perkotaan sekunder’, Wheatley (1970:395). 
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Sapa Inca (Burland, 1967:40). Di masyarakat tradisional Asia, kota-kota 
dimaksudkan sebagai kreasi-kreasi kosmis. 

Kota-kota besar ini di dukung dan memberi perintah pada bagian 
masyarakat yang lainnya. Di Cina kuno, setiap kota menerima perintah 
dari Peking. 

Di Inca Peru, para pejabat kota merupakan bagian hirarki pegawai 
sipil yang efisien. Kota-kota seperti itu terlibat dalam perdagangan dan 
manufaktur, tetapi fungsi ini tunduk pada kebutuhan keagamaan dan 
negara. Bahkan di kota-kota Yoruba, yang dihuni oleh para petani dan 
pedagang, fungsi utama kota adalah sebagai singgasana ’Oba’, simbol 
nyata dari dewata, Pendeta Tertinggi di kerajaannya’(Ojo, 1966:75). 

Peradaban kota ini secara mendalam mempengaruhi bentuk kota-kota 
modern. Baik masalah lokasi maupun morfologinya, kota-kota tradi¬ 
sional ini membantu membentuk pengaruh perkotaan Eropa. Karena 
peradaban perkotaan ini berbeda satu sama lain, maka peradaban-pera¬ 
daban tersebut juga memberi kontribusi yang berbeda terhadap evolusi 
kota-kota modern. 


Kontak dengan Eropa: 

Kolonialisme dan Neo-Kolonialisme 

Keberagaman tidak terbatas pada budaya-budaya jajahan; ia juga 
menjadi ciri kekuasaan penjajah. Sesungguhnya, ekspansi Eropa ke Du¬ 
nia Ketiga mengasumsikan keragaman bentuk. Keragaman itu sebagian 
besar merupakan akibat dari keragaman bangsa Eropa yang terlibat 
dalam ekspansi penjajahan dan perdagangan; gaya ekspansi Spanyol, 
Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, Belgia, dan Italia dalam banyak hal 
sangat berbeda. Sifat kontak Eropa juga dipengaruhi oleh ragam wilayah 
dan peradaban yang ditemukan. Jadi, dampak penjajahan Inggris di 
Australia dan Amerika Utara sangat berbeda dengan di Afrika. Pengaruh 
Eropa juga berubah dari waktu ke waktu: gaya-gaya Inggris di India 
berubah dengan jelas sejak adanya East Indian Company sampai ha¬ 
dirnya wakil Ratu; dampak kolonialisme Spanyol abad ke-16 sangat 
berbeda dengan dampak yang terjadi di awal abad ke-19. Sesungguhnya, 
bentuk kapitalisme telah berubah dari kapitalisme merkantilisme ke 
kapitalisme industri, kemudian ke kapitalisme monopoli (Baran, 1957; 
Barrat-Brown, 1974). Di samping itu, ketika banyak negara Dunia Ketiga 
mengalami kontak dengan salah satu negara Eropa, negara-negara lain- 
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nya juga melakukan kontak dengan negara-negara Eropa lainnya. Di 
Karibia, pulau-pulau silih berganti penguasa; Kuba juga selalu berganti 
kekuasaan dari tangan Inggris, ke tangan Spanyol lalu ke tangan Amerika 
Serikat. 

Pengalaman kolonial yang berbeda-beda itu jelas memiliki konse¬ 
kuensi-konsekuensi ekonomi dan sosial yang sangat beragam di seluruh 
dunia jajahan. Di Amerika Utara, Australia, Selandia Baru dan Argen¬ 
tina, ekspansi secara bebas di daerah yang bergaris lintang sedang itu, 
biasanya menyebabkan pertanian kapitalis memiliki pendapatan per 
kapita yang tinggi. Di wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk pribu¬ 
minya lebih banyak, konsekuensi- konsekuensi ekonomi dan sosialnya 
lebih bervariasi. Ekspansi Eropa jarang membantu pertanian dan perda¬ 
gangan penduduk pribumi, sebaliknya lembaga-lembaga dan usaha pri¬ 
bumi mengalami kehancuran. Seringkali orang-orang Eropa tidak beru¬ 
paya mentransformasikan pertanian dan perdagangan prakapitalis ke 
dalam kapitalisme. Sebagimana dinyatakan Foster Carter (1978: 51), 
'kapitalisme tidak mengembangkan secara mekanis apa yang ada sebe¬ 
lumnya dan tidak pula berkepentingan meleburkannya. Variasi lokal 
yang dikondisikan oleh kehadiran Eropa merupakan satu- satunya des¬ 
kripsi yang memadai mengenai dampak ekonomi kolonialisme. Demi¬ 
kian pula, dampak terhadap struktur demografis juga bervariasi. Di 
Amerika Utara, Argentina, dan Australia, pemukiman orang-orang Ero¬ 
pa dengan pemusnahan penduduk asli, bersama-sama telah menciptakan 
struktur penduduk yang baru; di Karibia, penduduk lokal dihancurkan 
dan diganti dengan budak- budak Afrika dan para buruh yang ompong. 
Di Amerika-Spanyol, terjadi pemusnahan penduduk asli dan percam¬ 
puran ras; di sebagian besar wilayah Asia dan Afrika, kehadiran dan 
kepergian orang-orang Eropa sedikit dampaknya; di Afrika Selatan, 
orang-orang Eropa tidak mudah hidup berdampingan dengan penduduk 
Afrika. Konsekuensi-konsekuensi perkotaannya juga agak berbeda. 

Namun, variasi dampak Eropa mungkin kurang mencolok di abad 
ke-19 dan ke-20 ini. Selama era kapitalisme merkantilis, Eropa lebih 
tertarik pada perdagangan, dan dampaknya terhadap Afrika dan Asia 
lebih terbatas. Pada fase kapitalisme industri, dampak Eropa terhadap 
dunia lain lebih besar. Benar tidaknya pendapat Kari Mara yang menya¬ 
takan bahwa kolonialisme dan imperialisme ditentukan oleh logika 
ekspansionis akumulasi modal dan penurunan keuntungan yang drastis 
masih bisa diperdebatkan. Yang jelas industri dan monopoli kapital telah 
membuka dunia lebar-lebar (Barran-Brown, 1974 : 184). Kekuasaan 
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Eropa telah menjajah dan atau membangun beberapa fasilitas produksi 
di sebagian besar negara Dunia Ketiga. Modal Inggris, Perancis, Belgia, 
Belanda dan Amerika Serikat telah mengembangkan tambang-tambang 
dan perkebunan, jalan-jalan kereta api dan pelabuhan, serta perusa¬ 
haan-perusahaan dan kota-kotanya. Melalui kontrol politik secara lang¬ 
sung dan juga melalui investasi serta ancaman senjata dewasa ini, dunia 
didominasi oleh Eropa dan Amerika Serikat. Mulai sekarang dan sete¬ 
rusnya dunia mulai dipandang lebih seragam. Kota-kota yang diaso¬ 
siasikan dengan perkembangan ini, yang ekspansinya di mulai abad 
ke-19, mirip satu sama lain. Listrik, jalan kereta api, perumahan ping¬ 
giran dan garis-garis perencanaan kota meniru kota-kota Eropa. Yang 
disebut dengan kota modern mengandung seluruh keuntungan dan kehe¬ 
batan urbanisasi Eropa bersama-sama dengan kerugian-kerugian tam¬ 
bahan kemiskinan secara umum. Kota-kota baru biasanya kotor, loka¬ 
sinya buruk dan tidak menyenangkan. Sebagaimana diungkapkan Fisher 
(1976:112): 

Di Eropa dan Amerika Serikat, revolusi industri dengan pesat membiakkan 
sikap arogansi dan percaya diri yang berlebih-lebihan. Alam ditundukkan 
dan manusia mengontrol sepenuhnya. Manusia-manusia semacam ini me¬ 
rasa tidak butuh untuk mengharmoniskan aktivitas-aktivitas mereka de¬ 
ngan aktivitas alam, dan jauh dari keberadaan simbol kemufakatan, kota- 
kota industri yang megah di Inggris Victoria dibangun dalam gaya penghi¬ 
naan terhadap tatanan alam secara mencolok: penghinaan yang mencolok 
mata terhadap tatanan alam ini dibawa ke Dunia Ketiga. 

Fungsi-fungsi perkotaan dan sistem pemukiman secara alami mencer¬ 
minkan orientasi ekonomi: kota-kota menaruh perhatian pada perda¬ 
gangan internasional. Apa yang dikatakan Murphey (1969 :72) tentang 
Asia tepat untuk sebagian besar negara Dunia Ketiga. Menjelang kemer¬ 
dekaan, ’kehidupan nasional menurutnya memusat di pelabuhan-pe¬ 
labuhan yang dibangun Barat sampai pada tingkat yang tidak dapat 
diubah lagi.... Karena setiap negara Asia telah merespons rangsangan 
Barat dan mengubah cara pandangnya sendiri, maka dunianya difo¬ 
kuskan kembali pada pintu gerbang pelabuhan yang aslinya merupakan 
saluran ekspor dan tempat bagi para manipulator Barat, namun pada 
akhirnya menjadi dasar dan puncak bagi Asia baru. Puncak-puncak 
tersebut berkembang menjadi kota- kota primasi yang pada gilirannya 
mendominasi pola-pola pemukiman nasional. Kota-kota ini dibanjiri 
oleh migran pedesaan yang kehilangan tanah karena diambil alih oleh 
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usaha-usaha kaptalis, juga karena jumlah mereka yang semakin mem¬ 
bengkak lantaran tingkat kematian yang semakin rendah. Kota-kota yang 
kita kenal dewasa ini sebagai wujud Dunia Ketiga mulai muncul. Urba¬ 
nisasi yang di sini ditandai oleh: 

Populasi perkotaan tidak berkaitan dengan tingkat produktivitas sistem 
tersebut; tidak ada hubungan secara langsung antara tenaga kerja industri 
dengan urbanisasi, tetapi terdapat hubungan antara produksi industri de¬ 
ngan pertumbuhan perkotaan; ketidak seimbangan yang kuat dalam jaring¬ 
an perkotaan yang mendukung salah satu wilayah yang menguasai; mening¬ 
katnya percepatan proses urbanisasi; kurangnya pekerjaan dan pelayanan 
bagi massa urban yang baru, dan konsekuensinya, suatu penguatan kembali 
segregasi ekologi kelas sosial dan polariasi sistem pelapisan yang berkaitan 
dengan konsumsi (Castells, 1977:57). 


Pola-pola yang Berulang 

Para ilmuwan sosial berusaha membuat generalisasi sehingga urba¬ 
nisasi sudah lama menjadi obyek generalisasi. Pirenne (1925), Sjoberg 
(1960), Mumford (1975), Friedmann (1961), Schnore(1965), Castells 
(1977a) dan Harvey (1973) semuanya memiliki cara yang berbeda dalam 
usaha menggeneralisasikan perubahan perkotaan di berbagai bagian 
dunia. Salah satu elemen permanen dari upaya- upaya ini adalah pro¬ 
posisi yang mengasumsikan kota dari waktu ke waktu menuju ke bentuk 
yang lebih homogen. Baik kita menerima atau tidak validitas argumen 
Schnore (1965) tentang bentuk perkotaan di Amerika Latin yang beru¬ 
bah menuju model Amerika Utara, atau beberapa hipotesis dari Davis 
dan Hertz tentang urbanisasi yang meningkat berbanding lurus dengan 
tingkat pembangunan, atau teori Castells (1977) tentang logika kapitalis 
yang mendasari perkembangan perkotaan, asumsi yang mendasari selu¬ 
ruh argumen ini adalah bahwa bentuk dan perkembangan perkotaan 
telah menjadi lebih universal. Tidak jarang, pernyataan-pernyataan nor¬ 
matif menjadi implisit dalam argumentasi ini. Yang mendasari pende¬ 
katan ’aliran modernisasi’ adalah keyakinan bahwa munculnya kota-kota 
modern dan sistem-sistem ukuran kota dengan logika linier dapat mem¬ 
perbaiki kondisi penduduk di negara-negara miskin. 4 Berbeda dengan 
pola ini adalah bentuk favelas, kota utama, atau sektor jasa inflatif yang 
memperlambat proses perkembangan ekonomi dan memerosotkan kese- 


4 Lihat Bab II untuk penjelasan tentang sistem ukuran perkotaan dengan logika linier. 
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jahteraan penduduk Dunia Ketiga. Untuk pembahasan mengenai vali¬ 
ditas argumentasi tersebut, lihat Bab VII. Pendapat yang bertolak bela¬ 
kang dikedepankan oleh literatur Marxis yang generalisasinya mencoba 
menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan dan ketimpangan tidak terbatas 
pada Dunia Ketiga, tetapi bahkan berakar di kota-kota kapitalis yang 
paling makmur; apa yang oleh para perencana dianggap sebagai ’perso- 
alan’, dalam kenyataannya merupakan akibat yang tak terelakkan dari 
perkembangan kapitalis. Salah satu tujuan buku ini adalah untuk mene¬ 
laah dalam hal apa bentuk-bentuk perkotaan menjadi lebih universal dan 
juga membahas implikasi-implikasi kecenderungan itu bagi perkem¬ 
bangan perkotaan. 

Sepintas lalu proposisi mengenai pola umum universal tentang pem¬ 
bangunan perkotaan tampak aneh. Benar, bahwa akhir-akhir ini Paris 
memiliki ’bidonvilles’, tetapi tidak mungkin kemiskinan di Paris dapat di 
bandingkan dengan kemiskinan di Calcutta atau Jakarta, baik dari segi 
tingkat keparahannya maupun jumlah relatif dan absolut masyarakat 
yang terlibat di dalamnya. Kemiskinan perkotaan di Dunia Ketiga berada 
dalam skala yang sangat berbeda dengan perkotaan di negara-negara 
maju. 

Teknologi selalu memaksakan persamaan-persamaan tertentu terha¬ 
dap bentuk kota. Sjoberg lah (1960) yang menyatakan bahwa teknologi 
merupakan faktor umum yang menentukan bentuk kota praindustri. 
Teknologi menciptakan tatanan sosial yang terdiri dari sekelompok kecil 
elite dan kelas bawah yang lebih besar serta kelompok gelandangan. Para 
elite mendominasi kota feodal dengan cara mengontrol fungsi-fungsi 
utama keagamaan, politik, administrasi dan sosial. Manifestasi kontrol 
spasial ini adalah orang kaya inti sentral eksklusif yang dikelilingi oleh 
wilayah pemukiman miskin yang luas. Ideologi dan kepercayaan juga 
selalu mempengaruhi bentuk-bentuk perkotaan. Konsepsi Wheatley 
(1969) tentang 'simbolisme kosmosmagis’ menawarkasaran untuk meng- 
kaitkan beberapa struktur kota Inca, Yoruba, Kamboja kuno, India dan 
Cina. Tetapi kota-kota praindustri sangat berbeda. Tidak ada energi mati 
mungkin telah membatasi komunikasi dalam kota, baik di Inca maupun 
Cina kuno, tetapi setidaknya Cina memiliki kuda dan roda. Kota-kota 
kuno mungkin sama-sama memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang 
mengartikulasikan masyarakat mereka dan melegitimasi para elite, teta¬ 
pi di beberapa masyarakat yang lain, hal ini meningkatkan korban ma¬ 
nusia dan perbudakan, sedangkan di masyarakt yang lainnya lagi mening¬ 
katkan keharmonisan hubungan sosial. 
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Sebagai perbandingan, teknologi di dunia modern secara universal 
lebih tersedia, setidaknya untuk para elite. Kota-kota kuno mirip karena 
warganya tidak memiliki kemampuan untuk bepergian secara cepat atau 
membangun gedung-gedung tinggi dengan murah. Kota-kota modern 
menjadi mirip karena kemampuan untuk membangun kompleks-kom¬ 
pleks pem ukiman yang luas dan sistem transit massa bersifat inter¬ 
nasional; gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan kereta api bawah 
tanah, air mancur kotapraja dan menara-menara kantor pos yang bersifat 
universal. Kota-kota internasional telah menjadi norma sejak Le Cor- 
busier, Doxiades, dan para ahli lainnya bergabung dengan jetset dunia 
dan citra taman kota dari Ebenezer Howard telah menjadi milik umum. 
Demikian pula logika yang mendasari pertumbuhan kota modem bersi¬ 
fat universal, setidaknya di dunia kapitalis. Mekanisme harga bersama- 
sama dengan lembaga-lembaga keuangan kapitalis dan lembaga-lem¬ 
baga real estate mendptakan pola-pola penggunaan tanah yang berbeda, 
kepadatan penduduk, meningkatnya harga tanah daerah-daerah bisnis 
utama, wilayah-wilayah pemukiman pinggiran kota untuk kelas atas, dan 
beberapa perkampungan kumuh dalam kota. Pola-pola ini selalu ber¬ 
ulang-ulang dengan berbagai modifikasi di seluruh dunia kapitalis. Ten¬ 
tunya kota sosialis berbeda dalam beberapa hal. Pada pokoknya, wilayah- 
wilayah perkotaan di negara-negara Komunis penduduknya tidak padat 
dan harga-harga tanah tidak mengalami peningkatan. Pemisahan kelas 
sosial dan spesialisasi fungsi tidak begitu tajam (French dan Hamilton, 
1979:15-20,101-102). Tetapi negara-negara sosialis memiliki keperca¬ 
yaan yang sama terhadap ’kemajuan’ yang mendominasi negara-negara 
kapitalis; dengan perencanaan yang efektif dan pertumbuhan ekonomi, 
kota-kota bisa menjadi tempat yang lebih baik dan manusiawi. Mulai 
menghilangnya kondisi-kondisi menindas yang membatasi perkembang¬ 
an kota-kota adalah harapan Mumford (1975:651) 

Tetapi, apakah harapan ini ada pembenarannya? Adakah dasar-dasar 
yang layak untuk meyakini bahwa integrasi pertumbuhan kota dengan 
ekonomi internasional dapat mengurangi ketimpangan dan dapat mem¬ 
perbaiki kondisi kehidupan? Malangnya, sekalipun kasus ini digunakan 
untuk kota-kota di negara maju, tampaknya sangat mudah untuk menga¬ 
takan bahwa kota-kota di Dunia Ketiga menempati suatu posisi yang 
tidak menguntungkan dalam ketimpangan ekonomi dunia. Terus terang 
saja kota-kota Dunia Ketiga bukanlah merupakan bagian sistem yang 
paling tidak diuntungkan. Wilayah pedesaanlah yang hampir selalu men- 
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duduki posisi semacam itu, tetapi tak dapat diragukan, kota-kota terse¬ 
but tetap tidak diuntungkan. Proposisi saya sama dengan proposisi Ku- 
bler (1964) ketika dia mengatakan bahwa semakin menginternasionaJ 
kota-kota Amerika Latin setelah kemerdekaan semakin terbelakanglah 
kota-kota itu, bukan membuat menjadi semakin metropolis: perangkat- 
perangkat fisiknya bersifat tiruan dan tipikal (hal. 59) dan puncaknya 
adalah "penghancuran keragaman budaya dalam kehidupan Amerika 
Latin dan pilihan yang seharusnya dapat dipilih secara bebas". 

Dewasa ini, keputusan-keputusan penting tentang teknologi, peker¬ 
jaan dan pertumbuhan ekonomi telah dibuat di pusat-pusat metro¬ 
politan Eropa dan Amerika Serikat, sedangkan fungsi-fungsi dan bentuk 
perkotaan Dunia Ketiga haruslah mencerminkan status kedaerahannya. 
Kota Dunia Ketiga menjadi bagian dari sistem ekonomi dunia, tetapi 
penduduknya tidak mendapatkan akses pembagian yang adil terhadap 
sumberdaya yang ada. Dengan alasan semacam ini, meskipun pemerintah 
telah memerangi ketimpangan, namun ketimpangan dan kemiskinan 
tetap berlangsung di kota-kota Dunia Ketiga. Di kota-kota Dunia Ketiga, 
kemiskinan relatif penghuni perkampungan kumuh Baltimore kulit hi¬ 
tam dikuatkan oleh adanya perampasan materi secara absolut (Harvey, 
1973). Sebagian masyarakat miskin di Amerika Serikat sudah mencapai 
tahap kekurangan gizi dan sebagian besar kaum miskin di kota-kota India 
masuk ke dalam kategori tersebut. Pemukiman perkampungan kumuh 
yang terlalu sesak dan peluang kerja yang kecil merupakan hai yang 
mengerikan, tetapi kurangnya air bersih, pelayanan medis, saluran air 
dan bertumpuknya pengangguran menambah permasalahan ini di seba¬ 
gian besar kota-kota Dunia Ketiga. Tanpa bermaksud melukiskan gam¬ 
baran tentang kekumuhan, kemiskinan dan kriminalitas Dickensian. 

Pada saat yang sama, diragukan apakah ketimpangan perkotaan dalam 
pengertian yang tepat menjadi semakin tergeneralisasikan atau semakin 
nyata dengan adanya perkembangan kapitalis. Benar bahwa semakin 
banyak masyarakat miskin yang hidup di kota-kota Dunia Ketiga dari¬ 
pada sebelumnya, tetapi ini merupakan akibat dari pertumbuhan demo¬ 
grafi; juga sangat banyak masyarakat kaya yang tinggal di kota-kota 
tersebut. Demikian pula ketika tingkat pengangguran dan jumlah peng¬ 
huni gubuk-gubuk di semua kota Dunia Ketiga secara praktis semakin 
meningkat ini merepresentasikan sebanyak itu pula perpindahan kaum 
miskin pedesaan ke daerah perkotaan, sebanyak itu pula tercipta kelom¬ 
pok-kelompok miskin yang baru (Gilbert dan Ward, 1978). Pernyataan 
yang vulgar bahwa ketimpangan dan kemiskinan semakin memburuk 
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merupakan reaksi yang emosional. Kota-kota kapitalis Dunia Ketiga 
memang mengalami ketimpangan, tetapi juga keliru untuk menuduh dan 
menekan kondisi-kondisi tersebut secara berlebihan. Memperbanding¬ 
kan kota kapitalis modern dengan kota-kota kuno tak mungkin mengum¬ 
pulkan kritik terhadap kota-kota kapitalis modern lebih banyak daripada 
kota kuno; tentu lebih baik menjadi penghuni jalanan Calcutta, Favelado 
Rio atau pembantu yang dieksploitir daripada menjadi seorang budak 
atau persembahan dewa matahari Aztec. 

Akan tetapi, jika para pembela masa depan Dunia Ketiga terlalu 
berlebihan, maka para teknokrat dan kaum politisi akan terlampau puas. 
Terlalu sering diasumsikan bahwa pola perkembangan perkotaan tidak 
langsung merupakan karakteristik pertumbuhan perekonomian modern. 
Karya tentang London dari Dickens, Chicago dari Upton Sinclair, Inggris 
Utara dari Orwell atau Greenwood yang secara substansial telah sirna, 
bukan merupakan preskripsi, tetapi semata-mata penerimaan terhadap 
fakta. Tidak ada alasan yang jelas, dengan adanya distribusi modal dunia 
yang sekarang, mengapa gambaran kontemporer tentang kota-kota Du¬ 
nia Ketiga tampak menjadi dunia yang berbeda di saat para pewaris kita 
melihat kondisi perkotaan di tahun 2050. Mumford (1975) keliru ketika 
ia menyoraki kemerosotan sejarah kondisi opresif perkotaan dan ber¬ 
pendapat bahwa ’sejarah 800 tahun yang silam merupakan persamaan 
kelas yang progresif. Mumford hampir mendekati kebenaran ketika ber¬ 
pendapat bahwa 'lembaga-lembaga jahat yang membarengi munculnya 
kota-kota kuno telah diaktifkan kembali dan diagung-agungkan di zaman 
kita: sehingga isu puncak berada dalam keraguan’ (hlm. 651). Sementara, 
definisinya tentang lembaga-lembaga jahat itu (Komunisme, Fasisme, 
perang) sangat subyektif sehingga persoalan intinya adalah keraguan 
yang tak terelakkan; bagaimana masa depan kota-kota Dunia Ketiga? 
Adakah orang miskin akan melepaskan diri mereka dari status miskin 
dan pinggiran? Atau; Apakah kapitalisme pinggiran akan memperparah 
situasi mereka? Apakah kota-kota Dunia Ketiga memiliki ’kemampuan 
generatif atau kota-kota itu tetap menjadi agen-agen ’parasit’ imaginasi 
Hoselitz? Bagian berikut buku ini akan membahas hal-hal yang mera¬ 
gukan ini. 
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2 

AGLOMERASI DAN 
DISPARITAS WILAYAH 


ERKEMBANGAN ekonomi cenderung mendukung wilayah-wila¬ 
yah geografis tertentu. Wilayah-wilayah dan kota-kota tertentu lebih 
mampu menarik aktivitas ekonomi dan penduduk daripada wilayah dan 
kota lainnya. Tentu saja kecenderungan ini lebih mencolok dalam bebe¬ 
rapa sistem ekonomi; negara-negara kapitalis dependen memperlihat¬ 
kan disparitas wilayah yang lebih menonjol daripada negara-negara sosi¬ 
alis miskin; pemerintahan tertentu lebih banyak mengambil tindakan 
menentukan dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut ke¬ 
timbang pemerintahan yang lainnya. Namun demikian, di seluruh pelo¬ 
sok Dunia Ketiga, ada kecenderungaan yang jelas konsentrasi sektor 
perindustrian, perdagangan, pertanian dan beberapa sektor ekonomi 
lainnya di wilayah-wilayah tertentu. Beberapa wilayah tertentu bersifat 
dinamis, sementara wilayah-wilayah yang lain tumbuh lamban atau bah¬ 
kan menurun. Terkait dengan kecenderungan ini penduduk negara- 
negara Dunia Ketiga menjadi lebih terpusat secara spasial; para migran 
berpindah dari wilayah-wilayah kritis ke wilayah-wilayah yang dinamis, 
dari pedesaan ke perkotaan, dari kota-kota kecil ke kota-kota besar. 
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Proses konsentrasi spasial dan perubahan ekonomi pedesaan menuju 
ekonomi perkotaan ini mengakibatkan menguatnya diferensiasi penda¬ 
patan dan kesejahteraan daerah. Sebagian besar negara Dunia Ketiga 
menunjukkan perbedaan-perbedaan mencolok bukan hanya menyang¬ 
kut pendapatan perorangan, tetapi juga distribusi pendapatan daerah. 
Tentu kita harus waspada dalam membedakair antara manifestasi perbe¬ 
daan daerah dengan ketimpangan perorangan. Ada perbedaan yang perlu 
diingat antara kesejahteraan ’tempat’ dan kesejahteraan 'personal’: da¬ 
lam kenyataannya bila suatu daerah atau kota itu kaya tidak menutupi 
kemungkinan banyak masyarakatnya yang miskin; banyak daerah perta¬ 
nian miskin me miliki tuan-tuan tanah yang makmur. Kita juga harus 
meng hindari asumsi otomatis bahwa suatu daerah yang dinamis dari 
sudut pandang pertumbuhan penduduknya, tentunya mampu mening¬ 
katkan pendapatan perkapitanya atau sebaliknya. Di sini saya bermaksud 
menggambarkan dan menjelaskan bagaimana konsentrasi penduduk dan 
aktivitas ekonomi yang besar ini terjadi. Pada bagian pertama, saya 
mencatat beberapa pola dan kecenderungan umum yang ditemukan di 
Dunia Ketiga. Pada bagian kedua, saya mempertimbangkan dua model 
teori yang dapat menjelaskan beberapa proses konsentrasi spasial. Dan 
yang terakhir, saya akan menelaah perkembangan sejarah ekonomi di 
Dunia ketiga untuk mencari pola-pola dan proses-proses umumnya. 
Kesimpulan-kesimpulan normatif ditunda dulu sampai bab 8. 


Disparitas Spasial Kontemporer 

Perubahan sosial dan ekonomi dikaitkan dengan munculnya disparitas 
geografis di seluruh Dunia Ketiga. Disparitas ini terkait dengan karakter 
model ekonomi yang menopang pembangunan di sebagian besar negara 
tersebut dan disparitas pendapatan personal yang muncul. Bab ini beru¬ 
paya merinci secara luas tiga pola konsentrasi spasial dan ketimpangan¬ 
nya: disparitas ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pede¬ 
saan; disparitas ekonomi dan sosial antar negara; tingkat dominasi sebu¬ 
ah kota terhadap struktur perkotaan nasional ('keunggulan* perkotaan). 

(a). Disparitas Desa-Kota 

Berbicara tentang disparitas desa-kota, perbedaan pokok tampak pa¬ 
da standar hidup. Dengan pengecualian di negara-negara sosialis terten- 
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tu yang telah berupaya mengurangi disparitas wilayah- wilayah pedesaan, 
di Dunia Ketiga terdapat banyak sekali masyarakat miskin dengan pela¬ 
yanan sosial dan infrastruktur yang tidak memadai serta upah kerja yang 
sangat minim. Pendapatan perkapita pedesaan di Dunia Ketiga tetap 
lebih rendah daripada pendapatan di perkotaan. Di Thailand, penda¬ 
patan pedesaan tahun 1970 hanya 41% dari pendapatan perkotaan, di 
Malaysia Barat tahun 1970 33%; di Indonesia tahun 1967, 62%; di 
Venezuela tahun 1961, 40%; dan di Meksiko awal tahun 60-an, 43% 
(Friedman dan Douglass, 1967:352; UNECLA, 1971:105). 

Disparitas juga dapat dilihat dari sudut pandang pelayanan medis. Di 
akhir tahun 1960-an, hanya ada satu dokter untuk setiap 200.000 pen¬ 
duduk Etiopia yang hidup di pedesaan dibandingkan dengan satu dokter 
untuk setiap 3.000 penduduk perkotaan; di India, satu dokter untuk 
setiap 40.000 penduduk pedesaan dibandingkan dengan satu dokter un¬ 
tuk setiap 500 penghuni perkotaan; Di Nigeria, 1:59.000 untuk pedesaan 
dan 1:2.000 untuk kota; di Indonesia 1:6 juta untuk pedesaan dan 1:2.800 
untuk perkotaan (OHF, 1972:26). 1 Perbedaan seperti ini dapat diulang 
kembali untuk sebagian besar jenis pelayanan kesehatan di seluruh Du¬ 
nia Ketiga (Gish, 1971; Gilbert, 1974c; Sharpton, 1972; Bryant, 1969). 

(b) Disparitas Regional 

Bagaimana pun mengukurnya, kesenjangan wilayah di negara-negara 
Dunia Ketiga sangat tajam. Dalam hal pelayanan kesehatan, sekolah, 
aktivitas industri, transaksi keuangan, atau lokasi kelompok-kelompok 
berpendapatan tinggi, wilayah-wilayah tertentu menunjukkan kelebihan 
yang mencolok daripada bagian negeri yang lainnya. Di Senegal, hampir 
80% perusahaan industri, 60% pekerja upahan, dan 80% dokter terkon- 
sentrasi di wilayah Dakkar. Padahal, penduduk Dakkar hanya 16% dari 
jumlah seluruh penduduk Senegal(Gugler dan Flanagan, 1978a:189). Di 
Karachi, bekas ibukota Pakistan, menghasilkan 42% nilai tambah indus¬ 
tri dan mengakomodir 50% dari seluruh deposito perbankan, padahal 
penduduk Karachi hanya 6% dari keseluruhan penduduk Pakistan 
(UNCRD, 1976:145). Di Mexico City tahun 1975,55% aktivitas jasa, dan 
53% produksi industri, padahal penduduk Mexico City hanya 24% dari 
seluruh penduduk Meksiko (Unikel, 1976:68). 


1 Di sini jelas ada beberapa perubahan gambaran yang pertama untuk Indonesia. 
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Secara umum, disparitas wilayah di negara-negara kurang maju jauh 
lebih parah dibandingkan dengan negara-negara maju. Williamson 
(1965) menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan pendapatan perkapita, 
jika diukur dengan variasi koefesien, hanya menunjukkan 0,19 untuk 11 
negara-negara maju di tahun 1950-an dibandingkan dengan 0,42 untuk 
sembilan negara paling miskin dalam surveinya. Data terbaru negara 
miskin memperkuat gagasan ketidakseimbangan spasial yang besar (ta¬ 
bel 2.1). Di Indonesia terdapat perbedaan 12 kali lipat antara pendapatan 
perkapita wilayah-wilayah yang paling kaya dengan wilayah yang paling 
miskin pada tahun 1972. Di Braril perbedaannya sembilan kali lipat pada 
tahun 1966. Rata-rata variasi koefisien untuk 18 negara pada tabel 2.1 
adalah 0,49. 


Tabel 2.1 

Ketimpangan Regional di Negara-negara 
Kurang Maju 


Negara 

GNP Per 
kapita 
1967® 

m i 

V 

uw 

tahun 

jumlah 

wilayah 

Venezuela 

880 

.66 

,74 

1969 

9 

Argentina 

800 

,66 

,59 

1969 

9 

Spanyol 

680 

,30 

,28 

1971 

50 

Meksiko 

490 

.65 

.53 

1965 

32 

Cile 

470 

,35 

.60 

1967 

7 

Peru 

350 

.53 

,42 

1961 

23 

Kolombia 

300 

,24 b 

,29 b 

1964 

15 

Brazil 

250 

,60 

,58 

1969 

21 

Gana 

200 

,55 

.72 

1960 

7 

Filipina 

180 

.64 

.75 

1966 


Bolivia 

170 

,57 

,64 

1967 


Thailand 

130 

,55 

,50 

1969 


Kenya 

120 

,85 c 

,81° 

1962 


India 

90 

.17 

,17 

1964/5 

14 

Tanzania 

80 

■kSHI 


1967 

17 


Atlas Bank Dunia tentang produksi perkapita dan penduduk, 1969. 
Menggunakan data Daza Roa (1967), v w = ,59 dan v uw = 61. 
Memisahkan Nairobi dari propinsi pusat, v w = 2,20 dan v uw =2,08. 
Memisahkan Darussalam dari wilayah pesisir, v w = 1,30 dan v uw = 
2,08. 


26 URBANISASI DAN KEMISKINAN 













Sumber : Gilbert dan Goodman (1976:118). 

Catatan : Williamson (1965) menggunakan dua ukuran pokok tentang 
ketimpangan( v w dan V uw) keduanya didasarkan pada koefisien variasi. 

JZ(y~- y) 2 -(n,/n) 

w y 


nl = populasi dalam suatu wilayah i, n = populasi nasional, yl= penda¬ 
patan perkapita wilayah i, dan y = pendapatan perkapita nasional. 


y ( -y) 2 /N 


N = jumlah wilayah. 


Disparitas pendapatan daerah memiliki dua karakteristik utama. Per¬ 
tama, tidak ada kecenderungan menuju persamaan yang lebih besar di 
sebagian besar negara Dunia Ketiga; sebab setiap negara dengan kon¬ 
vergensi wilayah, terdapat divergensi yang menjadi suatu pola (Gilbert 
dan Goodman, 1976: 119). Kedua, tidak ada hubungan antara penda¬ 
patan perkapita di antara negara-negara berpendapatan rendah dan 
menengah dengan tingkat disparitas wilayah. Sebab, tingkat disparitas 
lebih merupakan fungsi organisasi ekonomi nasional daripada penda¬ 
patan perkapita nasional. 


(c). Kota Primasi 

Di banyak negara Dunia Ketiga, sebagian besar aktivitas modern 
berskala besar, bentuk-bentuk infrastruktur sosial, dan penentu kebi¬ 
jakan bertempat di satu kota besar saja. Konsentrasi ini tercermin pada 
distribusi ukuran kota yang menyebabkan kota tersebut mendominasi 
kota-kota lainnya. Sehingga Lima-Callao memiliki sepuluh kali lipat 
penduduk Arequipa, kota terbesar kedua Peru; Kingston, Jamaika memi¬ 
liki penduduk dua belas kali lipat penduduk Montego Bay; Guatemala 
memiliki delapan belas kali lipat jumlah penduduk Quezaltenango; dan 
Bangkok memiliki empat puluh kali lipat penduduk kota Thailand ke¬ 
dua, Chiangmai. 

Indeks empat kota tersebut merupakan indikator umum tingkat pri¬ 
masi kota. Tingkat primasi ini dihitung dengan membandingkan rasio 
penduduk kota terbesar dengan jumlah penduduk empat kota terbesar. 
Untuk mempermudah gambarannya, maka kami mengklasifikasikan 
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tingkat perbedaan dominasi perkotaan menjadi empat kelompok yang 
kami beri label primasi-tinggi (istilah ini digunakan untuk menunjukkan 
tingkat keunggulan suatu kota, red), primasi, non-primasi, dan primasi 
rendah. 2 Tabel 2.2 menunjukkan umumnya kota primasi itu terdapat di 
negara-negara Dunia Ketiga. Dari 75 negara dengan pendapatan per 
kapita lebih rendah dari $ 1.800 di tahun 1973, terdapat 55 negara yang 
menunjukkan primasi atau primasi tinggi. Akan tetapi 20 negara miskin 
tidak memiliki distribusi ukuran perkotaan primasi; misalnya India, 
Republik Arab Yaman, Zambia, dan Republik Afrika Selatan. Ada 
beberapa negara dengan situasi primasi ganda; dua kota mendominasi 
distribusi perkotaan di Brazil (Rio De Janeiro dan Sao Paulo), Eqixador 
(Quito dan Guayaquil), Syiria (Damaskus dan Aleppo), dan Pakistan 
(Karachi dan Lahore). 


2 Menurut Auerbach (1913), Zipf (1941), Steward (1958), seluruh distribusi ukuran 
perkotaan cenderung menjadi pola yang digambarkan secara statistik oleh log-normal atau 
distribusi Pareto. Zipf membahas lebih jauh lagi dan menyatakan bahwa nilai q dalam 
tingkat persamaan kota i = waktu konstan penduduk dari kota i kepada kekuatan dari -q 
(Ri = KPi^) sama dengan keseluruhan, distribusi ukuran perkotaan yang telah mencapai 
kedewasaan. Meskipun terdapat beberapa alasan yang mempermasalahkan pertimbangan 
Zipf, namun sebagian ukuran distribusi kota nasional berada pada nilai yang bertingkat dari 
0,8 -1,2 (Richardson, 1973). Hal ini juga merepresentasikan adanya aturan yang bermanfaat 
menurut mana kota-kota terbesar harus menjadi dua kali lipat ukuran kota kedua, tiga kali 
lipat ukuran kota ketiga, dan empat kali lipat ukuran kota keempat. Jadi, secara normal kita 
dapat mendefinisikan indeks kota keempat adalah 0,48 (yakni 1,0 dibagi keseluruhan dari 
1,0 = 0,5 + 0,33 + 0,25). Jika kita simpulkan, kota terbesar sampai pada 25 per sen lebih 
besar daripada kasus perkotaan dewasa ini, maka kita sudah menambah batas-batas kota 
primasi. Demikian pula, jika kita mendefinisikan bahwa kota primasi tinggi merupakan 
suatu kondisi di mana kota ini lebih besar dua kali lipat dari ukuran yang diperkirakan, maka 
kita mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut: 

Indeks Empat Kota 
Primasi tinggi 0,65 -1,00 

Primasi 0,54 - 0,65 

non primasi 0,41 - 0,54 

Primasi rendah 0,00 - 0,41 

Dasar ketepatan untuk definisi ini sudah jelas, tetapi empat kota tersebut masih kurang jelas 
dalam pengertian bahwa model ini mengabaikan sebagian besar distribusi ukuran perkotaan 
dan penggunaan penduduk sebagai indikator satu-satunya mengabaikan variabel 
demografis dan variabel ekonomi. Demikian pula basis standar kita, ketentuan tingkat 
pengukuran Zipf, merupakan nilai teoritis yang meragukan, yang digambarkan oleh Cris- 
taller (1966 : 59) sebagai 'ketentuan yang tidak dapat dipercaya’. Nilai positifnya, perhi¬ 
tungan ini sangat sederhana dan sudah digunakan secara luas. 
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Tabel 2.2 

Tingkat Primasi dan Tingkat Pendapatan Perkapita 


GNP perkapita 1973 

jumlah negara 
dengan: distribusi* 
primasi rendah dan non 
primasi 

Distribusi* primasi dan 
primasi tinggi 

Lebih dari AS $ 1.800 

17 

11 

AS $601-$ 1.800 

5 

17 

AS $ 0-600 

15 

38 

Total 

37 

66 


* Untuk definisi-definisi ini lihat catatan 2. 
Sumber: Atlas Bank Dunia, 1977) 


Tabel 2.2 menunjukkan bahwa tingkat primasi lebih dominan di ne¬ 
gara-negara Dunia Ketiga, tetapi bukan berarti terbatas di Dunia Ketiga 
saja. Agaknya, 11 dari 28 negara berpendapatan tinggi memiliki kota 
primasi atau primasi tinggi, dengan dominasi Paris, Wina, atau Ko- 
penhagen yang mengingatkan pada kita bahwa primasi tinggi itu bukan 
semata-mata merupakan fenomena Dunia Ketiga. Sesungguhnya berba¬ 
gai upaya untuk mengaitkan antara tingkat primasi dengan tingkat per¬ 
kembangan perkotaan atau pendapatan perkapita terbukti belum tuntas 
(Berry, 1961; Mill, 1972; Mehta, 1964). Jika memang ada kaitan, maka 
bentuk kaitan itu kompleks sekali. 

Oleh karena itu, walaupun primasi tidak terbatas di negara-negara 
Dunia Ketiga, tetapi lebih merupakan karakteristik negara-negara terse¬ 
but. Dan Jika primasi tinggi tidak terbatas di negara-negara yang memi¬ 
liki karakteristik tunggal, tapi ia sangat lazim terdapat di negara-negara 
kecil yang sangat sentralistik dan berpendapatan menengah. 3 Apakah 


3 Primasi tinggi secara khusus lazim di Amerika Latin dan Karibia. 15 dari 20 negara 
jatuh ke dalam kategori itu dibandingkan dengan 6 dari 26 di Afrika, 6 dari 27 kota di Asia, 
dan 5 dari 24 kota di Eropa. Data-data tersebut mendukung argumentasi sebelumnya dari 
Browning (1972) dan Morse (1971). Primasi tinggi juga merupakan hal yang umum di 
negara- negara berpenduduk sedikit (Mehta, 1964:Davis, 1962; Linski, 1965). Dari 15 
negara dengan penduduk kurang dari 4 juta, menurut perhitungan saya, dua berkategori 
primasi dan 9 primasi tinggi. 
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fenomena seperti ini akan melahirkan problema sosial dan ekonomi, 
sebagaimana banyak diklaim, merupakan tema yang akan saya jelajahi 
pada bab 8. 


Model-model Perubahan Regional 

Dua pendekatan teori umum menawarkan wawasan yang berguna 
mengenai proses konsentrasi perkotaan, konsentrasi ruang dan feno¬ 
mena kesejahteraan regional dan kesenjangan pendapatan yang terkait. 
Pertama, model ’pusat-pinggiran’ (centre-periphery) dari John Fried- 
mann; yang kedua, model yang lahir dan tulisan Neo- Manris. 

Model ’Pusat-Pinggiran’ (Centre-Periphery) 

• Karya Friedmann (1966) menggambarkan keseluruhan gagasan utama 
model pembangunan ekonomi dan perubahan spasial secara evolutif. 
Model ini merangkum gagasan Myrdal (1957), dan Hirchmann (1958) 
tentang bagaimana kekuatan pasar menciptakan ketimpangan wilayah, 
model-model umum pembangunan ekonomi (Rostow, 1960; Prebisch, 
1950), dan strategi perencanaan wilayah (Issard, 1960; Rodwin, 1973). Ia 
bermaksud menciptakan suatu model pembangunan spasial normatif 
yang sederhana di negara-negara yang kurang maju. Pengarang sendiri 
tampaknya tidak lagi menerima berbagai asumsi yang telah ia buat 
(Friedmann dan Weaver, 1979; Friedmann dan Douglas, 1976). Tetapi 
model ini menarik untuk dikaji, sebab ia merangkum model pemba¬ 
ngunan spasial dan ekonomi yang dianut pada tahun 1960-an dan masih 
banyak dianut sampai sekarang ini. Dengan menjelaskan dan mengkritik 
model tersebut, kita akan lebih memahami beberapa proses menye¬ 
babkan munculnya primasi perkotaan dan disparitas wilayah di banyak 
negara Dunia Ketiga. 

Model ini terdiri dari empat tahapan yang melacak evolusi suatu 
sistem spasial dari negara yang jarang penduduknya dan baru saja mer¬ 
deka sampai pada sistem perkotaan dan wilayah yang terintegrasi sepe¬ 
nuhnya di negara-negara maju. Tahapan pertama, mema- hami wilayah 
yang belum tereksploitir dengan pemukiman pedesaan terpencar yang 
dihuni oleh kekuasaan kolonial. Para pemukim mengadakan kegiatan- 
kegiatan pertambangan dan pertanian sehingga pusat-pusat perkotaan 
berkembang untuk melayani dan mengatur usaha-usaha tersebut. Kota- 
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kota yang menangani perdagangan luar negeri atau bertempat di wilayah 
pertanian yang kaya itu sangat makmur, tetapi sistem perkotaan tersebut 
pada umumnya terdiri dari sentra-sentra wilayah dengan sedikit saling 
tergantung. 

Tahap kedua ditandai oleh munculnya industrialisasi dan mening¬ 
katnya konsentrasi investasi ke dalam satu atau dua kota besar. Dis¬ 
paritas wilayah meningkat, karena sumberdaya terus mengalir ke wila¬ 
yah-wilayah yang lebih produktif, meninggalkan wilayah-wilayah yang 
’sudah dianggap usang’. Secara berangsur-angsur struktur spasial yang 
bersifat dualistik muncul.... 'terdiri dari ’pusat’ yang pembangunannya 
cepat dan intensif, kemudian 'pinggiran’ dengan ekonomi yang sama 
sekali tidak terkait dengan pusat, bersifat stagnan dan merosot (hal. 9). 
Akibat munculnya kota besar tersebut, maka muncul kota ’primasi’. 

Tahap ketiga ditandai dengan meningkatnya kematangan industri dan 
bangkitnya kesadaran politik di wilayah 'pinggiran' yang menentang 
konsentrasi kekayaan yang bersifat spasial. Oposisi semacam ini mela¬ 
hirkan respons pemerintah pusat dalam bentuk kebijaksanaan pemba¬ 
ngunan daerah. Kebijakan seperti ini penting, sebab secara keseluruhan 
kekuatan ekonomi pasar dinamis yang terbatas tampak menentang terja¬ 
dinya konvergensi antara 'pusat" dan 'pinggiran' (hal. 18). Akhirnya, 
kombinasi intervensi pemerintah pusat, inisiatif wilayah dan dampak 
naiknya pendapatan nasional mengurangi disparitas wilayah dan menye¬ 
babkan keseimbangan spasial yang lebih besar. Kota-kota propinsi seka¬ 
rang memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis dan membantu merang¬ 
sang pertanian di wilayah sekitarnya. Kemiskinan tidak hilang sama 
sekali, tetapi sekarang terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. 

Pada tahap akhir muncul suatu sistem ekonomi spasial yang terin- 
tegrasi penuh. Ia mengkombinasikan 'integrasi nasional, efisiensi lokasi 
perusahaan-perusahaan individu, maksimalisasi potensi pertumbuhan 
yang berkesinambungan dan minimalisasi ketidakseimbangan antarwila¬ 
yah’ (hal. 37). Dalam kondisi seperti itu, distribusi ukuran perkotaan 
yang seimbang muncul dengan sentra-sentra wilayah yang bersaing de¬ 
ngan modal nasional untuk mendapatkan sumberdaya secara efektif. 

Model Friedman ini bersifat deskriptif, sekaligus juga normatif; ia 
menggambarkan evolusi ekonomi spasial di negara-negara yang kurang 
maju, juga memaparkan bentuk kebijakan-kebijakan wilayah yang harus 
diambil untuk masa yang akan datang. Model ini menjadi dasar dari 
serangkaian strategi pembangunan regional yang terfokus pada konsep 
’pusat pertumbuhan’ yang masih digunakan saat ini (UNCRD, 1976; 
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Apalraju dan Safier, 1976; Kukliski, 1972; Rondinelli dan Ruddle, 1976). 
Oleh karenanya, tampak penting untuk mempertimbangkan kelemahan 
model tersebut baik sebagai deskripsi masa silam maupun sebagai pan¬ 
duan bagi kebijakan pemerintah. 

Pertama, model tersebut kurang begitu relevan bagi sebagian besar 
masyarakat Dunia Ketiga dengan asumsi bahwa kolonisasi Eropa asli 
terjadi di wilayah yang berpenduduk jarang. Meskipun Australia, Ame¬ 
rika Utara, Afrika Barat Daya, Dataran Rendah Amerika Selatan sesuai 
dengan asumsi ini, tetapi sebagian besar Dunia Ketiga tidak cocok de¬ 
ngan asumsi tersebut. Di banyak tempat, kontak Eropa berhadapan 
langsung dengan penduduk dalam jumlah besar (Horvath, 1972). Model 
Friedmann menyatakan bahwa warga penjajah bermukim dan mengem¬ 
bangkan sumberdaya daerah dan tanah-tanah terbaik tanpa konflik dan 
dengan suatu iktikad serta kemauan yang baik, sebagaimana dinyatakan 
Daniel Boone. Sebenarnya pemukiman kolonial bervariasi dan suka 
berperang; pemukiman Eropa di Asia dibatasi di pesisir selama beberapa 
tahun oleh peradaban-peradaban yang ada; penjajah Spanyol di Amerika 
Latin menempatkan pemukiman mereka dekat dengan tambang-tam¬ 
bang utama dan kota-kota pribumi yang ditaklukkan; Kapten Cook tidak 
hanya bermukim di Austalia, tetapi juga merampok tanah Aborigin. 
Lemahnya ’tabula rasa’ telah menciptakan konflik dan ketimpangan 
masyarakat, bukan hanya sekedar menciptakan sistem kota dan sistem 
wilayah yang tidak terintegrasi. 

Kedua, Friedmann kurang memberikan tekanan pada pengaruh luar 
negeri. Meskipun permintaan luar dipandang sebagai perangsang pen¬ 
ting bagi ekspor produksi dan teknologi asing merupakan sumber inovasi 
utama, tetapi model ini mengasumsikan bahwa sebagian besar keputusan 
politik yang penting di tentukan di dalam negeri dan pengaruh asing itu 
dapat mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Suasana 
historis yang dihadapi oleh sebagian besar negara yang kurang maj u tidak 
sesuai dengan konsep tersebut. Keputusan-keputusan ekonomi yang 
penting selalu dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial atau neo-kolonial, 
bahkan terkadang diputuskan secara langsung melalui kontrol politik 
atau ancaman militer. Demikian pula, berbagai keputusan kelompok elit 
yang muncul di negara-negara Dunia Ketiga yang merdeka dikondisikan 
dan terikat dengan kepentingan kelompok-kelompok bisnis asing yang 
besar. Kegiatan industri dimiliki dan dikontrol oleh korporasi-korporasi 
luar negeri, ekspor disalurkan lewat kartel-kartel yang dikuasai orang 
asing dan keputusan-keputusan politik tunduk pada tekanan dari Lon- 
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don, Paris dan Washington. Model ini keliru sepanjang ia 'menga¬ 
sumsikan bahwa berbagai permasalahan negara-negara dependen dapat 
dipahami dengan menganalisis fenomena yang terjadi dalam batas-batas 
geografisnya’ (Stuckey, 1975 :97). 

Kritik ketiga, model ini a politis. Ia mengasumsikan bahwa pemerintah 
nasional memperkenalkan berbagai kebijaksanaan regional sebab kebi¬ 
jaksanaan itu merupakan kepentingan masyarakat yang harus dilakukan. 

Teori ini gagal menelaah karakter pengaruh politik dan akibat- akibat 
spasialnya. 4 Jelas, tekanan politik yang berbeda akan menimbulkan res¬ 
pons nasional yang berbeda pula. Jenis kebijakan wilayah yang dituntut 
oleh elit propinsi yang secara politis bersekutu dengan partai-partai 
nasional yang dikontrol dari pusat akan sangat berbeda dengan respons 
yang muncul dari protes masyarakat di wilayah pinggiran. Karena Fried- 
mann yakin pemerintah lebih berdasarkan pada konsensus daripada 
konflik, ia mengabaikan perseteruan dan persaingan politik yang terjadi. 
Yang paling penting, Friedmann mengabaikan kemungkinan bahwa ke- 
mauan politik untuk membantu daerah-daerah miskin sedikit sekali 
muncul dari pemahaman terhadap semangat massa, tetapi lebih sebagai 
respons terhadap tekanan yang berasal dari protes-protes sosial (Cas- 
tells, 1977). 

Keempat, fenomena kemiskinan diperlakukan lebih sebagai masalah 
regional daripada sebagai fenomena sosial. Bias semacam ini mendasari 
argumentasi bahwa pengenalan terhadap program-program regional 
untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperbaiki trans¬ 
portasi akan mengeliminir kemiskinan di wilayah kantong kemiskinan. 
Pendapatan perkapita yang semakin tinggi akan mengarah pada integrasi 
'pusat' dan pinggiran’, dan menghapus kemiskinan. Nyatanya kemiskinan 
tetap bercokol baik di wilayah pinggiran maupun di pusat begitu kaum 
migran pedesaan dan migran dari kota-kota kecil pindah mencari pelu¬ 
ang kerja yang lebih baik. Model ini gagal menjelaskan masalah kemis¬ 
kinan di kota- kota, juga perbedaan pendapatan peorangan yang ada di 
sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga. Karena kemiskinan tersebut 
dijelaskan dengan terma-terma murni bersifat spasial sehingga mudah 
sekali bagi Friedmann untuk tergelincir ke dalam keyakinan bahwa 
pembangunan regional akan mengeliminir manifestasi terburuknya. 


4 Aspek ini sudah diakui Friedmann dalam tulisan terakhirnya (1972-3). 
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Akhirnya, model ini mengasumsikan bahwa sebagian besar negara 
miskin secara bertahap akan menjadi maju. Dengan asumsi semacam ini, 
Friedman cenderung mengikuti risalah Rostow (1960 :166) dan keya¬ 
kinannya bahwa ’trik-trik pertumbuhan tidak sulit’. Sayangnya, walau¬ 
pun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi sudah dapat dicapai oleh Du¬ 
nia Ketiga, tetapi sedikit sekali bukti yang menyatakan bahwa sebagian 
besar masyarakat negara-negara ini merupakan masyarakat berpendi¬ 
dikan tinggi, memiliki perumahan yang baik dan adil. Asumsi umum di 
tahun 1950-an, bahwa ada arah perkembangan unilinier yang pasti akan 
dilalui oleh sebagian besar negara Dunia Ketiga, sekarang ternyata sudah 
tidak bisa lagi di terima. Kesadaran yang lebih tinggi tentang hubungan 
antara negara maju dengan negara-negara yang kurang maju serta berba¬ 
gai kepentingan kelas sosial yang mendominasi pengambilan keputusan 
politik di sebagian besar negara miskin menunjukkan penolakan terha¬ 
dap jalan pembangunan yang bersifat unilinier. Pola perubahan wilayah 
dan perkotaan yang dikemukakan dalam model Friedmann ini tam¬ 
paknya tidak mungkin terulang di sebagian besar negara berkembang. 

Kritik ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan seluruh keper¬ 
cayaan terhadap model tersebut, karena ada beberapa elemen yang masih 
perlu mendapat perhatian. Gambaran tentang bagaimana ’pusat’ dapat 
berkembang atas biaya 'pinggiran’ dan kritik terhadap model keseim¬ 
bangan spasial jelas merupakan karya agung. Sebagai tambahan, reko¬ 
mendasi kebijakan masih menawarkan nasihat yang baik kepada badan 
perencana daerah. Akan tetapi, apa yang menjadi kekurangan dari model 
ini adalah skeptisisme yang berlebihan terhadap keuntungan yang dita¬ 
warkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kesadaran sosial sebagian besar 
pemerintah Dunia Ketiga. Kedua hal ini ditawarkan oleh model alter¬ 
natif pembangunan regional berikut ini. 


Penafsiran Neo-Marxis 

Teori tentang evolusi spasial dan keterbelakangan yang sepenuhnya 
dikembangkan oleh aliran Neo-Mands belum muncul. Meskipun demi¬ 
kian karya Roffman (1974), Corragio (1977), Wilson (1975), Stuckey 
(1975), Santos (1979), dan yang lainnya telah memberikan isyarat yang 
kuat mengenai bentuk akhir teori semacam itu. Elemen-elemen penting 
teori ini adalah pengambilan nilai surplus, konsep model produksi do¬ 
minan dan tergantung, perubahan bentuk model produksi kapitalis, dan 
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peran negara. Perbedaan prinsip ini dengan model Friedmann bahwa 
penggabungan analisis kelas sosial dan penekanan hasil yang ditem¬ 
patkan pada kontrol atas surplus yang dihasilkan oleh proses produktif. 
Menurut Friedmann (1966), keuntungan dan modal ditransfer dari 
daerah 'pinggiran’ ke 'pusat' nasional, tetapi tidak ada pengakuan yang 
jelas bahwa sumberdaya nasional dikuasai oleh kelompok asing dan oleh 
kepentingan-kepentingan kelompok kapitalis di 'pusat'. 

Model-model Neo-Mands memandang bahwa struktur spasial inter¬ 
nal negara-negara Dunia Ketiga sebagai bagian dari sistem produksi dan 
konsumsi dunia (Wallerstein, 1974). Penciptaan kegiatan pertanian dan 
pertambangan oleh para usahawan kapitalis di daerah 'pinggiran' secara 
berangsur-angsur mengintegrasikan tenaga manusia ke dalam hubungan 
gaji-buruh dan dengan demikian melahirkan nilai surplus. Nilai surplus 
yang dihasilkan tersebut ditransfer ke luar negeri baik melaui ope¬ 
rasi-operasi korporasi asing maupun melalui hubungan perdagangan 
yang timpang. Dalam kasus apapun juga, surplus yang telah diambil itu 
tidak dapat menyediakan investasi bagi wilayah-wilayah produksi. Nilai 
surplus yang masih ada di negara-negara Dunia Ketiga diambil oleh 
kelompok-kelompok elit yang khusus terkonsentrasi di kota-kota besar. 
Oleh karena itu jarang menguntungkan daerah 'pinggiran'. 

Model yang sederhana ini harus dimodifikasi dengan berbagai cara 
agar mampu menjelaskan struktur sosial dan struktur spasial negara- 
negara Dunia Ketiga yang berbeda. Mekanisme akumulasi modal berva¬ 
riasi sesuai dengan bentuk kapitalisme, model produksi dominan, dan 
hubungannya dengan model-model produksi lain di setiap negara Dunia 
Ketiga. Artikulasi model produksi dominan dan model subordinat akan 
menentukan formasi sosial masyarakat Dunia Ketiga dan sekaligus me¬ 
nentukan jumlah surplus yang diambil. Pada gilirannya, tingkat konflik 
kelas sosial dan kebutuhan model produksi dominan juga akan menen¬ 
tukan hubungan-hubungan antara aktor-aktor utama dalam ekonomi 
kapitalis Dunia Ketiga: yakni, korporasi asing atau multinasional, kelom¬ 
pok-kelompok pengusaha nasional, negara dan orang-orang miskin. Se¬ 
bagian besar keputusan diambil oleh satu atau lebih tiga aktor yang 
pertama. Kepentingan-kepentingan khusus fraksi-fraksi kelas dominan 
tersebut bisa saja beragam, tetapi tujuan dasar mereka, yakni mem¬ 
pertahankan sistem kapitalis yang memberikan keuntungan kepada me¬ 
reka, sama. Peran penting negara menengahi fraksi-fraksi kelas yang 
sedang berkonflik itu dan melegitimasi sistem tersebut terhadap kelom¬ 
pok miskin. Walaupun negara sering memberikan dukungan pada fraksi- 
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fraksi kelas dominan lewat berbagai mekanisme instrumentalis, yang 
dipaparkan oleh Milliband (1969,1977), namun yang lebih penting ada¬ 
lah upayanya untuk mempertahankan stabilitas sistem tersebut (Pou- 
lantzas, 1969,1973,1976). 

Hubungan antara fraksi-fraksi kelas dominan yang berbeda tersebut, 
dan hubungan antara kelas itu dengan kelas proletar, petani serta pendu¬ 
duk prakapitalis tergantung pada tahapan kapitalisme yang berkembang 
di wilayah pinggiran. Para penulis Neo-Marxis membedakan berbagai 
tahapan kapitalisme 'pinggiran’ ini, tetapi tipologi yang lazim dikutip 
adalah yang diungkapkan oleh Castells (1977). Dunia kapitalisme diciri¬ 
kan dengan, pertama kolonialisme, kedua dominasi perdagangan kapi¬ 
talis, dan terakhir kapitalisme monopoli; tahapan seperti ini pada saat 
tertentu tumpang tindih. Perbedaan mendasar antara tahapan-tahapan 
tersebut, model produksi yang dominan berubah bentuknya setiap saat 
sehingga metode pengambilan surplus dan formasi sosialnya juga ber¬ 
ubah. Dengan demikian, di bawah kolonialisme, surplus diambil melalui 
kontrol politik luar negeri atas perdagangan, investasi dan ekonomi. Di 
bawah dominasi perdagangan kapitalis, meskipun negara-negara Dunia 
Ketiga secara politis sudah merdeka, tetapi surplus mereka diambil 
melalui tatanan perdagangan yang timpang. Pada tahapan monopoli 
industri dan dominasi finansial, negara pinggiran mampu mengembang¬ 
kan sektor-sektor manufaktur dan agrobisnisnya sendiri, tetapi korporasi 
multinasional akan menguasai sektor-sektor tadi melalui subsidi atau 
perusahaan patungan. Oleh karena itu, surplus diambil melalui pemu¬ 
langan kembali keuntungan, royalti dan patensi, juga melalui mekanisme 
laporan korporasi tadi. 

Ekspansi kapitalisme 'pinggiran' mendorong menguatnya proses ur¬ 
banisasi. Pertama, migrasi ke wilayah kota meningkat sebab bentuk- 
bentuk pertanian prakapitalis dikacaukan oleh penetrasi pertanian ko¬ 
mersial atau melalui pengenalan pajak moneter kepada penduduk pede¬ 
saan. Sejalan dengan itu, muncul migran perkotaan karena kegiatan 
industri kerajinan di wilayah 'pinggiran' dimatikan oleh barang impor 
yang lebih murah dan juga oleh produk-produk manufaktur nasional. 
Kedua, surplus yang dihasilkan di wilayah 'pinggiran' diambil oleh ke¬ 
lompok-kelompok borjuis nasional dan wakil-wakil kepentingan kapi¬ 
talis asingyangberbasis di pusat-pusat perkotaan utama. Proses pengam¬ 
bilan ini mengakibatkan ekspansi transportasi yang besar dan pusat- 
pusat pasar serta pertumbuhan modal nasional dan pelabuhan-pela¬ 
buhan utama yang cepat. Ketiga, pertumbuhan perusahaan manufaktur 
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dalam sistem ekonomi Dunia Ketiga mengkonsentrasikan produksi se¬ 
penuhnya di kota-kota besar, sehingga merangsang pertumbuhan biro¬ 
krasi negara yang mendorong proses industrialisasi, dan mengakibatkan 
konsentrasi kelompok-kelompok berpendapatan tinggi di pusat-pusat 
utama tempat surplus terakumulasi. Keempat, buruh berpindah ke kota- 
kota besar untuk mencari pekerjaan dan memproduksi surplus di pusat- 
pusat perkotaan baik sebagai pekerja upahan maupun sebagai produsen 
komoditas kecil-kecilan yang mendukung perluasan sektor kapitalis. 
Kelima, negara bertindak sebagai pendukung ekspansi industri dengan 
menyediakan infrastruktur di pusat-pusat perkotaan utama dan mele¬ 
gitimasi berfungsinya sistem tersebut melalui penyediaan sarana sosial 
untuk kelompok-kelompok tertentu. Sistem kapitalis membutuhkan ne¬ 
gara yang kuat, baik untuk mensubsidi proses akumulasi surplus di sektor 
swasta (melalui pembangunan sarana komunikasi dan penyediaan sarana 
pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya) maupun untuk mem¬ 
pertahankan sistem tersebut, sehingga dapat mendukung reproduksi 
negara dan sistem itu sendiri. Keenam, begitu daerah metropolitan ber¬ 
kembang dengan cepat, modal swasta mulai tidak terpusat di daerah- 
daerah dalam wilayah metropolitan, tetapi terkonsentrasi di luar kota 
utama untuk menghindari naiknya harga tanah, upah buruh, dan kema¬ 
cetan lalu lintas (Roffman, 1974). Negara dapat mendorong terjadinya 
proses dekonsentrasi atau mengintrodusir langkah-langkah untuk men¬ 
dorong desentralisasi. 

Elemen penting dalam proses ini adalah kebutuhan akan sistem kapi¬ 
talis untuk mengakumulasi modal. Formasi spasial yang ada merupakan 
akibat kebutuhan sistem kapitalis tertentu di setiap konjungtur sejarah 
dan konflik-konflik kepentingan kelas sosial yang berbeda untuk mengu¬ 
asai surplus. Biasanya kepentingan kelas dominan, baik secara langsung 
maupun melalui kontrol terhadap perangkat negara, mengakumulasikan 
surplus yang disirkulasikan kembali di wilayah perkotaan yang paling 
besar atas biaya daerah 'pinggiran’. Efek spasialnya, meningkatnya dispa¬ 
ritas wilayah dan melemahnya otonomi wilayah-wilayah subordinat. Sis¬ 
tem tersebut dapat memiskinkan wilayah-wilayah yang paling miskin 
melalui pengambilan surplus secara besar-besaran (ekploitasi absolut). 
Sistem tersebut juga dapat meningkatkan tingkat pendapatan, juga angka 
pengambilan surplus dengan cara menaikkan produktivitas kerja (ekplo¬ 
itasi relatif). Proses terakhir ini khas tahap kapitalisme monopoli. 

Pandangan Neo-Marxis yang jauh ke depan merupakan gambaran 
historis yang lurus tentang evolusi kapitalisme. Oleh karena itu, pan- 
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dangan ini pada umumnya akurat, kendatipun kadang-kadang bersifat 
distorsif. Tetapi salah satu kekuatannya yang prinsipiil, yakni fleksi¬ 
bilitas, merupakan kelemahan yang paling besar. Sebab, walaupun ana¬ 
lisis Neo-Mands sering dituduh tidak luwes oleh lawan-lawannya, namun 
beberapa penafsiran mutakhir seperti penafsiran Cardoso (1972; 1977), 
yang mengakomodir perkembangan baru dalam sistem kapitalis mem¬ 
buat teori ini kurang begitu jelas. Contohnya, sejak teori ini menerima 
bahwa negara harus mengambil langkah-langkah otonom dari kepen¬ 
tingan-kepentingan kelas dominan, kepentingan-kepentingan model pro¬ 
duksi kapitalis bisa saja dipuaskan di bawah kondisi yang berbeda, dan 
mekanisme serta tingkat pengambilan surplus tergantung pada tahap 
konflik kelas tertentu, implikasi-implikasi sosial dan spasial teori terse¬ 
but menjadi semakin kabur. Perdebatan mutakhir mengenai peranan 
negara (Poulantzas, 1973; Milliband, 1977; 1969) dan makna cara pro¬ 
duksi mencerminkan kesulitan ini (Hindes dan Hirst, 1975). Seperti teori 
lainnya, semakin dekat analisis Neo-Mands memperkirakan realitas, 
semakin kompleks realitas tersebut, dan semakin berkurang pula ke¬ 
mampuan untuk memprediksi masa depan. Sebenarnya, berbagai analisis 
Neo-Mands tentang perkembangan sosial dewasa ini, kendatipun ber¬ 
beda sudut pandang dalam hal peran yang diberikan pada konflik kelas 
dan hasil akhir dari kebijakan negara, tidak berbeda dengan sebagian 
besar penulis aliran Neo-Mands terdahulu (Phal, 1977; Gilbert, 1978, 
Stohr dan Fraser, 1981). 


Proses Konsentrasi Perkotaan dan Regional 

Karena tidak ada model evolusi spasial tunggal yang memuaskan, di 
sini saya berupaya memberikan laporan yang lebih deskriptif mengenai 
perkembangan perkotaan dan wilayah di negara-negara Dunia Ketiga. 
Laporan ini mengambil gagasan dari literatur Mandan dan non-Mandan 
dan didasari oleh suatu persepsi bahwa kedua tradisi intelektual dan 
ideologi tersebut menunjukkan banyak kemiripan dalajn menafsirkan 
perubahan spasial. Pada dasarnya, saya berupaya menerangkan mengapa 
’primasi perkotaan’ banyak bermunculan di negara-negara Dunia Ketiga 
bersama-sama akibat wajarnya, membatasi diri pada perkembangan pu¬ 
sat-pusat propinsi dan munculnya disparitas regional yang utama. Saya 
me mahami pola-pola tersebut sebagai suatu yang ’terdistorsi’, tidak ha¬ 
nya dalam pengertian bahwa pola-pola itu sendiri merupakan manifestasi 
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yang tidak diinginkan tetapi lebih dari itu, ia mencerminkan suatu pola 
perkembangan yang telah terdistorsi dan tidak diinginkan. Apapun im¬ 
plikasi-implikasi kebijakan yang akan diambil, tidak diragukan lagi bah¬ 
wa sistem perkotaan dan wilayah Dunia Ketiga merupakan cerminan dari 
pola-pola perkembangan yang terdistorsi secara mendasar. Munculnya 
pola-pola perkotaan dan wilayah ini dapat dibagi menjadi dua fase, yakni 
perubahan-perubahan spasial yang terkait dengan fase ekonomi bero¬ 
rientasi ekspor (termasuk fase kolonial dan pasca kolonial) dan peru¬ 
bahan-perubahan spasial yang terkait dengan fase industrialisasi moder¬ 
nisasi yang berorientasi ke dalam — suatu fase yang jarang dimulai oleh 
negara-negara Dunia Ketiga. 


Fase Orientasi Ekspor 

Di seluruh Dunia Ketiga, pertumbuhan kota-kota besar terkait de¬ 
ngan pertumbuhan perdagangan internasional; Sao Paulo tumbuh ber¬ 
basis kopi, Singapura dengan timah dan karet, Calcutta dengan serat tali, 
kapas dan tekstil, sedangkan Buenos Aires dengan daging, wool, dan 
biji-bijian. Apakah perkembangan metropolitan yang terkait dengan 
ekspor itu mengakibatkan munculnya primasi perkotaan tergantung 
pada seberapa jauh ’pusat’ mengontrol arus perdagangan internasional. 
Dalam beberapa kasus dimana kontrol terhadap produksi, transportasi 
dan keuntungan tersebar di antara negara-negara ’pusat’ yang berbeda, 
terjadi non-primasi. Yang lebih khas, modal nasional mengontrol arus 
ekspor, pendapatan yang berasal dari hasil-hasil ekspor tersebut, dan 
importasi barang yang dibiayai dengan arus ekspor itu. Oleh karena itu, 
primasi di negara-negara Dunia Ketiga dapat dijelaskan dengan sudut 
pandang lokasi geografis produksi ekspor, jaringan ekspor yang muncul 
untuk mengangkut barang-barang tersebut, dan yang paling penting 
adalah tempat penerima utama keuntungan yang dihasilkan oleh perda¬ 
gangan internasional. 

Bukan suatu kebetulan bila begitu banyak kota-kota primasi meru¬ 
pakan pelabuhan-pelabuhan besar. Kota-kota pesisir umumnya diun¬ 
tungkan karena berada dekat dengan sentra-sentra produksi ekspor atau 
menguasai saluran-saluran perdagangan utama. 

Kota-kota pelabuhan besar di Asia muncul di daerah yang perairannya 
dapat dilayari dan tanah produktif bertemu, juga di jalur-jalur akses internal 
berpusat. 
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Muara-muara sungai besar jelas merupakan tempat seperti ini; ne¬ 
gara-negara kepulauan, yang secara strategis merupakan tempat-tempat 
yang berlokasi di pesisir, mengembangkan akses serupa ke daerah yang 
paling produktif.... Dengan pola berorientasi laut ini, Singapura dengan 
mudah dapat melayani jalur timah dan karet sepanjang pantai barat 
Malaysia, seperti halnya Kolombo mamp u melayani semua perkebunan 
Srilanka, Manila untuk seluruh Filipina, Batavia untuk Indonesia di 
mana produksi komersial terkonsentrasi di Jawa dan sepanjang pantai 
Timur Sumatera (Murphey, 1969:79). 

Sungai-sungai di Amerika Latin dan Afrika jarang digunakan sebagai 
saluran ekspor utama. Sebagai gantinya, modal Inggris, Perancis, dan 
Amerika membangun rel-rel kereta api. Beberapa jalan raya juga mem¬ 
punyai fungsi lain; di India, Inggris membangun jalur-jalur ke wilayah 
depan yang peka dan dihubungkan dengan kota-kota utama demi alasan- 
alasan strategis, tetapi fungsi utamanya untuk mengangkut barang-ba¬ 
rang ekspor ke pelabuhan utama. Bahkan saat ini orientasi sistem jalan 
kereta api Afrika dan Amerika Latin mencerminkan pola dominan itu. 

Pelabuhan-pelabuhan utama tersebut seringkali berkembang menjadi 
kota-kota primasi sebagai konsekuensi dari kontrol pelabuhan-pela¬ 
buhan itu terhadap perdagangan internasional. Tetapi kota primasi tidak 
selalu terkait dengan lokasi-lokasi pelabuhan. Beberapa ibukota utama 
di Amerika Latin muncul di daerah-daerah yang secara fisik terpisah dari 
wilayah produksi utama dan rute ekspor. Di Venezuela, minyak dipro¬ 
duksi dan dikapalkan dari daerah yang ratusan kilometer jauhnya dari 
ibukota negara, Karakas; di Cile, sebagian besar tembaga diproduksi jauh 
di wilayah utara negara itu. Tetapi situasi yang paradoks seperti ini hanya 
digunakan untuk menekankan pokok persoalan yang telah dibuat sebe¬ 
lumnya bahwa isu penting dalam evolusi primasi adalah kontrol atas 
surplus keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan internasional. Di 
Venezuela, pendapatan luar negeri berasal dari minyak yang dimasukkan 
ke kas negara setelah tahun 1935 dan digunakan untuk memperbesar 
birokrasi pemerintah di ibukota negara (Lieuwen, 1961). Arus dana 
tersebut mengarahkan konsentrasi pendapatan pada kelompok-kelom¬ 
pok berpendapatan tinggi di perkotaan dan pengembangan bisnis impor 
yang menguntungkan. Di Peru, hampir satu abad yang lalu pertumbuhan 
perdagangan Guano telah mengakibatkan ekspansi yang pesat di Lima. 
Dalam beberapa tahun saja, seluruh pasar dan pabrik-pabrik penga¬ 
lengan, sistem pengairan baru di bangun, dan sistem telegram dibuka 
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(Romero, 1949). Di Peru, sebagaimana negara-negara Dunia Ketiga 
lainnya, kontrol birokrasi pemerintah dan kepentingan swasta, yang 
berada di ibukota negara terhadap surplus yang berasal dari perda¬ 
gangan internasional merupakan faktor penting dalam dominasi kota 
primasi atas kota-kota propinsi. 

Tetapi jelas tingkat kontrol yang dilakukan oleh kelompok elit di 
ibukota sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Di 
beberapa negara Dunia Ketiga, keuntungan-keuntungan ekspansi eks¬ 
por telah menyumbang pertumbuhan lebih dari satu kota besar. Pemba¬ 
ngunan wilayah yang lebih berimbang biasanya terkait erat dengan pem¬ 
bagian fungsi antar kota-kota dan kontrol atas produk-produk ekspor 
yang berbeda. Di Kolombia, ibukota negaranya bukan merupakan pela¬ 
buhan utama dan bukan pula sebagai pusat produksi ekspor utama. 
Meskipun Bogota, merupakan sentra perdagangan internasional dan 
kekuasaan politik utama, namun kontrol atas sektor kopi juga dipegang 
oleh kota Mendellin, Manizales, dan Pereira di barat. Mirip dengan itu, 
kurangnya pelabuhan dominan mengakibatkan terjadi kompetisi antara 
empat sentra utama perdagangan internasional negara tersebut. Dengan 
wilayah berbukit yang membatasi lebih jauh lagi kontrol yang dilakukan 
oleh satu kota atas ekonomi dalam negeri, muncul distribusi tingkat- 
ukur. Tidak diragukan lagi, Bogota mendapat untung dari ekpansi ekspor 
tersebut, demikian pula beberapa kota propinsinya. 

Beberapa negara dengan proses kolonialisasi lebih belakangan, agen- 
agen lokal imperium menguasai surplus lebih sedikit daripada yang 
mereka salurkan ke wilayah-wilayah ibukota. Misalnya, di India, pengam¬ 
bilan surplus lebih menguntungkan Inggris atau London daripada kota- 
kota besar India. Meskipum begitu, sentra-sentra kota besar dapat 
berkembang dengan cepat. Kombinasi ukuran geografis dan perkem¬ 
bangan wilayah-wilayah ekspor yang terpisah menyebabkan munculnya 
beberapa kota pelabuhan utama. Delhi sedikit sekali memainkan peran¬ 
nya dalam lalu-lintas ekspor. 

Sebaliknya, kota primasi yang banyak berkembang di Argentina ter¬ 
kait dengan monopoli satu kota terhadap sebagian besar fungsi admi¬ 
nistrasi, perdagangan dan industri. Buenos Aires mengkombinasikan 
kedekatan wilayahnya dengan wilayah-wilayah ekspor di Pampas, ke¬ 
mampuan untuk menarik banyak imigran asing, dan yang paling penting 
monopoli atas pengambilan keputusan politik. Pada tahun 1880, Buenos 
Aires dipilih sebagai ibukota negara federal baru itu. Tetapi, 
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(Jika) secara simbolis beberapa tempat meraih posisinya sebagai ibukota, 
tetapi kenyataannya Buenos Aires yang disokong oleh sentra-sentra perko¬ 
taan lainny a tetap melanjutkan penarikan atas sumberdaya alam, poten¬ 
si-potensi, ambisi-ambisi negara dan membiarkan tempat-tempat lain dan 
wilayah pedesaan menjadi kering dan tertekan. Kaum politisi boleh jadi 
berasal dari pedesaan, tetapi di Buenos Aires dengan cepat mereka akan 
melupakan asal-usul mereka dan mengadopsi gaya hidup dan perilaku 
orang kota (Scobie, 1964:105). 


Status politik negara tampaknya berpengaruh kecil di luar pengaruh 
angka dan bentuk pengambilan surplus. Di bawah kekuasaan asing, 
sebagian besar administrasi terpusat di ibukota kolonial; setelah kemer¬ 
dekaan, kekuatan-kekuatan baru menduduki posisi-posisi yang sama dan 
menguasai pusat-pusat primasi. Tentu saja ada beberapa perke- cualian. 
Pada abad ke-19, Amerika Latin mencapai kemerdekaannya melalui 
kekuatan kelompok pedesaan yang seringkali berhasrat untuk 
membatasi dominasi ibukota negara atas tanah di wilayah mereka. Situasi 
politik tersebut mengakibatkan merosotnya primasi perkotaan pada 
awal-awal kemerdekaan (Morse, 1971). Tetapi pada sisi yang lain, di 
Afrika dan Asia, kemerdekaan cenderung memperkuat fungsi kota pri¬ 
masi. Seringkali, kemerdekaan mengakibatkan kontrol yang semakin 
ketat terhadap surplus ekspor dan birokrasi pemerintahan. Tidak jarang 
pula melahirkan strategi pembangunan yang berorientasi ke dalam, kon¬ 
sekuensi yang akan kami bahas nanti. 

Primasi perkotaan dan munculnya kota-kota besar merupakan akibat 
ekspansi ekspor dan penyaluran keuntungan yang berasal dari perda¬ 
gangan internasional. Dalam pengertian ini, struktur perkotaan meru¬ 
pakan akibat dari penerapan sistem perdagangan asing sebagai pengganti 
sistem pribumi. Pada gilirannya ukuran dan kemakmuran kota-kota 
besar akan terkait dengan pendapatan yang dihasilkan oleh produksi 
ekspor dan berhubungan dengan proporsi pendapatan yang masih tetap 
ada di negara asal. Demikian pula, perkembangan kota di wilayah 'ping¬ 
giran’ di negara-negara Dunia Ketiga terkait dengan proses ekspansi 
ekspor. Sesuai dengan bentuk ekspansi ini, maka perkembangan perko¬ 
taan bisa jadi bersifat dinamis atau malah stagnan. 

Di tingkat lokal, dampak urban perkebunan atau pertambangan yang 
dimiliki orang asing akan sangat berbeda dengan dampak urban produksi 
petani berskala kecil. Sebenarnya, kita dapat melihat bahwa meskipun 
bentuk-bentuk produk ekspor tertentu merangsang pertumbuhan wila- 
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yah yang berimbang dan evolusi kota-kota pasar secara aktif, namun 
kekuatan-kekuatan lain membatasi perkembangan itu. Jadi, sistem per¬ 
kebunan cenderung mengekang pertumbuhan kota dengan cara mem¬ 
bayar upah yang rendah pada buruh, mengurangi peluang-peluang di luar 
pertanian berskala kecil melalui kontrol tanah, dan monopoli jasa yang 
biasa disediakan di kota-kota kecil (Cross, 1979; Morse, 1975). Produk- 
produk ekspor yang terspesialisasikan hanya menghasilkan sedikit de¬ 
ngan dampak yang beragam karena panen langsung dikapalkan dan 
keuntungan-keuntungan perkebunan mengalir ke sentra-sentra perkota¬ 
an nasional atau keluar negeri. Terus terang, perkebunan kopi di Sao 
Paulo mewakili pengecualian generalisasi ini. Pertumbuhan kota setelah 
tahun 1900 dapat dijelaskan dengan fakta bahwa sebagian besar petani 
kopi hidup di negara tersebut dan mulai mengembangkan investasi mere¬ 
ka. Karena didorong oleh persediaan tenaga kerja imigran yang buta 
huruf dan murah, dan kelengkapan infrastruktur dari pemerintah fede¬ 
ral, maka mereka mulai menciptakan metropolis industri yang besar. 
Dengan satu pengecualian ini dan dengan mencatat perbedaan-perbe¬ 
daan dalam beberapa sistem perkebunan lokal, ternyata pengaruh perke¬ 
bunan terhadap perkembangan perkotaan lokal secara umum bersifat 
depresif. 

Perusahaan tambang lebih memungkinkan perkembangan perkotaan 
lokal sekalipun sebagian besar pusat-pusat pertambangan tersebut meru¬ 
pakan daerah kantong dalam perekonomian nasional. Robert (1978:59) 
misalnya, mencatat bahwa kantong produksi sangat kuat, sebagaimana 
kota-kota pertambangan Peru, sehingga pendapatan dan penghasilan 
buruh yang berasal dari kontrak pengadaan makanan dan transportasi 
serta perusahaan tambang secara substansial meningkatkan tingkat pen¬ 
dapatan daerah... memungkinkan diversifikasi ekonomi pedesaan dan 
perluasan kerajinan tangan. Walaupun demikian, proses lokal bahan 
mentah terbatas pada pemilahan dan pemuatan, sedangkan keuntung¬ 
annya seringkali diambil oleh pelabuhan asing. Kota pertambangan me¬ 
narik para migran, baik yang bersifat permanen atau semi permanen, 
tetapi sedikit sekali mempengaruhi hubungan desa-koia. Uang yang 
seharusnya ditransfer dari wilayah-wilayah pertambangan ke masyarakat 
pedesaan, ternyata disuplai ke kota, bahkan ke luar negeri. Berdasarkan 
kekayaan yang ada di pertambangan, pemilikan dan sistem sosial yang 
berfungsi memungkinkan pertambangan menciptakan kota-kota metro¬ 
polis, semisal Johannesburg atau sentra-sentra kecil dan depresif, seperti 
kota-kota timah di Bolivia. Dalam kasus apapun, aktivitas pertambangan 
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akan lebih terkait dengan ekonomi internasional ketimbang ekonomi 
lokal. 

Sebaliknya, produksi petani berskala kecil cenderung merangsang 
pertumbuhan perkotaan lokal. Produksi kopi di Kolombia Barat, kakao 
dan miny ak kelapa di Afrika Barat dan produksi padi di Asia Tenggara 
secara relatif mendptakan kelompok-kelompok petani yang makmur 
rian sejahtera. Surplus kebutuhan subsisten merangsang permintaan 
akan produk-produk konsumtif dan input pertanian, seperti pupuk, 
benih dan alat-alat pertanian. Kebutuhan ini terutama disalurkan mela¬ 
lui pasar-pasar lokal. Pertumbuhan ekonomi ekspor yang terus-menerus 
itu mengakibatkan evolusi bertahap sistem perkotaan yang integratif dan 
di daerah yang subur meningkatkan proses industrialisasi dan ekspansi 
perdagangan pribumi. 

Oleh karenanya, urbanisasi pada tingkat lokal benar-benar dipenga¬ 
ruhi oleh bentuk produk ekspor (Balan, 1976). Pada saat yang sama, tidak 
terdapatnya hubungan sederhana antara tipe produk dengan perkem¬ 
bangan perkotaan dapat dideteksi. Karena, metode-metode produksi 
dari produk yang sama seringkali bervariasi, konseksuensi urban di dae¬ 
rah yang berbeda sangat beragam. Dengan demikian, produksi gandum 
menciptakan perbedaan yang mencolok terhadap sistem perkotaan di 
Argentina dan Amerika Serikat. 

Dalam banyak kasus, perbedaan teknologi dan bentuk-bentuk orga¬ 
nisasi sosial menciptakan variasi produk, bahkan di negara yang sama 
sekalipun. Di Brazil, misalnya, Balan (1976:158) mencatat bahwa ’kopi 
diproduksi oleh para buruh, petani penyewa, petani penggarap dan peta¬ 
ni lepas. Walaupun teknologi sudah berubah, tetapi perubahan tersebut 
tidak terjadi secara drastis. Dengan demikian, yang menentukan penga¬ 
ruh lokal produk ekspor adalah kombinasi efek-efek terkait bersama-sa¬ 
ma dengan metode produksi. Konsekuensinya, berbagai manifestasi lo¬ 
kal perkembangan ekspor bergantung tersebut bervariasi secara menco¬ 
lok dari produk ke produk, dan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. 
Robert (1978:60) telah mengingatkan para peneliti agar mencurahkan 
perhatian khusus pada cara kapitalisme berkembang di negara-negara 
jniskin dan tidak hanya terfokus pada mekanisme ekonomi dunia domin¬ 
an dalam mengambil surplus negara-negara miskin’. Peringatan ini jelas 
menyangkut wilayah-wilayah yang tidak ada produksi ekspornya, tapi 
dipengaruhi oleh ekspansi tersebut. Konsekuensi-konsekuensi nasional 
karena keberhasilan ekspansi ekspor ini juga mempunyai akibat yang 
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bertolak belakang di wilayah-wilayah yang berada di luar zona ekspor 
utama. 

Pertama , ekpansi ekspor produksi seringkah mengakibatkan penca¬ 
plokan tanah kelompok-kelompok pribumi. Pencaplokan seperti ini 
dapat dilakukan dengan cara paksa, seperti di Amerika Latin abad ke-17, 
atau melalui perluasan pasar komersial, seperti di Meksiko abad ke-19. 
Kadang-kadang alienasi tanah tersebut terjadi karena mendorong pro¬ 
duk ekspor, kadang-kadang untuk mensuplai cadangan makanan untuk 
wilayah ekspor. Perluasan ekspor, khususnya pada abad ke-19 dan ke-20, 
seringkali bergandengan dengan komersialisasi pertanian dalam negeri. 
Di dalam konsesi Inggris untuk Afrika Selatan dan Afrika Timur, baik 
yang dijamin maupun yang dipaksa atas penduduk lokal, membatasi 
ekspansi pertanian pribumi. Jelas konsekuensi alienasi tanah tersebut 
berbeda menurut jumlah tempat yang bisa ditanami. 

Tetapi karena elemen umum dalam alienasi tanah semacam itu adalah 
terpusatnya kekayaan di tangan kelompok elit yang melakukan ekspansi 
dan menyusutnya persediaan tanah untuk mereka yang tersingkir, konse¬ 
kuensinya selalu memotong perkembangan perkotaan. 

Kedua, ekspansi sektor ekspor mungkin memperlemah otonomi poli¬ 
tik dan ekonomi wilayah-wilayah propinsi, dengan demikian merusak 
pertumbuhan sentra-sentra utama propinsi. Tidak jarang ekspansi eks¬ 
por menarik barang-barang manufaktur yang diimpor sehingga mema¬ 
tikan pasar-pasar usaha pribumi yang berakar di kota-kota propinsi. 

Pertumbuhan pajak ekspor memberikan kepada pemerintah nasional 
sumber pendapatan baru yang sering kali lebih besar dari pada penda¬ 
patan sebelumnya. Walaupun kota-kota propinsi mungkin dibebaskan 
dari tagihan pajak sebelumnya, tetapi sekarang propinsi-propinsi terpak¬ 
sa meminta dana dari pemerintah nasional dan mereka kehilangan keku¬ 
asaan untuk mengontrol atau menarik kontributsi untuk kas daerah. Di 
Peru, ekspor guano dan nitrat yang membiayai kota Lima dan kas negara 
membiarkan propinsi-propinsi tanpa otonomi yang jelas (Nomero, 
1949). Di tempat lain, kontrol terhadap surplus ekspor nasional mem¬ 
berikan kontrol politik bagi elit dominan di ibukota dan ini menga¬ 
kibatkan stagnasi perekonomian propinsi. Dalam banyak kasus, eko¬ 
nomi wilayah tidak pernah membaik dari kondisi semacam itu. 
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Industrialisasi, Modernisasi, dan Birokrasi 

Depresi dunia tahun 1930-an dan berbagai dampak Perang Dunia II 
mendorong ke arah proses ekspansi industri secara spontan di sebagian 
negara.Dunia Ketiga, khususnya Amerika Latin. Proteksi terhadap im¬ 
por barang-barang manufaktur dari negara-negara maju, pertama-per¬ 
tama karena anjloknya harga ekspor utama. Oleh karena itu, mengurangi 
valuta asing yang bisa digunakan untuk membeli barang-barang kon¬ 
sumsi impor. Kemudian karena perubahan produksi industri di negara- 
negara maju yang beralih dari kegiatan-kegiatan ekspor menuju upaya- 
upaya perang, sehingga industri di Amerika Latin mengalami kemajuan 
(Frank, 1967). Pengalaman ini mengungkapkan bahwa perlu adanya 
suatu strategi pembangunan yang baru dan lebih berhasil. Daripada 
terus-menerus tergantung pada produk-produk manufaktur impor, lebih 
baik negara-negara Amerika Latin mengindustrialisasikan diri. Pembe¬ 
naran intelektual terhadap strategi seperti ini sudah dipaparkan oleh 
Raul Presbich (1950). Studinya tentang perdagangan Amerika Latin dan 
Inggris antara tahun 1870 dan 1930 menunjukkan bahwa masalah-ma¬ 
salah perdagangan telah berbalik menguntungkan Inggris dan merugikan 
Amerika Latin. Harga-harga ekspor utama dari Amerika Latin telah 
jatuh terhadap harga-harga produk manufaktur dari Inggris. Setiap ton 
kopi atau timah yang diekspor dari Amerika Latin dibeli dengan harga 
murah dibandingkan dengan harga-harga produk manufaktur pada ta¬ 
hun 1930 ketimbang tahun 1870. Perubahan inilah yang menjadi penye¬ 
bab utama keterbelakangan Amerika Latin. Untuk menyelesaikan dile¬ 
ma ini, Amerika Latin harus melakukan industrialisasi. Laporan tersebut 
sangat berpengaruh di Amerika Latin. Melalui Komisi ekonomi PBB 
untuk Amerika Latin yang ia pimpin, strategi industrialisasi dipropagan¬ 
dakan ke seluruh wilayah itu. Pada Tahun 1960-an, tidak ada negara 
Amerika Latin yang gagal mengadopsi rekomendasi itu. Tarif impor 
dinaikkan, pembatasan-pembatasan kuota diperkenalkan, infrastruktur 
dipacu, dan perangsang ditawarkan pada usaha-usaha manufaktur. 

Ketika beberapa negara di belahan lain Dunia Ketiga mendapatkan 
kemerdekaannya, industrialisasi atau strategi substitusi impor menjadi 
kebijaksanaan umum sebagian besar pemerintah baru itu. Hanya di 
Republik Korea, Taiwan, dan akhir-akhir ini di Brazfl diterapkan kebi¬ 
jakan industrialisasi berorientasi ekspor yang seringkali luar biasa suk¬ 
sesnya (Balass, 1980; Mason dan kawan-kawan, 1980). India telah mem¬ 
berlakukan kebijakan substitusi impor, bahkan sebelum kemerdekaan, 
yakni ketika Inggris mendorong industrialisasi negara tersebut. Setelah 
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tahun 1949, strategi ini dilanjutkan selama rencana pembangunan nasi¬ 
onal pertama dan kedua sehingga mengantarkan pada pembangunan 
kompleks-kompleks industri baja dan mesin-mesin berat. Tentunya, In¬ 
dia merupakan perkecualian jika hanya dilihat dari jumlah penduduknya. 
Di negara-negara Dunia Ketiga yang lebih kecil, industrialisasi substitusi 
impor tidak pernah mencapai kredibilitas yang sama. 

Di sini bukan tempatnya untuk menelaah secara terperinci keun¬ 
tungan dan kerugian industrialisasi substitusi impor di Dunia Ketiga 
yang beragam itu. Cukuplah untuk mengatakan bahwa di beberapa tem¬ 
pat pembangunan memperoleh kesuksesan yang mencolok. Di banyak 
negara, industrilaisasi membawa pertumbuhan ekonomi, tetapi mayo¬ 
ritas penduduk gagal berpartisipasi dalam meraih keuntungan dari per¬ 
tumbuhan tersebut. Di negara-negara Dunia Ketiga yang besar dan 
makmur, proses ini mengakibatkan berkembangnya sektor manufaktur 
yang canggih dan kompleks, tetapi di Brazil, Meksiko dan Argentina, 
proses tersebut gagal menyelesaikan berbagai masalah yang terus-me¬ 
nerus terjadi; seperti kecilnya kesempatan kerja yang tersedia, dan keter¬ 
gantungan pada teknologi dan moneter asing (Bersman, 1970; Furtado; 
1971; King; 1970). Di negara-negara yang berukuran sedang atau kecil, 
industrialisasi substitusi impor tersebut memunculkan perusahaan-pe¬ 
rusahaan tidak efisien yang berproduksi dengan biaya-biaya besar di atas 
harga dunia. Mungkin novelis Naipaul (1969;215-16), mantan menteri 
negara Karibia, paling dalam merangkum konsekuensi terburuk proses 
industrilaisasi substitusi impor tersebut: 

Kita mendorong petualang lokal untuk mengalengkan buah-buahan lokal. 
Ini merupakan suatu kegagalan. Hal ini tak terjadi pada seseorang yang 
berkeinginan untuk menemukan apakah masyarakat lokal membutuhkan 
buah kaleng itu; tak seorangpun yang membutuhkannya. Orang yang sama 
melakukan pengalengan mentega dan berhasil. Mentega tersebut diimpor 
dan kaleng-kalengnyapun diimpor. Upaya kita adalah untuk mengopera¬ 
sikan sebuah mesin yang mengubah kaleng-kaleng tersebut menjadi silin¬ 
der-silinder. Kita mencoba menutupi tujuan dan memenuhi silinder terse¬ 
but dengan mentega impor; dan mencoba menutupi tujuan yang lain. Saya 
masih ingat betul proses tersebut. Saya membuka sebuah pabrik. Mentega 
kita lebih mahal daripada mentega kalengan yang dimpor dan harus dipro¬ 
teksi. Saya yakin pabrik tersebut mempekerjakan 5 wanita hitam. Indus¬ 
trialisasi, di wilayah-wilayah seperti yang kita punyai ini, tampak merupakan 
proses pengisian tabung-tabung dan kaleng-kaleng impor dengan berbagai 
bahan yang diimpor pula. 
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Konsekuensi-konsekuensi lokal industrialisasi tampak jelas. Di seluruh 
D unia Ketiga, perkembangan industri di kota-kota besar sangat cepat 
dan mendorong menguatnya kota metropolis dan kota primasi. Kecen¬ 
derungan ke arah konsentrasi ini merupakan akibat sekaligus dampak 
dari berbagai proses sentralisasi lainnya, dan upaya-upaya untuk mem¬ 
promosikan pertumbuhan ekonomi yang pesat Di Meksiko, industri¬ 
alisasi mengakibatkan modal nasional meningkatkan sahamnya dalam 
sektor manufaktur dari 35% pada tahun 1950 menjadi 47% di tahun 
1975. Terus-terang, proses perkembangan metropolitan telah diikuti 
oleh proses dekonsentrasi industri spontan (Gilbert, 1974a : Rofman, 
1974). Meningkatnya harga tanah, kemacetan lalu-lintas, pajak perko¬ 
taan, dan kontrol atas polusi telah mendorong perusahaan-perusahaan 
yang ada untuk pindah dan beberapa perusahaan baru di tempatkan jauh 
dari wilayah pusat kota. Tetapi sedikit saja yang pindah ke tempat- 
tempat yang jauh dari pusat metropolitan tersebut. Sebenarnya, proses 
dekonsentrasi tampak hampir memperkuat pertumbuhan industri di 
pusat dengan cara mengurangi biaya yang berasal dari pemborosan per¬ 
kotaan, tetapi mempertahankan keuntungan dari kota primasi dan me¬ 
tropolitan. Keuntungan wilayah sentra di sebagian besar negara kapitalis 
banyak sekali, tetapi di negara-negara berkembang keuntungan-keun¬ 
tungannya ternyata lebih besar lagi (Alfonso, 1971:1971; Gilbert, 1974b). 
Yang mendasari keuntungan ini adalah fakta bahwa fase pembangunan 
berorientasi ekspor cenderung menciptakan kompleks urban terkonsen- 
trasi yang didiami sejumlah kelompok berpendapatan tinggi, bagian yang 
lebih besar dari infrastruktur sosial dan ekonomi, terminal sistem trans¬ 
por dan birokrasi pemerintahan nasional. Dalam memilih lokasi pabrik- 
pabrik mereka, sedikit sekali pengusaha asing dan nasional bersedia 
untuk menjauhi keuntungan-keuntungan dari pemusatan ini; keuntung¬ 
an yang diperbesar oleh bentuk-bentuk industri yang dibangun. 

Tahap awal industrialisasi, kita menyaksikan pembangunan perusaha¬ 
an-perusahaan yang secara langsung berproduksi untuk pasar konsumsi. 
Perusahaan tekstil, makanan, dan pakaian diikuti oleh perusahaan elek¬ 
tronik, plastik, dan mesin ringan yang menciptakan alat pembersih, 
lemari es, dan beberapa produk konsumsi lainnya. Kebanyakan produk 
ini dibatasi hanya untuk masyarakat berpendapatan tinggi, yang sebagian 
besar hidup di kota-kota besar. Konsekuensinya, perusahaan-perusa¬ 
haan berorientasi pasar tersebut cenderung terkonsentrasi di kota-kota 
besar. Pada gilirannya pembangunan gedung-gedung modem mempu¬ 
nyai efek yang merugikan bagi industri manufaktur dan kerajinan tangan 
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yang ada. Perusahaan-perusahaan kecil menggabungkan dirinya dengan 
yang baru, aktivitas kerajinan tangan lokal gagal berkompetisi dengan 
aktivitas gedung-gedung baru tersebut. Konsekuensinya, dinamisme in¬ 
dustri padat karya di kota-kota kecil terabaikan. 

Lokasi kota primasi diuntungkan lebih jauh lagi oleh ketergantungan 
begitu banyak industri baru pada suku cadang, mesin-mesin dan bahan 
bakar yang diimpor. Sebenarnya salah satu ironi terbesar industri 
substitusi impor adalah kegagalannya memotong impor-impor. 
Daripada mengimpor almari es yang telah jadi, lebih baik mengimpor 
suku cadang kemudian dirakit di pabrik setempat. Kadang-kadang suku 
cadang itu lebih mahal daripada barang jadi yang sudah dirakit. 

Dalam konteks tempat, ketergantungan pada impor tersebut menekan 
keuntungan kota-kota pesisir. Dengan demikian, kota-kota primasi yang 
sekaligus juga merupakan kota pelabuhan atau dekat dengan pelabuhan 
tersebut mendapat rangsangan lebih lanjut untuk meneruskan ekspansi 
industrinya. 

Banyak perusahaan industri baru yang terkait dengan, atau di biayai 
oleh korporasi-korporasi asing. Quinjano(1971) dan Castells(1973) 
menyatakan bahwa keterkaitan ini mendorong pola perkembangan 
perkotaan ’yang tidak seimbang’ yang menjadi ciri negara-negara 
Amerika Latin. Tentunya ada bukti yang mendukung pernyataan bahwa 
industri yang dimiliki oleh bangsa asing iebih terpusat pada sentra-sentra 
metropolitan daripada kota-kota lainnya di Argentina (Rofman,1974) 
maupun di Inggris Raya (Holland,1976). Tetapi sejumlah pengecualian 
menyatakan bahwa hubungan antara pemilikan asing dengan konsentrasi 
spasial tidak begitu jelas. Misalnya, di Kolombia investasi luar negeri 
selama tahun 50-an tidak mengakibat terjadinya ekspansi kota-kota 
industri utama, tetapi menyebabkan industrialisasi Cali dan Barranquilla 
(Gilbert, 1970). Hanya investasi luar negeri lah yang cukup lincah meng¬ 
ambil keuntungan dari keuntungan lokasi yang ditawarkan kota-kota 
tersebut. Oleh karena itu, argumentasi yang paling bisa diterima sebagian 
investasi luar negeri berada di lokasi yang menguntungkan; dan ini 
biasanya di kota primasi atau ibukota. Dalam pengertian ini, investasi 
luar negeri mampu merespons sentralisasi yang ada lebih dari kemam¬ 
puan ia menciptakan sentralisasi itu sendiri (Gilbert, 1970; Lavell, 1971). 

Sebenarnya, semua perusahaan industri, terlepas dari sumber modal 
mereka, berusaha memperoleh akses ke birokrasi pemerintah pusat 
karena di seluruh Dunia Ketiga pemerintah pusat mempunyai pengaruh 
yang semakin besar. Di sebagian besar negara Dunia Ketiga, negara 
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memanipulasi kurs uang, tarif impor, perizinan, ketentuan pajak masya¬ 
rakat, penyediaan infrastruktur, upah dan harga barang-barang industri. 
Sebagai konsekuensinya, para manajer terlibat dalam dialog yang terus- 
menerus dengan pemerintah. Kontak tersebut dapat dilakukan dengan 
telepon, kawat, atau dengan kunjungan secara teratur ke ibukota. Bagai¬ 
manapun juga, suasana hubungan bisnis di negara-negara Dunia Ketiga 
ditentukan oleh serangkaian kontak pribadi dengan menteri atau direk¬ 
tur lembaga pemerintahan. Dalam keadaan seperti ini, tidaklah menghe¬ 
rankan, akses terhadap mekanisme pemerintahan banyak dikutip sebagai 
alasan penempatan industri di negara-negara Dunia Ketiga (Gilbert, 
1970; Lavell, 1971). 

Di banyak negara dapat dikatakan bahwa lokasi ini lebih merupakan 
lokasi pemerintahan dan perlengkapan modernisasi daripada sekedar 
tempat pertumbuhan industri semata, sumber utama konsentrasi perko¬ 
taan dan wilayah. Di banyak negara Afrika dan Karibia, dimana pertum¬ 
buhan industri terbatas, ekspansi birokrasi pemerintah telah menjadi 
perangsang utama konsentrasi perkotaan. Birokrat pemerintah bergaji 
tinggi merupakan pasar penting untuk produk-produk manufaktur im¬ 
por, toko-toko yang menjualnya, industri konstruksi, serta jasa domestik. 
Salah satu akibat sampingan dari administrasi modern dan berbagai 
upaya perencanaan pembangunan ekonomi adalah menguatnya pertum¬ 
buhan kompleks perkotaan. Apapun tingkat perkembangan industri, 
pemerintah pusat sudah berusaha memobilisasi tabungan dan mela¬ 
kukan sentralisasi keputusan-keputusan menyangkut alokasi investasi. 
Dengan demikian, surplus yang dihasilkan di wilayah pedesaan dan 
kota-kota propinsi cenderung disalurkan ke kota-kota primasi. Pertum¬ 
buhan perbankan membuka kran tabungan tiap-tiap wilayah dan meng¬ 
izinkan investasi proyek dimanapun; tetapi sebagian besar proyek yang 
aktif ditempatkan di kota-kota utama. Kadangkala mobilisasi dana dima¬ 
nipulasi melalui lembaga-lembaga negara. Badan Pemasaran Coklat di 
Nigeria lama membiayai indutsrialisasi dan berbagai kebijakan pertum¬ 
buhan nasional lainnya melalui surplus yang diambil dari petani pro¬ 
dusen. Sejauh ini, dana-dana tersebut lebih banyak diinvestasikan di 
Lagos dan Ibadan daripada di daerah-daerah produksi (Bauer, 1954). 
Variasi-variasi pemindahan dana di sejumlah negara telah dideskrip¬ 
sikan (Baer, 1964; Fitzgerald, 1976 ), dan hasilnya menyatakan bahwa 
sentra-sentra metropolitan selalu tumbuh atas biaya kota-kota propinsi. 

Sejalan dengan pemusatan industri, kecuali di Afrika dan Karibia, 
aktivitas ekonomi makin berkembang di kota-kota besar. Berbagai akti- 
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vitas perdagangan dan jasa berkembang untuk melayani perusahaan- 
perusahaan manufaktur, birokrasi pemerintahan, dan sektor lainn ya 
Karena kota-kota semakin besar, maka pemerintah berusaha memper¬ 
tahankan stabilitas politik dengan cara mengendalikan harga bahan pa¬ 
ngan, transportasi, dan mengizinkan invasi lahan atau pembagian kota 
yang ilegal. Kelompok-kelompok berpendapatan menengah menerima 
subsidi perumahan dan pelayanan kesehatan. Para industriawan dibujuk 
oleh pemerintah untuk melihat kenyataan polusi lingkungan; kepen¬ 
tingan real- estate swasta diizinkan untuk menentukan berbagai masalah 
pembangunan perkotaan dan penggunaan tanahnya. Setelah hal tersebut 
dimulai, pertumbuhan perkotaan jarang disalurkan ke arah yang akan 
memaksimalkan nilai positifnya bagi masyarakat. Agaknya, pertumbuh¬ 
an tersebut diizinkan untuk berlanjut sesuai dengan logika yang bisa 
diterima, apa pun hasil akhirnya. Jarang pemerintah dapat men ghasilkan 
sesuatu yang mampu menghadapi konsekuensi politis baik dari kebi¬ 
jakan desentralisasi mumi maupun dari perencanaan perkotaan yang 
efektif. Sebagian besar kelompok yang memiliki dukungan politik terkait 
dengan kota-kota metropolitan dan berbagai aktivitas ekonomi yang 
dihasilkan oleh pertumbuhan kota-kota itu. Banyak masa lah yang kita 
diskusikan pada bab berikut merupakan konsekuensi ekspansi yang tidak 
terkendali dan tidak terencana ini. 
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HUBUNGAN DESA-KOTA 
DAN MIGRASI 


SeJARAH 500 tahun terakhir ini dibentuk oleh ekspansi sistem kapi¬ 
talis (Wallerstein, 1974; 1980). Wilayah-wilayah terpencil pun dipersa¬ 
tukan ke dalam sistem ekonomi dunia yang sedang muncul. Kota-kota 
yang ada terintegrasi ke dalam sistem baru tersebut, fungsi-fungsinya pun 
ditransformasikan. Kota-kota baru tumbuh untuk membangun kontrol 
politik dan meyalurkan sumberdaya alam ke sentra-sentra metropolitan. 
Penduduk pedesaan digeret ke dalam aktivitas-aktivitas baru di per¬ 
tambangan atau perkebunan, atau menjadi petani, dan kesemuanya ber¬ 
produksi untuk pasar-pasar perkotaan. Semuanya tunduk pada kontrol 
politik dan penetrasi budaya yang datang dari kota. 1 

Pada masa lampau penduduk pedesaan pada umumnya hidup dengan 
sistem ekonomi subsisten, tetapi sekarang isolasi telah berakhir. Masya- 


1 Analisis inkorporasi penduduk pedesaan, lihat Pearse (1970) untuk Amerika Latin, 
Gugler dan Flanagan (1978a : 180-3) untuk Afrika Barat. 
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rakat yang berpusat pada diri sendiri dengan kontak luar yang sangat 
terbatas akhirnya hilang. Bagi banyak bangsa, integrasi ke dalam sistem 
kapitalis merupakan suatu yang traumatis. Dalam sistem tersebut mere¬ 
ka diperbudak, dipaksa masuk ke dalam sebuah encomienda atau men¬ 
derita sebagai buruh terikat. Dengan demikian, mereka terikat pada 
tanah walaupun produksi kerja mereka masuk ke pasaran dunia. Di 
Brazil sebelum tahun 1930, misalnya, mobilitas pekeija dibatasi oleh 
ikatan ekonomi dan psikologis yang mengikat para petani dan penyewa, 
parceiros, dan orang jajahan dengan para tuan tanah. Ikatan-ikatan ini di 
dukung oleh segerombolan penjahat bersenjata yang di beberapa tempat 
merupakan prajurit "sertao" sesungguhnya (Singer, 1975: 455). Tetapi 
ikatan-ikatan tersebut telah memudar. Dewasa ini penduduk pedesaan 
meningkatkan penghasilan yang mereka perlukan untuk membayar pa¬ 
jak, membeli barang-barang manufaktur dan membayar uang sekolah 
dengan menjual berbagai produk yang dihasilkan secara mandiri, baik 
sebagai petani penyewa maupun sebagai penggarap tanah dengan sistem 
bagi hasil. Atau mereka mendapatkan pekerjaan pada pemilik tanah 
setempat, di desa lainnya, atau di kota. Baik mereka menjual produksinya 
di pasar atau menyewakan tenaga mereka kepada seorang majikan, dan 
mereka merupakan bagian dari sistem ekonomi yang jauh di luar kontrol 
mereka. Mereka mengalami berbagai macam polah-tingkah sistem eko¬ 
nomi dunia ketika mereka kehilangan pekerjaan selama resesi atau 
ketika harga pasar dunia tiba-tiba turun drastis sehingga menurunkan 
pendapatan mereka dari ekspor bahan pangan. 

Penggabungan ke dalam sistem dunia membawa diferensiasi yang 
berarti terhadap apa yang sering kali disebut dengan masyarakat egaliter. 
Tentu saja, banyak yang mengetahui adanya ketimpangan yang menge¬ 
rikan di masa lampau. Musuh-musuh yang tertangkap dijadikan budak, 
masyarakat awam ditaklukkan dan dipaksa menyediakan barang-barang 
dan jasa untuk tuan-tuan mereka. Namun, ukuran persamaan yang dida¬ 
sarkan atas akses secara umum terhadap tanah merupakan pola yang 
lebih umum. Masyarakat pedesaan kini mengalami deprivasi relatif. 
Begitu pengintegrasian itu berlangsung, mereka mengenal kemiskinan 
mereka sendiri. Mereka melihat sedikit kalangan mereka yang terangkat 
ke tingkat kemakmuran yang tak pernah terbayangkan pada masa lalu 
dan mereka sekarang berhadapan dengan cara hidup orang-orang luar 
--kaum misionaris, pedagang, pegawai pemerintahan, para ahli dari luar 
negeri, dan para turis. 
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Beberapa wilayah pedesaan dieksploitasi sampai pada titik tertentu, 
sehingga kondisi kehidupan penduduknya merosot. Di tempat-tempat 
lain, kelompok-kelompok tertentu mengalami kemiskinan. Tetapi seba¬ 
gian besar, kondisi kehidupan penduduk pedesaan membaik; dalam 
konteks kesehatan, perubahan yang terjadi sangat dramatis. Tetapi, pe¬ 
ningkatan ini mempercepat pertumbuhan penduduk dan peningkatan 
jumlah penduduk ini sendiri menimbulkan persoalan persediaan tanah 
di banyak daerah. 

Dengan persepsi kehidupan yang lebih baik yang dinikmati oleh pen¬ 
duduk lokal, dan oleh para pengunjung dari luar, muncul kesadaran akan 
sarana untuk menuju ke arah tujuan. 2 Di seluruh dunia saat ini, sedikit 
warga pedesaan yang tidak menjual dan membeli di pasar-pasar atau di 
toko-toko, yang tidak mengetahui apa manfaat ijazah sekolah bagi masa 
depan anaknya, yang tidak mendengar berita dari tangan pertama seperti 
apa bekerja di kota itu. Sebagian dapat memperbaiki kehidupan mereka, 
kendatipun tetap tinggal di pedesaan atau dengan berpindah ke desa lain 
sebagai petani, pedagang, atau pengrajin. Tetapi bagi banyak orang, 
prospek pedesaan tampak suram dan perkotaan tetap lebih menjanjikan. 


Kesenjangan Desa-Kota 

Kota-kota merupakan pusat kekuasaan dan hak-hak istimewa. Per¬ 
nyataan seperti ini dijadikan pegangan di seluruh Dunia Ketiga dewasa 
ini. 3 Tentu saja, banyak pemukim di perkotaan tinggal dalam kondisi 
tanpa harapan. Dalam suatu survei tentang berbagai macam pekerjaan 


2 Dalam banyak kasus, mula-mula perhatian difokuskan pada instrumen yang kurang 
tepat, misalnya perhatian yang berlebihan pada alat angkut di Malenesia. 

3 Bahkan negara-negara sosialis, meskipun telah mengurangi ketimpangan sektor desa 
dan kota, namun menemui kesulitan dalam menanggulangi ketimpangan antar sektor 
tersebut. Di Cina, konsumsi diperkirakan sebanyak 244 dolar perkapita di perkotaan 
dibandingkan dengan 111 dolar perkapita di pedesaan tahun 1977. Rasio 2,2 sama dengan 
negara-negara berkembang lainnya di Asia. Meskipun ada komitmen untuk mengurangi 
kesenjangan desa-kota, namun pendapatan perkapita perkotaan diperkirakan semakin 
meningkat pada tahun 1957-79 dengan peningkatan rata-rata 2,9% per tahunnya, diban¬ 
dingkan dengan pendapatan pedesaan yang naik hanya 1,6%. Kesenjangan dalam penda¬ 
patan perorangan ini akan disertai dengan kesenjangan yang tajam dalam konsumsi kolektif. 
Secara lebih khusus, kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan lebih memadai di daerah 
perkotaan (Bank Dunia, 1981: 52-7). 
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jalanan di Jakarta tahun 1972, pendapatan rata-rata setiap hari berkisar 
dari Rp 120 sampai Rp 365. Sebagian besar mereka yang diwawancarai 
hampir tidak mampu menghidupi keluarga mereka; hanya yang sangat 
miskin dapat mengatur penghasilan mereka, karena mereka hidup sen¬ 
dirian. Walaupun begitu pedagang yang paling miskin pun menyatakan 
bahwa kehidupan mereka lebih baik daripada mereka yang tinggal di 
pedesaan. Ada peningkatan pendapatan kira-kira 2/3, yang berasal dari 
berbagai jenis perdagangan (Papanek, 1975 :9). Dalam sebuah survei 
tentang pemukiman liar di Delhi tahun 1973 sampai 1974, terdapat 54% 
kepala keluarga dilaporkan bekerja sebagai buruh lepas. Mereka men¬ 
dapat pekerjaan hanya 240 sampai 260 hari dalam setahun, tetapi peker¬ 
jaan ini dua kali lebih besar daripada hari-hari kerja yang mereka lakukan 
di pedesaan. Walaupun upah mereka rendah, penghasilan rata-rata me¬ 
reka setiap tahun mencapai dua setengah kali dari yang mereka dapatkan 
di daerah pedesaan (Majumdar, 1978:41). Migrasi desa-kota di negara- 
negara Dunia Ketiga hanya dapat dipahami sepenuhnya apabila kita 
memahami kondisi masyarakat pedesaannya. 

Perbandingan pendapatan desa-kota terlihat sangat problematis. 4 Da¬ 
sar umumnya adalah indeks standar upah di kota dan indeks kasar 
pendapatan pertanian, seperti harga-harga yang telah ditentukan untuk 
hasil tanaman pangan. Ukuran-ukuran seperti ini memberikan indikasi 
perubahan tiba-tiba dalam pendapatan kota-desa. Misalnya, kenaikan 
pesat tingkat upah perkotaan di sebagian besar negara Afrika sebelum 
dan sesudah kemerdekaan. Tetapi ukuran ini memiliki kelemahan yang 
sangat serius; selama ini ukuran ini gagal mempertimbangkan produk¬ 
tivitas buruh pertanian, yang mungkin turun dengan adanya tekanan 
pertumbuhan penduduk, tetapi naik dengan perbaikan dalam teknik 
pertanian. Demikian pula, perbedaan biaya hidup antara kota dengan 
desa sulit ditentukan. 

Kesulitan utama perbandingan pendapatan desa-kota yang dimak¬ 
sudkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku migrasi adalah 
kebutuhan akan disagregasi. Standar upah rata-rata di perkotaan memi¬ 
liki relevansi yang kedi bagi migran yang tidak memiliki keterampilan. 
Dan peluang-peluang pedesaan akan beragam menurut pembagian 


4 Lipton (1977:146-53,430-4), memberikan data tentang perbedaan desa-kota dalam 
hal upah, pendapatan dan pengeluaraan untuk 19 negara berkembang dan kemudian 
membahas kekurangan dari data-data tersebut. 
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wilayah asal-usul dan posisi lokal migran, dalam arti aksesnya terhadap 
tanah dan pemasukan modal. Pokok persoalan ini dilukiskan dengan 
baik oleh analisis Shaw (1976: 74-105) terhadap migrasi ke luar desa di 
dalam dan antar negara-negara Amerika Latin. Berbagai variasi dalam 
sistem penyewaan tanah terkait dengan angka migrasi ke luar desa dari 
propinsi-propinsi yang berbeda baik di Cile maupun di Peru. Dengan 
membandingkan 16 negara itu, Shaw menunjukkan lebih jauh lagi bahwa 
bukan tekanan populasi absolut, tapi akses buruh terhadap tanah yang 
dimediasikan oleh pemilikan tanah yang mempengaruhi migrasi ke luar 
desa (tabel 3.1). Angka rata-rata migrasi ke luar tertinggi karena kelom¬ 
pok di negara-negara tersebut lebih dari separuh tanahnya dikuasai oleh 
latifundios dan lebih dari separuh tanah pertaniannya dikuasai oleh 
minifundios. Meksiko, Peru, dan Venezuela termasuk ke dalam kelom¬ 
pok negara tersebut. 


Tabel 3.1 

Angka rata-rata migrasi ke luar desa tahunan untuk 16 negara 
Amerika Latin yang di klafikasikan dengan pola-pola ukuran 
pertanian, 1950-1960 3 . 



Distribusi tanah 

Distribusi tanah pertanian 

kurang dari separuh 

lebih dari separuh di¬ 


dikuasai oleh Latifundios b 

kuasai oleh Latifundios b 

Kurang dari separuh ada¬ 
lah Minifundios c 

0,56 

1,60 

Lebih dari separuh adalah 
Minifundios c 

1,48 

2,33 


a Angka-angka ini menunjukkan rata-rata migrasi desa-kota tahunan 
secara aritmatik selama periode sensus tahun 1950-an seperti prosentase 
penduduk pedesaan pada awal periode sensus. Estimasi ini didasarkan 
pada statistik vital yang menggunakan angka rata-rata kenaikan alamiah 
dari ’ Buku Tahunan Demografi PBB’ dan data penduduk dari sensus- 
sensus nasional (Shaw, 1976:5). 

b ’Latifundio' adalah tanah pertanian yang lebih dari lima ratus hektar. 
c ’Minifundio’ adalah tanah pertanian yang kurang dari lima hektar. 

Sumber : Shaw (1976:103). 
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Suatu evaluasi tentang keseimbangan peluang desa-kota harus mem¬ 
pertimbangkan tidak hanya pendapatan individu, tetapi juga fasilitas- 
fasilitas umum. Wilayah-wilayah perkotaan, khususnya kota-kota besar 
selalu menawarkan fasilitas yang lebih banyak dan lebih baik daripada 
yang ditawarkan pedesaan pedalaman. Kota juga memberikan pendi¬ 
dikan yang lebih baik, khususnya untuk anak-anak kaum migran. Air pipa 
menjamin air tetap bersih dan membebaskan kaum wanita dari meng¬ 
ambil air dari tempat yang jauh. Juga tersedia ahli perawatan medis dan 
ketagihan obat Listrik menggantikan fungsi lampu minyak tanah dan api 
tungku. Beberapa migran malah berhasil pindah ke rumah-rumah sub¬ 
sidi. Jelas, di sini lagi-lagi ada masalah disagregasi yang serius. Seringkali 
kaum migran mengalami diskriminasi yang keterlaluan dalam akses ter¬ 
hadap fasilitas perkotaan sehingga beberapa di antaranya mempunyai 
kondisi perumahan dan kesehatan yang lebih buruk daripada di tempat 
asal mereka. Meskipun begitu tetap saja sebagian besar massa perkotaan le¬ 
bih banyak menikmati fasilitas daripada mereka yang tetap tinggal di desa. 

Perbedaan-perbedaan desa-kota sangat tepat dinilai dengan indikator 
yang mengukur kesejahteraan secara langsung. Kesehatan dan hidup 
mengandung nilai universal dengan demikian memberikan ukuran yang 
mengandung validitas lintas-kultural. Data kematian merupakan indi¬ 
kator yang sangat jelas. Perkiraan mortalitas bayi dan anak-anak dewasa 
ini telah dikumpulkan di sejumlah negara Dunia Ketiga (Tabel 3.2). 
Tingkat reliabilitas validitas data tersebut sangat problematis, tapi ada 
alasan untuk menganggap bahwa data-data tersebut cenderung menge¬ 
cilkan daripada membesar-besarkan perbedaan desa-kota. Informasi 
tentang mortalitas bayi dan anak-anak biasanya berasal dari survei retros- 
pektif. Karakterisasi kota atau desa tergantung pada tempat tinggal saat 
survei dilakukan. Oleh sebab itu, tingkat kelahiran dan kematian dila¬ 
porkan begitu perkotaan muncul di wilayah pedesaan, yakni sebelum 
kaum ibu bermigrasi dan pada tingkat mortalitas yang tinggi di desa 
sehingga meningkat angka rata-rata di wilayah perkotaan. Dan sumber 
utama kekeliruan, seperti mendiamkan kematian anak-anak lebih umum 
ditemukan di desa ketimbang di wilayah perkotaan. Di sini problema 
diagregasi muncul kembali. Khususnya di wilayah perkotaan, tingkat 
kematian kaum migran diperkirakan lebih tinggi di atas rata-rata. Perbe¬ 
daan seperti ini seharusnya tidak perlu dilebih-lebihkan walaupun kaum 
migran itu biasanya merupakan proporsi besar penduduk kota. Oleh 
karena itu sangat mempengaruhi rata-rata penduduk kota. Di keba- 
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nyakan negara perbedaan desa-kota yang begitu besar menyatakan per¬ 
baikan nyata kondisi kehidupan kaum migran. 5 


5 Sumber untuk tabel 3,2: Kematian anak anak berusia 2 tahun di Amerika Latin dan 
kematian bayi di Kuba dari studi yang dipersiapkan oleh Hugo Behm dan teman-temannya, 
diterbitkan oleh Centro Latinomericano de Demografia, San Jose, Kostarika, antara tahun 
1976 dan 1980. Kematian bayi di Bangladesh , Kolombia, Sri Lanka, Guyana, Indonesia, 
Jamaika, Jordania, Kenya, Meksiko, Panama, Peru, Senegal dari World Fertility Survey 
sebagaimana dilaporkan oleh Eduardo E. Ariaga (1980) ’DirectEstimate oflnfant Mortality 
differentials form Birth Histories', makalah yang disajikan pada Konferensi Survei Fertilitas 
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Mengapa Masyarakat Berpindah 

Sebuah badan penelitian tentang migrasi desa-kota terkemuka setelah 
mengadakan penelitian selama dua dekade menemukan banyak bukti 
bahwa mayoritas penduduk berpindah karena alasan ekonomi. Ketika 
mas yarakat ditanya tentang alasan kepindahan mereka, selalu saja pros¬ 
pek ekonomi perkotaan yang lebih baik menjadi alasan. Arus migrasi 
antar wilayah-wilayah juga dapat ditunjukkan dengan menghubungkan 
dengan perbedaan pendapatan antar wilayah tersebut. 6 7 Dan setiap wak¬ 
tu, jika kondisi ekonomi dalam tujuan-tujuan alternatif itu berubah, 
maka arus migrasinya mengalami perubahan pula. 8 

Pentingnya pertimbangan-pertimbangan material dalam pengambilan 
keputusan itu tampaknya menjadi kenyataan yang universal. Tentu saja 
bagi masyarakat miskin, berbuat sebaliknya akan mengancam kelang¬ 
sungan hidup mereka. Migrasi membutuhkan biaya ekonomi, psikologi, 
juga risiko membuang-buang waktu. 

Mereka yang terlibat di dalamnya tanpa prospek imbalan materi dan 
secara substansial tidak mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Teori 
’Brigth Ligtt’ tentang migrasi desa-kota pernah memcuat, tetapi fakta 
sederhana menunjukkan bahwa sebagian besar pendatang baru tidak 
memiliki sarana untuk menghabiskan waktunya di bar, ruang dansa, atau 
bioskop. Sesungguhnya, banyak orang yang masih lebih menyukai berada 
di lingkungan pedesaan daripada pindah ke kota. Di sana mereka bisa 
berkembang, asal mampu menyediakan standar hidup yang sama dan 
mempunyai prospek yang sama untuk anak-anak mereka. 


6 Untuk tinjauan literatur tentang migrasi ke dalam di Afrika, Asia, dan Amerika Latin 
secara lebih luas lagi, lihat Simmonz, Diaz-Briquets, dan Laquian (1977); untuk tinjauan 
secara umum literatur migrasi yang memfokuskan pada konstruksi teori, Shaw (1975); untuk 
biografi menyeluruh literatur tentang peketjaan migran di Amerika Latin, Lowder (1978). 

7 Yap (1977) memberikan tinjauan kritis tentang ekonometrik yang telah mendo¬ 
minasi penelitian sejak akhir 1960- an. 

8 Lihat, misalnya, Songre, Sawadogo, dan Sanagoh (1974:389-90) tentang migrasi dari 
UpperVolta. 
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Tabel 3.2 

Tingkat mortalitas bayi dan anak-anak 
di daerah perkotaan dan pedesaan 3 . 


Negara 

(tahun survei/sensus) 

kematian 

anak-anak b 

kematian sampai 
umur 2 tahun b 

desa 

kota 

desa 

kota 

Aljazair 0 (1970) 

122 

150 



Bangladesh (1970-4) 

115 

137 



Benin (1961) 

45 

117 



Bolivia (1971) 



166 

244 

Brazil (1970) 

98 

101 



R. Afrika tengah c (1959-60) 

173 

194 



Cile (1965-6) 



84 

112 

Cina (1979) 

12 

20-67 d 



Kolumbia (1970-4;1969-9) 

52 

84 

75 

109 

Kosta Rika (1968-9) 



60 

92 

Kuba (1973-5) 

26 

31 



R. Dominika (1970-1) 



115130 


Ekuador (1969-70) 



98 

145 

El Salvador (1966-7) 



139 

148 

Gabon (1960-1) 

78 

133 



Gana (1971-94) 

132 




Guatemala (1968-9) 



120 

161 

Guyana (1969-73) 

60 

48 



Honduras (1969-70) 



113 

150 

lndia c (1979) 

69 

139 



Indonesia (1970-4) 

60 

96 



Iran (1974) 

75 

110 



Irak (1975) 

75 

98 



Jamaika (1969-74) 

37 

46 



Yordan (1970-4) 

62 

78 



Kenya (1977) 

91 

110 



Liberia (1971) 

126 

171 



Malaysia 0 (30.1964-8) 

35/34 e 53 




Mali (1960-1) 

99 

123 



Meksiko (1976-7) 

79 

97 



Maroko (1961-2) 

100 

170 



Nikaragua (1966-7) 



143 

152 

Panama (1970-4) 

32 

36 



Paraguay (1967-8) 



69 

77 

Peru (1971-5;1967-8) 

84 

128 

132 

213 

Filipina (1973) 

49 

61 



Senegal (1973-7) 

71 

137 



Sri Lanka (1969-73) 

52 

120/49 f 



Korea Selatan (1970) 



31 

48 
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Sudan (1973) 



146 

178 

Syiria(1970) 

81 

112 

112 

154 

Tanzania 0 (1973) 



82/75/115 9 





110 


Thailand (1970) 

31 

74 



Togo (1961) 

113 h 1421 1 





a Pembaca hendaknya hati-hati dalam membuat perbandingan tingkat 
mortalitas lintas-negara. Tingkat reliabilitas data sangat bervariasi, dan 
perbedaan desa-kota secara khusus dipengaruhi oleh berbagai definisi 
tentang populasi kota versus desa. 
b Kematian per 100 dari kelahiran yang hidup. 
c Survei/sensus tidak lengkap di seluruh negara tersebut. 
d Data resmi menyatakan rata-rata 20 sampai 30. Tetapi laporan resmi 
tentang rata-rata pedesaan sampai 56, penggunaan rata-rata perkotaan 
dengan mengasumsikan 1/5 dari penduduk tersebut adalah urban, meng¬ 
akibatkan adanya estimasi yang tinggi. 

e Tingkat pertama area metropolitan, sedangkan tingkat yang kedua area 
perkotaan lain. 

1 Tingkat pertama untuk perkebunan, sedangkan yang kedua area pede¬ 
saan lain. 

8 Tingkatan itu untuk kota Darussalam/kota-kota yang lebih besar dan 
kota-kota kedi. 

h Tingkatan itu untuk Lome, ibukota negara. 

1 Tingkatan untuk seluruh Togo kecuali Lome. 

Sumber. Lihat nomor 5, hal. 199. 


Migrasi jarang sekali merupakan masalah yang terpisah. Dan agaknya 
para migran itu merupakan anggota kelompok-kelompok seperti kelu¬ 
arga, komunitas lokal dan teman sejawat yang mengembangkan pola 
perilaku yang dimodifikasi setiap waktu sebagai pengalaman yang me¬ 
nentukan. Bahkan, individu- individu tersebut berpindah sendirian, dan 
yang lainnya terlibat dalam mewujudkan perpindahan untuk beradaptasi 
dan mengamankan kedudukannya di wilayah perkotaan. Biasanya, kaum 
migran membuat perencanaan sehingga orang tua mereka terawat, dan 
istri beserta anak-anaknya yang ada di kampung dibantu. 

Banyak orang desa berkesempatan mendengar laporan dari para mi¬ 
gran yang pulang sebentar. Beberapa di antaranya pernah mengunjungi 
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kerabat atau teman-temannya di kota sebelum mereka sendiri ikut pin¬ 
dah. Dengan demikian, mereka sudah mempunyai bayangan tentang 
keadaan kota sebelum mengambil keputusan. Pada saat pindah ke kota, 
seringkah mereka memperoleh bantuan dari kerabat atau teman se¬ 
kampung yang sudah mapan di kota. Sebagai contoh, para pekerja kerah 
putih dan kerah biru yang pindah ke Bombay ternyata lebih dari tiga 
perempat mempunyai satu atau lebih keluarga yang sudah tinggal di kota 
tersebut. Lebih dari separuh menjadikan hal ini sebagai bahan per¬ 
timbangan penting untuk datang ke Bombay. Sembilan dari sepuluh yang 
sudah tercatat menyatakan bahwa mereka dibantu oleh keluarga atau 
teman-teman pada saat kedatangan: kira-kira dua pertiga menerima 
akomodasi dan makanan gratis, dan dua pertiga dari pekerja kerah biru 
dan sepertiga dari pekerja kerah putih mengakui dibantu untuk menda¬ 
patkan pekerjaan (Gore, 1971: 48-52, 62-67). Dan banyak lagi laporan 
serupa. Sebenarnya dalam beberapa kasus para migran potensial dapat 
meluangkan waktu untuk menunggu di desa sampai kontak-kontak per¬ 
kotaan mereka memberi sinyal peluang kerja 9 

Keluarga-keluarga besar biasanya merupakan elemen pokok dalam 
jalinan kerja semacam ini. Para kerabat bisa membantu uang sekolah, 
biaya seragam, buku-buku, menyediakan rumah untuk anak-anak yang 
dikirim ke kota untuk melanjutkan sekolah mereka, dan menyediakan 
tempat menginap dan makanan untuk migran yang baru datang untuk 
sementara waktu. Keluarga besar bisa dilihat sebagai agen urbanisasi di 
banyak negara Sub-Sahara Afrika dan India (Flanagan, 1977,1978; Ea- 
mes, 1967). Dewasa ini, migrasi merupakan suatu perilaku yang sudah 
diterima di mana-mana, dan seringkah kiriman uang kaum migran me- 


9 Setelah migran itu mapan di kota, maka pada umumnya mereka diharapkan menarik 
migran baru dari kampung mereka: 'migrasi berantai’. Konsep ’migran stock’, yakni 
sejumlah migran umumnya hidup secara tradisional dan memiliki tujuan-tujuan tertentu, 
menderita karena ketidakmampuannya sebagai suatu variabel penjelas terhadap migrasi 
yang selanjutnya, karena masyarakat dapat melanjutkan bermigrasi dengan kemampuan 
tradisional dan dengan tujuan-tujuan yang sama dengan alasan migrasi sebagaimana penda¬ 
hulunya. Migrasi berantai mendorong perpindahan secara langsung. Ini tentu saja berbeda 
dengan ’migrasi bertahap’, di mana kaum migran berpindah dari tempat kelahiran mereka 
menuju tujuan sementara sebelum ke tempat tujuan akhir. Di sini terdapat pendekatan 
intuitif pada gagasan bahwa kaum migran pedesaan pertama kali pergi ke kota-kota kecil, 
dan setelah dapat beradaptasi selama beberapa periode di sana, baru mereka pindah ke 
kota-kota besar. Namun dewasa ini, kita kekurangan data subtantif bahwa migrasi bertahap 
ini merupakan model signifikan migrasi kota-desa di Afrika, Asia, dan Amerika Latin 
(Simmon. 1977: 29, 58, 95). 
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warnai orang-orang desa dengan apa yang mereka anggap sebagai keme¬ 
wahan hidup. Dalam banyak kasus dan khususnya di Afrika Selatan, 
daerah pedesaan telah menggantungkan kelangsungannya pada peng¬ 
hasilan yang dikirim ke sana. Sekali pola migran tersebut mapan, pergi 
ke kota merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan pengalaman kota 
berkonotasi positif. Oleh karena itu, di wilayah Sudan, kaum muda 
diharapkan melakukan satu atau beberapa kali migrasi musiman ke Gana 
(Rouch, 1956 : 194). Norma-norma seperti itu biasanya menekankan 
pengalaman yang harus dicapai dan sekaligus sebagai tantangan bagi 
generasi muda untuk membuktikan diri mereka sendiri. Terkadang me¬ 
reka begitu saja menerima sehingga individu- individu tersebut hanyut 
bahkan di saat mereka tidak memiliki alasan ekonomi untuk pergi ke 
kota. Dengan cara ini, migrasi dapat menjadi suatu aturan bagi masya¬ 
rakat, tetapi setelah keadaan lingkungan ekonomi berubah, perilaku 
migrasi kolektif tersebut beradaptasi secara cepat terhadap realitas yang 
baru itu. 

Pandangan yang menyedihkan dan tersebarnya kemiskinan di kota- 
kota Dunia Ketiga, dengan mudah membawa kepada asumsi bahwa para 
migran tidak memahami apa yang akan diharapkan, sehingga ilusi- ilusi 
tentang prospek yang terpampang membawa mereka ke lingkungan per¬ 
kotaan yang akhirnya menjerat mereka dalam ke miskinan . Grindal 
(1973) dalam sebuah laporan tentang kelompok imigran Gana Utara di 
Accra, menyatakan bahwa mereka betul-betul telah terkecoh oleh ceri¬ 
ta-cerita yang disampaikan oleh kaum migran, yang menceritakan bahwa 
tanah bagian selatan sangat kaya. Di sana banyak bangunan-bangunan 
pertokoan yang menjulang, masyarakat mengendarai motor atau mobil, 
kehidupan sosialnya berlebih, dan setiap orang mampu mendapatkan 
uang untuk membeli sesuatu, seperti sepeda, pakaian, dan barang-barang 
bagus lainnya. Mereka hampir tidak membicarakan berbagai perma¬ 
salahan yang mereka hadapi di kota-kota di wilayah Selatan itu. Iro¬ 
nisnya, dengan harapan-harapan tersebut, migran pertama yang menyu¬ 
sul ke kota di Selatan seringkali mengalami hal yang tidak diharapkan 
dan menghadapi berbagai kesulitan. Kemudian, banyak dari mereka itu 
dipaksa oleh harga diri tetap menetap di Selatan untuk mengh indar 
celaan dari penduduk kampung karena mereka pulang dalam keadaan 
miskin. 

Studi ini tidak terbatas pada sebuah kelompok etnis kedi yang meng¬ 
ungkapkan cerita-cerita yang berbeda-beda. Survei Cald-well (1969: 
120ff) terhadap wilayah migran termasyhur di empat kota besar Gana 
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sedikit mendukung pernyataan bahwa kaum migran memiliki harapan 
yang keliru. Hampir 2/3 dari kaum migran yang diwawancarai menya¬ 
takan bahwa kehidupan di kota persis seperti apa yang mereka perki¬ 
rakan. Beberapa di antara mereka yang bernasib seperti itu merasa 
tersesat, hampir separuh merasa kuatir akan kondisi kota. Hanya 1/6 
imigran merasa kecewa. Studi-studi di berbagai Dunia Ketiga selalu 
melaporkan bahwa mayoritas kaum migran menganggap kondisi mereka 
telah membaik dan merasa puas dengan kepindahan mereka ke kota. 10 

Dorongan dari pedesaan dan tarikan wilayah perkotaan seringkali 
dibedakan dalam diskusi tentang migrasi. Acuan pada dorongan dan 
tarikan tersebut berfungsi menekan pentingnya motif khusus dalam 
memutuskan untuk bermigrasi. Para pengungsi dapat dikatakan dido¬ 
rong keluar dari desa mereka. Selama perang saudara yang diikuti oleh 
pemisahan India tahun 1947, kira-kira 16 juta orang menyeberangi per¬ 
batasan-perbatasan yang baru didirikan; sebagian besar mereka berasal 
dari wilayah pedesaan yang mencari kota-kota. Peperangan, keseng¬ 
saraan buatan manusia, seringkali membuat wilayah pedesaan kurang 
aman sehingga para petani bersama-sama meninggalkannya demi men¬ 
cari keselamatan di kota-kota. Pertempuran Indocina yang bertahun- 
tahun membuat para petani mencari perlindungan ke kota-kota, kenda¬ 
tipun banyak juga yang lainnya dipulangkan kembali dengan cara paksa. 
Di Indonesia semasa perang kemerdekaan, juga semasa pemberontakan 
daerah setelah kemerdekaan, terjadi pelarian massal dari wilayah pede¬ 
saan yang rawan. Perang saudara di Korea, Malaysia, Sudan Selatan, dan 
Zaire membuat para petani meninggalkan tanah nenek- moyang mereka. 
Di Kolombia ’La Violencia\ konflik kekerasan dalam negeri yang baru 
berakhir selama satu dekade lebih, merupakan faktor utama terjadi 
migrasi desa-kota menurut beberapa pengamat. 

Kekeringan, bencana alam, badai angin topan, gunung meletus, banjir 
merupakan bahaya fisik yang biasanya membawa ancaman kelaparan dan 
penyakit. Kemarau di Afrika dan India membuat penduduk desa mening¬ 
galkan rumah-rumah mereka dan mencari kehidupan di perkotaan. Wa¬ 
laupun bencana seperti itu bersifat alami, tetapi pada tingkat tertentu 
masalah ini sering berdampak terhadap kebijakan politik, atau lebih 


10 Sejauh ini, tentu kaum migran telah mengimbangi contoh-contoh perkotaan yang 
dipilih tersebut. Yang kurang berhasil tampaknya sebagian besar pulang kembali. Pilihan 
ini tidak selalu tersedia, tetapi hal ini sangat penting di Sub-Sahara Afrika dan di India. 
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khusus lagi praktek politik, yang semakin meningkatkan keburukan dan 
dampaknya mengenai penduduk yang terpengaruh kebijakan tersebut. 
t .an gkati antisipatif telah membatasi dampak kemarau panjang di Sahel 
tahun 1970-an, dan kelaparan penduduk tidak akan teijadi jika upaya- 
upaya tegas dil akukan sejak dini. Di India, kegagalan panen lokal men- 
dptakan kelaparan dan terlebih lagi ketika persediaan padi di tempat lain 
dalam negeri itu di simpan oleh para pedagang dan penguasa setempat 
menghalangi arus bantuan yang melewati batas negara. Sebenarnya, di 
abad produksi pertanian yang tinggi di beberapa bagian penting dunia, 
dan adanya efisiensi transpor global, seharusnya tidak ada kelaparan di 
mana-mana. 11 Namun, ketika masyarakat mengalami peperangan, dan 
di saat mereka tidak mampu mengendalikan elemen-elemen yang ada 
atau tidak mau membantu saudara-saudaranya yang bergulat dengan 
alam, maka saat itu pula masyarakat tersebut menjadi pengungsi. Tapi 
ada juga pengungsi perorangan yang kurang mendapat perhatian, karena 
orang tertentu telah mengotori masyarakat pedesaan atau kekuasaan 
lokal sehingga mereka menjadi pengungsi di kota. Dalam kasus pe¬ 
ngungsi, dorongan dari wilayah pedesaan diperbesar. Dalam masalah 
ekstrem ini dengan mudah dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang 
dapat diperbandingkan, yakni pengungsi akan pindah ke wilayah yang 
lebih aman. Keputusan untuk bermigrasi selalu melibatkan penilaian 
terhadap lokasi-lokasi alternatif. 


Migrasi ke Sentra-sentra Pengangguran dan 
Setengah Pengangguran di Perkotaan 

Massa yang besar di pedesaan secara potensial aktif. Dan, mereka juga 
me mahami adanya kesenjangan standar hidup antara di desa dan di kota. 
Banyak di antara mereka yang bersiap-siap untuk pindah ke kota jika 
mereka yakin akan kehidupan di kota, walaupun pekeijaan untuk kaum 
migran di kota semakin sulit, bahkan jumlah mereka yang menganggur 
dan Setengah menganggur semakin membengkak. 


11 Kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat 1979berdampak menyisihkan 200 
juta hektar tanah sehingga menghindarkan produksi padian-padian secara berlebih dari¬ 
pada yang mampu dijual pada tingkat harga yang diperkirakan dapat diterima. 
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Sebagian migran datang ke kota dengan kualifikasi tertentu atau 
memiliki koneksi-koneksi yang tepat, sehingga mampu mendapatkan 
pendapatan yang memuaskan di kota. Banyak juga yang tidak begitu 
beruntung. Untuk itu telah dikembangkan dua penafsiran untuk menje¬ 
laskan migrasi ke kota-kota yang ditandai oleh pengangguran dan sete¬ 
ngah pengangguran. Kedua penafsiran tersebut menyatakan bahwa ke- 
putusan untuk bermigrasi merupakan respons rasional terhadap kondisi 
ekonomi. Perbedaan antara dua penafsiran ini di jelaskan dengan bebe¬ 
rapa variasi dalam struktur pasar kerja di perkotaan. 

Analisis di Afrika tropis memfokuskan pada migran yang mencari 
pekerjaan dengan upah yang ditawarkan dan kondisi kerja sudah diatur 
oleh undang-undang dan atau tawar-menawar secara kolektif. Mereka 
terus bertahan dengan pekerjaan seperti itu, tetapi apabila tidak berhasil 
akhirnya seringkali mereka pulang ke kampung lagi. Di Kampala, Hutton 
(1973:61-2) menemukan pola suatu yang sudah mapan pertengahan 
tahun 1960-an. Dari sejumlah penganggur yang dia wawancarai, terdapat 
tiga perempat yang merencanakan pulang apabila mereka tidak menda¬ 
patkan pekerjaan. Biasanya kurang dari enam bulan. Lebih dari 3/4 
berupaya untuk pulang ke kampung masing-masing. Meskipun demi¬ 
kian, pulang kampung hanya merupakan langkah temporer; hanya 11% 
dari penganggur yang diteliti merasa mereka akan bertempat tinggal di 
desa. 

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, banyak pengangguran di Afrika 
tropis menjadi fungsi dari pola ini. Dengan adanya kemerdekaan, upah 
di perkotaan meningkat secara menyolok di banyak negara. Seringkali 
kemerdekaan juga diikuti oleh ekspansi pekerjaan yang menyolok di 
perkotaan. Migrasi desa-kota meningkat sehingga kekurangan tenaga 
kerja yang menggangu pemerintahan kolonial telah hilang, tetapi pe¬ 
ngangguran di perkotaan mulai bermunculan. Ketika kaum buruh mi¬ 
gran telah berkurang dewasa ini, kaum migran yang baru menghadapi 
kompetisi yang ringan dari pekerja yang telah memiliki jaringan dan dari 
pengganti-pengganti mereka. Rekrutmen tenaga kerja tidak terampil 
hampir mendekati proses yang acak. Karena upah minimumnya tinggi, 
bahkan dibandingkan dengan pendapatan di desa, maka lamanya pen¬ 
carian pekerjaan tersebut juga menentukan strategi upah yang ada. Ber¬ 
samaan dengan pengangguran di perkotaan, migran dari desa ke kota 
mengadu nasibnya dengan lotere kerja di perkotaan (Gugler,1969). 

Proposisi bahwa kaum migran potensial itu tidak hanya mempertim¬ 
bangkan perbedaan pendapatan riil desa kota, tetapi juga kemungkinan 
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keamanan kerja dikota, dipadukan dalam suatu model oleh Harris dan 
Todaro (1968; 1970). Kemungkinan mendapatkan pekerjaan di kota 
tersebut didefi nisikan sebagai proporsi tenaga kerja di perkotaan yang 
benar-benar dipekerjakan. Asumsi yang mendasari definisi ini bersifat 
problematis, bahkan di saat awal tahap pengangguran perkotaan di 
Afrika tropis (Gugler, 1976). Pengujian yang paling komprehensif terha¬ 
dap proposisi tersebut didasarkan pada survei terhadap 5500 keluarga di 
7 kota Tanz ania tahun 1971. Sebuah analisis tentang kecenderungan 
untuk bermigrasi menurut tingkat pendidikannya membuktikan pen¬ 
tingnya peran perbedaan pendapatan riil desa-kota dan berbagai pro¬ 
babilitas pekerjaan di perkotaan. Berbeda dengan pendapat Harris dan 
Todaro, probabilitas pekerjaan tersebut didefinisikan sebagai suatu ratio 
dari jumlah jaringan pekerjaan yang didptakan lebih dari masa empat 
bulan (rata-rata waktu yang dihabiskan untuk mencari pekerjaan) de¬ 
ngan jumlah yang menganggur (Sabot, 1979:120-7). 

Jika dilihat kembali jelas bahwa pola lotere pekerjaan terjadi dalam 
lingkun g an yang spesifik. Situasi di Afrika tropis semakin menyerupai 
pola yang berlaku di beberapa bagian lain Dunia Ketiga di mana sebagian 
besar kaum migran desa ke kota hanya sedikit sekali me miliki prospek 
untuk mendapatkan akses terhadap peluang-peluang kerja yang lebih 
baik. Secara khusus, bahkan sebuah pencarian yang luas pun tidak me¬ 
mungkinkan pendatang baru untuk bergabung dengan tenaga kerja yang 
gaji, kondisi kerja dan jangka waktunya sudah diatur oleh undang-un¬ 
dang dan atau tawar-menawar secara kolektif, dan secara terus menerus 
dijamin oleh undang-undang jaminan sosial. Para pekerja yang terlin¬ 
dungi tersebut dapat menikmati kondisi yang lebih baik daripada tenaga 
lain, karenanya mereka lekat sekali dengan pekerjaan mereka. Kom¬ 
petisi-kompetisi meraih peluang kerja sangat ketat dan aksesnya dibatasi. 
Para majikan telah menentukan kriteria rekrutmen dari kategori peker¬ 
jaan yang berbeda-beda, misalnya kualifikasi pendidikan formal, penga¬ 
laman, umur, dan jenis kelamin. Para pekerja di perusahaan dapat me- 


12 Untuk laporan tentang modifikasi model lebih lanjut lagi, lihat Todaro (1976:36-45). 
Baru-baru ini Harris dan Sabot (1982) telah memaparkan model migrasi yang digene- 


sempuma, model- model Harris-Todaro ini merupakan kasus yang istimewa. 
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manfaatkan kesempatan untuk membantu keluarga, kerabat dan teman- 
teman untuk bergabung bersama mereka. 13 

Pada periode transisi, proses pengontrakan dengan kategori tenaga 
kerja terampil akan sangat membahayakan, karena hampir mendekati 
suasana lotere, sebagaimana terjadi di Afrika tropis terhadap tenaga 
kerja tidak terampil pada era awal kemerdekaan. Tetapi, ketika pendu¬ 
duk migran tersebut sudah stabil, terikat paling tidak pada satu kehi¬ 
dupan kerja di kota, dan peluang-peluang kota berkembang lambat, 
maka kaum migran yang datang tanpa koneksi yang tepat atau kualifikasi 
yang memenuhi syarat, harus menerima peluang-peluang yang kurang 
menarik. Mereka menjadi bagian dari apa yang dicirikan oleh Quinjano 
(1974) sebagai tenaga kerja pinggiran. Sebagian mereka mendapat pe¬ 
kerjaan di toko-toko dengan upah yang jauh dari standar minimum; 
mereka tidak dilindungi oleh undang-undang perburuhan; dapat dipecat 
sewaktu-waktu dan tanpa jaminan sosial. Yang lainnya mengambil pe¬ 
kerjaan lepas yang tersedia sepanjang waktu, sedangkan yang lainnya lagi 


lu rendah. 


bekerja sendiri, misalnya menjadi penjaja keliling yang terbuka bag 
pendatang baru tapi kompetisinya sangat keras dan pendapatannya teria 


Siapa yang bermigrasi? 

Dengan adanya kesenjangan desa-kota tersebut, migrasi besar- besar¬ 
an dari wilayah pedesaan yang tidak menguntungkan mungkin diha¬ 
rapkan. Tetapi kota merupakan tempat yang kurang ramah bagi migran 
baru dan hanya mereka yang betul-betul terlatih, mempunyai koneksi 
yang baik dan petualang keraslah yang mampu hidup di sana. Arus yang 
tampak hebat di sisi perkotaan hanya proporsi kecil saja dari penduduk 
pedesaan. 

Hampir di setiap wilayah Dunia ketiga, penduduk pedesaannya terus 
berkembang. 


13 Beberapa kesepakatan tawar-menawar kolektif di India telah memungkinkan anak- 
turunan para pekerja mendapatkan pensiunan yang layak (Ramaswamy, 1079:367n.7). Di 
Cina sudah menjadi adat di beberapa tempat dan bidang pekerjaaan, anak-anak diharapkan 
mampu mengganti orang tuanya yang pensiun. Praktek ini secara umum meningkat pada 
tahun 1976 (White, a, d.b:50m.23). 
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Ada berbedaan utama di kalangan kaum migran tersebut dari sudut 
pandang latar belakang sosio-ekonomi, dan prospek urbannya bervariasi 
sesuai dengan latar belakang tersebut. Di satu sisi, banyak orang miskin 
yang tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi sebagian besar memi¬ 
liki tanggung jawab yang besar: sebagian datang dari wilayah-wilayah 
yang kemiskinan merupakan nasib umum bagi petani, misalnya dataran 
tinggi Volta; yang lainnya berasal dari strata yang lebih rendah dari 
pembagian masyarakat yang ada, misalnya desa India; dengan beberapa 
perkecualian, di antara mereka ada yang pernah bersekolah dan telah 
diikat dengan peluang-peluang yang lebih memberikan harapan. Dan di 
sisi yang lain, migran itu datang dari wilayah yang maju atau lebih tepat 
lagi dari anggota minoritas pedesaan yang terpandang, yang menempuh 
pendidikan lebih baik, menapaki jenjang pendidikan tinggi untuk men¬ 
dapatkan akses terhadap karier yang menjanjikan di administrasi peme¬ 
rintahan, sebagai pegawai utama di sebuah perusahan atau sebagai pega¬ 
wai profesional. Pemuda-pemuda selalu mendominasi migrasi untuk 
mencari pekerjaan. 14 

Sebagian besar tipe migrasi secara tidak proporsional telah merekrut 
para pemuda. Dampaknya semakin menguatnya kelompok pemuda se¬ 
hingga menutup migrasi kelompok umur lainnya, yang terkenal dengan 
nama migran pensiunan. Shaw (1975:133) menyimpulkan tinjauannya 
dalam suatu proposisi:’ kepadatan untuk bermigrasi bervariasi berban¬ 
ding terbalik dengan umur. Pemuda yang berumur belasan tahun lebih 
banyak bermigrasi daripada kelompok umur lainnnya. Kepadatan terbe¬ 
sar ditemukan pada kelompok-kelompok yang berumur 20-29 tahun. 
Mereka biasanya belum kawin, bahkan yang sudah kawin kurang men¬ 
dapat pengakuan akan hak mereka di pedesaan ketimbang orang-orang 
yang lebih tua. Seringkali kontrol mereka terhadap sumberdaya lokal 
lemah. Atau kita bahasakan secara universal, para pemuda tersebut 
masih dalam tahapan transisi antara pemuda dan dewasa tetapi masih 
belum sepenuhnya dipercayai untuk berperan sebagai orang dewasa di 
desa mereka. Dengan alasan seperti ini, mereka dapat menikmati keber¬ 
untungan ekonomi di wilayah perkotaan: mereka tidak hanya kuat secara 
fisik, mereka pun lebih mudah beradaptasi dengan berbagai tuntutan 
perkotaan. Jika Migrasi ini mengakibatkan penerimaan pendapatan yang 


14 Jika undang-undangmigrasi yang merangkum secara umum, undang- undang migrasi 
lah yang bersifat selektif dalam hal usia. 
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marjinal dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang terlindungi atau 
pekerjaan yang dapat memuaskan, maka upah potensial tertinggi adalah 
bagi para pemuda yang meniti karier di perkotaan. 

Pola-pola seleksi jenis kelamin dapat dibedakan dalam wilayah-wila¬ 
yah utama. Di sebagian besar wilayah tersebut, laki-laki jumlahnya lebih 
banyak daripada wanita. Meskipun demikian, pola ini tidak seluruhnya 
sama di negara-negara Dunia Ketiga: khususnya di Amerika Latin dan 
Filipina, kaum wanita mendominasi kota. Sebuah ikhtisar tentang data 
sensus yang dicatat antara tahun 1965 dan 1975 mendokumentasikan 
perbedaan-perbedaan pokok tersebut. Di wilayah Pasifik, rata-rata dari 
6 negara menunjukkan bahwa 128 laki-laki dari setiap 100 wanita berada 
di wilayah perkotaan; di Asia, untuk 13 negara terdapat rata-rata 109; di 
Afrika, rata-rata untuk 23 negara juga mencapai 109. 5 Di Amerika Latin 
sebaliknya, rata-rata dari 23 negara menunjukkan 92 laki-laki dari setiap 
100 wanita berada di wilayah perkotaan (PBB, 1980 :117). 16 

Warisan kolonial yang ada di negara Amerika Latin dan Filipina 
menyatakan bahwa banyaknya wanita dalam migrasi desa-kota terkait 
erat dengan pola hak pemilikan tanah yang diwariskan semasa penja¬ 
jahan. Sebenarnya, banyak penduduk desa di wilayah-wilayah tersebut 
sedikit atau bahkan tidak memiliki tanah. Jadi, situasi mereka tidak 
sebagaimana di wilayah-wilayah lain di mana kaum wanitanya tetap 
mengolah sawah sementara kaum laki-laki bermigrasi. Pola ini sepintas 
lalu akan saya bahas di sini. Tetapi, kondisi kekurangan dan tidak memi¬ 
liki tanah itu juga merupakan sesuatu yang umum terjadi di banyak 
wilayah Asia di mana laki-laki yang bermigrasi ke kota melebihi kaum 
wanita. Dalam kasus manapun, argumentasi mengapa kaum wanita me¬ 
nyertai suami mereka bermigrasi tidaklah memadai untuk menjelaskan 
kasus di Amerika Latin di mana kaum wanita yang bermigrasi melebihi 
kaum laki-laki. Kita harus memahami mengapa banyak wanita yang 
pindah dari desa mereka. Pola semacam ini jarang terjadi di tempat- 
tempat lain di Dunia Ketiga. 


15 Di Pasifik dan Asia juga dilaporkan lebih banyak jumlah laki-laki daripada wanita 
yang tinggal di wilayah pedesaan, suatu cerminan tingkat kematian yang lebih tinggi untuk 
wanita, tetapi hal tersebut kurang menyolok di desa ketimbang di kota. 

16 Rata-rata ini dapat menutupi perkecualian seperti Filipina dalam konteks Asia. 
Namun data untuk negara Amerika Latin menunjukkan bahwa di setiap negara terdapat 
proporsi yang lebih tinggi untuk wanita daripada penduduk laki- laki yang hidup di perko¬ 
taan pada tahun 1970-an (Centro Latinoamericano de mografia, 1981). 
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Jika anak-anak muda seringkali berpindah karena mereka pada usia 
transisi antara pemuda dan dewasa, maka jarak tahap ini sangat berva¬ 
riasi, khususnya bagi wanita-wanitanya. Warisan yang umum di negara- 
negara Amerika Latin, meliputi etos keagamaan yang memuji status 
wanita yang belum menikah, kendatipun sebagian besar budaya di negara 
Dunia Ketiga lainnya mendorong untuk kawin dini dan beranak-pinak. 17 
Wanita muda dilatih betul-betul aktif dan tidak tergantung pada suami¬ 
nya. Dihadapkan pada peluang-peluang pedesaan yang terbatas itulah 
maka mereka datang ke kota-kota di mana banyak keluarga yang dapat 
me manfaatkan mereka dengan upah rendah dan keuntungan terbatas 
sebagai pelayan rumah tangga. 18 Demikian pula terdapat sikap mandiri 
kaum wanita yang lainnya: mereka membesarkan anak-anak mereka dan 
mengirimkan anak laki-laki atau perempuannya pada keluarga muda di 
kota untuk berperan sebagai pembantu rumah tangga dan menjaga anak- 
anak. 19 


Pola-pola Migrasi 

Perpindahan individu-individu merupakan fokus banyak analisis mi¬ 
grasi, dan kecenderungan ini didukung oleh fakta bahwa migrasi biasanya 
melibatkan orang-orang muda yang masih belum berkeluarga. Tetapi 
dalam banyak kasus migrasi tidak hanya merupakan suatu perpindahan 
sekaligus, agaknya terdapat jenis-jenis perpindahan yang berangsur- 
angsur sepanjang waktu atau yang biasa disebut karier migrasi. Seba- 


17 Saya berhutang budi kepada Francine de Walle dalam penelitian ini. 

18 Usaha yang gigih dari Rezim Cina untuk menaikkan usia perkawinan sangat berhasil 
di pedesaan, sehingga banyak pemudi yang potensial menjadi mobil dan aktif. Apakah 
mereka akan pindah ke kota, ini tergantung sampai seberapa jauh peluang-peluang perko¬ 
taan itu berbeda dengan peluang-peluang pedesaan yang terbuka untuk mereka. 

19 Perbandingan jenis kelamin lebih rendah setelah umur 50-an berkaitan dengan rasio 
pedesaan di Amerika Latin dapat digunakan sebagai bukti adanya perpindahan semacam 
itu. Dan perbandingan tersebut juga dapat menjadi fungsi peningkatan rasio jenis kelamin 
yang mendukung perkotaan secara berturut-turut. Sesungguhnya, dari waktu ke waktu di 
negara-negara Amerika Latin, Meksiko menunjukkan peningkatan yang menyolok dalam 
rasio jenis kelamin di perkotaan mulai dari tahun 1920-an sampai tahun 1970- an. Kecen¬ 
derungan ini teijadi ketika dampak kematian laki-laki telah selesai sejak perang saudara usai 
(PBB, 1980:114-18). Hal ini menunjukkan penurunan dalam pembagian migran dan/atau 
rasio jenis kelamin dalam arus migrasi dewasa ini. 
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gaimana keputusan awal untuk bermigrasi jarang dipertimbangkan seca¬ 
ra terpisah, maka demikian pula migrasi akan dapat dipahami dengan 
mengacu pada keluarga atau masyarakat. Ada tiga pola migrasi desa-kota 
yang penting di negara-negara Dunia Ketiga: 

a. Migrasi temporer kaum laki-laki yang terpisah dari keluarga mereka. 

b. Migrasi keluarga ke wilayah perkotaan yang diikuti oleh migrasi balik 
ke kampung halaman dan, 

c. Pembangunan rumah tangga keluarga urban yang permanen. 


Status seperti ini tidak mutlak. Seseorang yang meninggalkan keluar¬ 
ganya di rumah, mungkin suatu hari akan bergabung dengan mereka; dan 
keluarga yang diharapkan kembali ke kampung asalnya, mungkin ber¬ 
tempat tinggal di kota selama-lamanya. Meskipun terjadi perubahan 
status migrasi, sebagaimana dirasakan oleh kaum migran yang secara 
khusus berlangsung dalam arah komitmen pada tempat tujuan yang 
semakin meningkat, tetapi jelas sekali mereka dipengaruhi baik oleh 
lingkungan perkotaan maupun daerah asalnya. Misalnya, berbagai kon¬ 
disi perkotaan yang semakin memburuk dapat memaksa mereka untuk 
memulangkan keluarga mereka ke pedesaan. 

Jumlah kaum laki-laki yang lebih besar dibandingkan kaum wanita 
dalam migrasi desa-kota di sebagian besar negara Asia, Afrika dan Pasifik 
mencerminkan kecenderungan luas migran laki-laki untuk meninggal¬ 
kan istri dan anak-anak mereka di kampung halaman. Kalau revolusi 
industri melahirkan pemisahan rumah dan tempat kerja, maka pemi¬ 
sahan pekerja dengan orang-orang yang menjadi tanggungan untuk ba¬ 
nyak keluarga Dunia Ketiga telah meningkat secara drastis. 20 Dukungan 
keluarga besar secara khusus memudahkan keterlibatan simultan dalam 
ekonomi kota dan desa. Bantuan kerabat laki-laki dalam tugas-tugas 
tertentu dan perlindungan yang mereka berikan seringkali tampak seba¬ 
gai suatu prasyarat bagi seorang istri untuk mengolah ladang dan melin¬ 
dungi miliknya dalam lingkungan yang didominasi kaum laki-laki. Seba¬ 
liknya, lemahnya dukungan keluarga besar dalam seting pedesaan yang 
menandai sebagian besar Amerika Latin mungkin mendorong migrasi 
seluruh keluarga. 


20 Salah satu masalah serius yang muncul adalah meluasnya penyakit kelamin di perko¬ 
taan dan penyebarannya ke pedesaan. 
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Migrasi individu-individu, baik masih bujangan maupun sudah kawin 
tapi terpisah dengan keluarganya, memiliki keuntungan ekonomi tersen¬ 
diri: migrasi ini mengoptimalkan alokasi buruh, meminimalkan ongkos 
transpor, dan yang paling penting dalam banyak hal, khususnya dalam 
migrasi desa-kota, meminimalkan biaya hidup. Para majikan dapat me¬ 
ngirit upah dan tunjangan, sedangkan pemerintah kurang menghadapi 
tuntutan perumahan dan infrastruktur, tapi ada juga keuntungan bagi 
kaum migran. Biaya hidup di perkotaan mahal, sementara peluang- 
peluang pekerjaan bagi wanita di kota sangat terbatas. Isteri dan anak- 
anak tinggal di daerah pertanian untuk bercocok tanam sendiri, sehingga 
mungkin mampu menghasilkan panen yang baik. Di mana tanah bisa 
dikontrol secara komunal dan tidak teralienasi, maka tidak ada kompen¬ 
sasi bagi mereka yang terhenti mengolahnya. 

Seorang istri yang datang ke kota harus melipatgandakan sumber 
pendapatan tambahan untuk bergabung dengan suaminya yang memiliki 
upah rendah. 21 

Pemisahan keluarga seringkali menciptakan bentuk mi grasi musiman. 
Setelah masa keija yang mungkin berakhir 6 bulan atau 2 tahun, migran 
tersebut kembali lagi untuk bermukim dengan keluarga besar mereka. 
Dalam kasus yang ideal, kepulangan kaum migran bersamaan dengan 
kebutuhan akan tenaga kerja di sawah atau ladang di desa. Di beberapa 
tempat, kaum migran menjadi tenaga kerja kontrakan, misalnya, tenaga 
mereka digunakan dalam masa yang telah ditentukan dan disediakan 
biaya transpor untuk pulang pergi. Berulangnya perpindahan musiman 
ini umum sifatnya, sehingga banyak kaum migran yang bertambah luas 
pengalaman kotanya. Upaya spekulasi migrasi musiman merupakan res¬ 
pons awal ’masyarakat tradisional’ terhadap peluang-peluang baru untuk 
mendapatkan upah dan barang manufaktur, untuk menunjukkan kepada 
’orang-orang primitif yang sedang membuat jalan pintas untuk masuk 
ke dalam suatu lingkungan yang asing. Fakta-fakta ternyata menun¬ 
jukkan sebaliknya. Bedford (1973:126) menyimpulkan tinjauan pene- 


2! Salah satu pemecahannya, kaum migran membangun pertanian dalam jarak yang 
jauh dari tempat keija. Secara khas aglomerasi perkotaan seringkali menyulitkan bagi orang 
luar untuk memiliki akses terhadap tanah. Batasan semacam ini ternyata tidak menjamin. 
1975b) 1 P a l a ' S ^ Umlatl orang y an g bekerja di kota membangun pertanian mereka (Guglert, 
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litiannya di pulau-pulau Pasifik dengan menekankan kelangsungan mi¬ 
grasi musiman selama 150 tahun kontak Eropa. Di Indonesia, di mana 
migrasi musiman sudah mapan selama masa penjajahan, Hugo (1977) 
melaporkan bahwa migrasi musiman mejadi bertambah penting, khu¬ 
susnya pada dekade terakhir ini." 2 Migrasi musiman di Indonesia dewasa 
ini, sebagaimana di Afrika tropis pada masa lampau, merupakan fungsi 
rekrutmen orang-orang berupah rendah. Di mana para pekerja hanya 
memiliki akses terhadap akomodasi yang terbatas, maka kedua aspek — 
baik kebijakan upah buruh yang murah maupun pembatasan rekrutmen 
terhadap laki-laki — dijadikan tolok ukur yang tajam. Lebih jelas lagi, di 
dalam lingkungan yang ditandai oleh migrasi musiman, para majikan 
membangun stabilitas tenaga kerja dengan menyediakan kondisi-kondisi 
yang dapat mendorong pekerja tersebut membawa anak-anak dan istri- 
istri mereka. 

Migrasi musiman ini umum terjadi di Afrika tropis pada masa penja¬ 
jahan, sehingga tingginya tingkat pulang-pergi buruh dan masa keko¬ 
songan menjadi keprihatinan yang utama bagi para majikan. Untuk itu, 
Persatuan Miniere Haut Katanga telah mengubah kebijakan perbu¬ 
ruhannya pada awal tahun 1927; suatu langkah pendorong agar para 
pekerja membawa istri-istri mereka. Akibatnya, segera wilayah itu dipe¬ 
nuhi oleh tenaga kerja yang sudah stabil. Tahun 1957 rata-rata perpan¬ 
jangan waktu kerja para pekerja di Afrika di pertambangan Katanga 11 
tahun. Di Copperbelt, sekarang Gambia, kebijakan untuk menghasilkan 
tenaga kerja permanen sudah di mulai tahun 1940: akomodasi permanen 
untuk para pekerja yang sudah kawin juga disediakan, standar peru¬ 
mahannya diperbaiki, dan sekolah yang memadai juga disediakan di 
wilayah-wilayah perkotaan tersebut serta pola pensiunan juga dilem¬ 
bagakan. Rata-rata jangka waktu kerja bagi para buruh Afrika di naikkan 
dari empat setengah tahun pada tahun 1956 menjadi tujuh tahun di tahun 


22 Goldstein (1978) meringkas literatur tentang berbagai bentuk migrasi modem di 
Asia, dan secara khusus di Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa migran yang pulang pergi, 
dan khususnya migran musiman lebih umum daripada studi yang didasarkan atas petunjuk 
sensus. 
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1964. 23 Sebaliknya, pertambangan emas di Afrika Selatan masih terus 
merekrut buruh dengan kontrak jangka pendek di wilayah pinggiran 
setiap tahunnya (Wilson, 1972a: 123-7). 

Di beberapa bagian jajahan Inggris di Afrika, juga di beberapa pulau 
P asifik, migrasi musiman tidak hanya merupakan akibat dari kebijakan- 
kebijakan yang diambil oleh para majikan, tapi para buruh pribumi yang 
tidak bermukim di tempat kerja di kota secara politis dan secara admi¬ 
nistratif juga sengaja di tekan. Di Afrika Selatan tambang-tambang dila¬ 
rang oleh hukum untuk menyediakan akomodasi keluarga lebih dari 3 
persen untuk tenaga kerja Afrika Selatan. Banyak tenaga kerja laki-laki 
yang direkrut dengan kontrak jangka pendek yang tidak hanya untuk 
bekerja di tambang, tetapi untuk berbagai sektor ekonomi lainnya. Jum¬ 
lah kaum migran Afrika di negeri tersebut diperkirakan mencapai sepa¬ 
ruh dari mereka yang terdaftar sebagai tenaga kerja (Turok dan Maxey, 
1976:241). Lebih jauh lagi, lebih dari dua dekade terakhir ini upaya-upaya 
penting telah diarahkan menuju penyingkiran orang-orang Afrika yang 
sudah lama bermukim di wilayah-wilayah perkotaan. Dengan demikian 
penindasan ras telah mendptakan hal yang paradoks: di sebuah negeri 
yang p aling terindustrialisasikan di benua tersebut di mana banyak pen¬ 
duduk Afrika sudah bekerja di pertambangan, pabrik-pabrik dan jasa 
selama beberapa generasi, tetapi memiliki proporsi tenaga kerja kon¬ 
trakan jangka pendek yang paling tinggi. 

Migrasi musiman merupakan adaptasi terhadap pemisahan keluarga: 
migran yang pulang secara teratur kepada istri dan anak-anaknya dalam 
jangka waktu yang lama dan dia tetap aktif terlibat dalam permasalahan 
keluarga besar, dan urusan- urusan desanya. 24 Strategi ini gagal dengan 
munculnya pengangguran di perkotaan. Jika pencarian pekerjaan terse¬ 
but membutuhkan waktu beberapa bulan, maka migrasi musiman tidak 


23 Pering (1979:130-1,39,236) menjelaskan secara terperinci gambaran tentang bebe¬ 
rapa kebijakan buruh yang telah dicapai oleh perusahan pertambangan dan dari dua batasan 
tersebut, ia menyatakan bahwa sebelum tahun 1940 kebijakan itu tidak beragam seba¬ 
gaimana yang telah berlaku sebelumnya. Beberapa dari perbedaan itu jelas tampak dalam 
pemanfaatan buruh yang dapat dihitung dalam suatu fakta bahwa upah pekeija yang 
terampil diambil dari bangsa Eropa untuk Katanga lebih tinggi daripada teman sejawatnya 
yang berasal dari daerah pertambangan Afrika Selatan itu sendiri, sementara gaji para buruh 
di Katanga lebih rendah. 

24 Beberapa majikan berniat untuk mempertahankan tenaga keija yang telah bera¬ 
daptasi dengan pola-pola ini melalui penawaran pemberian tempat tinggal yang layak. 
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lagi merupakan proposisi yang layak. Migran yang dijamin kota harus 
setia pada pada pekerjaannya. Sebagai ganti menetap dengan keluarga 
dalam waktu yang lama, ada semacam kunjungan jika kondisi dan waktu 
kerja mengizinkan. 26 Apa yang menjadi ongkos ekonomi bagi para maji- 
kan-tenaga kerja yang dicirikan dengan pulang-pergi dan kekosongan — 
telah meningkatkan ongkos para pekerja sehingga ada upaya yang sema¬ 
kin ketat untuk membatasi istrinya, anak-anaknya, keluarga yang diting¬ 
galkan dan komunitas desanya. Frekuensi kunjungan sangat bervariasi. 
Ketika sarana transportasi diperkenalkan, dan biaya transportasi se¬ 
makin menurun, kunjungan balik bulanan atau mingguan semakin me¬ 
ningkat. Di negara seperti India, banyak kaum migran mempertimbang¬ 
kan jarak yang terjangkau oleh mereka sehingga banyak di antara mereka 
yang hanya mengunjungi keluarga selama liburan tahunan. Seperti lagu 
yang disenandungkan di desa Uttar Pradesh: 

Sawah ladang berubah menjadi tanah tak berpengharapan 
di rumah mereka bunga-bungaan menjadi layu. 

Dia memudar di tempat ayahnya 
sebab suaminya merana di Calcutta 27 


Menurunnya kelebihan kaum laki-laki atas kaum wanita dalam migrasi 
desa-kota dapat dijadikan sebagai indikator bahwa pemisahan keluarga 
sedang menjadi pola yang kurang lazim. Hal ini tampak terjadi di banyak 
negara Afrika tropis lebih dari tiga dekade belakangan ini. Ada sedikit 
bukti yang menyatakan bahwa peluang-peluang kerja di perkotaan bagi 


25 Kaum migran mampu mempertahankan suatu pola migrasi musiman. Mereka tidak 
menghadapi persaingan dari para pekeija kota yang telah mapan. Di suatu negara, misalnya 
India, industri bangunan merupakan tingkat yang ekstrem untuk padat modal. Banyak 
pekeija yang tidak terampil direkrut, melaui calo-calo, dari pedesaan sebagai basis yang 
sementara saja. Mereka bekerja dengan upah yang begitu rendah dan dalam kondisi yang 
buruk sehingga tidak dapat menerima upah sebagaimana para pekeija perkotaan (Bellwinkl, 
1973). 

26 Di beberapa daerah, pola-pola berkunjung diubah sebab para istri telah mengunjungi 
suami mereka di kota. Seringkah mereka datang dalam suatu kunjungan yang lama, sehingga 
menyebabkan perubahan migrasi musiman. Weisener (1973) memberikan gambaran dan 
analisis yang tepat tentang keluarga yang mempunyai dua rumah tangga, satu di Nairobi, 
satunya lagi di pedesaan. Anak-anak barangkali juga bertempat tinggal bersama orang tua 
mereka untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik di kota. 

27 Nyanyian ini dikutip oleh Saxena (1977:176), dan diterjemahkan oleh C. Saskia 
Gugler. 
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kaum wanita sudah membaik. Tentunya, di saat masa kerja di kota 
semakin panjang, pemisahan keluarga sudah menjadi pola yang kurang 
memuaskan. Dalam waktu yang sama, meningkatnya upah telah mengu¬ 
rangi perbedaan pendapatan di desa dan membuat perbedaan biaya 
hidup antara desa-kota semakin menipis. Demikian pula di beberapa 
tempat yang lain, berkurangnya tanah telah menyebabkan menurunnya 
hasil pertanian atau seringkali berkaitan dengan rusaknya kontrol masya¬ 
rakat atas tanah. 

Bermukim di kota bersama keluarga biasanya dalam jangka waktu 
yang lama, bahkan mungkin selama masa kerjanya, tetapi hal seperti ini 
tidak berarti menunjukkan adanya perpindahan yang permanen. Kuat¬ 
nya ikatan keanggotaan kepada keluarga besar yang berada di desa dan 
kepada masyarakat pedesaan dapat membuat bolak-balik ke desa men¬ 
jadi proposisi yang menarik. Pada saat yang sama, umumnya kaum mi¬ 
gran, dan bahkan di saat mereka sedang membiayai keluarganya di 
wilayah kota, sedikit sekali dapat menikmati jaminan ekonominya. Pe¬ 
ngangguran dan setengah pengangguran biasanya merajalela, dan sedikit 
sekali k ualifikas i bagi kompensasi pengangguran ini. Sistem jaminan 
sosial yang menjamin orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan 
lanjut usia masih lemah. Bagi kebanyakan penduduk kota, solidaritas 
pedesaan menjadi alternatif jaminan sosial. Jaminan itu memang kedi 
tetapi dapat diandalkan. Banyak tanah yang ada di bawah kontrol masya¬ 
rakat masih menjadi pola umum di Afrika Tropis dan di Pasifik. 28 Dalam 
situasi seperti itu, migran dapat mempertahankan posisinya dalam ma¬ 
syarakat desa dan bahkan selama masa kariernya di kota masih terjamin 
aksesnya terhadap tanah pada saat mereka kembali. 29 Sebuah data survei 
untuk 5 negara di Afrika Barat menunjukkan bahwa dalam setiap kasus, 
sejumlah kaum migran memiliki keinginan untuk pensiun di kampung- 


28 Di Yunani, kepulauan New Britania, Papua Nugini, masyarakat pedesaan cukup 
makmur pada awal tahun 1960-an, karena lebih separuh penduduknya mendapatkan peker¬ 
jaan, termasuk juga perumahan bagi pekerja lokal sehingga dapat mendidik anak mereka di 
daerah tersebut dan mampu membangun perkebunan kopra dan coklat untuk masa depan 
mereka (salisbuty, 1970:164-71). Situasi ini merupakan suatu perkecualian tetapi berfungsi 
menjelajahi bagaimana peluang pekerjaan di pedesaan membentuk konteks ekonomi yang 
mempengaruhi keputusan kaum migran apakah akan kembali ke pedesaan atau tidak. 

29 R.E Johnson (1979:29- 30, 50, 51, 156) menggambarkan kekhasan para pekerja 
Moskow pada akhir abad ke-19 seperti satu kaki berada di desa dan kaki lainnya di pabrik, 
tetapi terlihat dan sedikit penurunan komitmen untuk mempertahankan hal semacam ini. 
Menurutnya pola ini terkait dengan pemilikan tanah dan terkait pula dengan pembagian 
tanah warisan pada anak-anak mereka. 
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nya (Gugler dan Flanagan, 1978b). Sebuah survei berskala besar yang 
dilakukan pada tahun 1963 di Gana menunjukkan bahwa 4/5 migran 
berusia 64 yang menetap dalam waktu lama banyak yang pulang (Gold- 
well, 1969: 196). Dalam suatu komunitas migrasi balik merupakan pola 
umum. Ada kecenderungan pola tersebut dimapankan sebagai suatu 
norma budaya sebagaimana kasus migrasi desa-kota. Daripada mengakui 
adanya imperatif ekonomi, norma migrasi balik tersebut secara khas 
lebih diartikulasikan sebagai suatu ideologi loyalitas terhadap masya¬ 
rakat kampungnya. 

Di beberapa bagian Afrika, Asia dan khususnya Amerika Latin, seba¬ 
gian besar migran memiliki prospek terhadap akses lanjutan atas tanah 
pertanian, karena adanya ledakan penduduk dan kekangan-kekangan 
kelembagaan. Mereka tidak mempunyai rencana untuk pulang. Seba¬ 
gai gantinya, mereka menekankan syarat jaminan sosial bagi para pekerja 
di perkotaan, dan mencari pekerjaan di luar sumber-sumber penghasilan 
pokok. 

Tuntutan yang dibuat oleh kaum migran terhadap sistem perkotaan 
sangat bervariasi sesuai dengan rencana masa depan mereka. Kaum 
migran yang sendirian dan belum menikah harapannya tidak terlalu 
banyak. Prospek yang terbatas menjadi alasan kunci migran yang sudah 
kawin meninggalkan keluarganya di kampung. Mereka cenderung memi¬ 
lih tempat tinggal dengan biaya yang murah untuk memperkecil ongkos 
dan memperpendek masa tinggal mereka sehingga bisa meningkatkan 
kiriman uang tabungan mereka. Kaum migran yang pulang akan tetap 
terkait dengan daerah asal mereka. Bagi migran yang sudah permanen 
jaminan keamanan di daerah perkotaan, khususnya bagi kelompok lanjut 
usia menjadi lebih rumit lagi. 

Dengan menggambarkan tiga pola migrasi ini, saya telah memberikan 
tekanan kepada apa yang saya maksudkan, yakni perilaku migrasi yang 
aktual. Tetapi mungkin ada alasan untuk mengurangi apa yang oleh 
kaum migran katakan sebagai rencana mereka untuk pulang ke daerah 


30 Migrasi desa-kota di Amerika Latin secara umum telah dianggap permanen. Meski- 
pun sudah banyak penelaahan terhadap migrasi di wilayah ini, namun jelas tidak ada 
informasi yang memadai tentang rencana kaum migran bila pensiun atau rumah yang layak 
bila pensiun. Penemuan-penemuan insidental menyatakan bahwa kaum migran pulang- 
pergi sangat signifikan di beberapa negara, paling tidak di Meksiko, lihat Butterworth 
(2977:132); di Peru, Laite (1981), Kolombia, Simons dan Kardona; dan di Venezuela, 
Pollak-Elitz (1979). 
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asalnya, dan dengan demikian sering diasumsikan bahwa mayoritas mi¬ 
gran akan mengakhiri hidupnya di kota (Lloyd, 1979:136). Saya tidak 
begitu yakin akan hal itu. Apa yang dinyatakan oleh sedikit data, banyak 
kaum migran betul-betul menyadari aspirasi mereka untuk pensiun di 
desa. Mereka yakin sepanjang mereka bertindak berdasarkan asumsi 
mereka sendiri, satu hari nanti mereka akan menetap di kampung halam¬ 
an mereka. 
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PEKERJAAN DI KOTA 


InDUSTRIALISASI dan urbanisasi seringkali diasumsikan saling ter¬ 
kait erat. Di negara maju keberadaan kota merupakan akibat yang nis¬ 
caya dari konsentrasi orang-orang yang dibutuhkan demi kelangsungan 
industri. Di seluruh dunia ada kaitan erat antara tingkat urbanisasi 
dengan tingkat pembangunan. Misalnya, negara-negara yang lebih kaya 
cenderung memiliki proporsi penduduk perkotaan yang lebih besar. 
Tetapi jika dilihat sepintas lalu, hubungan antara industrialisasi dan 
urbanisasi tidak begitu jelas. Sebelum Revolusi Industri, berbagai wila¬ 
yah di belahan dunia ini membanggakan kota-kotanya yang menjadi 
sentra kegiatan keagamaan, pusat-pusat pemerintahan, dan sentra- sen¬ 
tra perdagangan. 1 Penduduk perkotaan tergantung pada pendapatan 


1 Abu-Lughod (1971) telah menulis sejarah seribu tahun metropolis Afrika terbesar, 
Kairo. 
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yang berasal dari surplus pertanian, tetapi surplus tersebut bisa diper¬ 
gunakan sebagai sumbangan kepada para pendeta, upeti untuk penguasa, 
atau ditukar dengan barang-barang yang lain. 

Kota-kota jajahan memiliki kawasan industri yang sedikit, tetapi tetap 
menunjukkan fungsinya sebagai alat kontrol dan pusat perdagangan. Di 
India dan di negara-negara Amerika Latin, beberapa industri didirikan 
sejak awal dan sejumlah industri penting sudah dikembangkan sejak 
tahun 1940-an, tetapi di sebagian besar negara Dunia Ketiga 
industrialisasi baru muncul mengiringi perang Dunia II, atau bahkan 
lebih akhir lagi, sekitar tahun 1960, dan didasarkan pada teknologi 
impor. Ada beberapa keuntungan memiliki akses terhadap teknologi 
tinggi, tetapi satu hal penting teknologi tinggi tidak tepat untuk negara- 
negara miskin. Teknologi maju lebih cocok dengan negara-negara indus¬ 
tri maju. Ketika cadangan modal melakukan ekspansi ke negara-negara 
tersebut, maka produktivitas kerja meningkat secara dramatis. Tenaga 
kerja relatif langka dan mahal. Oleh karena itu teknologi berusaha untuk 
meminimalkan peran tersebut, seperti kita saksikan dalam kasus otoma¬ 
tisasi dan proses data. Mengalihkan teknologi padat modal ke nega¬ 
ra-negara miskin berarti pengurasan besar- besaran terhadap modal dan 
sumberdaya yang langka dan sedikit sekali peluang kerja akibat perkem¬ 
bangan tadi. Ironisnya, sebagian besar negara Dunia Ketiga mendukung 
proses industrialisasi tersebut. Proses tersebut secara implisit dilakukan 
melalui pertukaran yang dinilai berlebihan dengan mensubsidi barang- 
barang modal impor. 

Pemerintah Dunia Ketiga dan para investor swasta sama-sama berke¬ 
inginan keras terhadap teknologi yang sangat menguntungkan karena 
akan menciptakan tenaga kerja yang murah dan berlimpah, meskipun 
risikonya banyak sekali. Pertama, dalam banyak kasus teknologi padat 
modal masih langka sekali. Penelitian dan pengembangan, juga industri 
peralatan mesin terpusat di negara-negara kaya. Sedangkan permintaan 
dari negara-negara miskin sangat terbatas sehingga tidak berpengaruh. 
Hal semacam ini mungkin berubah ketika bantuan internasional untuk 
'teknologi menengah’ tersedia. Pada tahun-tahun terakhir ini, negara- 
negara seperti India dan Brazil telah menjadi negara produsen yang 
penting dan sekaligus sebagai eksportir mesin-mesin tersebut. Kedua, 
para elit nasional secara khusus ingin melengkapi negara mereka dengan 
peralatan yang terbaik, yakni peralatan yang tidak ketinggalan zaman; 
hal seperti ini tentu saja akan mempengaruhi pilihan terhadap teknik- 
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teknik sektor publik. 2 Ketiga, sebagian besar produksi industri ber¬ 
langsung pada unit-unit produksi yang besar dan dijalankan oleh perusa¬ 
haan-perusahaan besar pula. Perusahaan-perusahaan ini cenderung be¬ 
rani menyediakan gaji yang tinggi, keuntungan yang lebih besar, dan 
keselamatan kerja. Keempat, di sebagian besar negara Dunia Ketiga, 
banyak investasi dilakukan oleh orang-orang asing yang cenderung me¬ 
milih bentuk-bentuk teknologi padat modal. Dalam sebuah studi terha¬ 
dap sektor manufaktur berskala besar di India, Agarwal (1976) mene¬ 
mukan perusahaan-perusahaan asing yang kelihatannya lebih mene¬ 
kankan teknologi padat modal daripada perusahaan-perusahaan dalam 
negeri. Dia menyimpulkan dan memberikan sejumlah pertimbangan: 
perusahaan-perusahaan asing yang membayar upah yang lebih tinggi 
mempunyai akses yang lebih baik pada pasar modal dan uang, tidak 
dibatasi oleh devisa dan peraturan-peraturan penting, dan mempunyai 
pengalaman yang lebih banyak dalam teknologi padat modal dan pengo¬ 
perasiannya; sedangkan perusahaan-perusahaan dalam negeri tampak 
tidak ragu- ragu mempekerjakan buruh yang banyak karena mereka lebih 
akrab dengan pasar tenaga kerja pribumi. 

Pabrik modern menyediakan lapangan ketja lebih sedikit dibanding¬ 
kan dengan pendahulunya pada masa revolusi industri. Pada saat yang 
sama, ekspansi industri seringkali dibatasi oleh struktur pasar di sebagian 
besar negara Dunia Ketiga. Banyak penduduk dalam keadaan sangat 
miskin sehingga hanya mampu menghasilkan produk-produk industri 
kecil: tekstil, sepatu, makanan, minuman, rokok, bahan-bahan email, cat, 
alat-alat plastik, dan sepeda. Semua itu merupakan industri yang sangat 
umum bagi pasar rakyat. 3 Para produsen barang tahan lama yang paling 
mencolok, yaitu industri mobil menghadapi fakta bahwa hanya kelom¬ 
pok kecil kelas menengah dan kelas atas sajalah yang memiliki sarana 
untuk mendapatkan hasil produksi yang mereka tawarkan. Tentu saja di 
beberapa negara pada umumnya, kelompok kecil kelas menengah meru- 


2 Di mana korupsi memainkan peran dalam upaya mendapat barang-barang modal, 
maka pilihan teknologi akan membias menuju pada pola yang lebih padat modal karena 
semakin mahal pembelian maka semakin besar ruang lingkup pembayaran. Lagi pula, 
pemilihan peralatan yang secara teknis bersifat kompleks akan mengurangi risiko penga¬ 
wasan karenanya semakin mempermudah penipuan dalam pembayaran. 

3 Untuk analisis tentang upaya restrukturisasi pasar yang buruk, Cile merupakan 
contoh ketika Unidan Populer memegang kendali kekuasaan pada tahun 1970, lihat Grif- 
fith-Jones (1978). 
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pakan pasar yang cukup besar, misalnya* di Indonesia, India, Brazil, dan 
mungkin Nigeria. Beberapa negara kecil telah membangun pasar ekspor 
untuk sebagian besar produksi industrinya— misalnya, Hong Kong, Tai¬ 
wan, Singapura, Korea Selatan. Negara-negara tersebut merupakan per¬ 
kecualian. Sedikit kota negara Dunia Ketiga merupakan poros-poros 
industri, sebagian merupakan poros-poros pertambangan, tetapi seba¬ 
gian besar merupakan pusat jaringan perdagangan dan transportasi dan 
atau sebagai pusat pemerintahan/ 


Pengangguran, Setengah Pengangguran dan 
Pekerjaan Keliru 

Ada saatnya para majikan menuntut para pekerja, yakni ketika mereka 
mengeluhkan tingginya angka pergantian dan meluasnya kemangkiran. 
Pada tahap awal inkorporasi ekonomi pedesaan, para petani subsisten 
hampir tidak punya alasan untuk menjajakan tenaga mereka di tempat 
lain. Setelah penghapusan perbudakan, pemerintah kolonial menerap¬ 
kan kerja paksa. Kemudian sarana pemaksaan yang lebih halus dida¬ 
patkan melalui keharusan membayar pajak: kecuali masyarakat mena¬ 
nam tanaman pangan untuk dijual atau menjual ternak, para pekerja 
harus memperoleh gaji untuk membayar pajak. Tetapi, hampir setiap 
inkorporasi segera menciptakan tuntutan-tuntutan baru di wilayah pede¬ 
saan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Tingginya tingkat kepuasan 
diri dari petani tradisional tersebut terpecah-belah begitu mereka tergan¬ 
tung pada barang-barang dan jasa yang harus di beli di pasar. Sebagian 
mereka mampu hidup dengan ekonomi desa, tapi banyak yang bekerja di 
perkebunan, tambang-tambang, dan di kota- kota. 

Bahkan ketika wilayah pedesaan terintegrasi secara efektif, keku¬ 
rangan buruh tidak terdengar dan tenaga kerja di kota sering digam¬ 
barkan tidak bertanggung jawab. Persoalannya adalah tingkat upah dan 
kondisi kehidupan di perkotaan. 


4 Di India, pertumbuhan kota dengan penduduk lebih dari 100.000 lebih menjadi 
fungsi perluasaan dalam bidang jasa, perdagangan dan komersial daripada industri dalam 
setiap dekade sejak tahun 1911 (Mitra dan kawan- kawan, 1980:42-8). 
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Dengan demikian banyak negara Afrika jajahan ditandai oleh kebijak¬ 
an upah buruh rendah yang mendorong munculnya pola migrasi buruh 
musiman sebagaimana sudah dibicarakan pada bab 3. 

Kebijaksanaan tersebut ditopang oleh alasan bahwa kaum migran 
tidak bisa bekerja dengan standar rata-rata yang tinggi. Karena mereka 
hanya berada di kota selama diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. 

Dalam berbagai situasi, proposisi bahwa fungsi suplai buruh merosot 
hampir tidak berhubungan dengan realitas; agaknya hal itu hanyalah 
mitos yang digunakan untuk mendukung ideologi kebijakan upah buruh 
rendah (Berg, 1961). Akhir-akhir ini permasalahan pergantian dan ke- 
mangkiran tidak lagi menjadi masalah, terutama di perusahaan-perusa¬ 
haan besar di negara-negara industri. 

Kota-kota di Dunia Ketiga ditandai oleh kelebihan tenaga kerja de¬ 
ngan keterampilan terbatas. Pengangguran terbuka hanya merupakan 
satu segi dari kelebihan tenaga kerja di perkotaan. Elemen kedua adalah 
kekurangan lapangan kerja, misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang ada 
sebetulnya dapat dikerjakan oleh beberapa orang saja. 

Yang terakhir, mereka bekerja penuh, menghasilkan barang atau 
menyediakan jasa tetapi dianggap sedikit sekali memberi sumbangan 
pada kesejahteraan sosial; orang seperti ini dapat dijuluki dengan 'peker¬ 
ja keliru'. 

Informasi tentang pengangguran terbuka di negara-negara sedang 
berkembang sangat problematis. Terutama, karena datanya sedikit seka¬ 
li. Upaya pengumpulan data paling komprehensif yang dilakukan oleh 
Tumham (1970:193-5) memberikan gambaran tentang 12 negara di Asia, 
7 negara di Afrika, dan 20 negara di belahan bumi Barat. Data tersebut 
terbatas pada satu atau beberapa kota besar di beberapa negara Afrika 
dan hampir seluruh negara di Amerika. Prosentasenya pun bervariasi, 
mulai dari 26 , 6 % di Aljazair sampai 1,6% di India. Berry dan Sabot (1978: 
1212) meyajikan data yang lebih mutakhir tentang pengangguran terbuka 
di 7 negara Asia, 1 di Afrika dan 5 di Amerika Latin. Prosentasenya 
berkisar mulai dari 16,9% untuk Sri Lanka sampai 13% untuk Thailand. 
Perkiraan regional oleh organisasi perburuhan internasional tahun 1975 
menyatakan bahwa pengangguran terbuka di kota-kota Asia mencapai 
6,9%, kecuali Cina dan beberapa negara dengan sistem ekonomi peren¬ 
canaan terpusat; 10,8% untuk Afrika; 6,5% untuk Amerika Latin. Di 
Cina pengangguran di kota dilaporkan mencapai 10 juta pada tahun 1979 
atau kira-kira 5% dari jumlah penduduk kota (Murphey, 1980:104). 


PEKERJAAN DI KOTA 85 


Kedua, ada alasan tepat untuk meragukan sejauh mana ketepatan 
sensus penduduk kota, dan sejauh mana ketepatan survei yang dilakukan 
terhadap mereka. 

Mungkin ada bias sistematis karena kelompok-kelompok berpen¬ 
dapatan rendah cenderung tidak dilaporkan; sepanjang angka pengang¬ 
guran berbeda dengan angka rata-rata, maka seluruh angka pengang¬ 
guran yang dilaporkan itu akan terpengaruhi. 

Ketiga, tingkat pengangguran yang dilaporkan lebih merupakan masa¬ 
lah definisi. ^Apakah pengangguran tersebut terbatas pada mereka yang 
secara aktif mencari pekerjaan atau mencakup semua orang yang berse¬ 
dia untuk bekerja, termasuk mereka yang sudah jera mencari pekerjaan? 
Perbedaan ini secara khusus mungkin mempengaruhi laporan pengang¬ 
guran wanita. 

Hal ini bahkan akan memperluas persoalan: apakah mereka yang 
mencari atau bekerja paruh waktu itu tidak dianggap sebagai pengang¬ 
gur? 

Para penganggur jelas tidak produktif, tetapi mereka biasanya tidak 
bisa diang gap sebagai representasi kehidupan kota yang menyeramkan 
itu. Penganggur tersebut mungkin mendapat bantuan orang tua, suami, 
istri, kerabat, atau teman. Dengan demikian, angka pengangguran sering 
dilaporkan lebih rendah di kalangan kaum migran daripada penduduk 
kota karena mungkin mereka dibantu oleh keluarga yang sudah mapan 
ekonominya di kota. Meluasnya pencarian kerja yang memuaskan bisa 
jadi merupakan strategi gaji, khususnya bagi mereka yang berkualifikasi 
lebih. 6 Secara komparatif tingkat pengangguran di kalangan terdidik bisa 


5 Tunham (1970: 197-201) membahas data tentang pengangguran ini dengan agak 
terperinci dan menyatakan bahwa penerapan definisi pengangguran yang lebih tepat akan 
melipatgandakan tingkat yang dilaporkan dalam kompilasinya sehingga membuahkan ting¬ 
kat perkecualian yang rendah. Berry dan Sabot menyatakan bahwa (1978:1212) pengang¬ 
guran terbuka di India ada 3 % pada tahun 1971, dan Krishnamurti (1975) menguatkan 
kembali kesan tersebut dengan menyatakan bahwa pengangguran terbuka dibatasi secara 
mencolok. 

6 Berry (1975) menawarkan pembahasan yang menyeluruh mengenai pengangguran 
suka rela dan memaparkan data mutakhir dari Kolombia yang menyatakan pentingnya hal 
tersebut di sana. Studinya, sebagaimana juga studi Sabot di Tanzania menunjukkan bahwa 
kelompok pengangguran yang paling banyak terdiri dari pemudi dan wanita yang sudah 
kawin. 
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dilihat dari perspektif ini. Demikian pula mereka yang lebih ber¬ 
pendidikan cenderung berasal dari keluarga yang dapat membantu mere¬ 
ka selama waktu menganggur yang panjang. Ini merupakan pendekatan 
yang optimis sejauh menerima pekerjaan bertaraf rendah berarti meng¬ 
halangi peluang- peluang yang lebih menarik. Sebaliknya, orang-orang 
miskin dengan keluarga dan teman yang tidak dapat membantu, dan para 
migran baru yang tidak memiliki siapapun untuk dimintai bantuan dipak¬ 
sa untuk mendapatkan sesuatu agar tetap hidup: pengangguran meru¬ 
pakan sesuatu yang mewah karena mereka tidak mampu mendapatkan 
penghasilan. Tapi bagi banyak orang yang setengah menganggur, pro¬ 
duktivitasnya jelas rendah. 

Kita mendefinisikan 'setengah pengangguran’ sebagai pemanfaatan 
yang tidak penuh terhadap terhadap tenaga kerja. 7 8 9 Pemanfaatan yang 
tidak penuh itu mencolok di kalangan mereka yang bekerja paruh waktu 
saja. Pola seperti ini merupakan pola yang banyak ditemukan di sektor 
pertanian. Di sektor perkotaan fluktuasi musiman merupakan masalah 
yang umum, terutama di dalam industri yang berhubungan dengan siklus 
produksi pertanian, bangunan, dan perdagangan turisme. Meskipun de- 


7 Squire (1981:71) meringkas data tentang angka penganguran menurut tingkat pendi- 
dikan di 10 negara Dunia Ketiga. Daiam delapan kasus, angka paling tinggi terjadi di 
kalangan mereka yang berpendidikan sekolah menengah. Tetapi Kenya, satu-satunya negara 
yang mewakili Afrika, menunjukkan adanya penurunan pengangguran secara teratur karena 
meningkatnya tingkat pendidikan. Kenya bisa jadi mencerminkan bahwa sistem pendi¬ 
dikannya telah menjadi prestasi dalam persyaratan tenaga keija pada tahun 1970. Maka 
sangat tepat untuk menyatakan bahwa tingkat pengangguran di kalangan mereka yang 
berpendidikan pasca sekolah menengah lebih tinggi daripada di kalangan mereka yang 
hanya berpendidikan sekolah menengah di tiap negara, termasuk Filipina, Sri Lanka, dan 
India, yang terkenal karena banyaknya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. 
Namun diduga mahasiswa masih berada pada posisi yang lebih baik untuk mempersiapkan 
masa transisi mereka ke dalam pasar kerja. 

8 Perlman (1967:80) dalam studinya tentang penghuni liar di Rio de Janeiro mene¬ 
mukan bahwa di kalangan migran, pekerjaan yang terbaik diperoleh oleh mereka yang bisa 
menunggu dan memilih pekerjaan tertentu. Ketika mereka yang berasal dari pekerjaan kota 
yang tidak membutuhkan keterampilan atau perkebunan dibandingkan dengan mereka yang 
dulunya adalah pekerja terampil, proporsi yang memperoleh pekerjaan pertama dalam satu 
bulan lebih tinggi di kalangan mereka yang kurang kualifaid. Demikian pula jika diukur dari 
sudut mereka yang sudah mempunyai kontak sebelumnya dengan mereka yang tidak 
mempunyai kontak, tampak yang tidak mempunyai kontak akan lebih lama baru menda¬ 
patkan pekerjaan. 

9 Sebagian besar studi memfokuskan pada pendapatan pengganti, baik disebabkan 
kepedulian peneliti pada permasalahan kemiskinan di perkotaan atau karena data penda¬ 
patan lebih mudah diperoleh dan diasumsikan mencerminkan produktivitas. 
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mikian, setengah pengangguran tidak terbatas hanya pada sektor terse¬ 
but, tetapi tidak jauh berkisar dari situ. 

Setengah pengangguran terjadi dalam tiga bentuk yang berbeda. Ben¬ 
tuk per tama terkait dengan fluktuasi aktivitas ekonomi sepanjang hari, 
misalny a di pasar-pasar, lebih dari seminggu atau sebulan, misalnya di 
tempat-tempat jasa rekreasi, atau secara musiman. Karena aktivitasnya 
pasang surut, buruh lepas tersebut tidak dipekerjakan secara penuh, 
bahkan kebanyakan mereka tidak bekerja. Setengah pengangguran akan 
menjadi bentuk kedua di mana jumlah pekerja begitu berlimpah se¬ 
hingga sepanjang waktu proporsi substansialnya tidak dipekerjakan se¬ 
penuhnya. Pengurangan jumlah pekerja tidak akan mempengaruhi jum¬ 
lah hasilnya. Dalam konteks pengaruh terhadap jumlah hasil, para peker¬ 
ja jalanan merupakan kategori terpenting di banyak negara. 10 Tipe 
ketiga dari setengah pengangguran adalah apa yang disebut dengan 
"pengangguran terselubung", yakni kelompok-kelompok solidaritas yang 
terus mempekerjakan seluruh anggota mereka dan membuang mereka 
di saat tidak ada pekerjaan yang memadai untuk menampung mereka 
secara penuh. Pekerjaan jaminan semacam ini khas perusahaan keluarga, 
tetapi juga terdapat pada perusahaan yang hubungan sosialnya lebih 
mengikat daripada ikatan kekerabatan, misalnya satu suku atau seagama 
sehingga mampu menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen dalam 
mempertahankan setiap anggota masyarakat tersebut. 11 

Analogi komitmen terhadap pekerjaan penuh di negara- negara sosi¬ 
alis lebih akurat. Pada masa prarevolusi Kuba, sebagian besar pekerja di 
ladang dan pengilangan tebu menjadi pekerja paruh waktu hampir se¬ 
panjang tahun. Sejak revolusi mereka ditawari pekerjaan tetap sepanjang 
tahun, dan upaya besar untuk menyerap mereka dalam kegiatan pro¬ 
duktif selama musim kemarau. Karena ada usaha-usaha keluarga, maka 
masalahnya sampai seberapa jauh pekerjaan tetap tersebut sehingga 
meskipun ada keinginan untuk pemerataan, namun tetap terdapat pe- 


1° Pengangguran semacam ini'dapat menjadi gambaran yang agak stabil di di kalangan 
pekeija mandiri yang terkena biaya rendah dan menjamin pelanggan minimum karena 
ikatan personal dan keuntungan lokasi. 

11 Suatu perbandingan dengan sistem pekerjaan tetap Jepang memberikan suatu kejut¬ 
an, tetapi yang kedua 
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ngangguran tersembunyi sebagai ganti para pekerja yang sedang bekerja 
untuk tujuan-tujuan produktif. 

Dalam studinya tentang tenaga kerja perkotaan di Tanzania, Sabot 
(1979:149-77) mendefinisikan bahwa setengah pengangguran adalah me¬ 
reka yang mendapatkan upah di kota dan para pekerja yang mendapatkan 
penghasilan di bawah rata-rata pendapatan di pedesaan. Dengan kriteria 
ini, terdapat sepuluh persen pekerja di perkotaan merupakan setengah 
pengangguran di tahun 1970; sepuluh persen lainnya adalah pengang¬ 
guran sehingga 1/5 tenaga kerja di perkotaan dapat dianggap sebagai 
surplus tenaga kerja. Masih dalam konteks Tanzania, hilangnya hasil 
potensial sangat terbatas. Karena tenaga kerja di perkotaan sedikit, 
mungkin 6 % dari total tenaga kerja, maka hasil yang dicapai dengan cara 
mengalihkan tenaga kerja perkotaan yang berlebihan ke sektor pedesaan 
tidak mungkin akan menambah satu atau dua persen pendapatan nasio¬ 
nal. Di negara-negara dengan proporsi tenaga kerja lebih besar berada 
di perkotaan, maka tingkat pengangguran dan setengah pengangguran di 
kota yang sama menunjukkan kehilangan hasil potensial yang lebih 
mendasar. 

Terakhir, ada yang disebut dengan pekerjaan keliru. Para pekerja 
mungkin bekerja sepanjang waktu, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang dila¬ 
kukan itu sedikit sekali memberikan kesejahteraan sosial. Pengemis 
merupakan contoh yang jelas. Yang lebih terhormat, tetapi juga kurang 
produktif, yaitu aktivitas- aktivitas para pengikut rombongan orang yang 
lebih berkuasa dan lebih makmur. 

Peran pengikut tadi dilembagakan dalam birokrasi-birokrasi yang 
membengkak. 12 Dan masih banyak lagi rentetan aktivitas tidak legal 
lainnya. Dapat dikatakan bahwa pencuri yang membagikan lagi hasil 
curiannya dari orang kaya kepada keluarganya yang miskin, juga menun¬ 
jukkan perilaku yang tidak berbeda dengan pencuri gaya birokrat di 
sebuah negara kesejahteraan (welfare-state). Dan tentu saja produk¬ 
tivitas dari suatu aktivitas pada puncaknya didefinisikan secara sosial. 


12 Lebih dari satu juta pekeija kasar bekerja sebagai kacung dan satpam di Indian Civil 
Service. Menurut satu kalkulasi, rata-rata dalam satu harinya hanya 12 menit mereka 
mengerjakan suatu yang bermanfaat. Perkiraan ini mungkin tampak berlebihan, namun 
sedikit sekali yang akan menolak bahwa terdapat kelebihan dalam kategori ini, juga di jajaran 
birokrasi India yang lain -sebagaimana di banyak negara Dunia Ketiga lainnya. 

13 Aktivitas-aktivitas ilegal seringkah dapat ditolerir untuk mempertahankan hidup 
sebagian besar penduduk perkotaan. Penerimaan terhadap pemukiman liar merupakan 
contoh yang paling jelas. 
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Banyak pekerjaan keliru tersebut terfokus pada cara mendapatkan 
kekayaan yang tidak sah dari meja-meja orang kaya. Anggota elit lokal 
atau kelas menengah lokal, penasihat teknik asing, atau turis-turis dimin¬ 
tai komisi. 

Hubungan yang jelas digambarkan oleh tiga kegiatan; Para tentara 
dalam negeri yang membersihkan dan memperindah lingkungan seba¬ 
gian kecil masyarakat. 14 Para pelacur yang memenuhi permintaan mere¬ 
ka yang mampu membayar dan para pemulung yang jelas hidup dari 
barang-barang buangan orang kaya. 15 Terus terang, sebagian besar ben¬ 
tuk pekeijaan keliru tersebut memberikan sumbangan pada kesejah¬ 
teraan sosial. Ambil lah contoh pelayan rumah tangga. Efeknya kaum 
wanita dengan kualifikasi memadai mampu melepaskan diri dari pe¬ 
kerjaan-pekerjaan rumah tangga. Apa yang menjadi persoalan di sini 
adalah sejumlah besar masyarakat dipekerjakan secara mubazir, sebab 
upah mereka terlalu rendah bila dibandingkan dengan pendapatan ke¬ 
lompok elit dan kelas menengah. 

Di sebahagian besar negara Dunia Ketiga dewasa ini, keluarga-kelu¬ 
arga di pedesaan cenderung mengirimkan putra-putri mereka ke kota. 
Mereka diharapkan mampu mengambil, betapapun sedikitnya dan de¬ 
ngan cara yang tidak layak, kekayaan dari kota tersebut. Seba gaimana 
dikatakan oleh Lomnitz (1977:208).dalam studinya tentang kota kuno di 
Mexico City: 

' Para penghuni Cerrada del Condor dapat disetarakan dengan para pem¬ 
buru primitif dan para pemulung pada masyarakat prapertanian. Mereka 
keluar setiap hari untuk berburu pekeijaan dan meng umpulkan barang- 
barang bekas untuk menyambung hidupnya. Kota adalah hutan bagi mere¬ 
ka; kota sangat asing dan penuh tantangan buat mereka. Tapi kehidupan 
mereka bersandar pada sisa-sisa: sisa pekerjaan, sisa barang dagangan, sisa 


14 Penggunaan buruh secara mencolok dapat dijadikan suatu argumentasi bahwa hal 
ini akan lebih baik daripada konsumsi barang-barang mewah karena penggunaan buruh 
secara besar-besaran ini akan menyediakan banyak pekeijaan lokal; lagi pula dapat menyela¬ 
matkan valuta asing yang langka. Argumentasi ini, menerima begitu saja adanya ketim¬ 
pangan yang tajam dan dalam kasus wanita terjadi diskriminasi jehis kelamin dalam pasar 
keija. Citra seorang pembantu merawat anak-anak orang lain sementara anaknya sendiri 
terabaikan merupakan kesulitan yang rumit sekali. 

t5 Suatu gambaran dramatis tentang orang-orang yang mengkais-kais sesuatu untuk 
dapat dijual di Sao Paulo dipaparkan dalam gambaran De Yesus (1960). Mengumpulkan 
puntung rokok merupakan pekeijaan sebagian besar pengemis kaki lima di Jakarta (Papa- 
nek, 1975:11). 
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ruang kehidupan, dan rumah-rumah merekapun dibangun dari sisa-sisa 
tersebut. 


Laporan Bienefeld (1979) tentang jenis-jenis pekerjaan yang berlang¬ 
sung di kota feodal pada abad pertengahan Eropa menunjukkan kemi¬ 
ripan. Perdagangan dan upeti-upeti yang sekarang dinamakan ’pajak’ 
memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi di perkotaan, 
dan terdapat suatu perkembangbiakan pelayan-pelayan yang bersifat 
personal, termasuk para penjaja yang ada di mana-mana, para pengemis, 
para penipu, dan para pencuri. Ketiga, tenaga ditransformasikan sebagai 
suatu komoditas, dorongan untuk menginvestasikan aktivitas-aktivitas 
produktif: aktivitas-aktivitas alternatif, seperti perdagangan yang terus- 
menerus menawarkan keuntungan yang lebih tinggi; keamanan yang 
lebih baik yang dijumpai dalam akusisi real estate diganggu dengan 
berbagai cara — di zaman modern dengan investasi-investasi luar negeri 
yang menyediakan wadah untuk menciptakan kekacauan politik; eks¬ 
pansi internal kecil sekali karena rendahnya upah, jaringan transportasi 
yang tidak berkembang, dan tingkat pertumbuhan pertanian yang sangat 
rendah; dan sulit untuk menyelamatkan pasar-pasar eksternal barang- 
barang manufaktur yang lebih besar. 

Pengangguran, setengah pengangguran, dan pekerjaan keliru menam¬ 
bah permasalahan di kota-kota Dunia Ketiga yang erat kaitannya dengan 
tiga dimensi ketimpangan. Perbedaan pendapatan yang tajam antara 
orang-orang kaya dengan masyarakat umum mendorong berkembangnya 
pekerjaan yang keliru. 

Posisi istimewa tenaga kerja terlindungi dibandingkan dengan keba¬ 
nyakan para pekerja kota menyebabkan terjadinya pengangguran dan 
mendorong para pekerja untuk terus berharap bisa bergabung dengan 
tenaga kerja yang terlindungi dan ini menyebabkan terjadinya setengah 
pengangguran karena masyarakat pekerja perkotaan bersaing untuk 
mendapatkan pasar yang terbatas. 

Pada akhirnya, ketimpangan desa-kota mendorong terjadinya migrasi 
dari desa ke kota secara besar-besaran sehingga mempercepat ekspansi 
tenaga kerja perkotaan. 16 Upaya mengurangi ketimpangan pada di- 


16 Argumentasi bahwa beberapa pekeijaan tambahan bagi tenaga keija dapat lebih 
produktif dalam perekonomian pedesaan, dan biaya subsistensi penduduk akan dapat 
diturunkan berkembang di mana-mana (Gugler, dan Flanagan, 1977; Gugler, 1982). 
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mensi-dimensi tersebut diharapkan bisa menghasilkan tenaga kerja yang 
lebih produktif. 


Tenaga Kerja Wanita dan Anak-anak 

Pengangguran wanita biasanya dilaporkan lebih tinggi daripada laki- 
laki, kendatipun mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan, karena 
disadari bahwa peluang-peluang untuk mereka sangat terbatas. Di ka¬ 
langan orang-orang yang setengah menganggur jumlah wanitanya tidak 
proporsional di banyak negara. Sedikit sekali pengetahuan kita tentang 
w ani ta yang bekerja di usaha-usaha keluarga. Banyak wanita yang peker¬ 
jaannya keliru. Banyak yang hidup dari melacur. 17 Tetapi pekerjaan 
pembantu rumah tangga merupakan kategori pekerjaan terbanyak di 
banyak negara. 18 Terbuangnya tenaga wanita di rumah tangganya sendiri, 
di paduan suara yang percuma, mungkin dilihat bagian dari persoalan 
yang sama. 

Pendapatan dan kondisi kerja wanita dan anak- anak sangat mempri¬ 
hatinkan. Studi cermat Nid Nelson (1979) terhadap aktivitas ekonomi 
wanita di pemukiman kumuh Nairobi merupakan hal yang luar biasa. Dia 
menemukan lebih banyak wanita dibatasi dibanding dengan laki-laki 
dalam pemilihan aktivitas ekonomi mereka. Hanya sebagian kecil pro¬ 
porsi bisnis lokal yang mapan dilakukan oleh wanita, sedangkan sebagian 
besar wanita pekerja terlibat dalam pekerjaan yang tidak legal atau 
menjadi pelacur. Kaum wanita mempunyai hambatan karena pendi¬ 
dikannya lebih rendah daripada kaum laki-laki. 


17 Suatu survei tentang hubungan kekerabatan di kalangan orang berpendapatan ren- 
dah di Jakarta melaporkan bahwa 29% rumah tangga dikepalai oleh wanita; sepertiga wanita 
merupakan pelacur. Pendapatan dari prostitusi digunakan membantu dua anak mereka 
(Papanek, 1975,7-8). 

18 Di Brazil 34% dari seluruh buruh wanita di luar pertanian menjadi pembantu rumah 
tangga tahun 1970. Pada dekade awal, proporsinya 36% di Cile, 45% di Kolombia, dan 31% 
di Peru, serta 32% di Venezuela (Elizaga, 1979:531). Pada tahun 1970, hampir 40% wanita 
di Cile bekeija sebagai pembantu rumah tangga, pencuci piring, penyeterika di rumah- 
rumah wanita kaya (Matterlart, 1976:294). Di Guatemala tahun 1972, tidak kurang dari 
40% tenaga kerja wanita di luar pertanian bekeija sebagai pembantu rumah tangga (Chin- 
chilla, 1977:53). Di Meksiko 20% wanita bekeija sebagai pembantu rumah tangga tahun 
1969 (Gonzales, 1976:‘187). 
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Jumlah wanita pengusaha yang berhasil sangat tidak proporsional. 
Wanita lainnya mulai meluaskan dan mengkonsolidasikan usaha mereka 
setelah berusia 40 tahun, ketika sebagian besar anaknya sudah dewasa 
dan bisa membantu keluarga. 19 

Tentu saja, bentuk-bentuk pekerjaan pinggiran menarik bagi kaum 
wanita yang perlu mengawasi anak-anak mereka. Oleh karena itu banyak 
wanita menerima pekerjaan berpenghasilan rendah, misalnya menjahit 
dan berdagang dari rumah tangga mereka sendiri. 

Bagaimanapun juga masih tampak jelas sekali adanya elemen diskri¬ 
minasi yang kuat terhadap wanita-wanita di pasar kerja Dunia Ketiga, 
sebagaimana di negara-negara industri. Pembantu rumah tangga meru¬ 
pakan contoh yang paling jelas. Di banyak negara, secara umum wanita 
mau menerima jam kerja yang panjang dengan gaji yang rendah. Biasanya 
mereka tidak diizinkan untuk membawa serta anak-anak mereka, tetapi 
harus mempercayakan anak-anak itu untuk diasuh oleh orang lain, atau 
membiarkan anak-anak itu sendirian. 

Sekali lagi, jika terdapat ketidaksamaan, maka diskriminasi jenis kela¬ 
min juga menimbulkan ongkos yang tinggi bagi masyarakat. Jika kaum 
wanita secara penuh diintegrasikan ke dalam ekonomi perkotaan, maka 
populasi yang lebih kecil harus diakomodasikan di sentra-sentra perko¬ 
taan untuk melakukan tugas- tugas ekonomi yang sama. 

Demikian pula investasi yang dibutuhkan untuk elemen-elemen kunci 
dari infrastruktur, seperti perumahan dan parit-parit yang sebenarnya 
lebih mahal daripada ketika mereka hidup di desa. Dengan demikian, 
uang yang seharusnya ditabung semakin sedikit karena untuk keperluan 
jasa-jasa tersebut, misalnya kebutuhan bahan bakar dan distribusi ma¬ 
kanan pokok, yang ternyata tampaknya lebih mahal di perkotaan. Para 
istri dan anak-anak perempuan dari lingkungan kerja yang didominasi 
oleh kaum pria membutuhkan jasa dan kebutuhan infrastruktur. Se¬ 
hingga mereka sebagian besar masih menganggur, setengah menganggur 
atau bekerja secara keliru (Boserup, 1970:206-8). Jumlah substansial 
kaum laki-laki yang menganggur atau setengah menganggur tidaklah 
melemahkan argumentasi di atas. Sejauh pekerjaan yang ada di kota 


19 Jellinek (1977:1976) memberikan gambaran yang unik tentang perjuangan wanita 
yang tak kenal menyerah untuk mempertahankan eksistensinya sebagai pedagang kaki lima 
di Jakarta dan menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan keuntungan telah berpe¬ 
ngaruh terhadap komposisi rumah tangga mereka. 
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tersebut lebih baik untuk kaum laki-laki, maka migrasi kaum laki-laki 
merupakan hal yang mendesak. Terbukanya beberapa peluang pekerjaan 
bagi kaum wanita hanya mampu menarik sedikit kaum wanita dari pede¬ 
saan. 

Tenaga kerja anak-anak merupakan hal yang sangat umum di negara- 
negara Dunia Ketiga. Banyak anak-anak di temukan bekerja sebagai 
pelayan, pekerja bangunan, atau pabrik-pabrik. Di India dan Kolombia, 
anak-anak dilaporkan bekerja di perusahaan tambang bawah tanah. Di 
Seoul anak-anak tukang semir sepatu bergabung dengan sindikat keja¬ 
hatan. Mereka bekerja 12 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan selama 
seminggu dalam setahun mereka berhenti hanya bila mereka sakit atau 
pada saat hujan. Mereka merupakan bagian dari tim ketja sama, makan 
bersama, dan hidup bersama. Mereka bergabung satu sama lain. Kehi¬ 
dupan anak-anak seperti ini betul- betul dikendalikan oleh sebuah sindi¬ 
kat yang menampung dan memberi mereka makan, menyediakan mereka 
sarana-sarana dagang dan sindikat tersebut mengambil 85% dari peng¬ 
hasilan mereka (Kang dan Kang, 1978). 20 

Banyak keluarga tidak memiliki pilihan lain kecuali menyuruh anak- 
anak yang masih kedi untuk bekerja( Leiserson, 1979). Alternatif terse¬ 
but bagi keluarga yang terbebani oleh anak-anak merupakan hal yang 
umum. Di Bogota, kira-kira 5000 anak yatim hidup mandiri; anak-anak 
yang berusia 14 tahun meminta-minta, mencuri, merampok, bergabung 
ber sama -sama, tidur di jalanan beralas lembaran kertas dan plastik. 
Dari sudut pandang pendidikan dan kesehatan, konsekuensi anak-anak 
yang bekerja dan mencari makan sendiri merupakan masalah yang sangat 
serius. 


Sektor Informal 

Pendekatan umum terhadap masalah pengangguran mempertentang¬ 
kan dua sektor yang dinyatakan sangat berbeda dalam pemenuhan per- 


20 Untuk beberapa deskripsi tentang kondisi buruh anak-anak di berbagai bidang 
pekerjaan di Delhi dan Bombay, lihat Pandhe (1979). 

21 Membludaknya para pemuda di perkotaan Meksiko merupakan pokok persoalan Los 
Olvidas klasik dalam karya Luis Burfuel; mereka benar-benar dilupakan bukan hanya oleh 
orang tua mereka, tetapi juga oleh para ilmuwan Sosial. 
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syaratan kerjanya. Dualisme konsep ekonomi di Dunia Ketiga sudah 
berlangsung sekian lama. Pembedaan awal adalah antara ’industri mo¬ 
dem’ dengan ’kerajinan tangan tradisional’, tetapi pembedaan tersebut 
jelas tidak memuaskan. 'Aktivitas-aktivitas modern’, seperti jasa repa¬ 
rasi mobil atau teve-teve impor hampir dapat diselesaikan dengan cara 
'tradisional’ dengan peralatan-peralatan yang sangat sederhana. 

Pada tahun 1960-an, perhatian tertuju pada sektor-sektor yang tidak 
jelas, sebab kota setelah ada tambahan tenaga kerja secara mendasar 
gagal menunjukkan statistik pekerjaan yang ada. Ketika ada kepriha¬ 
tinan terhadap pengangguran terjadi pula peningkatan pengakuan bah¬ 
wa besarnya jumlah orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas tidak 
dapat dihitung. 

Mereka dianggap bekerja di sektor jasa. Bagaimanapun juga, statistik 
terutama berfungsi mencatat angka tenaga kerja perusahaan dan perusa¬ 
haan kecil di sektor primer, misalnya pembuat taman-taman di pinggir 
kota, sedangkan tenaga kerja di sektor sekunder, misalnya para pembuat 
sepatu, pedagang jalanan dan asongan tampaknya tidak diperhitungkan. 

Makalah klasik Hart (1975) yang pertama kali dipresentasikan tahun 
1971, memperkenalkan sebuah terminologi baru yang membedakan an¬ 
tara sektor 'informal dengan sektor formal’. Berdasarkan penelitiannya 
terhadap pendapatan keluarga di kota Accra dan Gana, dia menemukan 
bahwa terdapat variasi yang besar dalam hal tersedianya peluang penda¬ 
patan legal maupun ilegal pada kelompok miskin di perkotaan. Selan¬ 
jutnya McGee (1976) mengungkapkan berbagai pendekatan terhadap 
apa yang ia sebut dengan ’protoproletariat’. Tanggapan terhadap alasan 
Hart bahwa secara historis, perbandingan silang budaya ekonomi perko¬ 
taan dalam proses pembangunan harus menjamin adanya suatu analisis 

tentang struktur-struktur informal dan formal yang tidak kalah banyak- 
22 

nya. 

Terminologi Hart digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diorga¬ 
nisir oleh organisasi buruh internasional. Misi tersebut berpendapat 
bahwa sektor informal telah memberikan tingkat ongkos yang rendah, 


22 Jumlah penelitian yang sebagaian besar disponsori oleh organisasi buruh inter¬ 
nasional, dan tulisan tentang sektor informal pada tahun 1970-an begitu mencolok. Sa¬ 
yangnya, terdapat beberapa kekurangan dalam konsep yang sudah ada tersebut. Untuk 
pembahasan mengenai alasan-alasan pebedaan sektor formal dan informal, lihat Bromely 
(1978: 10\35-7). Tinjauan menyeluruh dan pendekatan yang bersifat analitis dipaparkan 
oleh Moser (1978), sebuah bibliografi dengan anotasi yang baik dari Sinclair (1978). 
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padat karya, barang dan jasa yang kompetitif, dan memberikan reko¬ 
mendasi agar pemerintah Kenya mendorong sektor informal tersebut 
(ILO, 1972:223-32 dan passim). Laporan terebut mencirikan dua sektor 
tersebut dalam term-term berikut ini (ILO, 1972:6): 

Aktivitas-aktivitas informal tidak terbatas pada pekerjaan- pekerjaan 
di pinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai akti¬ 
vitas ekonomi. Aktivitas-aktivitas informal adalah cara melakukan sesu¬ 
atu yang ditandai dengan: 

(a) . Mudah untuk dimasuki; 

(b) . Bersandar pada sumberdaya lokal; 

(c) . Usaha milik sendiri; . 

(d) . Operasinya dalam skala kecil; 

(e) . Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, 

(f) . Keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal; dan 

(g) . Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kom¬ 

petitif. 

Aktivitas-aktivitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, ja¬ 
rang didukung, bahkan seringkali diatur oleh aturan yang ketat, dan 
terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah. 

Karakteristik aktivitas sektor formal adalah sebagai berikut: 

(a) . Sulit untuk dimasuki; 

(b) . Sering bergantung pada sumberdaya luar negeri; 

(c) . Pemilikannya patungan; 

(d) . Operasinya berskala luas; 

(e) . Padat modal dan seringkali menggunakan teknologi impor; 

(f) . Membutuhkan keterampilan yang berasal dari sekolaji formal, se¬ 

ringkali berasal dari luar negeri dan; 

(g) . Pasar diproteksi (melalui tarif, kuota, dan izin dagang). 

Di setiap negara Dunia Ketiga, perusahaan-perusahaan berskala besar 
memainkan peranan utama dalam berbagai sektor ekonomi. Statusnya 
bertingkat-tingkat, mulai dari perusahaan sektor pemerintah, korporasi 
multinasional, sampai perusahaan lokal, tetapi selalu terkait dengan 
negara. Kekuatan perusahaan-perusahaan tersebut berhadap-hadapan 
dengan negara dan partisipan ekonomi lainnya sehingga menimbulkan 
berbagai permasalahan yang berdampak terhadap otonomi politik nasi¬ 
onal dan mengancam kontrol yang bersifat monopolistik atas sektor- 
sektor ekonomi. Sebagian besar tenaga kerja sektor formal jelas memk- 
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mati perlindungan kondisi kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial. 
Kemapanan 'aristokrasi tenaga kerja’ semacam ini mempunyai implikasi 
politis yang akan dibahas pada bab 7. Untuk sementara waktu, perma¬ 
salahan difokuskan pada implikasi-implikasi pekerjaan kecenderungan 
perusahaan berskala besar yang bergantung pada impor. 

Sebaliknya, sektor informal tampaknya memberikan obat manjur ter¬ 
hadap masalah pekerjaan di perkotaan, sementara pada saat yang sama 
memberikan wadah untuk menumbuhkan bakat para pengusaha lokal. 
Angka sektor informal cukup mengesankan. Memang diakui upaya un¬ 
tuk menilai upah tenaga kerja sektor informal di perkotaan mengalami 
kesulitan yang sangat serius. Para pekerja sektor informal memiliki 
berbagai alasan agar dapat menghindar dari upaya-upaya pencatatan. 
Meskipun demikian, tidak diragukan lagi bahwa di sebagian besar negara 
Dunia Ketiga sebagian besar tenaga kerja perkotaan bekerja pada sektor 
ini. Perkiraan untuk 6 kota di Amerika Latin dan dua di negara Asia 
menyatakan bahwa antara 39 sampai 69 persen tenaga kerja di perkotaan 
bekerja di sektor informal (Souza dan Tohman, 1976:358; Mazumdar, 
1976:659). 

Pandangan bahwa sektor informal menyediakan jawaban terhadap 
masalah-masalah pekerjaan di perkotaan yang diperkuat oleh gagasan 
bahwa kebijakan pemerintah terhadap sektor ini mengandung beberapa 
elemen dukungan dan formasi yang positif, tetapi kebanyakan elemen- 
elemen tersebut bersifat tidak aktif, banyak gangguan dan bersifat mem¬ 
batasi sebagaimana dinyatakan oleh misi organisasi buruh internasional 
(1972: 226), misalnya pada kasus Kenya. Kendatipun Kenya telah men¬ 
capai kemerdekaan pada tahun 1963, namun para penjajah Eropa telah 
menetapkan seluruh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan 
perdagangan Afrika berada di luar perkotaan. 23 Meskipun perusahaan- 
perusahaan sektor formal jelas menikmati akses istimewa atas kredit, 
devisa, dan konsesi pajak, namun pengusaha pada sektor informal pun 
mampu menikmati keuntungan yang bersifat kompetitif, berhadap-ha¬ 
dapan dengan industri berskala besar sepanjang mereka lepas dari perpa¬ 
jakan, retribusi jaminan sosial, dan regulasi pemerintah tentang upah, 


23 Hal ini barangkali menjelaskan mengapa laporan Kenya mencapai perkiraan yang 
rendah. Hanya 20% peluang pendapatan upah di Nairobi tahun 1969 disediakan oleh sektor 
informal tersebut, walaupun sementara terdapat pernyataan bahwa pendapatan yang lebih 
baik berada di kota-kota Kenya lainnya, khususnya kota-kota kecil (ILO, 1972:54). 
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kondisi keija, dan keselamatan kerja. Eckstein (1977a: 141-7) meng¬ 
gambarkan pola ini juga teijadi di Meksiko dan menyatakan bahwa 
dukungan tidak langsung terhadap sektor informal tersebut memang 
disengaja oleh pemerintah. 

Kesulitan pokok model dua sektor tersebut adalah bahwa definisi 
multidimensi apapun yang digunakan hanya bisa diterapkan pada salah 
satu sektor saja dan akan mengesampingkan sektor lainnya, sebagai suatu 
kategori yang sia-sia. Definisi multidimensi terhadap sektor formal, se¬ 
perti yang dikedepankan oleh laporan Kenya hanya cocok untuk industri 
berskala besar. Definisi ini tidak mencirikan komersialisasi secara besar- 
besaran, keuangan dan organisasi-organisasi jasa, serta administrasi pe¬ 
merintahan. Jika kita menerima ini, maka kita akan mengesampingkan 
sektor informal yang tidak cocok dengan tipe ideal tersebut. Meskipun 
definisi itu sendiri mencakup tingkat aktivitas yang sangat beragam, 
tetapi tidak satupun dari aktivitas tersebut memiliki semua ciri yang 
digunakan untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas sektor formal ini, 
sehingga postulasi sektor informal memiliki ciri-ciri yang menentukan 
terhadap sektor formal yang jelas tidak dapat dipertahankan. Dengan 
mengambil ciri-ciri yang digunakan dalam laporan Kenya, ternyata me¬ 
masuki sektor informal juga tidak mudah , seorang reparator harus 
bergantung pada bahan-bahan impor; dan sangat umum bagi perusahaan 
berskala kedi untuk mempekerjakan buruh-buruh yang bukan kelu¬ 
arganya; berbagai aktivitas ilegal mungkin diorganisir dalam skala besar; 
pemilik operator taksi menggunakan teknologi padat modal yang belum 
disesuaikan dengan sumberdaya yang terbatas di negara miskin; keteram¬ 
pilan bisa didapatkan dalam sistem sekolah formal; terkadang sektor 
informal memiliki kontrol pasar yang bersifat monopoli. 25 

Kelemahan konsep sektor informal bukan hanya bersifat tidak ana¬ 
litis, konsep tersebut bahkan tidak mendorong adanya kebijakan peme¬ 
rintah yang menentukan. Sebagaimana dikatakan Bromley (1978:1034): 


24 Berbagai studi yang telah ditunjukkan oleh Rempel (1979:226-31) memberikan bukti 
ketidak konsistenan. Kaum migran dewasa ini digambarkan dalam sektor informal secara 
tidak proporsional. Tentang rintangan-rintangan masuk ke dalam peluang-peluang khusus 
di Bogota, lihat Peattie (1975). 

25 Beberapa sindikat kejahatan di Seoul mampu mempekerjakan anak-anak penyemir 
sepatu sepenuhnya karena mereka mengontrol wilayah-wilayah eksklusif. Investasi-investasi 
lain dalam teritorial mereka mencakup pemondokan, restoran, penjual kopi jalanan, dan 
tempat tempat pelacuran (Kang dan Kang 1978). 
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Sermgkali secara keliru diyakini bahwa sebuah kebijakan pemerintah dapat 
diterapkan untuk seluruh sektor informal sehingga pemerintah harus mem¬ 
berlakukan beberapa program yang sama terhadap pengrajin yang mem¬ 
buat barang-barang rumah tangga, pengrajin industri petasan, para penjual 
bahan pokok, para pelacur dan terhadap para penjual obat jalanan. Sektor 
informal cukup luas dan bervariasi sehingga memerlukan kebijakan yang 
berbeda-beda sehingga mendorong pemerintah untuk menggabung-ga- 
bungkan peningkatan bantuan, hal-hal yang perlu dihilangkan, rehabilitasi 
dan tuntutan dalam keseluruhan kebijakan secara total. 


Secara khusus, asumsi bahwa sektor informal merupakan wilayah kaum 
miskin perlu dimodifikasi. Di satu sisi, pendapatan yang rendah tam¬ 
paknya juga umum di sektor formal; banyak perusahaan mempekerjakan 
sejumlah pekerja lepas dengan upah yang rendah, tanpa keuntungan yang 
memadai dan tanpa jaminan sosial. Di sisi yang lain, berbagai variasi 
pendapatan itu tidak hanya bersinggungan dengan sektor informal tetapi 
juga ada kesamaan dalam kategori-kategori pekerja yang didefinisikan 
secara lebih sempit lagi, misalnya usaha mandiri dan mereka yang bekerja 
di sektor tersier (Mazumdar, 1976). Perbandingan pendapatan pada 
sektor formal dengan informal telah mengantarkan pada suatu fakta yang 
menunjukkan bahwa sektor informal secara tidak proporsional merekrut 
tenaga kerja yang terlalu muda, kaum wanita dan orang-orang yang 
kurang berpendidikan. Dan perbedaan pendapatan antar sektor tersebut 
tetap masih mencolok (Mazumdar, 1979; Merrick, 1976). 

Laporan Kenya mendikotomikan ekonomi perkotaan menjadi sektor 
formal dan informal dan merekomendasikan kekuatan hubungan antara 
dua sektor tersebut sebagai suatu strategi untuk mempromosikan sektor 
informal (ILO, 1972:228-31 dan passim). Sejak itu, studi di beberapa 
negara lainnya menunjukkan hubungan yang signifikan. 26 Hubungan 
seperti ini menyediakan basis transaksi yang menguntungkan bagi akti¬ 
vitas sektor informal. Tetapi, para partisipan pada sektor informal dalam 
hubungan semacam ini cenderung berada pada posisi subordinat. Sektor 


26 Tokman (1978) meninjau sejumlah studi semacam itu. Hasil studi itu mengasumsikan 
bahwa terdapat hubungan yang lunak antara sektor-sektor yang tersedia dan penekanan 
terhadap pelengkapnya; beberapa studi lain memfokuskan pada aktivitas-aktivitas sektor 
informal yang berada pada tingkat subordinasi dan memberikan argumentasi tentang 
ekploitasi. Dari perspektif yang terakhir ini, analisis tersebut dapat dipahami secara tepat 
dari sudut pandang artikulasi model produksi komoditi kecil dengan model produksi 
kapitalis. 
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informal dapat dikatakan sebagai pensubsidi sektor formal: pekerja de¬ 
ngan upah rendah a ka n menghasilkan masukan yang rendah pula bagi 
sektor formal dan akan menyediakan barang-barang dan jasa yang murah 
bagi para pekerja di sektor formal (Portes dan Walton, 198:67-106). 

Hubungan antara sektor formal dan informal ini dengan tegas digam¬ 
barkan dalam pernyataan Birkbeck (1979) mengenai para pemulung di 
Cali, Kolombia. Proporsi barang pulungan yang potensial untuk dijual 
dikumpulkan dan diawali oleh para pemulung dengan cara-cara mereka 
sendiri, dan sebagian besar hasilnya untuk pabrik-pabrik besar. Di pabrik 
kertas, sisa-sisa kertas tersebut merupakan 1/3 dari bahan mentah yang 
diperlukan dan 60 persen sisa-sisa tersebut berasal dari pemulung secara 
individu. Pendapatan mayoritas para pemulung tadi sebanyak 1/3 dari 
upah terendah yang dibayar oleh pabrik kertas induk, dan mereka tidak 
mendapatkan asuransi, gaji yang tetap, tidak pula menikmati keuntungan 
pekerjaan dan jaminan sosial. Dari keseluruhan sektor informal ini, 
banyak mereka yang secara konvensional dianggap sebagai pekerja man¬ 
diri, tetapi kenyataannya juga terdapat pekerja upahan yang samar- 
samar, seperti para makelar, atau pekerja yang bergantung pada satu atau 
beberapa perusahaan kredit yang lebih besar, persewaan alat-alat, perda¬ 
gangan, bahan mentah yang sifatnya monopolistik atau oligopolistik, 
atau toko-toko yang bersifat monopsolistik atau oligopsonistik untuk 
produksi mereka (Romley dan Geriy, 1979:58). 

Quinjano (1974) bergerak melampaui dua perbedaan sektor di atas 
dan menjelajahi artikulasi dalam model tiga sektor yang digunakan di 
Amerika Latin. Formasi-formasi monopolistik mendominasi sektor ma¬ 
nufaktur, mereka yang berorientasi pada kompleksitas teknologi yang 
diimpor dari negara-negara industri cenderung mengesampingkan tena¬ 
ga kerja manusia. Produksi manufaktur tingkat menengah yang bersifat 
kompetitif, semi-manufaktur dan produksi kerajinan tangan tidak me¬ 
miliki stabilitas dan kapasitas ekspansi yang diperlukan untuk membuka 
peluang kerja melalui cara yang aman sehingga dapat menghimpun apa 
yang ada di sekitarnya atau mempertahankan apa-apa yang telah dimi¬ 
liki? 7 Akhirnya, ’kutub marjinal’ kurang mempunyai akses yang stabil 
terhadap sumber-sumber produksi dasar yang memenuhi tingkat do- 


27 Tingkat menengah ini tampaknya mirip dengan sektor menengah yang dijelaskan 
oleh Steel (1977) di Gana berdasarkan sejumlah kaiya empirik. Berbeda dengan Quinjano, 
Steel menekankan sektor menengah sebagai suatu yang paling menjanjikan bagi kebijakan- 
kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan pekeijaan di perkotaan. 
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minan di setiap sektor ekonomi. Dalam kondisi seperti ini kedudukan 
dan mekanisme organisasi hanya dapat beroperasi di sekitar sumber- 
sumber sisa dan bagian terbesar aktivitas yang berdasarkan sumber sisa 
ini adalah: 

Suatu sektor tenaga kerja yang sedang tumbuh dan terkait dengan kebu¬ 
tuhan tingkat pekerjaan aktivitas hegomoni yang telah terorganisasikan 
secara monopolistik, tenaga yang berlebih; sedangkan yang terkait dengan 
tingkat-tingkat menengah yang diorganisir dibawah bentuk kompetisi dan 
konsekuensinya ditandai dengan ketidakstabilan yang permanen dari kele¬ 
mahan perdagangannya dan kedudukan periferalnya, maka tenaga kerja 
semacam ini bersifat mengambang karena tenaga kerja ini cenderung ber¬ 
ganti-ganti pekerjaan, menganggur dan setengah menganggur, mengikuti 
berbagai ketidakpastian yang mempengaruhi tingkat ekonomi. Sebagai con¬ 
toh, tenaga kerja ini benar-benar cenderung dipaksa untuk berlindung di 
dalam karakteristik sebagai ’kutub pinggiran’. Ia berfluktuasi di antara 
sejumlah kedudukan dan hubungan tenaga kerja. Dengan pengertian se¬ 
perti ini, kecenderungan pokok tenaga kerja adalah mengarah kepada 
’marjinalisasi’ dan membedakan dirinya sendiri serta memapankan dirinya 
sendiri dalam ekonomi tersebut (Quijano, 1974: 414-15). 

Jelas, evaluasi terhadap prospek sektor informal dan pilihan kebijakan 
harus bersifat spesifik dan komprehensif dengan memfokuskan pada 
serangkaian aktivitas khusus dan aktivitas- aktivitas yang menyatu serta 
harus mempertimbangkan sepenuhnya jaringan-jaringan dengan sektor 
formal secara khusus. Di samping itu, upaya mengatasi masalah kele¬ 
bihan tenaga kerja di perkotaan dengan mengkonfrontasikan dengan 
prospek keberhasilannya justru akan menarik kaum migran tambahan 
dari berbagai wilayah pedesaan. 25 Masalah pekerjaan di perkotaan tidak 
dapat dipecahkan di arena perkotaan, kecuali masalah tersebut dipu¬ 
tuskan melalui pemecahan hubungan desa-kota. Inilah kebijaksanaan 
yang ada di Afrika Selatan, di Indonesia untuk ibukota Jakarta, dan 
umumnya di negara-negara sosialis. Kebijakan tersebut diimplemen¬ 
tasikan melalui kontrol terhadap migrasi yang dirancang untuk mengu¬ 
rangi perpindahan dari desa ke kota. Sebenarnya, pola universal arus 
jaringan desa-kota telah diubah di Cina, ketika lulusan sekolah mene- 


28 Sabot, (1979:229-48) membahas berbagai pilihan kebijakan atas dasar sisi permin¬ 
taan dan penawaran pasar kerja dengan merujuk pada negara Tanzania. 
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ngah dikirim ke wilayah pedesaan selama Revolusi Kebudayaan. Di 
Kamboja kejadian serupa terjadi ketika rezim Khmer Merah memak¬ 
sakan eksodus dari kota secara besar-besaran. 

Jika ongkos dalam kasus terakhir ini begitu banyak, maka efisiensi 
kontrol terhadap migrasi tersebut sangat terbatas, kendatipun langkah- 
langkah drastis digunakan untuk menekan kaum migran. Separuh peng¬ 
huni kota Soweto dan pinggiran kota Johannesberg Afrika dicatat banyak 
yang bermukim di sana secara ilegal. Sejumlah besar warga negara Uni 
Sovyet diperkirakan telah berpindah ke Moskwa tanpa izin yang sah. Di 
Cina, ratusan ribu lulusan sekolah menengah pulang ke kota mereka 
sendiri. 29 

Ketika arus migrasi dari desa ke kota terus-menerus tanpa halangan 
tidak pernah ada pemecahan terhadap problem pekerjaan yang mem¬ 
pengaruhi pasar kerja di perkotaan, walaupun dengan cara mempro¬ 
mosikan sektor informal. Agaknya isu ketimpangan desa-kotalah yang 
harus diperhatikan. Perhatian ini perlu demi kepentingan jangka pan¬ 
jang dan ketimpangan ini di mana-mana merupakan masalah yang r umi t 
Oleh karena itu bila ada problem pekerjaan di perkotaan, maka problem 
tersebut hanya dapat dipecahkan, di pedesaaan. 


Pasar Kerja yang Terfragmentasi 

Kita telah melihat migrasi dan pasar keija di perkotaan dalam penger¬ 
tian yang sangat luas. Kenyataannya pasar-pasar kerja, sebagaimana 
kebanyakan pasar lainnya, selalu terfragmentasi dengan beragam cara. 
Hal ini jelas dalam term geografis: peluang-peluang yang lebih baik 
cenderung terpusat di wilayah perkotaan sehingga tidak bisa dijangkau 
oleh mereka yang berada di tempat yang jauh. Bahkan dalam satu pasar 
kerja lokal saja, fragmentasi tersebut masih ditemukan. Arus migrasi, 
pada gilirannya, dapat dilihat terdiferensiasi ketika para migran tersebut 


29 Kesulitan batas internasional, meskipun tidak dapat melakukan penetrasi, namun 
tampak sangat efektif dalam migrasi berantai. Kenaikan produktivitas tenag a kerja yang 
pesat di Singapura tidak dicairkan oleh migrasi desa-kota saja, namun ledakan pekerjaan di 
negara pengekspor minyak telah menarik para pekerja asing meskipun rekrutmen merela 
diatur secara khusus. 
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merespons peluang-peluang itu. Dua sumber utama diferensiasi adalah 
stratifikasi dan segmentasi pasar kerja. 

Upah, jaminan kerja, jaminan sosial dan kondisi kerja menstratifika- 
sikan tenaga kerja di perkotaan. Karakter tersebut akan lebih tampak 
bila diterjemahkan dalam cara berpakaian, model transportasi dan peru¬ 
mahan. Pasar kerja tampaknya tersusun dari beberapa tempat yang ber¬ 
beda. Kualifikasi pendidikan formal seringkah menjadi prasyarat untuk 
memasuki berbagai tingkat pasar kerja. Kualifikasi pendidikan dianggap 
terkait dengan syarat fungsional untuk pekerjaan yang ada; tetapi, dibalik 
persyaratan minimum tertentu, kemungkinan ada yang lebih akurat un¬ 
tuk mengetahui prasyarat masuk sebagai suatu fungsi yang dicirikan oleh 
pendidikan untuk lapangan kerja tertentu. Di luar negeri, persyaratan 
pendidikan untuk pekerjaan cenderung lebih tinggi manakala tenaga 
kerja tersebut lebih berpendidikan, sedangkan di dalam negeri, kebu¬ 
tuhan para pelamar kerja itu terus meningkat sepanjang ada ekspansi 
sistem pendidikan yang ada. Oleh sebab itu, ’ijazah’ yang tampaknya 
merupakan bagian yang menentukan dalam hubungannya dengan per¬ 
syaratan kerja fungsional, ternyata menjadi semakin menipis. Sekolah 
dasar, menengah, dan akhirnya pendidikan tinggi mencapai proporsi 
yang lebih besar dari penduduk yang ada. 

Pasar kerja dapat dibandingkan dengan formasi geologis yang tersusun 
dari suatu rangkaian lapisan horizontal yang sangat berbeda. Kesan 
seperti ini sangat berkaitan dengan pola-pola yang dibangun oleh orga¬ 
nisasi-organisasi formal. Dan diskursus publik cenderung terfokus pada 
akses kelompok-kelompok penduduk terhadap pendidikan formal seba¬ 
gai prasyarat untuk memasuki berbagai tingkatan yang ada. Tetapi, pasar 
tidak hanya distratifikasikan, lapisan horizontalnya pun disegmentasikan 
secara vertikal. Di samping hal di atas, terdapat berbagai formasi geologis 
terlepas dari tingkat kontrol yang dilakukan oleh jaringan patron yang 
memberikan akses istimewa kepada kategori-kategori masyarakat ter¬ 
tentu dan menolak akses yang lainnya. 

Dalam bab 3 kita sudah mengetahui bahwa sebagian besar kaum 
migran mengharapkan dan memperoleh bantuan dari kontak-kontak 
perkotaannya. Tuan rumah di kota yang membantu pendatang baru dan 
menyediakaan perumahan, bahkan mungkin merangsumnya memiliki 
alasan yang tepat untuk mencarikan pekerjaan untuk kaum migran ini. 
Dengan demikian, kaum migran yang sudah bekerja di kota memper¬ 
kenalkan kerabat dan orang lain dari kampung halaman mereka kepada 
perusahaan. Para majikan mungkin mendapatkan kenyamanan dari calo 
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yang bersifat kekeluargaan ini dan bahkan sangat menguntungkan. Mere¬ 
ka tahu bahwa keterampilan dan ilmu tidaklah sepenting kuali¬ 
tas-kualitas lainnya, seperti kejujuran, potensi, pelatihan, kelangsungan, 
dan inisiatif. Dalam beberapa kasus, jika menggunakan iklan akan meng¬ 
hasilkan banyak pelamar dengan kualifikasi yang sama. Dalam situasi 
seperti ini, majikan lebih suka menggunakan calo. Dia menyeleksi di 
antara pegawainya satu atau dua orang yang dia percayai dan meminta 
mereka mendatangkan pelamar-pelamar yang tepat serta mentraining 
pelamar tersebut. Calo tadi akan mencari famili dekat sebagai calon yang 
cocok dan mencatatnya dalam daftar khusus. Calo tadi dapat melatih 
para calon tersebut bagaimana caranya mengisi formulir-formulir la¬ 
maran dan bagaimana caranya menjawab wawancara. Hubungan yang 
kompleks dan khusus lantas tumbuh antara majikan, calo, dan calon 
pegawai dalam suatu perusaahaan atau sejenisnya. Calo tersebut telah 
me nin g katka n posisi sosioekonomi kelompok kerabatnya tadi dan posisi 
dirinya sendiri sehingga rekrutmen tersebut menciptakan pengaruh dan 
majikan dapat menggunakan pengaruh kepada pegawainya melalui calo 
tadi (ILO, 1972:509-10). Dalam perdagangan berskala kecil, para pemi¬ 
lik sendiri mungkin memperkenalkan keluarga dan orang sekampungnya 
ke dalam perdagangan mereka. 

Disebabkan oleh pola-pola rekrutmen yang bersifat partikularistik ini, 
kaum migran pedalaman cenderung berkumpul dalam pekeijaan dan 
perdagangan tertentu. Dalam survei atas 14 desa di Jawa Barat, Indo¬ 
nesia, Hugo (1977) mendapatkan dua kategori pekerjaan yang didefi¬ 
nisikannya secara sempit di kalangan migran yang berasal dari satu 
pedesaan; tercatat kira-kira lebih dari 2/5 sampai 4/5 kaum migran dan 
migran pulang-pergi (tabel 4.1). Di Accra tahun 1950-an, pasar timah 
dikuasai oleh kaum migran dari satu desa yang jauh dari Nigeria (Rough, 
1956). Dan kaum migran dari masyarakat Mexicacan terlibat dalam 
penjualan barang-barang manufaktur dan es krim di seluruh Meksiko 
(Roli Wagen, 1971). 
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Tabel 4.1 

Kelompok pekerjaan kaum migran dan migran pulang-pergi dari 14 
desa di Jawa Barat yang bekerja di daerah perkotaan, 1974. 


De¬ 

sa 

jumlah migran 
dan yang pu¬ 
lang-pergi 

Pekerjaan yang 
paling umum 


Proporsi kaum mi¬ 
gran dan yang pu¬ 
lang-pergi pada pe¬ 
kerjaan yang pa¬ 
ling umum kedua 


dalam 
dua pe¬ 
kerjaan 




<%) 


{%) 

<%) 

1 

74 

Penjaja kacang 

65 

pemerintah/AB 

15 

80 

II 

55 

Penjaja ma¬ 
kanan/rokok 

35 

Buruh harian 

22 

57 

III 

91 

Penjaja ma¬ 
kanan 

43 

pedagang per¬ 
mata 

21 

64 

IV 

70 

Tukang becak 

57 

buruh harian 

16 

74 

V 

82 

Tukang becak 

41 

buruh pabrik 

34 

75 

VI 

100 

Buruh 

35 

pegawai rumah sa¬ 
kit 

13 

48 

VII 

87 

Penjaja minyak ta¬ 
nah 

32 

pembantu rumah 
tangga 

15 

47 

VIII 

77 

Pegawai ban¬ 
dara/hotel 

32 

pembantu rumah 
tangga 

10 

42 

IX 

87 

pedagang 

rongsokan 

60 

pemerintah/AB 

12 

72 

X 

88 

Supir 

27 

pemerintah/AB 

26 

53 

XI 

87 

Tukang becak 

38 

Buruh bangunan 

20 

58 

XII 

92 

Tukang kayu 

49 

Pemerintah/AB 

28 

28 

XIII 

99 

Tukang cukur 

31 

pengrajin bambu 

20 

51 

XIV 

104 

Penjaja roti 

42 

Supir 

32 

32 


Sumber: Hugo (1977:64). Dicetak kembali atas izin editor, Buletin Kajian 
Ekonomi Indonesia, dan pengarang. 

Karakter pasar kerja di perkotaan yang terfragmentasi semacam ini pada 
gilirannya mempengaruhi susunan arus migran. Peran syarat-syarat pen¬ 
didikan formal dalam skrining untuk masuk dalam strata yang lebih 
terhormat memberikan motivasi kepada orang tua di daerah pedesaan 
dan kota-kota kecil untuk mengupayakan pendidikan yang maksimum 
bagi anak-anak mereka. Bagi mereka yang telah mencapai pendidikan 
tinggi tidak akan mengalami keraguan, sebab peluang yang menarik 
menanti mereka di kota. Sedangkan yang lainnya, walaupun kurang 
beruntung, tetap merasa yakin akan masa depannya. Sebab kontak mere- 
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ka memberi akses yang istimewa terhadap peluang khusus dalam eko¬ 
nomi perkotaan. 30 

Diferensiasi pasar kerja perkotaan yang bersifat vertikal dan hori¬ 
zontal tercermin dalam arus kaum migran. Jika prospek mereka secara 
luas beragam, prospek tersebut paling tidak masuk akal untuk diru¬ 
muskan dengan baik bagi banyak orang. Integrasi kaum pendatang baru 
ke dalam pasar kerja dengan demikian menjadi mudah. Ketidakpuasan 
terhadap diskriminasi tidaklah mengkristal sejauh kriteria untuk akses 
yang istimewa tersebut beragam dari satu peluang ke peluang berikutnya. 
Bagaimanapun juga, dibanyak negara fragmentasi pasar kerja yang cukup 
luas tampaknya merupakan perlindungan eksklusif terhadap ras, etnis, 
agama, atau kelompok politik. Tentu saja situasi seperti ini akan mem¬ 
bentuk garis konflik politik yang beragam. 


30 Di mana sebuah kelompok secara efektif mengontrol ikatan itu, maka anggota- 
anggotanya dapat mempertahankan pola migrasi musiman, karena mereka saling berganti 
pekeijaan. Lihat misalnya, Jellinek (1978 tentang penjual es kaki lima di Jakarta dan 
Stretton (1979:278). 
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5 

PERUMAHAN 

KELOMPOK MISKIN PERKOTAAN 


ERUMAHAN merupakan dimensi kemiskinan yang paling nyata. 
Barangkali itulah sebabnya mengapa perumahan mewakili masalah yang 
bersifat emotif di berbagai kota Dunia Ketiga. Pandangan beribu-ribu, 
bahkan berjuta-juta orang yang hidup berhimpitan di tempat kumuh 
dengan fasilitas minim menggugah para politisi dan pemerintah untuk 
bereaksi. Pada bab ini, saya mengulas kondisi perumahan yang dihunj 
orang-orang berpendapatan rendah dan perubahan kebijakan peme¬ 
rintah menyangkut masalah tersebut. Begitu orang-orang miskin ber¬ 
hasil membangun rumah sendiri, apa prioritas utama mereka, dan bagai¬ 
mana mereka mengatur prioritas-prioritas tersebut? Seberapa jauh ke¬ 
berhasilan perumahan swadaya itu dibatasi oleh kondisi struktural kota 
Dunia Ketiga? Seberapa jauh terjadi perbaikan kondisi perumahan di 
perkotaan? Bagaimana pemerintah bersikap terhadap persoalan peru¬ 
mahan ini, dan apa alasan di balik kebijakan-kebijakan itu? Seberapa 
jauh pemerintah bertindak demi kepentingan kelompok miskin dan 
seberapa jauh kebijakan-kebijakan tersebut memperburuk kondisi 
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perkotaan? Dengan mempersoalkan masalah-masalah ini, saya berharap 
mampu menjelaskan kondisi perumahan perkotaan di Dunia Ketiga, 
bukan hanya bersilat deskriptif, tetapi juga menjelaskan mengapa kon¬ 
disi-kondisi seperti itu teijadi. 


Dimensi-dimensi Kemiskinan 

Mudah sekali menunjukkan dampak kemiskinan perumahan di seba¬ 
gian besar negara Dunia ketiga. Dalam indeks penyediaan jasa, kepa¬ 
datan keluarga, atau kualitas fisik, mayoritas penduduk perkotaan hidup 
dalam standar yang jelas tidak bisa diterima jika diban dingkan dengan 
gaya hidup di sebagian besar masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Di 
India, lebih dari separoh keluarga perkotaan menempati satu kamar , 
dengan rata-rata perkamamya dihuni oleh 4,4 orang (Rosser, 1972). Di 
Bombay, 77 % keluarga dengan rata-rata 5,3 orang berada dalam satu 
kamar (Misra, 1978:375-5), dan di tempat lain orang-orang terpaksa tidur 
di trotoar pada malam hari (Ramachandran, 1974). Di Ghana, kepadatan 
ruang berkisar dari 2,5-3,2, misalnya di kota Takoradi, Kumasi, Accra 
(Hinderink dan Sterkenburg, 1975). 

Dari sudut pandang penyediaan jasa, situasinya betul-betul menye¬ 
dihkan. Di Jakarta hanya ada 8% rumah yang disuplai listrik dan air pada 
tahun 1969, dan 76% tidak mempunyai fasilitas tersebut (Oliver, 1971: 
66). Di Cape Coast, Gana terdapat 73% rumah yang keku rangan air dan 
25% kekurangan listrik (Hinderink dan Stemburg, 1975:293). Di Brazil 
tahun 1970, terdapat 47% perumahan Recife kekurangan saluran air dan 
Greater Sao Paulo kekurangan 41% (IBGE, 1970). Di Calcutta, 77% dari 
seluruh keluarga berbagi WC dengan keluarga lainnya, dan lebih dari 10 
% tidak memiliki fasilitas sama sekali (Lahiri, 1978). Di kota Bue- 
na-ventura, Kolombia, terdapat 86% keluarga kekurangan air pada ta¬ 
hun 1964 dan 84% kekurangan listrik (DANE, 1967). 

Saya dapat melanjutkan daftar ini, tapi tingkat penggabaian sudah 
lebih dari jelas. Namun saya akan menggunakan ruang ini untuk mena¬ 
warkan suatu peringatan bahwa tiga pokok persoalan ini perlu dikem¬ 
bangkan lagi dalam mengevaluasi data. Pertama, fasilitas di kota-kota 


1 Benua Cape secara relatif keberadaannya baik menurut standar negara Afrika, 
meskipun gambaran tersebut sebenarnya rendah. 
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Dunia Ketiga dibandingkan dengan fasilitas di desa masih lebih layak. Di 
Malaysia misalnya, 61% warga kota tidak memiliki toilet di dalam rumah¬ 
nya, sedangkan proporsi pedesaan ada 91%; meskipun ada 17% peng¬ 
huni perkotaan yang kekurangan suplai listrik, namun di pedesaan 69% 
(Wegelin, 1977:61). Di Kolombia hanya ada 11% dari keluarga di perko¬ 
taan yang kekurangan air minum dan listrik pada tahun 1973, sedangkan 
di wilayah pedesaan terdapat 71% dan 86% (DANE, 1977). Meskipun 
perbandingan dalam kondisi perkotaan tidak layak, namun ini tidak 
memperingatkan reaksi yang berlebih-lebihan dari apa yang disebut 
kemelaratan perkotaan dan mengimpikan kembali kehidupan pedesaan. 
Jika pelayanan di perkotaan secara keseluruhan tidak memadai, maka 
sebagian yang ada di pedesaan jauh lebih buruk. 

Keberatan yang kedua adalah bahwa sebagian besar kriteria yang kita 
pergunakan untuk menentukan kondisi perumahan di negara- negara 
miskin benar-benar bersifat subyektif dan etnosentris. Walaupun orang- 
orang miskin di India tidak memiliki toilet di rumah mereka, mungkin 
mereka melihat kekurangan itu dengan cara katalisme yang sama seba¬ 
gaimana di Eropa atau di Amerika Utara. Keluarga-keluarga yang tidak 
terbiasa dengan barang-barang ’mewah’ seringkali memandang bahwa 
kebutuhan dasar mereka berbeda. Bagi kebanyakan negara miskin di 
Dunia Ketiga, standar ’kita’ seringkali tidak relevan, sebab negara-negara 
tersebut lebih mementingkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Bagi se¬ 
buah keluarga miskin, makanan itu lebih penting daripada rumah, khu¬ 
susnya ketika musim kering atau musim hujan. Pentingnya keberatan ini 
semakin jelas ketika kita berbicara tentang norma-norma arsitektur dan 
kelengkapan perumahan rakyat. Tetapi kebutuhan golongan miskin, 
atau setidaknya urutan prioritas mereka, seringkali disalahpahami oleh 
para profesional, apalagi oleh mereka yang jauh lebih makmur di negara- 
negara maju. 

Ketiga, kebijakan-kebijakan menyangkut kondisi perumahan hen¬ 
daknya juga mempelajari perbedaan kondisi-kondisi budaya, sosial, dan 
lingkungan di kota-kota Dunia Ketiga. Mereka yang membedakan kon¬ 
disi-kondisi di kota-kota besar dan kecil perlu memahami dulu bahwa 
manifestasi-manifestasi kemiskinannya juga berbeda. Di kota-kota be¬ 
sar, kondisi perumahan miskin tampaknya merupakan representasi dari 
tingginya proporsi-proporsi kehidupan masyarakat yang tinggal satu 
kamar dengan membayar sewa yang mahal. Pekerjaan dan pelayanan 
bebas tersedia di wilayah-wilayah pusat kota, tetapi kamarnya sangat 
mahal. Di kota-kota kecil, permasalahan yang terjadi sebaliknya. Perbe- 
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daan wilayah merupakan hal yang penting dalam perbandingan interna¬ 
sional. Di banyak kota Afrika dan Asia, menyewa sebuah rumah lebih 
lazim daripada di kota-kota Amerika Latin; di Lagos dan Bangkok, 
sebagian besar keluarga yang ada menyewa kamar-kamar (Achujnine 
Obi, 1979; Romm, 1973). Dalam konteks Amerika Latin, tingkat sewa 
yang tinggi mungkin dianggap merugikan, tetapi dalam situasi yang 
berbeda mungkin tidak, sebab keadaan ekonominya mungkin lebih pa¬ 
rah. Peil (1976;1981) dan Muench (1978) mencatat bahwa para penyewa 
di Afrika Barat dan Kampala lebih miskin daripada pemiliknya. Dalam 
beberapa kasus, para penyewa tidak membeli rumah di kota, sebab 
mereka mempunyai keinginan untuk kembali ke kampung halaman. Di 
sisi lain, mereka lebih suka menginvestasikan surplus pendapatan dalam 
bentuk bisnis untuk menghindari tanggung jawab pemilikan rumah, atau 
untuk memaksimalkan mobilitas kewargaan mereka sendiri (Muench, 
1978). Sejalan dengan itu, penyewaan tidak seeksploitatif di negara 
maju. 

Seringkali, sebagaimana terjadi di Lagos dan Bucaramanga, Kolom¬ 
bia, para pemilik bertempat tinggal di tempat yang sama dan menye¬ 
wakan rumah kepada keluarga mereka yang lebih miskin dengan harga 
sewa relatif rendah (Peil, 1981; Edwards dan kemudian Marris, 1979; 
426). Standar-standar bangunan fisik yang sama harus diteliti secara 
seksama. Bukan suatu kebetulan bila sebagian besar gambaran kondisi 
perumahan yang buruk tersebut diambil di negara-negara beriklim pa¬ 
nas. Di mata sebagian besar orang Eropa, sebuah rumah bambu lebih 
buruk dibandingkan dengan rumah bata; dan rumah kayu lebih buruk 
daripada rumah semen. Seandainya cerita tentang tiga anak babi ditulis 
oleh orang Afrika, cerita itu akan berakhir dengan cara yang berbeda. Di 
negara yang beriklim panas, rumah dari kayu dan bambu sudah memadai, 
tetapi bangunan itu tampak terlalu sederhana jika dibangun di kota-kota 
beriklim sedang sekalipun menggunakan batu-bata, seperti Quito, La 
Paz, atau Buenos Aires. Seperti dinyatakaan Peil (1976), di negara- 
negara beriklim panas tingggal di luar rumah seringkali lebih menye¬ 
nangkan. Beberapa faktor lokal harus pula dipertimbangkan secara jeli 
di saat membuat perbandingan lintas negara di Dunia Ketiga. Pada saat 
yang sama, korelasi positifyang muncul antara tingkat kekayaan nasional 
dan kualitas perumahan berarti ada proporsi warga kota miskin yang 
lebih tinggi di Asia dan Afrika dibandingkan dengan Amerika Latin. 
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Kemungkinan selanjutnya, kota miskin di Asia dan Afrika berada 
dalam kondisi yang lebih buruk daripada di negara-negara Amerika 
Latin. Misalnya, standar fasilitas di Amerika Latin lebih baik daripada 
di negara-negara Afrika atau Asia. Di kota-kota Amerika Latin, go¬ 
longan miskin harus menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan 
listrik atau saluran air minum, kendatipun fasilitas-fasilitas lain juga 
tersedia. Sebaliknya golongan miskin di negara-negara Asia dan Afrika 
tidak mendapat fasilitas seperti itu. Variasi seperti ini sebagian besar 
karena perbedaan tingkat kesejahteraan nasional dan perkotaan. Kota- 
kota seperti Sao Paulo atau Buenos Aires, tempat terpusat proporsi 
terbesar seluruh kekayaan negara, secara alami memiliki kondisi yang 
lebih baik daripada kota-kota di Afrika. Walaupun fasilitas-fasilitas dan 
sumberdaya secara tidak proporsional terkonsentrasi di wilayah peru¬ 
mahan berpendapatan menengah dan atas, bahkan kelompok miskin di 
Amerika Latin memperoleh keuntungan dari tingginya tingkat sumber¬ 
daya nasional dan perkotaan. 

Organisasi masyarakat merupakan bahan pertimbangan yang vital. 
(Acosta dan Hardoy, 1972). Tetapi, sebagaimana akan diakui pertama 
kali oleh para pemimpin, kalau sumberdaya memang terbatas, sedikit 
yang bisa dilakukan. 


Rasionalitas di Kalangan Kelompok Miskin 

Perbedaan kondisi perumahan di kota-kota Dunia Ketiga merupakan 
fungsi perbedaan tingkat pendapatan perkapita, distribusi kesejahte¬ 
raan, standar pertumbuhan kota, dan bentuk pengorganisasian masya¬ 
rakat. Tapi hal tersebut juga mencerminkan perbedaan respons kelom¬ 
pok miskin di tiap-tiap kota. Respons-respons semacam itu akan berubah 
secara dramatis sesuai dengan harapan golongan miskin terhadap pe¬ 
luang-peluang kehidupannya, cara pandang mereka, alasan-alasan mere¬ 
ka, seperti jenis perumahan yang mereka inginkan dan tingkat pengor¬ 
ganisasian perbaikan perumahan mereka. Sulit bagi golongan miskin 
untuk lepas dari kemiskinan. Tetapi, di dalam keterbatasan-keterbatasan 
yang akan kita bahas, respons kelompok miskin terhadap kemiskinan 
itu bersifat rasional, inovatif dan bahkan lebih dapat diterima. 

Mungkin tidak ada dua orang yang memainkan peran yang lebih besar 
dalam menarik perhatian kita pada rasionalitas kelompok miskin berke¬ 
naan dengan situasi perumahan mereka kecuali Mangin (1967) dan 
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Tumer (1967,1969). Dalam karya tentang Peru, mereka memaparkan 
bahwa gubuk yang sering digambarkan sebagai puncak kondisi 
kehidupan miskin , seringkali merupakan basis pemukiman yang me¬ 
madai. Mereka tidak memiliki fasilitas sama sekali. Gubuk-gubuk ter¬ 
sebut merupakan fondasi yang menguntungkan, lebih baik, atau lebih 
bersifat inovatif, dan dipandang sebagai jalan keluar dari kemiskinan 
mereka. Di lingkungan yang mendukung, golongan miskin tersebut dapat 
membangun rumah-rumah yang luas dan memadai. 

Namun, Tumer dan Mangin tidak hanya menunjukkan bahwa dengan 
kerja lembur banyak keluarga miskin mampu mengkonsolidasikan peru¬ 
mahan mereka, tetapi juga menjelaskan bahwa reaksi golongan miskin 
terhadap kemiskinan bersifat rasional dan keluarga-keluarga miskin 
tersebut memahami cara yang tepat untuk memperbaiki kondisi kehi¬ 
dupan mereka sendiri. Argumentasi semacam ini secara diametral berla¬ 
wanan dengan kebijakan-kebijakan konvensional dewasa ini yang sering 
dikemukakan oleh Oscar Lewis. Konsep Lewis (1966) tentang ’budaya 
kemiskinan’ sangat populer. Pandangan ini menekankan gagasan bahwa 
golongan miskin itu menjadi miskin karena mereka memang miskin. 
Anak-anak makan tidak layak, menerima pendidikan yang minim, dan 
menerima anggapan keluarga atau teman sejawat bahwa ke miskinan 
sebagai suatu keniscayaan. Sebagaimana dicatat Portes (1972:269), kon¬ 
sep tersebut berusaha ’untuk menunjukkan situasi tempat masyarakat 
telah terjerat dalam lingkungan sosial yang ditandai oleh apatis, fata¬ 
lisme, kurang aspiratif dan keprihatinan eksklusif yang terkait dengan 
kepuasaan sepintas dan seringkali membenarkan perilaku kejahatan’. 
Pandangan ’budaya kemiskinan’ terhadap kelompok miskin berlang¬ 
sung sampai saat ini di kalangan kelompok-kelompok berpendapatan 
tinggi. 

Pandangan ini terus berlangsung, mungkin karena pandangan ini 
sangat sesuai dengan kelompok kaya; dengan implikasi kemiskinan me¬ 
rupakan kesalahan kelompok miskin itu sendiri. Dalam pengertian itu, 
budaya kemiskinan berfungsi sebagai ’sarana untuk menafsirkan realitas 
sosial dalam bentuk yang melayani kepentingan-kepentingan sosial me¬ 
reka yang berkuasa’ (Perlman, 1976; 247). Tetapi, betapapun cocoknya 
penjelasan itu, basis realitasnya kecil sekali. Mangin dan Tumer telah 
menunjukkan bagaimana golongan miskin itu merespons secara jeli dan 
rasional berbagai pilihan dan peluang yang terbuka untuk mereka dalam 
situasi perumahan golongan miskin itu. Walaupun tidak diragukan lagi 
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golongan miskin mampu memberikan sumbangan seketika terhadap 
kemiskinan mereka, penyebab kemiskinan itu di luar kontrol mereka. 
Golongan miskin itu tidaklah terpisahkan dari bagian masyarakat yang 
lain. Dalam pernyataan Perlman (1976:234), ’ pendek kata, golongan 
miskin itu memiliki aspirasi sebagaimana golongan borjuis, keteguhan 
hati seperti para pioner dan memiliki nilai-nilai seperti kaum patriot. 
Apa yang tidak mereka punyai adalah peluang-peluang untuk memenuhi 
aspirasi-aspirasi mereka’. 

Penolakan terhadap mitos, seperti ’budaya kemiskinan’ secara ber¬ 
angsur-angsur mengarah kepada perubahan kebijakan tentang peru¬ 
mahan. Jika golongan miskin dianggap tidak mampu membantu dirinya 
sendiri, maka mereka seharusnya dibantu. Dalam konteks perumahan, 
kecenderungan ini berarti, hanya pemerintah sajalah yang mampu mem¬ 
bangun perumahan yang layak bagi golongan miskin. Sebaliknya, reko¬ 
mendasi kebijakan pokok karya Turner, pemerintah sebaiknya mem¬ 
bantu golongan miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Reko¬ 
mendasi semacam ini memiliki nilai lebih, di mana perumahan swadaya 
seringkah menciptakan perlindungan yang lebih baik daripada peru¬ 
mahan yang dibuatkan oleh pemerintah, dan hal itu terjadi hanya mana¬ 
kala golongan miskin tersebut memahami peranannya bahwa perumahan 
merupakan bagian dari kehidupan mereka. Sebaliknya, para arsitek se¬ 
ringkah sangat terjerat dengan ide mereka sendiri dan seringkah pan¬ 
dangan mereka salah mengenai apa yang dikehendaki oleh golongan 
miskin. Secara meyakinkan Turner menyatakan bahwa para arsitek itu 
terlalu yakin pada gagasan bahwa perumahan yang baik merupakan 
tujuan. Tempat berteduh tidak bisa ditentukan hanya dari segi, apakah 
ia memiliki atap yang baik, air ledeng yang memadai, atau bisa memu¬ 
askan standar-standar penguji dari fakultas arsitektur. Walau tidak dira¬ 
gukan lagi, dalam dunia ideal, kebanyakan rumah besar dirancang dan 
dilengkapi secara baik, namun dalam kondisi miskin kriteria yang lain 
lebih penting. Kriteria itu adalah apakah perumahan itu cocok untuk 
kebutuhan keluarga miskin tertentu. Turner (1976) menunjukkan pi¬ 
lihan-pilihan yang dihadapi oleh dua keluarga Meksiko. Ia memban¬ 
dingkan situasi yang dihadapi oleh keluarga yang hidup dalam rumah 
yang secara arsitektural memuaskan dengan sebuah keluarga yang hidup 
dalam kondisi miskin. Dari sudut arsitektur, rumah pertama yang ber¬ 
tembok lebih baik karena rumah tersebut berbentuk modern dan dileng¬ 
kapi dengan berbagai fasilitas. 
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Sayangnya, akibat pindah dari tempat tinggal semula, pendapatan 
pokok keluarga berumah tembok tadi tidak lagi mencukupi. Nyatanya, 
pendapatan keluarga itu tidak memadai untuk menutupi biaya-biaya 
rumah modern yang sudah lama mereka idam-idamkan. Kira-kira 55% 
dari jumlah total pendapatan keluarga saat ini dihabiskan untuk merawat 
rumah dan membayar fasilitas-fasilitas dibanding dengan hanya 5% 
sebelumnya. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, ’kualitas’ rumah 
menjadi tidak relevan. 

Sebaliknya, ’gubuk-gubuk pelindung’ yang dibuat oleh para pemulung, 
walaupun tidak menawarkan apa-apa dari sudut arsitektur, ternyata 
mampu menyatukan pendapatan keluarga mereka. Nyatanya gubuk ter¬ 
sebut betul-betul memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga 
pada saat pekerjaan sebagai pembersih mobil tidak memberi keuntungan 
lagi. Karena gubuk itu berada di kebun belakang orang kaya yang baik 
hati, yang rumahnya menyediakan fasilitas yang digunakan oleh keluarga 
tersebut, maka keluarga-keluarga miskin tersebut tidak mengalami pen¬ 
deritaan seperti yang dialami kebanyakan pemukim liar. Bila keluarga 
miskin tadi masih muda dan sehat, mereka akan mendapatkan kesem¬ 
patan yang baik untuk mendapatkan ramah yang memadai di masa 
mendatang. 

Pokok perbandingan Turner bukanlah untuk membenarkan pera¬ 
mahan yang buruk, tetapi untuk memaparkan kesia-siaan orang-orang 
miskin tinggal di bangunan-bangunan dengan arsitektur berstandar ting¬ 
gi. Rumah-rumah yang baik tidak harus dirancang atas dasar asumsi apa 
yang seharusnya dibutuhkan, tetapi harus fleksibel sehinggga golongan 
miskin mampu memenuhi kebutuhannya. 

Dalam tulisan sebelumnya (1972), Turner berpendapat bahwa semua 
keluarga miskin itu memiliki tiga kebutuhan dasar; keamanan, identitas, 
dan kesempatan. Masing-masing kelompok pendapatan dalam sebuah 
kota cenderung berbeda dalam mengelola masing-masing kebutuhan itu. 
Dalam konteks perumahan, nilai bagi golongan miskin mendekati peker¬ 
jaan yang tidak membutuhkan keterampilan (kesempatan), lebih tinggi 
daripada pemilikan (keamanan) atau pun standar kualitas ramah yang 
tinggi (identitas). Sebaliknya, keluarga berpendapatan menengah lebih 
memprioritaskan pada ramah dan perabotan yang ’berstandar modern’ 
daripada sekedar kedekatan. Implikasi-implikasi kebijakan ini, kebu¬ 
tuhan golongan miskin biasanya dipahami secara buruk sekali oleh pe¬ 
merintah dan oleh karena itu perumahan yang disediakan oleh mereka 
tidak memadai. Yang lebih baik, menurut Turner, adalah memberikan 
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kepada golongan miskin itu fleksibelilitas yang lebih luas untuk meran¬ 
cang dan membangun perumahan mereka sendiri. Ini bukan berarti 
merekomendasikan agar setiap keluarga membangun rumah mereka 
sendiri, tetapi agaknya sebagai jalan tengah antara pendekatan aris¬ 
tokrasi dari pengusaha berskala besar, khususnya pemerintah, dengan 
pendekatan anarkhi yang mengizinkan setiap keluarga miskin untuk 
membangun rumah mereka sendiri (Turner, 1976). Dengan memberikan 
pilihan yang lebih besar pada tiap-tiap keluarga untuk merancang dan 
menentukan lokasi rumahnya, maka penyatuan dengan kebutuhan me¬ 
reka itu akan lebih dekat lagi. Kritik pokok dari pandangan ini bukan 
karena golongan miskin itu sendiri, atau golongan kaya tidak mampu 
menentukan kepentingan-kepentingan sendiri, tapi kondisi yang mem¬ 
buat pilihan itu menjadi terbatas. 

Misalnya, kita berpendapat bahwa keluarga-keluarga memutuskan 
pilihan antara menyewa akomodasi yang dekat dengan tempat kerjanya 
dan membangun rumah mereka sendiri di wilayah pinggiran (lokasi 
’konsolidator’ klasik). Tidak diragukan lagi bahwa keluarga-keluarga 
yang memiliki pendapatan cukup dapat menentukan secara tepat mana 
dari dua alternatif tadi yang lebih mereka sukai. Tetapi, tentu saja keba¬ 
nyakan keluarga yang menyewa tidak memiliki alternatif. Satu-satunya 
kemungkinan hanyalah bermukim saja di rumah-rumah yang mereka 
anggap murah dan terjangkau. Bagi yang sudah tua, lemah dan sangat 
miskin, tidak dapat menggunakan apa-apa, sebab yang digunakan untuk 
itu telah dibatasi oleh tingkat pendapatan dan keadaan pasaran rumah 
di dalam kota. 

Argumentasi yang sama bisa diperluas pada perbandingan lintas bu¬ 
daya. Seperti kita ketahui, keseimbangan antara perumahan sewaan, 
perumahan spontan, dan perumahan konvensional sangat bervariasi di 
berbagai kota, walaupun dalam negara yang sama, tapi lebih menonjol 
dalam perbandingan antar benua. Pada tingkatan tertentu, fakta bahwa 
lebih banyak keluarga Afrika Barat menyewa rumah di wilayah perko¬ 
taan adalah masalah pilihan. Tetapi, yang jelas tersedianya akomodasi 
sewaan yang memadai, kemudahan menempati lahan, harga bahan-ba¬ 
han bangunan, ukuran kota, kemudian masalah hambatan transportasi, 
semuanya ini lebih merupakan faktor yang ditentukan oleh pengor¬ 
ganisasian masyarakat daripada oleh keluarga-keluarga itu sendiri. Fakta 
bahwa golongan miskin di Lima berbondong-bondong menginvasi lahan 
yang ada, sedangkan golongan miskin Bogota membeli tanah, dan di 
Lagos mereka mampu menyewa akomodasi hanya sebagian saja karena 
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perbedaan kesukaan. Yang lebih penting lagi adalah kondisi-kondisi 
struktural yang membatasi pilihan mereka. 

Inti pendapat saya adalah golongan miskin secara individu, rasional 
mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Pada saat yang 
sama, kemiskinan dan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh mereka di 
sebagian besar kota Dunia Ketiga, secara efektif mampu membatasi 
pilihan-pilihan mereka. Tentu saja, semua pilihan kita dibatasi oleh 
sesuatu, tetapi kondisi-kondisi yang ditemukan di Calcutta atau di Kin- 
shasa sangat keterlaluan. 

Dalam kondisi seperti itu, golongan miskin tersebut tidak memilih 
lokasi, tetapi didorong ke dalam akomodasi yang tersedia. Satu- satunya 
alternatif jangka panjang apakah rangkaian pilihan tersebut diperluas 
dengan cara menaikkan tingkat pendapatan atau dengan perubahan 
pasar perumahan atau tanah. 


Karakter Perumahan Spontan 

Rumah gubuk di sebuah bukit bukanlah satu-satunya bentuk peru¬ 
mahan yang paling jelek di beberapa kota Dunia Ketiga. Pada saat yang 
sama, bentuk prinsipiil dalam pengertian bahwa sebagian besar pemilik, 
penghuni dan penyewa tinggal di perumahan yang dimulai sebagai ben¬ 
tuk akomodasi spontan. Tetapi argumentasi semacam ini menimbulkan 
pertanyaan mendasar: yaitu, apa yang dimaksud dengan perumahan 
spontan itu? 

Tampaknya ini bukan suatu yang mudah dijawab. Drakakis Smith 
(1981; 1976b:297) berpendapat bahwa 'definisi yang paling bisa diterima 
terletak pada ketidaklegalan penempatan tanah, rumah atau keduanya’. 
Pernyataan yang sama dinyatakan oleh Leeds (1969:44) bahwa 'satu- 
satunya keseragaman yang mengidentifikasi adalah asal-usulnya yang 
tidak teratur dan tidak legal dengan invasi terorganisir dan karena status 
hukum yang samar-samar sebagai pemukim terus berlangsung’. Tetapi 
definisi ini sulit mencakup adanya kasus golongan miskin yang mampu 
membeli tanah di mana mereka mampu membangun pemukiman me¬ 
reka. Walaupun pembelian mengikuti prosedur yang wajar, tetapi tanah 
tersebut sulit mendapatkan izin dari penguasa kota karena fasilitas yang 
tidak memadai, tata letak fisiknya, ciri pemi l ikannya, atau lo kas inya di 
luar wilayah kota. Pemukiman semacam ini terwakili dengan baik di 


116 URBANISASI DAN KEMISKINAN 



Delhi (Bose, 1973), mayoritas wilayah berpendapatan rendah di Bogota, 
wilayah-wilayah subtansial di Mexico City, subdivisi terselubung (Losada 
dan Gomes, 1976; Ward, 1976a). Jika Doebele (1975) benar dalam 
keyakinannya bahwa lebih banyak keluarga di kota-kota miskin membeli 
tanah, maka definisinya harus mencakup jenis jual-beli semi legal. Se¬ 
jalan dengan itu, definisi ini harus pula mencakup praktek-praktek 
umum di beberapa bagian Afrika dan Melanesia dalam mendapatkan izin 
dari pemerintahan lokal atau kepala-kepala suku untuk mendapatkan 
akses ke lahan komunal (Peil, 1976; Doebele, 1978). 

Sebagai tambahan, tidak hanya orang-orang miskin saja yang me¬ 
nempati tanah yang tidak sah. Di San Salvador misalnya, kendatipun 
sedikit sekali pemukiman mereka yang berpendapatan rendah diakui 
oleh badan tata kota, tetapi sebagian besar pemukiman berbagi situasi 
ilegalnya dengan Colonia Escalon, pemukiman termewah kelompok 
kelas atas pinggiran kota (White, 1975). 

Definisi umum lainnya tentang perumahan dengan pendapatan ren¬ 
dah, perumahan itu dibangun secara mandiri. Walaupun sebagian besar 
masyarakat sepakat bahwa cara mandiri merupakan hal yang vital dalam 
membangun perumahan spontan, tetapi perumahan ini tidak memadai, 
tanpa kualifikasi, karena sedikit golongan miskin tersebut membangun 
sendiri perumahan mereka. Biasanya mereka meminta bantuan dari 
tetangga yang mempunyai keahlian membuat fondasi, menata batu-bata, 
meletakkan kerangka bangunan, dan memasang instalasi listrik. Bahkan 
Turner (1969:525) mencatat bahwa di kota Lima, golongan miskin se¬ 
ringkah membangun rumahnya. Hanya seperempat sisanya diborongkan. 
Meskipun estimasi ini tampak tinggi untuk pemukiman yang berpen¬ 
dapatan rendah di Bogota, tetapi inti persoalan ini logis. 2 

Jelas, definisi yang memadai bukan ilegalitas, bukan pula keman¬ 
dirian. Kita juga tidak dapat mendasarkan pendapatan sebagai definisi 
yang akurat dalam permasalahan pemukiman spontan ini, karena banyak 
penduduk perkotaan yang paling miskin bertempat tinggal di tempat 
yang usang, yang sekarang ini telah rusak, tetapi secara konvensional 


2 Suatu laporan berdasarkan wawancara dengan 160 responden di empat wilayah peru¬ 
mahan spontan di Bogota sebagai bagian dari proyek 'Public Intervention, Housing and 
Land Use in Latin American Cities’ dipimpin oleh Alan Gilbert dan Peter Ward. Oleh 
karenanya, proyek ini akan disebut PIHLU. Pemukiman spontan mengandung komponen 
penting dan terkadang keahlian yang memadai, bahkan, pekerja yang profesional (Moser). 
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riihnngnn pemukiman untuk kaum elit. Selama ini, pola-pola kota di 
Amerika Latin dan Afrika Utara telah menjadi milik orang kaya yang 
pindah dari wilayah sentra ke pinggiran kota (Amanto, 1970; Sargent, 
1972; Blake dan Lawless, 1980). Pemukiman mereka yang dulu sudah 
didiami oleh keluarga-keluarga kelas menengah dan terkadang diba¬ 
gi-bagi untuk ditempati golongan miskin. Di kota-kota lain, seperti 
Kolombo dan Mesrico City, para kontraktor yang bersifat spekulatif telah 
membangun perumahan-perumahan murah untuk disewakan kepada 
golongan miskin (Drakakis-Smith, 1981; Ward, 1976a). Tentu saja, kita 
tidak dapat mendefinisikan para pemukim spontan dengan cara menge¬ 
lompokkan mereka dengan pendapatan tertentu, sebab golongan miskin, 
ba gaimana pun definisinya, juga meliputi penyewa. Selanjutnya, mes¬ 
kipun para pemukim spontan biasanya mencakup kelompok berpen¬ 
dapatan rendah dan menengah di beberapa kota seperti Bogota (Valen- 
zuela dan Vemez, 1974), tetapi di kota-kota miskin Afrika dan Asia 
kebanyakan mereka adalah kelompok berpendapatan menengah. Saya 
tidak bermaksud mempermasalahkan definisi ini secara berlebihan. Mes¬ 
kipun demikian, penting untuk diingat bahwa suatu definisi yang berbeda 
akan mencerminkan perbedaan-perbedaan pendekatan filosofis terha¬ 
dap permasalahan perumahan. Generalisasi semacam ini akan berba¬ 
haya. Keberagaman semacam ini juga mengartikan bahwa adanya termi¬ 
nologi ideal untuk menggambarkan perumahan semacam ini, baik ia 
menggambarkan gubuk-gubuk, pemukiman yang tidak teratur, rumah- 
rumah yang dibangun secara swadaya, area-area liar, maupun pemu¬ 
kiman spontan yang seringkali disalahpahami. Pemukiman liar misalnya, 
merupakan istilah yang salah dimengerti dalam mendefinisikan peru¬ 
mahan yang dibangun pada tanah yang sudah dibeli; istilah ’gubuk’ tidak 
tepat untuk mendefinisikan rumah yang dibangun dengan menggunakan 
batu-bata yang bisa jadi berbentuk gubuk. Pemukiman spontan itu me¬ 
nyesatkan dalam pengertian bahwa banyak pengembangan perkotaan 
betul-betul diorganisir oleh para pemimpin mereka agar mampu meng¬ 
hindari penggusuran. Banyaknya invasi itu tidak hanya direncanakan 
secara hati-hati tetapi juga seringkali didukung, dan bahkan diawali oleh 
kelompok-kelompok politisi, termasuk mereka yang ada dalam peme¬ 
rintahan. Oleh karena itu, saya mempertahankan penggunaan istilah 
’pemukiman spontan’; istilah ini menimbulkan pengertian inovatif di 
mana golongan miskin mampu mengatasi masalah perumahan mereka 
sendiri dan juga berfungsi sebagai peringatan bahwa perumahan sema- 
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cam itu, walaupun sudah dibangun secara permanen, seringkali dimulai 
di luar ketentuan hukum, dan bahkan setelah ditempati. Perumahan itu 
biasanya dibangun dalam berbagai ukuran oleh warga sendiri, pada saat 
sumberdayanya tersedia. Bagaimanapun juga, saya tidak akan mem¬ 
pertahankan penggunaan istilah tersebut secara berlebihan dan dengan 
kegairahan yang sama saya akan menggunakan istilah perumahan ’tidak 
teratur’ dan perumahan 'swadaya’. 3 

Sebagai suatu definisi yang luas, pemukiman spontan biasanya men¬ 
cakup kategori-kategori sebagai berikut: (1). Sebagian besar pemukim¬ 
annya dibangun oleh keluarga yang dulu menempati atau sedang menem¬ 
patinya; (2). Pemukiman spontan biasanya mengalami beberapa tingkat 
ketidaklegalan atau kekuarang-lengkapan IMB; (3). Di saat pemukiman 
pertama kali dibangun, kebanyakan dengan infrastruktur dan pelayanan 
yang masih minim dan fasilitas pemukiman yang masih kurang; (4). 
Pemukiman tersebut ditempati oleh golongan miskin betapapun terba¬ 
tasnya. Definisi ini tidak kaku dan tidak pula sederhana, tetapi menge¬ 
liminir sebagian besar bentuk-bentuk pemukiman non-spontan yang 
muncul di kota-kota Dunia Ketiga. Dalam terma ini, mungkin dapat 
dimasukkan sebagai suatu subtipe: invasi-invasi terhadap (baik tanah 
milik pemerintah maupun swasta, baik yang terorganisir maupun tam¬ 
bahan), di mana tidak ada pembelian tanah; pemukiman liar, tanahnya 
dibeli tetapi IMB-nya kurang lengkap; pemukiman sewaan, rumah-ru¬ 
mah yang dibangun di atas tanah sewaan; dan pemukiman hak pakai, 
dengan izin penggunaan tanah komunal yang telah dihibahkan oleh suku, 
pemerintahan lokal, atau oleh pemilik pribadi. Saya menyadari bahwa 
dalam beberapa kasus subtipe semacam ini bisa jadi tumpang tindih. 


Konsolidasi Perumahan Spontan: Prospek dan 
Hambatannya 

Di kota-kota di mana kelompok miskin tidak terancam penggusuran, 
banyak bukti menunjukkan bahwa mereka mampu memperbaiki kondisi 


3 Dalam tulisan saya dan Peter Ward menggunakan secara berganti-ganti istilah 
'pemukiman ireguler ’ (istilah yang disukai Peter) dan 'perumahan spontan’ (istilah yang 
saya sukai). 
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perumahan mereka sendiri. Banyak pemukiman yang mulanya meru¬ 
pakan kumpulan gubuk-gubuk kemudian berangsur-angsur dapat men¬ 
capai status perumahan biasa dipinggiran kota. Sedikit demi sedikit 
gubuk-gubuk baru diubah menjadi unit-unit pemukiman yang mapan, 
sementara masyarakat dan golongan politisi yang peduli, mengadakan 
tekanan pada penguasa sehingga listrik, air, bis, saluran air, sekolah- 
sekolah dan pusat-pusat pelayanan kesehatan dapat disediakan oleh 
pemerintah. 

Bagi penduduk pemukiman yang terkonsolidasikan ini, kemajuannya 
memang lamban tapi pasti. Di saat uang tersedia, uang tersebut diinves- 
tasikan perbaikan perumahan. Pada waktu-waktu susah, mereka tidak 
digusur hanya karena tidak mampu membayar uang sewa. Ketika terjadi 
inflasi, harga makanan dan transportasi mungkin naik, tetapi setidaknya 
investasi perumahan dan tanah mereka tetap aman. Bagi konsolidator 
yang berhasil, tempat tinggal juga mampu menawarkan sumber-sumber 
pendapatan, baik melalui persewaan maupun mengubah bagian depan 
perumahan menjadi sebuah toko. Lebih dari itu, pem ukiman spontan 
menawarkan banyak keuntungan secara lentur bagi kaum miskin. Bagi 
sebuah keluarga besar yang memerlukan ruangan dapat memperluas 
struktur yang diinginkan, dan bagi keluarga kecil yang lebih suka dengan 
standar fisik yang tinggi untuk ruangan mereka mampu menjangkau 
tujuan ini Di mana masyarakat tidak terpecah-pecah oleh ko nflik politik 
(lihat bab 7 ), seluruh pemukiman yang ada akan beruntung sebagai 
akibat dari tekafian'yang terus menerus terhadap badan-badan pela¬ 
yanan. 

Bagaimanapun juga, pertanyaan yang mesti muncul adalah, apakah 
konsolidasi semacam itu mampu memberi kemungkinan bagi golongan 
mayoritas atau hanya semata-mata untuk minoritas. Sebenarnya berapa 
proporsi golongan miskin Dunia Ketiga yang berada pada transisi dari 
calo kepada konsolidator berpendapatan menengah? Sampai seberapa 
jauh proporsi-proporsi tersebut bervariasi dari satu kota ke kota lainnya? 
Apakah konsolidasi itu sungguh merupakan fenomena kota-kota Ame¬ 
rika Latin yang lebih makmur saja? Siapakah konsolidator sebenarnya? 
Pendek kata, pada kondisi-kondisi seperti apakah keber hasila n konso¬ 
lidasi itu bisa dicapai? 

Turner (1967; 1969) menekankan pentingnya jaminan waktu dalam 
proses konsolidasi tersebut. Tanpa keyakinan yang tinggi bahwa mereka 
akan memperoleh izin terhadap tanah tersebut, maka tidak akan ada 


120 URBANISASI DAN KEMISKINAN 



keluarga yang mau menginvestasikan waktu dan uangnya untuk proses 
konsolidasi perumahan mereka. Tetapi siapa atau apa yang mampu 
memberi jaminan itu? Di mana golongan miskin membeli tanah, maka 
secara umum jaminan itu mengikuti walaupun IMB masih kurang leng¬ 
kap. 

Di mana golongan miskin itu menyewa tanah untuk pemukiman, 
sebagaimana di India Barat (Clark, 1974), atau Afrika Selatan (Ellis dan 
kawan-kawan, 1974:7), maka jaminan tergantung pada proses penyewaan 
dan kemampuan menjaga proses pembayaran sewa tersebut. Banyak 
gubuk pemukiman di Montego Bay tidak memiliki jaminan dan rumah- 
rumah dirancang seadanya sehingga mereka sewaktu-waktu dapat ber¬ 
pindah dengan mudah ke tempat-tempat lainnya (Eyre, 1972: 406). Di 
mana tanah didapatkan dengan cara invasi, maka jaminan masih meru¬ 
pakan problem. Secara efektif jaminan tersebut merupakan sikap dari 
otoritas pemerintahan, bersama-sama dengan sejumlah tekanan politik. 
Jika pemerintah berubah atau kekuasaan politiknya lemah, maka pemu¬ 
kiman itu pun akan terancam. Jaminan dalam kondisi semacam ini meng¬ 
alami berbagai problema karena hak-hak pemilikan sedikit sekali hu¬ 
bungannya dengan aturan yang tersurat. Di Karakas misalnya, Perez dan 
Nikken (1979:12) mencatat bahwa undang-undang berkenaan dengan 
bangunan di atas tanah orang lain lebih relevan dengan kondisi Perancis 
abad ke-19 daripada di Venezuela. Pemukiman-pemukiman liar 
umumnya diizinkan untuk dihuni, sebab ’ tindakan polisi terhadap pemu¬ 
kim-pemukim liar tidak akan mempengaruhi kebijakan otoritas politik, 
dan pada umumnya lebih banyak alasan untuk menghindarinya ketim¬ 
bang melakukan tindakan tersebut*. Perubahan pemerintahan tentu saja 
mengubah kebijakan yang ada sekaligus juga hak-hak yang menyer¬ 
tainya. Jaminan sering kali merupakan anggapan terhadap realitas. Keti¬ 
ka pemerintah memutuskan menyodorkan suatu program perbaikan 
perkotaan, sebagaimana sering terjadi, kecil sekali kemungkinan bagi 
pemukim liar untuk mencegah program-program tersebut. 

Faktor kritis lain yang menentukan kemampuan kelompok miskin 
untuk membangun dan mengkonsolidasikan pemukiman spontan adalah 
tersedianya tanah. Jelasnya, keadaan pasaran tanah dan kebijakan peme¬ 
rintah merupakan faktor kunci. Jika invasi-invasi itu ditolerir oleh peme¬ 
rintah, logislah bahwa akan lebih banyak keluarga yang mendapatkan 
tanah dengan menginvasi daerah-daerah terlarang. Pada kasus terakhir 
ini, ketersediaan tanah itu tergantung pada harga tanah yang relatif 
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sesuai dengan pendapatan golongan miskin. Di beberapa masyarakat 
Afrika dan Melanesia, tanah komunal disediakan oleh kepala-kepala 
suku atau pemerintah lokal sehingga kelompok miskin hanya mengha¬ 
dapi masalah pembangunannya. 

Dalam beberapa kasus khusus, seperti di Republik Afrika Selatan, 
akses terhadap tanah dikontrol menurut jenis ras. Seorang Afrika Hitam 
yang ingin bekerja di Cape Town dipaksa untuk meninggalkan kelu¬ 
arganya untuk menempati perumhan-perumahan khusus para pekerja 
atau terancam penggusuran dari pemukiman liar yang ada. Dia sama 
sekali dilarang mendapatkan tanah sehingga mendorongnya berkon¬ 
solidasi dengan yang lain. 

Kota semakin berkembang, dan tanah-tanah kosong menjadi langka, 
lagi-lagi keluarga miskin ditekan dalam pembelian tanah (Payne). Berda¬ 
sarkan standar pasar, ketersediaan tanah itu ditentukan oleh harga pasar. 
Sayangnya, standar harga tanah di kota-kota Dunia Ketiga itu melam¬ 
bung. Evers (1975:782) mencatat bahwa kota-kota di Asia 'penduduknya 
terus meningkat dan proses sosial lainnya telah mengintensifkan tekan¬ 
annya pada tanah perkotaan dan pada tahun 1970-an, telah mengarah 
pada gelombang spekulasi harga tanah yang berlipat ganda’. Pada perio¬ 
de awal, dampak minyak di Venezuela menyebabkaan harga tanah di 
pusat mencapai 5,4 juta permeter persegi dan di Karakas, naik empat kali 
dari tahun 1938-1951 (Lander dan Funes, 1965:322). Dewasa ini, harga 
tanah di pusat-pusat Asia dan Amerika Latin sudah mendekati harga 
tanah di pusat kota London dan New York. Walaupun, Walters (1978) 
ham pir benar ketika menyatakan bahwa ada bias yang mencuat dalam hal 
naikny a harga tanah sehingga tidak diragukan lagi keuntungan dan ren¬ 
dahnya tingka t risiko terkait dengan transaksi tanah, manakala diban¬ 
dingkan dengan peluang-peluang investasi lainnya di negara-negara 
Dunia Ketiga yang sebenarnya mampu menarik modal besar dan men¬ 
dorong naikny a harga. Spekulasi tanah benar-benar tidak terkontrol di 
sebagian besar kota Dunia Ketiga, sehingga keuntungan spektakuler bisa 
saja diraih oleh para investor. Seperti dilaporkan Cornelius (1975;34) di 
tahun 1940-an danau kering Texcoco di Mexico City, dibeli keseluruh¬ 
annya untuk beberapa Centavos setiap hektarnya oleh segelintir pengu¬ 
saha — termasuk beberapa jenderal militer — yang kemudian jadi para 
miliuner karena investasi mereka itu’. Dalam sebuah analisis statistik 
atas dam pak-dampak harga tanah, Grimes (1976) menunjukkan bahwa 
biaya menjamin perumahan negara dibangun di sudut-sudut perkotaan 
yang lebih murah dan banyak golongan miskin membayarnya di luar 
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harga pasaran. Apa yang membuat permasalahan ini semakin buruk 
adalah kebijakan pelayanan dan penempatan wilayah seringkah menga¬ 
kibatkan dampak harga tanah melambung tinggi (Dacamargo dan teman- 
temannya 1975; Gilbert dan Wards, 1978). Mesldpun pemerintah beru¬ 
paya mengekang naiknya harga tanah, namun intervensi pemerintah 
ternyata lebih meningkatkan kekurangan tanah sehingga harganya me¬ 
lambung (Payne, 1977). 

Naiknya harga tanah tersebut berdampak besar terhadap kemampuan 
konsolidasi tanah yang telah dimiliki. Harga-harga bahan bangunan 
melambung tinggi di banyak negara baik karena praktek-praktek mono¬ 
poli ataupun karena kegagalan menaikkan tingkat produksi. Buktinya 
seperti di Brazil, Meksiko, Kolombia, semen, kaca, batu-bata, baja, har¬ 
ganya melambung di atas gaji para pekerja yang berpendapatan rendah. 
Jelasnya, adanya kenaikan harga riil tersebut akan terkait dengan lam¬ 
bannya proses konsolidasi. 

Harga-harga bahan bangunan dan tanah yang juga terkait dengan upah 
dan gaji merupakan isu-isu kritis dalam menentukan standar pertum¬ 
buhan dan konsolidasi pemukiman spontan. Seperti ditunjukkan oleh 
Wards (1978:47-8) tentang tiga pemukiman di Mexico City, sekali jamin¬ 
an pemilikan itu dipenuhi, maka perbaikan pemukiman di tingkat rumah 
tangga merupakan produk surplus investasi yang diciptakan’. Hal ini 
menyatakan bahwa konsolidasi itu hanya bisa terjadi di kalangan kelom¬ 
pok-kelompok yang bekerja dengan gaji memadai. Pokok permasalahan 
ini sebenarnya telah diakui Tumer (1969:526) dengan menyatakan bah¬ 
wa 'perbedaan-perbedaan pokok antara pekerja musiman dengan 'para 
konsolidator’ yang berpendapatan rutin seringkah diabaikan. Kesalahan 
pembedaan antara golongan miskin dan yang sangat miskin seringkah 
mengakibatkan generalisasi yang keliru mengenai golongan miskin dan 
potensi tumbuhnya pemukiman spontan. Di sini dan di lain tempat, jelas 
terbukti bahwa peluang-peluang untuk konsolidasi bagi golongan yang 
sangat miskin terbatas sekali. Para pemukim liar merupakan 'komunitas 
yang terseleksi secara otomatis’, berbeda dengan golongan miskin non- 
pemukiman liar dan yang secara sosial-ekonomi mampu menghadapi 
problema pemukiman spontan (Turner, 1969:513). Implikasi-implikasi 
yang mencemaskan dari argumentasi ini adalah di dalam setiap kota 
terdapat kelompok-kelompok orang yang terukur tidak mampu berpar¬ 
tisipasi di dalam proses konsolidasi tersebut. Dan ketika Dwyer (1975: 
203-4) menyatakan bahwa jika ini merupakan kasus di Amerika Latin, 
maka prospek-prospek konsolidasi di sebagian besar kota-kota miskin 
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yang tidak terkait dengan Amerika Latin, seperti Calcutta, Manila, atau 
Nairobi tidak relevan. 

Bisa jadi juga proses pertumbuhan perkotaan dapat mereduksi pelu¬ 
ang-peluang golongan miskin untuk mengkonsolidasikan perumahan 
mp.re.ica Saya sudah mencatat bahwa naiknya harga tanah akan dipadati 
oleh ekspansi perkotaan. Begitu juga pertumbuhan kota dapat mening¬ 
katkan kesulitan-kesulitan lain bagi golongan miskin. Misalnya, kota- 
kota yang secara fisik tumbuh lebih besar akan membuat peijalanan kerja 
menjadi lebih lama. Perjalanan untuk kerja semacam itu tidak hanya 
mengurangi anaggaran belanja keluarga, tetapi juga mengurangi waktu 
yang ada untuk mengkonsolidasikan rumah mereka. Tentu saja hal sema¬ 
cam ini tidak bisa dielakkan. Perencanaan yang efektif dan teliti dapat 
menciptakan kondisi desentralisasi kerja yang nyaman dan mampu me¬ 
nyediakan pekerjaan yang dekat dengan rumah. Tetapi jarang sekali 
sifat-sifat semacam ini tergambarkan dalam sistem perencanaan di seba¬ 


gian besar kota Dunia Ketiga (lihat Bab 8). Oleh karena itu, dengan 
pesimis saya harus meramalkan bahwa waktu dan biaya perjalanan kerja 
tersebut akan mengakibatkan naiknya beban golongan miskin di kota 
metropolitan dengan akibat negatif yang jelas pada tahap konsolidasinya. 

Perubahan ukuran dan bentuk fisik kota juga akan mempengaruhi 


kemamp uan wilayah-wilayah pemukiman tertentu. Perubahan kota se¬ 
macam itu mempengaruhi golongan miskin sebagaimana juga kelompok 
kayanya, sehingga mengakibatkan kerusakan pemukiman yang sebe¬ 
lumnya sudah baik. Brett (1974:168) menyatakan: 


Banyak konsolidator yang lebih awal dapat berpindah keluar, menyewakan 
atau setidaknya mengizinkan rumah- rumah mereka untuk pendatang baru 
yang lebih miskin yang dipaksa keluar dari pusat kota, atau untuk kaum 
migran baru yang keluar dari kota. Apabila hal ini terjadi, maka migrasi 
keluar dari ’mereka yang berhasil’ secara selektif itu cenderung mengarah 
kepada kemunduran dalam siklus investasi-investasi sehingga pemukiman- 
pemukiman di daerah pinggiran dewasa ini dapat menjadi daerah kumuh 
pada masa mendatang. 


Hadirnya para konsolidator berpendapatan lebih tinggi tampak sangat 
penting bagi kesejahteraan pemukim spontan yang telah ada. Keluarga- 
keluarga konsolidator menyumbangkan kesejahteraan bagi pemukiman 
spontan dengan menciptakan pasar untuk toko-toko yang ada di seki¬ 
tarnya, beberapa pekerjaan lepas, dan menambahkan gaung suara yang 
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lebih kuat dalam menuntut fasilitas-fasilitas (Doebele dan Pettie, 1976). 
Tetapi, pada gilirannya diferensiasi sosial dalam suatu pemukiman spon¬ 
tan menimbulkan masalah yang kritis. Meskipun keluarga-keluarga kaya 
secara nyata memberi sumbangan pada ekonomi barrio, boleh jadi 
golongan miskin merupakan sumber pendapatan penting bagi orang- 
orang kaya. Tidak bisa ditolak bahwa ketika pemukiman menjadi sema¬ 
kin tua dan semakin terkonsolidasikan, maka proporsi para penyewa 
semakin meningkat; para pemilik segera memperluas rumah mereka 
untuk mengakomodasi para penyewa. Dengan demikian, akan dapat 
meningkatkan pendapatan mereka. Di Bogota, tempat penulis menga¬ 
dakan survei dalam empat pemukiman spontan, proporsi para penyewa 
di setiap barrio cenderung meningkat berbarengan dengan tingkat pela¬ 
yanan pemukiman tersebut (Tabel 5.1). 

Tabel 5.1 

Usia, penyewaan, dan Pelayanan Barrios Bogota 



Casablanca 

Atenas 

Britalia 

San Antonio 

Waktu pemukiman (Tahunan) 1 

9,5 

12,1 

2,9 

9,2 

% keluarga penyewa 

42 

43 

28 

43 

Score pelayanan dan manfaat 2 

12 

15 

6 

11 


1 Pada tanggal 1 Januari 1979, dibatasi sebagai tanggal rata-rata ketika 
para pemilik yang diwawancarai tiba di pemukiman, tidak termasuk 
mereka yang membeli dari pihak ketiga. 

2 Angka-angka tersebut diberikan pada pemukiman menurut tingkat 
fasilitasnya: Misalnya 2 menunjukkan pemukiman yang seluruh kelu¬ 
arga mendapatkan suplai listrik secara legal, angka 2 mendapatkan tele¬ 
pon umum dan pribadi, angka 1 untuk penjaga keamanan sehari-hari, 
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angka 4 untuk pemukiman yang 3/4 atau lebih jalan-jalannya berupa 
trotoar. Angka maksimum adalah 20. 

Sumber: survei keluarga dari proyek 'Public Intervention and Housing 
and Land Use in Latin American Cities'. 

Imp likas i tingginya tingkat penyewaan di pemukiman spontan tidak 
begitu jelas. Di kota-kota Amerika Latin, banyak pemilik sekarang ini 
sekaligus juga penyewa, sehingga kehadiran para penyewa itu ditafsirkan 
secara positif: pada suatu hari pemukim spontan itu bisa menjadi pemi¬ 
lik. Penafsiran semacam ini tampak masuk akal di kota-kota yang pro¬ 
porsi para penyewa dengan pemilik semakin menurun. Di sisi yang lain, 
di mana proporsi penyewa meningkat, mungkin para penyewa tersebut 
lebih sulit mmendapatkan tanah dan membangun rumah. 

Dalam kasus ini, pemilikan permanen akan lebih baik dari pada 
pe milikan sementara. Kecenderungan semacam ini menandakan bahwa 
proses konsolidasi tanah semakin sulit bagi pemukiman spontan dan 
satu-satunya cara bagi pemilik rumah untuk mengkonsolidasikannya 
adalah dengan menyewakan kamar-kamar. Anehnya, sedikit sekali studi 
yang membahas fenomena persewaan semacam ini. 4 Konsekuensinya, 
kita tidak akan memiliki informasi yang layak untuk menentukan apakah 
peluang-peluang kelompok miskin untuk mendapatkan perumahan ter¬ 
sebut menurun ataukah meningkat. 

Akhir nya, angka konsolidasi pemukiman juga bersandar pada sebe¬ 
rapa jauh agen-agen masyarakat mampu menyediakan infrastruktur dan 
pelayanan untuk berbagai komunitas spontan tersebut. Di beberapa 
kota, khususnya kota metropolitan di Amerika Latin, perusahaan listrik, 
air, dan telepon seringkali sangat efektif. Pada sisi yang lain, pada tahun 
1966 rumah-rumah 1,7 juta penduduk Calcutta kekurangan air dan suplai 
perkapita air bersih turun separahnya antara tahun 1951 dan 1965 (E)wy- 
er, 1975:215). Pada tingkat yang menentukan, ketersediaan fasilitas ter¬ 
kait dengan tingkat pendapatan perkapita kota, tetapi variabel lainnya 
juga penting. Suplai air sangat dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan 
dan topografi kota; Mexico City dan Karakas, keduanya menghadapi 


4 Persewaan sering disebut dalam karya tentang kota-kota Asia dan Afrika, tetapi 
jarang dibahas sebagai suatu tema tersendiri. Pengecualian parsial terhadap generalisasi 
adalah karya Drakkis-Smith (1981) dan Peil 1976; 1981). Informasi tentang Bogota dan 
Mexico City dipersiapkan oleh PIHLU dan tentang Bucaramanga di Kolombia oleh Michael 
Edward untuk disertasi doktornya di University College, London. 
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kekurangan yang parah, sementara kota-kota seperti Calcutta, Bangkok, 
atau Jakarta hampir mengalami krisis air minum. Selanjutnya, pelayanan 
listrik tergantung pada tersedianya suplai bahan bakar; kota-kota di 
beberapa negara Dunia Ketiga yang mengalami kekurangan batu bara 
dan minyak, dan jaraknya jauh dari gunung-gunung yang sering turun 
hujan menghadapi kesulitan yang lebih parah daripada kota-kota di 
negara-negara lain. 

Tetapi, karakter eksternal, seperti tingkat pendapatan, topografi, dan 
suplai bahan bakar bukanlah satu-satunya faktor penentu yang penting. 
Tingkat pelayanan terhadap golongan miskin juga tergantung pada efi¬ 
siensi dan prosedur-prosedur alokasi pemanfaatan dari masyarakat. Di 
kota Mexico City dan Valencia, pelayanan terhadap kelompok miskin 
tergantung pada patronase politik; dan di saat jaringan-jaringan ini 
efektif, maka fasilitas-fasilitas juga tersedia (Ward, dan Gilbert, 1981b). 
Secara umum, variasi-variasi pelayanan semacam ini terkait dengan ting¬ 
kat pendapatan. Di Sao Paulo, pelayanan-pelayanan semacam ini terse¬ 
dia untuk barrios berpendapatan menengah dan atas yang mampu mem¬ 
beli alat-alat instalasi yang dibutuhkan. Bagi barrios miskin, tenaga masya¬ 
rakat seringkah dibutuhkan untuk memasang fasilitas atas biaya peru¬ 
sahaan jasa tersebut. Sebenarnya di beberapa kota, orang miskin bahkan 
mensubsidi fasilitas untuk orang-orang kaya. Di Cape Town, 'pelayanan 
bus orang kulit hitam yang berlimpah itu secara langsung menguntungkan 
orang-orang kulit putih (Dewar, 1976:16). Di Port Moresby, air, selokan, 
dan pengumpul sampah hanya disediakan untuk orang-orang kaya yang 
sudah lama dibebani pajak yang ringan (Oram, 1976). 

Apakah Kondisinya Membaik atau Memburuk? 

Setelah mempertimbangkan parameter-parameter yang membatasi 
proses konsolidasi, maka menarik untuk mempersoalkan apakah kondisi 
perumahan secara umum di kota-kota Dunia Ketiga ini membaik atau 
memburuk. Bagi sebagian besar pembaca, ini merupakan pertanyaan 
yang tidak berarti, sebab keseimbangan opini akademis dan perencanaan 
jelas pada sisi yang menurun. Sepintas kilas literatur tersebut men¬ 
dukung keyakinan bahwa di sebagian besar kota kondisinya memburuk. 
Abrams (1964:7) menyatakan bahwa lebih dari satu juta orang... tidak 
memiliki rumah atau tinggal dalam rumah yang digambarkan oleh PBB 
membahayakan kesehatan dan menghina kemuliaan manusia. Dan yang 
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lebih parah lagi, hampir di sebagian besar wilayah negara-negara sedang 
berkembang, kondisi perumahan yang ada tetap buruk’. Dengan acuan 
Calcutta, yang umumnya dianggap sebagai salah satu wilayah perumahan 
di dunia yang terkena bencana, dan juga India pada umumnya, Rosser 
(1972:180) mencatat bahwa 'kurangnya perumahan di perkotaan dewasa 
ini telah mencapai proporsi yang mencengangkan. Setiap tahunnya tum¬ 
buh semakin memburuk sebab angka pemilikan rumah baru dan memu¬ 
askan jauh tertinggal dibandingkan dengan angka pertambahan pen¬ 
duduk’. Di Cina, pertumbuhan penduduk perkotaan umumnya telah 
melebihi angka pertumbuhan rumah-rumah baru dan di kota-kota yang 
tumbuh paling cepat, tak disangsikan lagi kurangnya perumahan semakin 
menjadi-jadi. Di Sian, penduduknya 'meningkat lebih dari 3 kali lipat, 
mulai dari 490.000 orang menjadi 1,5 juta selama tahun 1950-1965, 
sementara ruangan lantai unit-unit pemukiman hanya meningkat 2 kali 
lipat’ (Sen Dou Chang, 1968:150). Tumer (1967:3) berpendapat bahwa 
'dengan rata-rata pertumbuhan pemukiman liar 12% pertahunnya di 
Peru — dan di sebagaian besar negara Dunia Ketiga yang lain — 2 kali 
lipat pertumbuhan kota secara keseluruhan—maka tidaklah berlebihan 
untuk mengatakan bahwa pembangunan perkotaan tersebut jauh di luar 
kontrol’. 

Elemen umum dalam argumentasi ini adalah jumlah absolut dan 
proporsi relatif penduduk perkotaan di Dunia Ketiga lebih besar hidup 
di pemukiman spontan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari observasi ini, 
secara seragam tetap sama yaitu, pada umumnya kondisi kian mem¬ 
buruk. Jika digunakan generalisasi sesederhana ini, maka argumentasi 
tersebut tidaklah memadai. Jika fasilitas seperti air, listrik, saluran air 
secara berangsur- angsur disediakan untuk pemukiman spontan, dan jika 
kamar-kamarnya ditambah, bahkan juga dibangun lantai dua, maka 
banyak warga akan memiliki bentuk rumah konvensional. Oleh karena 
itu, dalam situasi semacam ini, satu proporsi perumahan seyogyanya 
jangan dikelompokkan ke dalam kelompok perumahan orang miskin. 
Pengacauan istilah 'pemukiman spontan’ dengan perkampungan kumuh 
didasarkan pada asumsi bahwa terjadi peningkatan pemukiman spontan 
secara kuantitatif yang membuktikah semakin memburuknya standar 
per umahan mengesampingkan karya besar Turner dan Mangin tentang 
Lima. Jika pemukiman spontan betul- betul membaik dari waktu ke 
waktu, maka mungkin harus ada kesimpulan yang berbeda. Namun, 
sebelum perkembangan perumahan spontan dapat ditafsirkan secara 
layak atau tidak, maka perlu dipertimbangkan lebih cermat lagi perii- 
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bahan kondisi-kondisi perumahan-perumahan tersebut. Apakah peru¬ 
mahan tersebut lebih banyak menyediakan pelayanan daripada sebe¬ 
lumnya? Bagaimana perubahan-perubahan pola penggunaan tanah telah 
mempengaruhi lokasi-lokasi pemukiman liar? Apakah biaya riil pemba¬ 
ngunan perumahan tersebut lebih tinggi ataukah lebih rendah daripada 
sebelumnya? Tanpa adanya bukti yang menunjang, perkembangan pe¬ 
mukiman spontan sedikit sekali dapat membuktikan fakta bahwa kota- 
kota Dunia Ketiga berkembang pesat dan gagal menyediakan perumahan 
konvensional bagi semua penduduknya. 

Sekalipun dapat dipaparkan bahwa kondisi-kondisi perumahan sema¬ 
kin memburuk, atau mungkin membaik, akurasi penafsiran ini masih 
sulit diterima. Misalnya, jika proporsi warga kota hidup dalam kondisi 
perumahan yang buruk lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin saja 
ini hanya gejala pesatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. 
Karena kualitas perumahan kelompok miskin mandiri akhirnya hanya 
ditemukan di daerah pedesaan, fakta bahwa perumahan semacam itu 
telah menyebar di perkotaan pada waktu tertentu, mencerminkan per¬ 
pindahan kelompok dan tetap berlangsungnya kemiskinan dalam masya¬ 
rakat secara keseluruhan. Seiring dengan itu, perbaikan kondisi peru¬ 
mahan jelas perlu ditafsirkan secara jeli. Sudah menjadi gejala umum, 
perbaikan perumahan yang ada di suatu kota menggunakan dana dari 
daerah lainnya. Jika, misalnya, pemerintah menyalurkan sumber inves¬ 
tasi ke kota-kota besar dan mengesampingkan kota-kota yang lebih kecil 
dan pedesaan, maka perbaikan perumahaan di kota-kota besar ditem¬ 
patkan pada proporsi yang kurang dapat diterima. 

Oleh karena itu, seringkah untuk mendukung ide bahwa sedang terjadi 
krisis dibuat-buatlah argumentasi. Misalnya Abrams (1964:51) menulis: 

Semakin lemah industrialisasi suatu negara, maka semakin kurang tepat 
dalam menentukan masalah perumahan. Begitu suatu negara mulai me¬ 
ngembangkan industrilaisasi, maka permasalahan perumahan pun ber¬ 
kembang... di saat suatu keluarga pindah dari desa ke kota, warganya 
menyerahkan rumah yang mereka miliki, juga ruang lebih luas, yang bebas 
dari kebisingan, asap, kemacetan dan bahaya, dekat dengan alam dan 
tempat mereka dalam kehidupan masyarakat. 


Seseorang meragukan apakah Abrams sudah melupakan betapa buruk¬ 
nya kondisi pedesaan. Sebab, meskipun kondisi yang mengenaskan dite¬ 
mukan di sebagian besar kota Dunia Ketiga, tapi lebih banyak penduduk 
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yang mendapatkan air, listrik, saluran air dan pelayanan kesehatan ketika 
di kota daripada sewaktu mereka di desa. Jelas bahwa saluran air dan air 
bersih lebih penting di lingkungan perkotaan yang padat daripada di 
pedesaan. Tetapi di sebagian besar daerah pedesaan sedikit sekali fasi¬ 
litas yang tersedia. Karena kualitas bangunan di desa dan di kota tidak 
sama, hal ini menyatakan bahwa sebagian besar keluarga di perkotaan 
hidup lebih baik. 

Situasi perumahan didasarkan pada satu atau dua kriteria yang kurang 
tepat. Prioritas-prioritas kelompok miskin bisa jadi berbeda dengan 
prioritas-prioritas yang perlu kita perhatikan. Tragisnya, walaupun kita 
sudah berhati-hati, namun tetap saja kita sering kurang tepat dalam 
mendiagnosa standar-standar perumahan itu. 


Respons-respons Pemerintah 

Fase-fase yang berbeda tampak pada reaksi pemerintah terhadap 
persoalan perumahan, tetapi masih sulit menempatkan fase-fase tersebut 
dalam suatu momentum yang tepat, karena beberapa pemerintahan 
dihadapkan pada fenomena khusus yang terjadi lebih awal sehingga 
diperlukan modifikasi-modifikasi kebijakan pemerintah yang tepat. Mi¬ 
salnya, ekspansi perluasan rumah-rumah gubuk di perkotaan mempe¬ 
ngaruhi kota-kota di Amerika Latin jauh lebih dini daripada kebanyakan 
kota di Afrika; apa yang teijadi di Buenos Aires, Rio atau Mexico City di 
tahun 1940-an sedikit sekali terjadi di Lusaka, Lagos atau Darussalam 
sampai tahun 1960-an. Selanjutnya, generalisasi dipersulit oleh fakta 
bahwa di dalam negara yang sama terdapat perbedaan sikap pemerintah 
dari tingkat yang berbeda. Seringkali pemerintah pusat mempertahan¬ 
kan satu kebijakan ketika isu-isu riil dan keputusan-keputusan kebijakan 
menjadi nyata di tingkat lokal dalam bentuk penggusuran perkampungan 
liar dan pengabaian terhadap perumahan yang tertinggal. 

Meskipun terdapat keterbatasan-keterbatasan itu, tetapi mungkin se¬ 
kali untuk membuat beberapa generalisasi tentang kebijakan perumah¬ 
an. 

Pada tingkat nasional, respons pemerintah yang khas, selama berta¬ 
hun-tahun tetap mengesampingkan perumahan negara dan mengekang 
pertumbuhan perumahan kelompok berpendapatan rendah di kota-kota 
besar, dengan cara membatasi migrasi. Di beberapa negara jajahan Ing¬ 
gris, perpindahan penduduknya dikontrol secara ketat melalui perun- 
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dang-undangan. Tujuannya untuk menjaga agar perumahan penduduk 
tetap berada di desa (Peil, 1976; Tipple, 1976). Di saat buruh pribumi 
dibutuhkan, mereka ditempatkan di rumah sewa khusus untuk para 
pekerja (seperti di Zambia) atau diasingkan ke pemukiman lain (seperti 
di India), atau dipaksa menjadi peketja-pekerja yang diasramakan (se¬ 
perti di Republik Afrika Selatan). Walaupun sikap seperti ini semakin 
melunak, karena meningkatnya tuntutan pekerja dalam industri dan 
pertambangan, namun komponen yang dikesampingkan tetap tinggi da¬ 
lam kebijakan kolonial selama beberapa tahun. Tentu saja hal ini tidak 
pernah dilihat dalam konteks seperti itu. Permasalahan tersebut tam¬ 
paknya lebih dirasionalkan dari sudut pandang perbedaan ras, adat dan 
kebutuhan-kebutuhan atau yang lebih manusiawi lagi dengan keyakinan 
Manakala pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan yang baik bisa di¬ 
maksimalkan, permasalahan perumahan akan terselesaikan. Pandangan 
ini muncul setelah kemerdekaan; dan nyatanya sampai dewasa ini penda¬ 
pat ini dipelajari kebanyakan ekonom yang bekerja di negara-negara 
sedang berkembang (Abrams, 1964). Baru pada tahun 1970-an, lembaga 
seperti Bank Dunia tertarik pada infrastruktur sosial seperti perumahan. 
Sebelumnya investasi perumahan dipandang tidak produktif dan seba¬ 
gian besar dananya disalurkan untuk memacu pertumbuhan sektor in¬ 
dustri, kekuasaan, transportasi dan pertanian. Sebagian besar peren¬ 
canaan nasional yang dihasilkan oleh para ekonom gagal memperhatikan 
program perumahan sampai tahun 1960-an. Baru ketika ada keraguan 
terhadap kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan ke¬ 
miskinan, diakui perlunya melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 
kondisi kumuh yang menyangkut begitu banyak orang. 

Sebenarnya, terlepas dari satu atau dua kesalahan yang ada (seperti 
dinyatakan Currie, 1971), investasi perumahan ini masih dianggap seba¬ 
gai sarana klasik untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan me¬ 
nambah masalah perkotaan dengan menarik banyak orang dari daerah 
pedesaan. 


Segregasi Pemukiman 

Imbangan lokal dari pengabaian nasional dan internasional dalam 
bentuknya yang dimodifikasi masih merupakan kebijakan segregasi yang 
disengaja. Di India, Inggris, merancang kota dengan seksama; Delhi 
'dibangun untuk dua dunia yang berbeda, yakni dunia 'Eropa' dan 'India'; 
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untuk penguasa dan yang dikuasai (King, 1976:263). Mungkin kata 'diba¬ 
ngun’ harus dikualifikasikan sebab hanya bagian-bagian untuk orang 
Eropa saja yang direncanakan dan dibangun oleh penguasa kolonial. 
Perencanaan tersebut menunjukkan bagaimana kota-kota yang ada itu 
harus diorganisir, yakni dalam bentuk akomodasi pemukiman yang nya¬ 
man, jalan-jalan yang lebar, ruang-ruang yang terbuka bagi mereka yang 
'mengetahui' ba gaimana cara menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. 
Daerah untuk pribumi dibiarkan dengan asumsi bahwa sebenarnya tidak 
ada yang dapat dilakukan untuk membantu penduduk pribumi. Aki¬ 
batnya, dalam sebagian besar kasus yang ada wilayah perumahan yang 
sudah ada sebelumnya atau yang baru diizinkan berkembang di wilayah- 
wilayah tertentu saja dan pusat-pusat baru yang diperuntukkan bangsa 
Eropa dibangun berbatasan dengan perumahan tersebut. Seringkali dae¬ 
rah yang diperuntukkan pribumi sangat terbatas di bawah kondisi migrasi 
yang pesat membuat daerah tersebut sangat padat dengan perumahan. 
Di Zaire, wilayah pemukiman Eropa jelas-jelas terpisah, mengelompok 
di sekitar perumahan yang dikelilingi oleh arena balapan, lapangan polo 
dan golf. Di Tunisia terdapat kota mandiri yang berlokasi di luar wilayah 
pribumi. Di Kairo, walaupun orang Eropah hidup bersama- sama di 
daerah kolonial mereka tidak pernah lebih dari separuh penduduk 
pribumi (Abu Lughod, 1976:35-36). Di beberapa kota demarkasi berda¬ 
sarkan standar ras, perumahan dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh 
sekali. Di Singapura, Sir Thomas Raffles menggambarkan wilayah-wila¬ 
yah yang terpisah bagi orang-orang Eropa, Cina, Melayu dan Bugis; di 
Batavia, Ibukota Hindia Belanda, setidaknya ada 15 distrik untuk suku 
dan ras yang berbeda (Wee, 1972: 217; Ever, 1975: 780). Sejak kemer¬ 
dekaan, pola segregasi rasial mulai hancur karena para pejabat baru 
pribumi sudah menduduki wilayah-wilayah pemukiman Eropa. Hanya di 
Republik Afrika Selatan saja tingkat segregasi dipertahankan secara 
kaku karena bagi mereka pemukiman merupakan 'prinsip'. 

Walaupun secara keseluruhan segregasi rasial, setidaknya sebagai 
suatu kebijakan yang disengaja, telah musnah, tapi segregasi jenis lainnya 
telah berkembang. Sebagaimana pernyataan Evers (1977) tentang kota- 
kota Asia, segregasi rasial memberikan tempat bagi segregasi kelas. 
Otoritas-otoritas perkotaan tidaklah lagi merupakan zona kota yang 
didasarkan pada ras, tetapi secara implisit mengacu pada pendapatan dan 
kepadatan perumahan yang ada. Kota-kota di Afrika dan Asia bergerak 
mendekati pola semacam ini, dan lebih jelas lagi di Amerika Latin. Di 
sana pendapatan menentukan ke lokasi mana orang-orang dapat ber- 
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tempat tinggal. 5 Jika seandainya bentuk segregasi ini gagal berfungsi 
secara efektif, kelompok-kelompok elit dilindungi oleh peraturan zona 
yang ada. Sebagai konsekuensinya, barrios perkotaan kolonial yang lebih 
baik dan setara muncul di seluruh kota Amerika Latin dan jelas-jelas 
terpisah dari pemukiman spontan. Ternyata, kasus ini menyatakan bah¬ 
wa perencanaan tersebut sudah populer di Amerika Latin, khususnya 
sebagai metode untuk melindungi barriore lit dari serbuan para pemukim 
liar dan sejenisnya (Amato, 1970; Violich, 1944). Dewasa ini, proyek- 
proyek penempatan dan perumahan pemerintah telah melestarikan se¬ 
gregasi pemukiman atas dasar kelas, tidak hanya di Amerika Latin tetapi 
juga diseluruh dunia non-sosialis. 


Kebijakan-kebijakan Pembaruan Kota dan 
Penggusuran 'Perkampungan Kumuh" 

Biasanya, terkait dengan kebijakan segregasi adalah penggusuran pe¬ 
rumahan yang tidak layak. Sebenarnya, penggusuran perumahan kelom¬ 
pok rendah sama tuanya dengan kebijakan pemisahan penduduk dari 
asal-usul etnis mereka. Di Singapura, misalnya, tercatat beberapa kasus 
penggusuran yang terjadi pada awal tahun 1840 (Wei, 1972:220). Ter¬ 
kadang penggusuran itu untuk mengekang migrasi ke kota, tetapi sering¬ 
kah menjadi bagian dari proyek perbaikan kota atau digunakan untuk 
melestarikan undang-undang pembagian wilayah. Malangnya, perbaikan 
perkotaan dan program-program penggusuran tidak pernah berjalan 
efektif dalam pengertian mampu membantu penduduk yang tergusur. 
Yang sering terjadi perumahan baru itu tidak tepat lagi jaraknya dengan 
tempat kerja. 

Reaksi yang paling sering terjadi di kalangan penduduk yang pindah, 
mereka secara berangsur-angsur kembali lagi ke daerah yang sama. Da¬ 
lam program pemindahan Favela secara besar- besaran di Rio de Janeiro, 
sejumlah besar favelados menjual rumah mereka kepada keluarga ber¬ 
pendapatan tinggi atau 'memperkuat’ sistem dengan cara lain (Vala- 
dares, 1978b; 18-23). Di Nairobi, sebagian besar pemukim liar sebe¬ 
lumnya berkeinginan untuk pindah ke tempat-tempat baru di Kariobangi 


^ Meskipun demikian Peil (1981) mencatat bahwa segregasi kelas ataupun etnik tidak 
lazim di negara-negara Alrika Barat, kendatipun segregasi itu meningkat. 
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dengan menjual tanah-tanah mereka kepada orang-orang kaya yang 
pindah ke tempat tersebut (Weisner, 1976). Di Manila, dari 5975 kelu¬ 
arga liar berpindah sejauh tiga puluh lima kilometer ke arah Sapang 
Palay pada tahun 1960, dan hanya 415 tetap tinggal di wilayah asal mereka 
di tahun 1969 (Hollnsteiner, 1974:313). 

Program-program penggusuran semacam itu mendapat sorotan tajam 
pada tahun-tahun terakhir ini, karena jelas pendudukyang digusur jarang 
sekali menikmati akomodasi yang baru dan alasan-alasan untuk peng¬ 
gusuran tersebut seringkali dimotivasi bukan oleh kepentingan-kepen¬ 
tingan golongan miskin, tetapi untuk bangunan-bangunan prestise atau 
keuntungan-keuntungan yang bersifat spekulatif. 6 Sebenarnya, sering¬ 
kali penggusuran perumahan itu menjadi strategi yang paling buruk dari 
sejumlah strategi yang ada. Seperti yang sudah lama dinyatakan oleh 
Abrams (1964:126), bahwa ’dalam bencana perumahan tidak ada pilihan 
lain bagi perkampungan kumuh, kecuali harus dimusnahkan. Aspek- 
aspek terburuk dari kehidupan perkampungan kumuh adalah suasana 
yang sangat padat dan biaya keselamatan yang terlalu besar. Penggusuran 
tanpa adanya upaya pemukiman kembali akan menambah kepadatan dan 
m eningkatkan biaya perlindungan. Sayangnya, kepentingan dan kebo¬ 
dohan para perencana telah mencegah adanya kepedulian di banyak 
negara Dunia Ketiga. Di Nairobi, daerah pemukiman liar utama yang 
berada di luar Mathare Valley dan Kibera digusur tahun 1970 dan 
kemudian Presiden Kenya mempertahankan wilayah tersebut untuk para 
pejabat dengan menyatakan bahwa ia tidak ingin ibukota Kenya menjadi 
kota gubuk (Stren, 1975:272-3). Di Cape Town, 20.000 orang kulit hitam 
hidup di pemukiman liar Cross Road yang setiap saat terancam penggu¬ 
suran ke wilayah Transkei, wilayah yang jauhnya 1000 kilometer, secara 
legal diizinkan keberadaannya’. 7 

Bahkan penduduk kulit berwarna, yakni kelompok ras nonputih yang 
diperbolehkan untuk tetap di Cape Town, juga mengalami program- 
program penggusuran. Dalam kebijakannya, pemerintah ini telah mem¬ 
bangun dua kota baru untuk penduduk kulit berwarna di Mitchells Plain 
(27 km ke arah selatan kota utama), dan di Atlantis (45 km ke arah utara). 


6 Sejumlah contoh tentang pemerintah yang telah menggusur perumahan masyarakat 
berpendapatan rendah dimaksudkan untuk mengikutsertakan usaha swasta dalam mengem¬ 
bangkan daerah tersebut. Seluruh dasar keputusan tersebut sangat problematis. 

7 Pernyataan ini dinyatakan oleh Dr. Mulder, dalam Guardian Weekfy, 8 Oktober 1978. 
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Walaupun standar akomodasi di negara Dunia ketiga dibangun dengan 
biaya yang murah dan kualitas yang memadai, tetapi faktanya tetap saja 
kota-kota yang baru dibangun tersebut hanya memiliki peluang perda¬ 
gangan dan industri kecil. Karena jaringan kereta api yang menghu¬ 
bungkan Cape Town belum selesai, maka terdapat banyak bukti bahwa 
sebenarnya golongan miskin di kota yang baru dibangun tersebut tetap 
ingin pindah ke kota lama yang lebih besar (Ellis dan kawan-kawan 1977; 
Dewar dan Ellis, 1979). 


Perumahan Pemerintah 

Biaya transportasi, biaya sewa, dan biaya pelayanan yang semakin 
tinggi, dan pemisahan jaringan sosial informal yang sebelumnya sudah 
mampu membantu ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, meru¬ 
pakan dampak penggusuran. Tetapi banyaknya kesulitan tersebut ber¬ 
asal dari gagasan pemerintah membangun perumahan untuk golongan 
miskin di kota-kota Dunia Ketiga. Kesalahan utamanya, pemerintah 
membangun dengan standar arsitektur yang terlalu tinggi untuk go¬ 
longan miskin tanpa ada pemahaman yang jelas terhadap kebutuhan- 
kebutuhan golongan miskin yang menerimanya. Akibatnya, perumahan 
proyek pemerintah umumnya terlalu mahal, sedikit sekali memberikan 
kelenturan penggunaan, dan seringkali berada pada lokasi-lokasi yang 
tidak sesuai. Pengalaman umum di seluruh kota Dunia Ketiga menun¬ 
jukkan bahwa golongan miskin mulai berkurang akomodasinya sedang¬ 
kan golongan berpendapatan menengah secara perlahan-lahan mulai 
memapankan posisinya di perkotaan. Perumahan proyek pemerintah 
sebagaimana di San Salvador (Grimes, 1976), Bogota (Laun, 1976) di Rio 
de Jeneiro (Portes, 1979; Valladares, 1978b), di Mexico City (Cornelius, 
1975), di Lagos (Aradeon, 1979), Kuala Lumpur (Wegelin, 1977) atau 
Manila (Hollnsteiners, 1974), pada umumnya dihuni oleh golongan ber¬ 
pendapatan menengah. Ini bukan berarti bahwa golongan miskin tidak 
diuntungkan sama sekali, tetapi golongan miskin tersebut seringkali 
menjual hak miliknya kepada golongan baru tersebut. Tetapi bangunan 
untuk golongan berpendapatan menengah tidak seperti yang diyakini 
oleh para agen, atau setidak-tidaknya sebagaimana mereka inginkan. 
Pada suatu saat, golongan miskin dipaksa memasuki perumahan-peru¬ 
mahan proyek pemerintah yang sebenarnya bertentangan dengan ke- 
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inginan golongan miskin tersebut dan mereka mengalami kondisi-kon¬ 
disi ’perumahan yang menekan’, istilah yang dipinjam dari Tumer. Peng¬ 
huni rancho di Karakas yang dipaksa oleh pengawal diktator, Perez Jime- 
nez ’ke blok-blok mewah’ merupakan contoh klasik akibat kebijakan yang 
tidak memiliki wawasan jangka panjang. Mereka tidak hanya mendapat 
akomodasi yang jelek, dan tidak mampu membayar sewa, tetapi juga 
berbalik menjadi kekuatan oposisi yang berpengaruh sehingga mem¬ 
bantu menggulingkan diktator tersebut (Myers, 1978). 

Sebenarnya keinginan pemerintah untuk membangun pemukiman di 
sebagian besar kota Dunia Ketiga harus dipertanyakan. Pertanyaan se¬ 
macam itu diperlukan, karena pemerintah membangun perumahan tidak 
ditempati kelompok miskin, karena pendapatan mereka terlalu rendah. 
Yang paling lazim, akomodasi itu ditempati golongan berpendapatan 
tinggi dan menengah; di banyak negara yang menempatinya adalah para 
pegawai negeri atau mereka yang terkait dengan jaringan-jaringan politik 
sehingga diuntungkan dengan adanya akomodasi tersebut. Untuk go¬ 
longan-golongan tersebut, perumahan proyek pemerintah sangat po¬ 
puler dan diminati. Tentu saja, ada sedikit keuntungan bagi golongan 
miskin akibat pembangunan perumahan golongan berpendapatan tinggi. 
Totalitas suplai perumahan tersebut akan meningkat akomodasi kelom- 
pok berpendapatan menengah, dapat menyediakan sedikit keuntungan 
bagi golongan miskin, dan mempermudah menekan biaya perumahan 
tersebut. Pada umumnya keadaan pemilikan akomodasi yang telah diko¬ 
songkan itu masih dipertahankan oleh penghuni asli dan dibiarkan untuk 
disewa. Mungkin bahaya terbesar dalam proyek pemerintah ini terletak 
pada kenyataan bahwa proyek-proyek tersebut disubsidi dengan biaya 
besar yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang sebe¬ 
narnya kurang membutuhkan rumah tersebut. Sebagaimana dicatat oleh 
Van Huyck (1968:71), di Calcutta, sebagian besar dana untuk mensubsidi 
biaya semacam ini secara tidak langsung berasal dari pajak orang miskin. 
Pendek kata, keluarga-keluarga miskin terpaksa dibebani pembuatan 
proyek perumahan yang menguntungkan beberapa orang saja yang ting¬ 
gal di perumahan pemerintah tersebut. Jika pemerintah membangun 
perumahan untuk golongan miskin, maka bangunan tersebut semata- 
mata merupakan sisa subsidi yang besar tersebut. Sejak negara-negara 
Dunia ketiga berada dalam kondisi miskin, hanya ada sedikit subsidi yang 
bisa disediakan, dan dalam hal apapun tekanan sistem perpajakan re¬ 
gresif, memaksa golongan miskin membayar proyek perumahan peme¬ 
rintah tersebut. Jika standar perumahan diturunkan, pemerintah meng- 
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akhiri pembangunan pondok beton satu kamar yang seringkah bisa 
diperbaiki dengan biaya rendah oleh golongan miskin. 

Dalam kondisi tertentu, kebijakan semacam ini mungkin terlalu vul¬ 
gar. Jelasnya, reaksi-reaksi terhadap kehidupan dalam akomodasi multi- 
muatan akan tergantung pada pengalaman dalam perumahan sebelum¬ 
nya. Di Singapura, misalnya, tingkat kepadatan di daerah-daerah sentra 
sangat besar sehingga masyarakat Cina mampu beradaptasi tanpa ken¬ 
dala berarti terhadap kehidupan di apartemen-apartemen. Pada sisi yang 
lain, para istri orang Melayu dalam kota yang sama yang lebih terbiasa 
dengan perumahan gaya pedesaan kurang mampu beradaptasi; salah 
seorang dari mereka berkomentar tentang lantai beton, "seperti berusaha 
membuat rumah di jalan raya" (Wee, 1972:227-8). 

Seiring dengan itu, banyak pemerintah sosialis tetap teguh pada gagas¬ 
an akomodasi dibangun pemerintah dan tidak sepakat dengan gagasan 
akomodasi mandiri. Namun, secara umum pengalaman pemerintah 
dalam membangun perumahan di kota-kota Dunia Ketiga diragukan 
nilainya. 

Sebagian besar perumahan seperti ini di satu sisi berkualitas tinggi 
sehingga menguntungkan beberapa keluarga saja, tetapi di sisi yang lain, 
berkualitas rendah sehingga mengalienasikan keluarga-keluarga yang 
menempatinya (Drakakis-Smith, 1981). Dengan pengecualian Singa¬ 
pura, Hongkong, dan Cina, tidak terdapat program-program perumahan 
pemerintah yang berhasil mempertahankan pemukiman spontan yang 
mungkin merupakan tujuan utamanya. 

Para ekonom akan berpendapat bahwa alasan utama kegagalan pro¬ 
gram-program tersebut, terlalu sedikit proyek-proyek perumahan peme¬ 
rintah yang dibangun, dan pemerintah gagal merangsang sektor swasta 
untuk turut serta (Curie, 1971). Peningkatan angka pembangunan peru¬ 
mahan pemerintah memberikan peluang-peluang kerja manakala pro¬ 
yek perumahan tersebut secara keseluruhan merupakan bentuk industri 
padat karya. Variasi-variasi program semacam ini telah dikembangkan 
di Singapura, Hongkong, Brazil, dan Kolombia. Di Kolombia, pemba¬ 
ngunan perumahan merupakan program utama perencanaan nasional 
pada awal tahun 1970-an. Dana-dananya diperoleh melalui perencanaan 
tabungan indeks-terkait dan tidak diragukan mampu membantu kondisi 


* Misalnya, Kuba di bawah Castro ternyata bertindak antagonistik terhadap peru¬ 
mahan spontan. 
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lapangan kerja Bogota, tempat sebagian besar dana diinvestasikan. Apa¬ 
kah ternyata perencanaan tersebut dapat membantu golongan miskin 
apabila pembangunan tersebut dikonsentrasikan untuk proyek peru- 

nyakan. Keputusan yang bersifat definitif berdasarkan pengalaman Ko¬ 
lombia masih jarang, sebab dukungan politik terhadap rencana tersebut 
telah berubah pada tahun 1975 sebelum akibat-akibat sepenuhnya dapat 
dirasakan oleh mereka. 

Di mana strategi semacam ini dijalankan, maka di situ strategi tersebut 
terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di empat negara di 
mana beberapa variasi kebijakan ini diterapkan ternyata ekonomi nasio¬ 
nal mengalami pertumbuhan pesat. Di sisi yang lain, ada bahaya yang 
perlu dipertimbangkan dari rangsangan lonjakan proyek perumahan 
spekulatif yang lebih jauh menkonsentrasikan pendapatan, kecuali refor¬ 
masi perpajakan perkotaan secara komplemeter menyertai pengenalan 
strategi-strategi baru tersebut. Sebagai tambahan, kurang pasti bahwa 
bila akomodasi dibangun untuk golongan miskin, maka akomodasi terse¬ 
but harus sesuai dengan kebutuhan mereka, atau di tempat-tempat seper¬ 
ti Brazil dan Kolombia, apakah akomodasinya secara keseluruhan meng¬ 
untungkan golongan miskin, jelas masih membutuhkan bukti yang lebih 
terperinci lagi. 


mahan mereka yang berpendapatan menengah dan atas, atau apakal 
pembangunan itu merangsang menguatnya inflasi terbuka untuk diperta 


Kontrol-kontrol Penyewaan 

Pendekatan lain terhadap perbaikan kondisi-kondisi golongan miskin 
adalah lembaga kontrol sewa. Sayangnya, pengalaman umum tampak 
kurang berhasil dalam jangka yang relatif panjang. Di Mexico City 'kon¬ 
trol sewa ini, pertama kali diterapkan pada tahun 1942 pada perumahan 
vecindad dengan biaya sewa dibawah 300 peso tiap bulannya memper¬ 
cepat proses pengrusakan terhadap tanah-tanah di pusat-pusat kota di- 
mana para pemiliknya mendapat keuntungan untuk diinvestasikan ke 
tempat-tempat persewaan mereka’ (Comellius, 1975;27). Dengan mela¬ 
kukan generalisasi atas dasar pengalaman-pengalaman di perkotaan, 
Grimes (1976) berpendapat bahwa kontrol-kontrol terhadap penyewaan 
tersebut hanya bisa efektif dalam jangka pendek dan dikombinasikan 
dengan kontrol atas harga dan pendapatan secara ketat. Jika diterapkan 
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dalam kondisi yang lain, maka kontrol tersebut dapat mengurangi jumlah 
pembangunan dan perawatan baru, juga mendorong perkembangan rasio 
yang ilegal seperti pembayaran dengan uang pelicin’. 

Program-program Peningkatan 
Tempat Tinggal dan Fasilitas 

Ada kemajuan respons pemerintah terhadap situasi perumahan. De¬ 
wasa ini terdapat konsensus bahwa sebagian besar pemerintah kapitalis 
Dunia Ketiga tidak mampu membangun perumahan yang memadai un¬ 
tuk mengubah keadaan pemukiman spontan, dan oleh karenanya, perba¬ 
ikan yang lebih besar harus diletakkan pada kebijakan swadaya. Lem¬ 
baga-lembaga penting, seperti Bank Dunia, agen-agen perencanaan pe¬ 
merintah dan juga para arsitek mulai menerima saran dari John Turner 
dan institusi-insitusi pokok lainnya harus menyediakan pelayanan tanah 
dan membiarkan realisasi bangunannya pada masyarakat. Dua kebijakan 
dapat diklasifikasikan dalam gambaran umum ini, pertama mening¬ 
katkan keberadaan pemukiman. Kedua, mempermudah pembangunan 
pemukiman baru (penempatan dan pelayanan). Jelasnya, kedua kebi¬ 
jakan tersebut harus berjalan seiring, dalam arti mampu menyalurkan 
surplus sumberdaya secara langsung kepada golongan miskin dan mem¬ 
berikan jaminan pemilikan kepada mereka. Nilai positif program penem¬ 
patan dan pelayanan ini menawarkan kepada sebuah keluarga sebidang 
tanah, pelayanan bertahap, akses ke kredit, nasihat menyangkut kons¬ 
truksi dan material,yang harganya tidak akan melampaui anggaran kelu¬ 
arga. Jaminan yang diberikan kepada keluarga itu haruslah memung¬ 
kinkan konsolidasi terhadap program- program aksi masyarakat. Agen- 
agen pelayanan pemerintah secara langsung harus mau menarik keun¬ 
tungan yang lebih rendah jika tidak menginginkan masyarakat menem¬ 
pati tanah-tanah bukit, lembah pinggiran sungai, karena perumahan yang 
ada sangat mahal. Biaya yang lebih rendah pada gilirannya dapat men¬ 
dorong agen-agen untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dalam 
jumlah yang besar. 

Program swadaya telah dijalankan oleh sejumlah pemerintahan dan 
Bank Dunia; Laquian (1977:291) mencatat bahwa pada tahun 1974 terda¬ 
pat ’80 pola yang sudah lengkap atau usulan di 27 negara’. Mirip dengan 
itu, Grime (1976:20) melaporkan bahwa pada tahun 1973 proyek-proyek 
penempatan dan pelayanan merupakan bagian dari rencana pemba- 
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ngunan nasional untuk 13 negara. Pada tahun yang sama, Turki, Cile, 
India, Pakistan, dan Iraq masing-masing menyelesaikan 50 ribu tempat 
tinggal beserta fasilitasnya’. Program penempatan dan pelayanan serta 
perbaikan pemukiman liar tidak diragukan lagi menjadi skenario inter¬ 
nasional, seperti dicatat oleh Doebele dan Peattie (1976:9) yang meng¬ 
gambarkan ’salah satu reformasi penting dalam kebijakan perumahan di 
negara-negara berkembang pada dekade terakhir ini. Pada waktu yang 
sama, kebijakan semacam ini bukannya tanpa risiko: dan tidak sedikit 
risiko kembali pada ’jawaban’ universal terhadap permasalahan peru¬ 
mahan. Tentu saja, swadaya bukanlah obat mujarab. 

Stren (1975:270) menggambarkan bagaimana di Nairobi pemerintah 
setempat berupaya menghabiskan biaya kurang dari 1/5 proyek tempat 
tinggal dan fasilitas antara tahun 1969 dan 1972, dan di Tanzania peme¬ 
rintah berupaya hanya membangun 795 antara tahun 1969 dan 1974, jika 
dibandingkan dengan target tahunan yang berjumlah 5000 unit. Selan¬ 
jutnya, perkembangan yang lambat ini juga terjadi di Papua Nugini 
(Oram, 1976), di Bogota (Gilbert, 1981) dan di Kuala Lumpur di mana 
sembilan pola diujicobakan antara tahun 1965 dan 1971. Wegelin (1977), 
melaporkan bahwa 'pengalaman... tersebut tidak menyenangkan’. 

Sebagian besar kegagalan ini disebabkan administrasi yang jelek, kare¬ 
na kurangnya antusiasme otoritas-otoritas lokal. Sebagaimana dinya¬ 
takan oleh kepala perencana Nairobi bahwa 'pemerintah Kenya masih 
sepakat terhadap tujuan-tujuan ini dan setiap keluarga di perkotaan 
harus memiliki dua kamar, satu toilet dan satu dapur, dan bukan mengu¬ 
bah standar hidupnya menjadi lebih rendah ( Guardian , 15 Desember 
1977). Sikap enggan terhadap standar-standar yang lebih rendah itu 
memang sangat umum dan mengekang biaya-biaya yang diperlukan un¬ 
tuk melayani sebagian besar golongan miskin. Oram menyalahkan ada¬ 
nya beberapa kegagalan di Port Moresby karena standar bangunan yang 
digunakan pemilik lokasi tersebut terlalu kaku. Stren (1975:281) mela¬ 
porkan salah satu proyek tempat tinggal dan fasilitas di Nairobi: ’batu- 
bata disediakan untuk pembuatan fondasi’. Biaya untuk batu-bata terse¬ 
but, ditambah dengan standar arsitektur yang tinggi menjadikan proyek 
tersebut di luar jangkauan bagi keluarga berpendapatan rendah. Oleh 
karena itu pemerintah wajib mensubsidi sepenuhnya proyek tersebut 
agar keluarga-keluarga yang berpendatan rendah dapat membayar kem¬ 
bali pinjaman-pinjamannya. Khawatir dianggap membangun per umahan 
jelek dan kumuh pemerintah seringkah mempersiapkan suatu elaborasi 
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program dan biaya yang berlebih-lebihan. Dalam suatu hal, tentu saja 
kritik ini membuka persoalan yang ada dalam proyek per umahan dan 
fasilitasnya yang coba dihindari pola swadaya. Jika harganya naik, satu- 
satunya alternatif adalah menyediakan pinjaman-pinjaman besar kepada 
beberapa keluarga atau mencukupi serta menyebarkan dana dalam jum¬ 
lah yang besar, walaupun masih bersifat spekulatif apakah program 
tersebut akan mampu dijalankan. 

Dalam banyak kasus, masih terdapat keraguan apakah golongan mis¬ 
kin itu berkeinginan terhadap perumahan berstandar tinggi ma nakala 
mereka dibebani oleh hutang yang harus mereka bayar nantinya. Dengan 
mengomentari pengalaman di Zambia, Tipple (1976:168) menyatakan 
bahwa pola pemukiman liar yang ada ternyata tidak berhasil karena pola 
tersebut didasarkan pada asumsi yang keliru bahwa pemukim liar terse¬ 
but ingin pindah ke wilayah yang mendapat fasilitas dan membayar jasa 
pelayanan yang ada. Jelas, respons-respons yang beragam sesuai dengan 
tingkat pendapatan dan aspirasi di kalangan masyarakat miskin; dan 
masyarakat yang sangat miskin lebih suka tinggal di wilayah yang tidak 
ada fasilitasnya. Namun mungkin pemukim spontan yang lebih kaya akan 
menerima tanah layanan dan hal ini terkait dengan pembayaran hu¬ 
tangnya. Sayangnya, bahkan di mana ini merupakan kasus, administrasi 
yang buruk terlalu sering membuat mereka terlalu lama menunggu tanah 
mereka (Oram, 1976), fasilitas-fasilitas (Hollsteiners, 1974; 315) atau 
mengurangi jumlah tanah yang sudah tersedia. 

Beberapa tingkat kelemahan administrasi ini sebenarnya bisa ditekan 
agar tidak meruncingkan permasalahan. Tetapi dalam kasus program 
swadaya, ini merupakam alasan yang berbahaya. Sebab salah satu dari 
kebaikan yang diduga dari kebijakan semacam ini adalah program yang 
secara relatif harus bebas dari birokrasi. Jika ternyata kebijakan tersebut 
membutuhkan adminsitrasi yang ekstensif, maka biaya-biayanya akan 
naik dan salah satu keunggulan utamanya akan hilang. Jelas, jika admi¬ 
nistrasi tidak dapat ditekan seminimal mungkin, maka program-program 
tersebut tidak akan berjalan dan para perancangnya harus mencari ja¬ 
waban baru terhadap kebutuhan golongan miskin. Dengan kata lain, jika 
pemerintah Dunia Ketiga sangat tidak kompeten dalam menjalankan 
program-program sederhana ini secara konseptual, maka perbaikan ter¬ 
hadap pemukiman kumuh, sekali lagi, masih harus dipertanyakan. 

Kemudian, program yang bersifat swadaya ini harus menjawab dua 
kritik mendasar. Pertama, program swadaya ini tidak mencakup lingkup 
yang tidak dilakukan oleh pemerintah padahal merupakan isu kritis, 
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misalnya reformasi pertanian, perpajakan progresif, dan spekulasi tanah. 
Seba gaimana dinyatakan oleh Wilsher dan Righte (1975:138): 

Doktrin program swadaya ini betul-betul menarik. Doktrin tersebut ber¬ 
kaitan dengan kepercayaan seseorang terhadap kemampuan manusia, hu¬ 
bungan ketetanggaan, ambisi dan perasaan- perasaan baik.... Tetapi doktrin 
tersebut jugarmendorong manusia untuk percaya bahwa tidak ada satupun 
yang perlu dicemaskan, dan jika terdapat kekurangan maka tekanan 
alamlah yang akan memperbaiki, dan segala sesuatunya akan berjalan 
dengan sendirinya tanpa membutuhkan waktu yang panjang. 


Drakakis-Smith berpendapat (1976a:2): ’bahwa dengan memenuhi ke¬ 
tentuan perumahan minim um untuk golongan miskin, ternyata proyek 
swadaya ini dapat dikatakan menjaga kelangsungan status quo dan pro¬ 
yek-proyek semacam ini diambil oleh para elit penguasa perkotaan begi¬ 
tu dana multilateral tersedia untuk beberapa tahun belakangan ini’. 
Tuduhan semacam ini digunakan khususnya untuk menentang peme¬ 
rintah Cile, Eduardo Frey (1964-1970). Pengenalan proyek Gperation 
Siteyang terkenal mengakibatkan berkembangnya kebijakan-kebijakan 
. pemerintah yang patemalistik dengan tujuan untuk memenangkan suara 
dan merupakan pengganti serangan terhadap sebab-sebab struktural 
dalam masalah perumahan (Kusnetzoff, 1975:292). 

Kritik pokok kedua terhadap proyek swadaya ini adalah jika proyek 
ini meluas maka proyek-proyek semacam itu akan menciptakan kembali 
kesulitan-kesulitan proyek yang sukar ditanggulangi. Doebele dan Peat- 
tie (1976:6), misalnya menyatakan bahwa pola perumahan dan fasili¬ 
tasnya, tampaknya mengurangi tingkat kesejahteraan dan sikap-sikap 
inovatif dari golongan miskin. Pencucian semacam ini akan menem¬ 
patkan pemukiman golongan miskin tanpa pemimpin yang mampu me¬ 
nekan pemerintah untuk menyediakan beberapa fasilitas dan bantuan. 
Proyek semacam ini juga akan mengurangi tuntutan internal terhadap 
fasilitas dan aktivitas komersial dalam pemukiman miskin, menghan¬ 
curkan ikatan-ikatan ketetanggaan mereka, penjaja makanan lokal, tu¬ 
kang jahit, distributor kayu bakar, dan sejumlah orang marjinal lainnya 
yang tergantung pada aktivitas komersial. Kritik yang sama juga valid 
berkaitan dengan dampak swadaya pada pasaran tanah, pekerjaan, dan 
pertumbuhan kota. Laquian sejak awal (1977:297) telah mengkritik pro¬ 
gram-program pemukiman sebab golongan miskin ditempatkan di ping¬ 
giran-pinggiran kota sehingga mengakibatkan dislokasi ekonomi, sosial 
dan personal. Tetapi permasalahan ini inheren dalam sistem mana pun 
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yang beroperasi dalam kondisi pasaran tanah yang tidak terkontrol. 
Dengan struktur harga tanah yang ada di kota-kota Dunia Ketiga terse¬ 
but, hanya daerah pinggiran saja yang tersedia untuk program-program 
berbiaya rendah. Dan, jika program program swadaya ini harus dikem¬ 
bangkan, maka inkorporasi selanjutnya terhadap sejumlah besar kelu¬ 
arga ke dalam pasaran tanah konvensional tersebut akan mendorong 
meningkatnya harga tanah, sehingga mengasingkan perumahan peme¬ 
rintah ke tanah pinggiran. Konsekuensi pokok dari pola swadaya, tanpa 
adanya modifikasi terhadap pasaran tanah, semata-mata mengalihkan 
dengan mencari tanah murah dari para pemukim liar atau kaum migran 
di kota. Tanpa adanya pajak tanah yang berat atau intervensi pemerintah 
secara langsung terhadap pasaran tanah, masalah yang tidak teratasi 
justru akan melumpuhkan program-program swadaya. 

Sejalan dengan itu, program-program perumahan hanya secara parsial 
membantu kondisi pekerjaan. Program swadaya akan menciptakan pe¬ 
luang-peluang yang lebih banyak bagi para pekerja terampil dan semi- 
terampil. Tapi tanpa program berskala besar yang bertujuan mencip¬ 
takan peluang kerja berupah baik, sedikit sekali masyarakat yang mampu 
berpartisipasi dalam program-program swadaya yang paling murah seka¬ 
lipun. Beberapa pengamat menyatakan (cf.Bromley (ed), 1978) bahwa 
inkorporasi pemukiman spontan ke dalam sektor-sektor resmi melalui 
pola swadaya akan membuka pintu ke arah eksploitasi yang lebih besar 
oleh sektor-sektor kapitalis. Pola semacam ini akan menguntungkan 
perusahaan-perusahaan konstruksi berskala besar dalam menyediakan 
perumahan-perumahan yang seragam, dan oleh karenanya akan mengan¬ 
cam lebih jauh lagi peluang-peluang aktivitas seperti pembuatan batu- 
bata. Hal semacam ini juga akan mensuplai bahan-bahan bangunan yang 
lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar dan akan me¬ 
mangkas perusahaan-perusahaan lokal berskala kecil yang pada saat ini 
menampung banyak pekerja yang berasal dari pemukiman spontan terse¬ 
but. Jelasnya, validitas argumentasi semacam ini bervariasi dari satu kota 
ke kota lainnya dan opini ini akan berbeda menurut posisi ideologisnya. 
Namun munculnya isu-isu mendasar, menurut saya logis saja. Mengge¬ 
neralisasi swadaya tanpa mereformasi beberapa kesenjangan mendasar 
di kota-kota Dunia Ketiga, akan menghancurkan program-program ter¬ 
sebut. 

Oleh karena itu, suksesnya progam perumahan dan program-program 
perbaikan pemukiman liar perlu dibarengi dengan pembaruan struktural 
terhadap kebijakan pasaran tanah, perpajakan, pembagian wilayah, dan 
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tata kota. Tanpa pembaruan semacam ini, program-program swadaya 
sedikit sekali membantu kelompok miskin dan tetap akan mengun¬ 
tungkan mayoritas orang kaya walaupun di negara-negara Amerika Latin 
yang makmur sekalipun. Tentunya semakin jeli para pendukung program 
swadaya mengakui keterbatasan-keterbatasan program ini, dalam ketia¬ 
daan pembaharuan-pembaharuan sebagai pelengkap program tersebut, 
semakin besar keyakinan para pengamat bahwa program swadaya ini, 
dalam kondisi tanpa pembaharuan, masih lebih baik dalam membantu 
golongan miskin daripada kebijakan-kebijakan perumahan lainnya. Ma¬ 
rilah kita berharap bahwa hal yang masuk akal ini merupakan hal yang 
layak sehingga sikap ortodoks yang baru tidak akan dimapankan, sebab 
jika sikap ortodoks itu tetap berlaku, maka argumentasi bahwa swadaya 
akan menjadi pengimbang terhadap pembaharuan boleh jadi terbukti 
benar. Dalam permasalahan ini, pernyataan G.K. Chesterton terbukti 
benar adanya: ’sebuah filsafat baru umumnya berarti celaan terhadap 
sifat buruk yang lama.’ Pendek kata, saat ini golongan miskin akan 
dibiarkan memutuskan. 


Logika Respons Pemerintah 

Saya telah menggambarkan bagaimana pemerintah yang berbeda me¬ 
respons persoalan-persoalan perumahan kelompok miskin. Apa yang 
sekarang coba kami jawab adalah mengapa kebijakan-kebijakan itu di¬ 
ambil dan mengapa pemerintah yang berbeda bereaksi dengan cara yang 
berbeda terhadap permasalahan yang sama. Untuk menjawab perta¬ 
nyaan-pertanyaan ini kita membutuhkan pengetahuan lebih banyak ten¬ 
tang masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Jelas, bentuk negara 
bervariasi menurut pengorganisasian masyarakat; kediktatoran sering¬ 
kah hanya mewakili sekelompok kecil elit yang memanipulasi negara 
untuk kepentingan-kepentingan mereka; di negara-negara Sosialis, ne¬ 
gara mewakili massa dan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang 
bertujuan memperbaiki kondisi perumahan dan sosial. Sebagian besar 
negara di dunia ini jatuh di antara dua sudut ekstrem tersebut; negara di 
tekan untuk mewakili berbagai kelompok sosial, tetapi dalam kenyata¬ 
annya cenderung mewakili kelompok-kelompok tertentu saja. Di keba¬ 
nyakan negara kapitalis, negara mewakili kelompok-kelompok kepen¬ 
tingan kelas atas dan menengah. Negara diktator sekalipun merasa perlu 
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menawarkan keuntungan kepada sektor-sektor masyarakat miskin agar 
rezim mereka mendapat legitimasi. 

Peran badan-badan perencanaan perumahan dan tata kota dalam 
konteks ini biasanya melegitimasi kebijakan-kebijakan negara di hadap¬ 
an kelompok-kelompok menengah dan bawah. Sejauh mana badan- 
badan tersebut diizinkan untuk melaksanakan beberapa perbaikan riil 
bagi golongan miskin, tergantung pada karakter ideologi negara. Di 
negara-negara dengan pajak orang-orang kaya yang lemah, sementara 
spekulasi tanah tak terkontrol dan bahkan dilakukan oleh para menteri, 
kita sedikit sekali bisa berharap keberhasilan badan-badan tersebut. Pada 
sisi yang lain, di mana sumberdaya disalurkan ke dalam infrastruktur 
sosial, di mana upaya-upaya dibuat untuk mengontrol naiknya harga 
tanah, dan di mana berbagai upaya serius dilakukan untuk menyalurkan 
pertumbuhan kota-kota besar yang akan menghemat biaya pelayanan, 
sesuatu yang lebih dari sekedar perbaikan yang mengada-ada mungkin 
terjadi. Meskipun demikian, isu perumahan ini bersifat politis dan seka¬ 
ligus merupakan persoalan teknis. Karenanya agen-agen pemerintah 
menerima keuntungan besar dari pergulatan soal perumahan manakala 
lahir keputusan politik yang mendukung. 

Selanjutnya, kaum politisilah yang menentukan apakah spekulasi ta¬ 
nah perlu dikontrol, bahan-bahan bangunan boleh dinaikkan lebih tinggi 
daripada pendapatan rata-rata dan infrastruktur disediakan untuk go¬ 
longan miskin atau untuk golongan kaya. 

Tindakan kaum politisi selalu dibatasi oleh realitas ekonomi dan 
sosial. Betapapun utopisnya keinginan pemerintah, semuanya tergan¬ 
tung pada sumberdaya negara. Meskipun komunis Cina telah mengatur 
pendistribusian pendapatan nasional secara ketat, tetapi sulit untuk 
mendistribusikan kembali kepada massa sesuatu yang tidak diproduksi. 
Sementara, banyak pemerintahan Dunia Ketiga dibatasi oleh lemahnya 
kompetensi teknologi dan managerial mereka. Meskipun saya akan me¬ 
nekankan dimensi politik dalam pembahasan berikut ini, tetapi batasan- 
batasan semacam itu perlu diperhatikan kembali. 

Setelah menjelaskan beberapa permasalahan secara umum, saya akan 
mempertimbangkan alasan pokok pemerintah mengambil kebijakan 
perkotaan yang spesifik tersebut. Mengapa penggusuran perkampungan 
kumuh dan proyek-proyek perbaikan perkotaan itu sering terjadi, me¬ 
ngapa proyek-proyek perumahan pemerintah jauh dari jangkauan go¬ 
longan miskin, mengapa proyek-proyek perumahan seperti itu begitu 
digalakkan? Adakah penjelasan universal yang mungkin atau adakah 
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kebijakan-kebijakan pemerintah selalu bervariasi sesuai dengan plot- 
plot konvensional? Baiklah, saya mulai dengan membahas mengapa 
perumahan spontan seringkali digusur. 

Argumentasi umum yang ada di dalam literatur menyatakan bahwa 
para perencana selalu memusuhi gagasan golongan miskin membangun 
pemukiman mereka sendiri karena perumahan seperti itu dirancang 
secara asal-asalan, menggunakan bahan-bahan yang jelek dan sulit bagi 
pemerintah untuk memberikan pelayanan. Walaupun sikap seperti ini 
dapat dimengerti, tetapi tidak relevan dengan kondisi perkotaan Dunia 
Ketiga dan ini merupakan produk pendidikan Barat yang diterima oleh 
para arsitek dan para perencana. Sebagian besar profesional di Dunia 
Ketiga dididik di luar negeri atau di sekolah-sekolah dengan kurikulum 
berdasarkan kurikulum Eropa atau Amerika Serikat, dan mereka mene¬ 
lan mentah-mentah kebijakan-kebijakan konvensional masyarakat ter¬ 
sebut. Di negara-negara bekas jajahan Inggris, pengaruh arsitektur Ing¬ 
gris dan aliran-aliran perencanaan terus berlangsung (Dewar, 1976; 
Dweyer, 1975; Aradeon, 1978). Rosser (1972) mengeluh adanya 'ham¬ 
batan mental’ menentang realitas ’kota Indian yang brutal’ yang didp- 
takan oleh pengaruh ini. Reaksi khas arsitek adalah memberikan reko¬ 
mendasi bangunan pemerintah yang berkualitas tinggi. 

Banyak yang meyakini bahwa standar-standar tersebut akan dapat 
dikurangi jika kaum miskin diizinkan atau didorong untuk membangun 
perumahan mereka sendiri. Tetapi, sebagaimana dinyatakan Turner 
(1972: 148), 'standar-standar yang berada dalam pemikiran tersebut... 
bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan sumberdaya yang tersedia, 
tetapi lebih merepresentasikan ide-ide objektor tentang seperti apa pe¬ 
rumahan itu seharusnya. Gagasan ini jelas merupakan gagasan impor dan 
utopis dan sedikit sekali relevansinya dengan realitas yang ada. Para 
perencana hanya melihat elemen-elemen buruk saja pada perumahan 
spontan tanpa melihat nilai positifnya. Lembaran-lembaran perencana¬ 
an dipandang sebagai realitas dan solusi terhadap masyarakat dan berba¬ 
gai permasalahan mereka menjadi pengertian yang tidak ’jelas’ sebagai¬ 
mana dinyatakan oleh Grannels (1972:97): 

Kesuraman ini merupakan akibat dari hasrat murni untuk memperbaiki 
kondisi kehidupan masyarakat sebanyak mungkin; ide baku tentang apa 
yang membentuk perumahan ’yang baik’; pengakuan tentang keterbatasan- 
keterbatasan sumberdaya dari sektor perdagangan swasta dan pemerintah 
untuk mencapai tujuan tersebut; penekanan terhadap standarisasi ran¬ 
cangan dan efisiensi produksi; konsekuensi pengurangan peran para pemu- 
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kim dalam penyediaan perumahan. Yang terakhir ini didasarkan atas asumsi 
bahwa partisipasi pemerintah tidak efisien dan hanya menghabiskan waktu 
karena masyarakat tidak mengetahui apa yang mereka inginkan atau seder¬ 
hananya, kaum teknisi yang terdidik 'mengetahui lebih baik kebutuhan- 
kebutuhan golongan miskin daripada golongan miskin itu sendiri. 

Banyak contoh ’citra’ pemukim liar yang begitu buruk dalam pemikiran 
para prosfesional dan politisi sehingga mengakibatkan penggusuran yang 
terus-menerus. Aradeon (1978:1) menyatakan 'gubernur militer di La- 
gos, setelah pulang dari kunjungan ke Australia, mengumumkan bahwa 
pemerintahnya akan membersihkan pemukiman kumuh tradisional di 
Lagos dan membangun apartemen-apartemen dan pusat-pusat perbe¬ 
lanjaan modern. Pandangan semacam ini tentu saja tidak benar dan 
mengada-ada serta mengakibatkan beberapa respons kebijakan yang 
tidak tepat. Meskipun sikap-sikap yang keliru semacam ini mempunyai 
pengaruh penting dalam rumusan tentang respons-respons yang tidak 
layak tersebut, tetapi tidaklah bijaksana untuk melebih-lebihkan kesa¬ 
lahan tersebut. Bila sebagaimana terjadi dalam survei urbanisasi inter¬ 
nasional Ford Foundation, sebagian besar keswadayaan digantungkan 
pada pelatihan profesional yang lebih baik, sikap semacam ini menge¬ 
sampingkan alasan-alasan politik yang kental untuk daerah-daerah peru¬ 
mahan liar atau golongan miskin yang ada di wilayah yang sedang ter¬ 
singkir. Di banyak negara, penggusuran merupakan akibat dari strategi 
politik nasional yang seringkah digunakan untuk mendukung kelom¬ 
pok-kelompok sosial tertentu. Di Rodhesia Utara, misalnya, penggu¬ 
suran itu mempertahankan kebijakan kolonial yang penting; daerah- 
daerah perkotaan merupakan lingkungan untuk penduduk kulit putih 
dan UU itu terus diberlakukan untuk menjaga kondisi tersebut (Tipple, 
1976:167). Kebijakan semacam ini masih terus dipraktekkan di Afrika 
Selatan (Wilson, 1972; Ellis dan kawan-kawan, 1977). Di republik terse¬ 
but, negara membutuhkan akomodasi semacam itu untuk buruh migran; 
perumahan spontan dilarang berada di kota-kota tetapi diizinkan untuk 
pedesaan. Kebijakan terhadap perumahan spontan di perkotaan tidaklah 
dimaksudkan untuk membantu golongan kulit hitam yang miskin, tetapi 
hanya untuk mengontrol pemasukan dan melangsungkan standar kehi¬ 
dupan untuk orang-orang kulit putih belaka. Transparansi kebijakan 
perumahan di Afrika Selatan ini berguna, tidak hanya untuk mengi¬ 
ngatkan kita tentang kejahatan apartheid tetapi juga untuk menun- 
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jukkan suatu cara bagaimana pemerintah memanipulasi kebijaksanaan- 
kebijaksanaan masalah perumahan. 

Penjelasan tradisional Anglo Saxon tentang sosok pemerintahan mis¬ 
kin adalah menyalahkan penguasa dan para penasehat mereka. 

Meskipun demikian, seringkali penjelasan terdapat di mana-mana; 
bahwa di tangan beberapa kelompok yang berkepentingan itulah 
kebijakan itu terus berlanjut sesuai dengan cara yang mereka lakukan. 
Banyak pola tentang perbaikan perkotaan dan penempatan perkam¬ 
pungan liar secara nyata mendukung penjelasan ini. Pertimbangkan 
sebuah kasus ketika tanah berdekatan dengan pusat bisnis komersial 
ditempati para pemukim berpendapatan rendah. Penjelasan teknisnya, 
kondisi ini akan menghasilkan fasilitas kesehatan dan penduduk miskin 
mendapat fasilitas yang lebih baik dari perumahan yang dibangun peme¬ 
rintah di tempat lain. Seringkali kelompok-kelompok yang dikomando 
oleh dukungan politik membujuk otoritas perencanaan untuk bertindak 
dengan cara itu dan proyek tersebut dilegitimasikan dari sudut pandang 
kepentingan negara. Di Rio de Janeiro program penggusuran Favela 
antara tahun 1862 dan 1966 didukung atas dasar bahwa tanah tersebut 
dibutuhkan untuk sistem-sistem transit masyarakat; di Meksiko, pro¬ 
gram-program serupa dibenarkan dengan alasan untuk membangun se¬ 
buah metro; di Lagos 60.000 orang digusur sebagai akibat proyek perlu¬ 
asan jalan. Tentu saja bila proyek tersebut jelas demi kepentingan umum, 
beberapa kelompok yang secara fisik berada di lokasi tersebut sepe¬ 
nuhnya harus dipindahkan. Tetapi ironisnya, pola pembaruan tersebut 
sangat merugikan golongan miskin dan sedikit sekali yang menguntung¬ 
kan mereka. 

Oleh karenanya, tidak jarang kriteria teknis berdasarkan pengalaman 
Eropa atau Amerika, disuarakan untuk memberikan keuntungan bagi 
kelompok-kelompok berpendapatan tinggi. Pada tingkat tertentu, kita 
bisa sepakat terhadap mereka yang berpendapat bahwa kebijakan peren¬ 
canaan dan perumahan kurang tergantung pada kebangkitan sikap profe¬ 
sional daripada tekanan politik yang berlebihan dari golongan miskin. 
Collier (1976:133) menyatakan bahwa para penguasa di Lima telah 
men gizink a n adanya invasi tanah yang disebabkan oleh tekanan-tekanan 
dari golongan miskin, kendatipun masih terbatas. ’Di negara-negara lain, 
pembasmian pemukiman secara besar-besaran mengisyaratkan bahwa 
pemukiman itu tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam kaitannya 
dengan pemerintah daripada yang ada di Peru’.... Dukungan pernyataan 
ini berasal dari Ibadan dengan dominasi politik penduduk wilayah sentra 
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terhadap dewan kota untuk mencegah pembersihan kampung kumuh 
(Laquian, 1971:65). Dalam kasus yang sama ’di India, yang terlihat dari 
penelitian bahwa mayoritas area berpendapatan rendah di kota-kota 
tersebut memberikan suara kepada Partai Kongres yang berkuasa dan ini 
menghasilkan perbaikan lingkungan fisik wilayah-wilayah berpen¬ 
dapatan rendah tersebut, dan bahkan bila ini bertentangan dengan ren¬ 
cana induk pemerintahan itu sendiri (Payne, 1977:63). Pengaruh politik 
jelas penting dalam orientasi kebijakan perumahan. 

Mungkin peran yang dimainkan kepentingan politik dalam sistem 
kapitalis dalam menentukan kebijakan pemerintah terhadap golongan 
miskin dapat dipaparkan secara jelas dengan membalikkan pertanya¬ 
an-pertanyaan pokok saya di atas tadi. Sebagai ganti kita memperta¬ 
nyakan mengapa pola perbaikan perkotaan itu diperkenalkan dan pola 
pemukiman spontan dirusak? Kita harus menelaah, dalam situasi yang 
bagaimana perumahan spontan diizinkan untuk berkembang? Sebagai 
hipotesis luas mungkin saya bisa mengemukakan bahwa pemukiman 
spontan diperbolehkan berkembang manakala: (1) partai-partai politik 
dominan atau pemerintah membutuhkan dukungan politik dari orang 
orang miskin; (2) tanah-tanah yang ditempati oleh golongan miskin 
tersebut secara langsung tidak mengancam prinsip-prinsip pemilikan 
pribadi; (3) pelaksanaan pemukiman spontan secara langsung mendu¬ 
kung, atau setidaknya mengurangi tuntutan kebutuhan sistem sosial 
ekonomi yang sedang berubah. 

Kita sudah mengetahui bagaimana para partisipan politik di India dan 
di Nigeria mampu mencegah penggusuran perkampungan kumuh, bah¬ 
kan kepentingan politik juga mengakibatkan penyediaan pelayanan yang 
lebih besar dan berbagai fasilitas kredit. Drakakis-Smith (1976a:12) me¬ 
nyatakan bahwa di Turki begitu pergolakan perebutan kekuasaan antara 
dua partai politik besar menjadi lebih berimbang, pemukiman liar men¬ 
dapatkan pengakuan secara defacto, disediakan berbagai fasilitas, seperti 
jalan aspal, listrik, dan saluran air minum. Demikian pula di Santiago, 
tanah- tanah sitaan sebanyak 13 hektar pada tahun 1968 sampai 35 hektar 
di tahun 1969 dan 105 hektar telah diakui pada tahun 1970 begitu 
mendekati masa pemilihan umum (Cleaves, 1974). Menurut Cusnetzoff 
(1975:294-5) 'gambaran-gambaran tersebut menunjukkan bahwa bagai¬ 
manapun kuatnya tekanan Frey, organisasi-organisasi pekerja yang se¬ 
dang tumbuh, dukungan partai-partai oposisi terhadap penyediaan tanah 
dan dekatnya waktu pemilihan presiden semuanya merupakan sarana 
dalam menanggulangi kekuasaan represif dan begitu pula kapasitas pe- 
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rencanaan dan kontrol pemerintah’. Golongan miskin dapat juga meng¬ 
ambil keuntungan, walaupun secara temporer di bawah pemerintahan 
yang populis tersebut. Di Argentina di bawah Peron, dan Kolombia di 
bawah Rojaz, golongan miskin menerima pelayanan lebih dan pemu¬ 
kiman mereka jarang terancam. Di Lima, pemerintah militer Odria 
(1948-56) mulai memberikan tanah sebagai alat untuk mengalahkan 
dukungan politik pada APRA 9 Collier (1976:64) menyatakan bahwa 
dampak jangka panjang dari manuver ini menggerakkan dinamika ma¬ 
gang tukang yang mewajibkan pemerintah baru, baik militer maupun 
hasil pemilu, untuk memberikan tanah dan melayani pemukiman yang 
sudah mapan. Konsekuensinya, invasi Lima merupakan akibat langsung 
dari keinginan kuat pemerintah ketimbang ancaman terhadap sistem ala 
Peru sebagaimana seringkali diklaim. 

Meskipun golongan miskin sebagai suatu kelompok mungkin meng¬ 
ambil keuntungan dari program-program populis yang bersifat temporer 
atau persaingan-persaingan kekuasaan politik yang membutuhkan suara, 
pemukiman-pemukiman khusus seringkali diuntungkan dengan pela¬ 
yanan-pelayanan khusus pula. Di banyak kota di Amerika Latin fasilitas 
merupakan fungsi patronase politik; barrios yang telah menjanjikan du¬ 
kungan terhadap kelompok penguasa politik atau seorang penguasa 
politik akan mendapatkan sarana telepon, air atau jalan sebagai bagian 
dari janji-janji tersebut. Rei (1969) melaporkan bahwa di Venezuela 
banyak barrios yang terkait dengan partai-partai politik secara khusus 
dan memperoleh keuntungan sesuai dengan keuntungan partainya. Di 
Rio de Janeiro, menurut Leeds (1969: 79) ’semakin besar favela maka 
akan semakin besar pula hadiah-hadiah yang mengalir; semakin banyak 
suara yang disalurkan, maka semakin banyak yang bisa dibeli... jadi, 
pemukiman liar yang sangat besar... akan terus tumbuh baik, memiliki 
pengaruh politik, sementara favelas kecil mengalami stagnasi’. 

Oleh karena itu, secara umum kepentingan politik merupakan elemen 
kritis yang menentukan kebijakan terhadap pemukiman spontan. Bagai¬ 
mana kaum miskin sebagai kelompok yang muncul dari situasi tersebut 
akan tergantung pada tingkat konflik politik partisan dan faktor-faktor 
struktural seperti kesejahteraan negara dan tingkat golongan miskin ini 
dapat dibantu tanpa mempengaruhi kelompok-kelompok berpendapat- 

9 APRA adalah partai yang mendapat dukungan besar dari kelompok berpendapatan 
rendah baik di Lima maupun di Peru Selatan. 
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an tinggi d a n menengah. Kondisi-kondisi struktural semacam ini bersifat 
kritis dan mengarahkan kita kepada pokok persoalan kedua. 

Para penghuni pemukiman spontan di Lima, Ankara, dan Karakas, 
seluruhnya diuntungkan oleh kompetisi politik. Tapi, di seluruh kota 
tersebut faktor utamanya adalah tersedianya tanah umum di sekeliling 
kota. Semua pemerintah negara nonkomunis Dunia Ketiga pada umum¬ 
nya cenderung mempertahankan tanah pribadi tetapi mengizinkan invasi 
terhadap tanah negara. Hanya dalam situasi khusus, invasi tanah pribadi 
berlangsung. Luis Echeverria, presiden Meksiko tahun 1970-1976 telah 
mendorong pemilikan tanah majalah Excelsior karena sikap kritisnya 
terhadap pemerintah. Di Venezuela, para memilik tanah pribadi gagal 
mengekang para penyerbu potensial ketika para memilik tersebut me¬ 
nyangka bahwa pemerintah akan memberi kompensasi atas kehilangan 
yang mereka alami. (Perez dan Nikken, 1979; Gilbert, 1981b). 10 Di Cile 
tahun 1970, situasi begitu kacau sehingga pemilik tanah pribadi men¬ 
dorong pobladores untuk menginvasi tanah-tanah mereka (Cleaves, 
1974:301-2). Manakala tanah yang ada di sudut-sudut kota tidak dapat 
ditanami dengan tanaman yang menghasilkan keuntungan atau dijual 
untuk pengembangan perkotaan, maka jalan yang terbaik bagi para 
pemilik tanah adalah menjual tanah yang telah diinvasi tersebut kepada 
pemerintah pada saat inflasi harga sehingga membebaskan pemiliknya 
dari tanggung jawab legalnya demi membangun fasilitas perkotaan. 

Yang paling lazim adalah invasi terhadap tanah-tanah publik. Khu¬ 
susnya, ketika area-area luas tersebut berdekatan dengan perkotaan. 
Namun, secara bertahap urbanisasi yang pesat mengurangi suplai tanah 
pemerintah yang ada dan mengakibatkan reaksi-reaksi yang kurang aman 
terhadap invasi-invasi tersebut. Di Ankara saat ini, lazim bagi golongan 
miskin untuk membeli tanah sebagaimana di Lima dua tahun belakangan 
ini. Dua pemerintahan tersebut menghadapi pilihan untuk mengen¬ 
dalikan angka pertumbuhan kota atau mencegah invasi tanah sehingga 
dengan demikian mendukung proses pembelian tanah. Di banyak kota 
Amerika Latin, ternyata orang miskin mampu membeli tanah sama 
seperti kelompok-kelompok sosial lainnya. Bagi standar Eropa, peme- 


10 Karena kemakmuran negara Venezuela, maka kompensasi yang penting seringkali 
dibayar pada tuan tanah yang tanahnya diinvasi. Penjelasan lain adalah tuan tanah men¬ 
dorong invasi terhadap sebagian tanah mereka, kemudian menekan para penguasa untuk 
menguasai dan menggunakan tanah tersebut sehingga menaikkan harga tanah lainnya. 
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rintah mengizinkan pembangunan tanpa aturan yang terlalu berlebih- 
lebihan. Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa golongan miskin sangat 
membutuhkan tanah, dan jika pemerintah memaksa kaum migran untuk 
memberikan pelayanan-pelayanan, maka dampaknya akan memaksa go¬ 
longan miskin keluar dari pasaran tanah. Satu-satunya alternatif meng¬ 
hadapi proses urbanisasi yang bersifat invasif ini adalah dengan mening¬ 
gikan tingkat sewa dan dalam jangka panjang pelarangan terhadap invasi 
tersebut. Walaupun urbanisasi yang bersifat invasif itu seringkali mem¬ 
berikan layanan yang sangat mahal dan mendorong pola kepadatan atau 
pertumbuhan penduduk yang rendah, tapi pola tersebut menyediakan 
tanah bagi orang miskin. Yang lebih penting lagi, hal ini mendukung 
prinsip-prinsip pemilikan tanah pribadi dengan mengurangi kebutuhan 
untuk berinvasi dan mengubah sejumlah besar golongan miskin menjadi 
pemilik-pemilik tanah. Di Bogota, negara ikut campur tangan hanya 
pada saat kaum migran tersebut diadukan oleh warga perkotaan asli 
kepada pemerintah (Gilbert, 1981b). Kecuali di bawah pemerintahan 
yang terlalu tamak dan korup, migran gelap dapat bertahan karena 
intervensi pemerintah akan menyebabkan lebih banyak persoalan lagi, 
bukan malah menyelesaikannya. Lagi pula sistem tersebut memberikan 
sumber patronase kepada kepentingan-kepentingan politik. Para politisi 
mencari izin perencanaan, melakukan negosiasi fasilitas dengan birok¬ 
rasi dan kemudian menjadi perantara bagi kaum migran gelap tersebut. 

Para politisi yang kurang seksama akan mewakili kepentingan migran 
gelap tersebut di hadapan para penguasa. Di kota-kota lain, seperti 
Nairobi para politisi sendirilah yang terlibat dalam penjualan tanah dan 
properti kepada golongan miskin dan dengan demikian mempunyai 
kepentingan langsung dalam melestarikan urbanisasi gelap. Namun, sa¬ 
ngat lazim sistem urbanisasi gelap ini mampu bertahan, sebab sistem ini 
menawarkan tanah kepada golongan miskin tanpa mengancam prinsip- 
prinsip pemilikan tanah pribadi. 

Pada tingkat tertentu pokok persoalan saya yang kedua ini bisa jadi 
tumpang tindih dengan pokok persoalan yang ketiga; proses pemukiman 
spontan ini diizinkan manakala ia mendukung sistem ekonomi, politik, 
sosial yang ada. Apapun ketakutan-ketakutan dan keberatan-keberatan 
moral kaum elit terhadap perumahan spontan, perumahan swadaya tetap 
memiliki fungsi ekonomi bagi negara- negara Dunia Ketiga. Pertama, 
swadaya ini memberikan peluang bagi golongan miskin untuk masuk ke 
dalam pasaran perumahan dengan mempertahankan biaya yang rendah, 
dengan cara yang tidak mengancam kelompok-kelompok berpendapatan 
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tinggi. Kedua, golongan Marxis menyatakan bahwa harga perumahan 
spontan yang murah akan mendorong tenaga kerja untuk melakukan 
reproduksi sendiri meskipun upah dibayar oleh industri modern (Pra- 
dilla, 1976; Burgess, 1978; Da Camargo dan kawan-kawan, 1975). Per¬ 
kembangan ekonomi terjadi dengan cepat dalam masyarakat kapitalis 
atas dasar ongkos buruh yang murah dan bertahannya perumahan ber¬ 
pendapatan rendah sehingga membantu mengurangi tekanan naiknya 
upah. Meskipun pemukiman spontan dapat merambah pada kelompok- 
kelompok berpendapatan menengah dan atas, namun peraturan- pera¬ 
turan pembagian wilayah memisahkan kelompok-kelompok yang berbe¬ 
da pendapatan tersebut. Jika perumahan spontan itu digusur sebagai¬ 
mana sering kita lihat dewasa ini, maka keuntungan- keuntungannya 
akan menjadi nyata; perumahan spontan itu menawarkan buruh murah 
untuk industri, menyediakan tenaga pembantu yang berlimpah dan ba¬ 
nyak lagi jasa yang kurang tersedia untuk kaum elit di perkotaan Dunia 
Ketiga. Ketiga, eksistensi perumahan spontan, khususnya apabila terda¬ 
pat proses konsolidasi yang aktif, akan membuka peluang-peluang keun¬ 
tungan untuk perusahaan-perusahaan industri dan komersial. Kaca, ba- 
tubata, semen, tegel dan pipa dibeli dalam jumlah besar oleh para pe¬ 
mukim spontan tersebut. Ini tentu saja akan menyediakan pasar yang 
besar bagi pensuplai bahan bangunan. Lebih jauh lagi, perumahan spon¬ 
tan dapat membantu menyalurkan kelompok miskin keluar dari daerah 
sentral yang bernilai tinggi. Sebagaimana dicatat oleh Collier (1976:37), 
dari 60 kasus yang diperoleh, hampir 50 persen golongan miskin meng¬ 
untungkan kepentingan real estate, atau perkembangan perkotaan. Keti¬ 
dakjelasan pemilikan tanah di Lima ternyata menciptakan kesejahte¬ 
raan. Keempat, kepentingan- kepentingan politik para pendukung juga 
membantu dalam proses tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Perez 
dan Nikken (1979:73). 

Keliaran dan formasi barrios tidak membebani negara (atau partai yang 
berkuasa dalam pemerintahan nasional atau lokal) dengan berbagai jenis 
kewajiban agar menyediakan tanah atau fasilitas, juga tidak memberikan 
kewajiban untuk membagi tanah dan fasilitas tersebut. Sebaliknya negara 
hanya memberikan jaminan dengan cara tidak menggusur para pemukim 
liar... menyediakan fasilitas umum yang mendukung pemukiman liar dan 
kerja sama aktif warga barrios bisa dimanfaatkan untuk membangun fasi¬ 
litas-fasilitas itu. 
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Oleh karena itu argumentasi saya adalah meskipun pemukiman spontan 
jelas membawa masalah bagi negara, namun secara umum pemukiman 
spontan tersebut bersifat fungsional bagi pelestarian dan reproduksi 
tatanan ekonomi dan sosial. Pada gilirannya, hal ini menyembulkan 
pertanyaan penting. Jika memang menjadi kepentingan sistem kapitalis 
Dunia Ketiga untuk mendorong pemukiman spontan, mengapa negara- 
negara tersebut terkadang menggusur pemukiman tersebut dan terlibat 
dalam pembaruan perkotaan? Jika pemukiman spontan bermanfaat bagi 
orang-orang kaya, mengapa Bank Dunia dan PBB harus bekerja keras 
untuk menjual ide-ide program perumahan itu? Pada gilirannya hal ini 
menimbulkan pertanyaan mengenai validitas penjelasan golongan Mar- 
xis mengenai situasi perkotaan Dunia Ketiga (Peattie, 1979). Menurut 
beberapa penulis, pemukiman spontan itu fungsional bagi sistem yang 
ada sebab pemukiman ini akan menurunkan biaya tenaga kerja dan jasa. 
Oleh karena itu pemukiman spontan akan mempercepat akumulasi mo¬ 
dal dan mendorong reproduksi suplai buruh. Pada saat yang sama, sektor 
kapitalis monopoli ternyata secara bertahap memasuki proses pemu¬ 
kiman spontan. Dengan membeli tanah untuk spekulasi, menyediakan 
bahan-bahan bangunan dan memasuki pasar eceran secara cepat dalam 
masyarakat semacam itu, perusahaan-perusahaan berskala besar akan 
meningka tkan keuntungan mereka. Tetapi pada gilirannya, masuknya 
mereka ke pasar tersebut akan menaikkan ongkos reproduksi buruh dan 
karenanya akan memberikan tekanan pada tingkat upah, yang diduga 
akan dihindari pemukiman spontan. Di sini kontradiksi yang perlu diper¬ 
timbangkan secara hati-hati muncul. 

Salah satu pemecahan yang mungkin adalah menjelaskan kontradiksi- 
kontradiksi tersebut dari sudut pandang konflik-konflik kepentingan 
yang saling menguntungkan dari kelompok-kelompok elit yang berbeda 
(fraksi-fraksi kelas). Negara harus tunduk pada tekanan para wakil ber¬ 
bagai kelompok kapitalis; karena respons perumahan dari pemerintah 
akan merupakan keseimbangan antar tuntutan-tuntutan tersebut. Jadi, 
pemerintahan pusat mungkin merespons kepentingan-kepentingan in¬ 
dustrial yang secara samar- samar simpatik terhadap pemukiman spon¬ 
tan karena ia menawarkan buruh yang murah, dengan gagal merumuskan 
kebijakan perumahan yang konsisten atau dengan mendukung program- 
program swadaya. Sementara, kebijakan pemerintah lokal mungkin me¬ 
respons tekanan dari kelompok-kelompok pemukiman elit dan industri 
bangunan yang kepentingannya dilayani dengan melakukan penggu¬ 
suran. Kebijakan lokal semacam ini akan didukung apabila golongan 
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miskin tadi menempati tanah yang bernilai tinggi untuk mengantisipasi 
pembangunan, apabila mereka memblokir program-program kerja ne¬ 
gara yang prestise, dan apabila mereka berdekatan dengan wilayah peru¬ 
mahan kelompok berpendapatan menengah dan atas, sekaligus 
mengancam untuk menurunkan harga dan nilai properti. Dalam kondisi 
lain, pemerintah lokal dapat menerima pemukiman spontan, sebab me¬ 
reka tidak mampu menangani masalah-masalah tersebut; mereka tidak 
bi$a membangun perumahan yang tepat untuk tempat tinggal golongan 
miskin, mereka tidak mampu melayani para pemukim tersebut, mereka 
juga tidak mampu menggunakan kekuasaan politik untuk menggusur 
golongan miskin itu. Namun, karena proses seperti apapun selalu mela¬ 
yani kepentingan golongan kaya sedangkan golongan miskin pada 
umumnya tampak puas dengan tindakan mereka sendiri, maka kebijakan 
yang paling tepat adalah membiarkan apa adanya. 

Pada tingkat nasional pemerintah semakin mengakui ’penyakit’ peru¬ 
mahan spontan untuk dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan 
nasional mereka. Dengan demikian, pembangunan dewasa ini dipahami 
tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi. Tekanan inter¬ 
nasional dari Bank Dunia dan dari agen-agen dana pinjaman lainnya 
dalam mendukung perumahan spontan ini barangkali tidak diterima 
sepenuhnya, tetapi hal ini biasanya di permanis melalui berbagai kesu¬ 
litan pinjaman. Lebih jauh lagi, masalah-masalah perkotaan tidak bisa 
diabaikan oleh pemerintah nasional karena skalanya begitu besar. Bue- 
nos Aires menampung sepertiga dari seluruh penduduk Argentina, Cara- 
quenos menampung seperlima dari seluruh penduduk Venezuela, dan 
Manila mewakili seperdelapan dari seluruh penduduk Filipina. Karena 
sampai separuh penduduk kota-kota tersebut merupakan pemukim 
spontan, maka pemerintah nasional terpaksa ikut campurtangan. Penge¬ 
nalan perbaikan-perbaikan parsial, seperti proyek-proyek penempatan 
dan pelayanan dapat diharapkan tumbuh karena pemerintahan di ne¬ 
gara-negara Dunia Ketiga tidak mempunyai pemecahan lain untuk dita¬ 
warkan, tetapi jenis-jenis program yang akan diperkenalkan tersebut 
bukanlah sebagaimana program-program yang telah direkomendasikan 
oleh Bank Dunia. Sebab, jika pemerintah pusat dipaksa untuk cam¬ 
purtangan karena realitas ekonomi dan politik, kepentingan-kepenting¬ 
an bisnis ikut campurtangan karena daya tarik keuntungan. 

Suatu program yang betul-betul ingin membantu golongan miskin 
akan melibatkan serangan terhadap spekulasi tanah, berbagai subsidi 
fasilitas masyarakat untuk golongan miskin dan perencanaan penggu- 


PERUMAHAN KELOMPOK MISKIN PERKOTAAN 155 


naan tanah yang efektif yang mampu mengurangi kemacetan lalu lintas 
dan unit-unit ongkos penyediaan pelayanan negara. Tetapi hal semacam 
ini tidak mudah dalam konteks ekonomi yang kompleks sementara kita 
menipu diri kita sendiri dan golongan miskin jika kita percaya akan hal 
itu. Pola penempatan dan pelayanan keduanya merupakan suatu yang 
penting dan tak terelakkan, tapi tidak dapat dihindari akan ada peru¬ 
bahan lebih radikal yang akan mendistribusikan sumber-sumber keka¬ 
yaan kota dan meningkatkan standar pelayanan masyarakat serta men- 
ciptakan lapangan kerja. 
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PANDANGAN HIDUP URBAN 


SePANJANG zaman kota-kota telah menimbulkan respons yang ber¬ 
tentangan secara tajam. Dengan dibangunnya pemukiman perkotaan 
manusia telah membawa perubahan-perubahan nyata di permukaan pla¬ 
net ini dan secara mendasar mengubah hubungan-hubungan sosial 
sehingga membedakan spesies manusia. Tapi setelah enam ribu tahun 
mengalami peradaban kota kita tampak masih ambivalen terhadap cip- 
taan kita itu. Kita hanya dapat mengira-ngira apakah kota-kota zaman 
dulu benar-benar dipandang sebagai tempat bercokol singgasana para 
penguasa lalim, kraton-kraton, atau sebagai tempat para pedagang men¬ 
jual makanan yang berlimpah sehingga mampu memperbaiki kehidupan. 
Bagi para filosuf abad pencerahan, kota mewakili suatu kebajikan, tetapi 
untuk generasi selanjutnya yang sudah mengalami Revolusi Industri, 
kota tampak sebagai sarang kejahatan dan korupsi. Conquistadores men¬ 
dirikan kota Aztec, sementara kota Inka mereka hancurkan, dan mereka 
membangun katedral-katedral dengan batu-batu yang berasal dari candi- 
candi tua, tetapi kebanggaan terhadap kreasi baru mereka pada pun¬ 
caknya dipadukan dengan imigran asing dan mestizo. Calcutta lebih dari 
dua abad berperan sebagai simbol gangguan asing, tetapi di situ juga 
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terdapat Renaisans Benggala yang menentang Barat. Pemukiman-pemu- 
kiman budak yang dibebaskan di pantai Barat Afrika, Freetown tahun 
1792, Monrovia tahun 1822, Libreville, tahun 1848, telah menjadi simbol 
perjuangan penghapusan perbudakan. Tetapi, di benua yang sama Jo- 
hannesberg berdiri sebagai simbol perbudakan. 

Pembahasan kita juga membawa jejak-jejak ambivalen. Kota-kota 
Dunia Ketiga tampak bagi kita ditandai dengan posisinya yang ter¬ 
gantung pada dunia kapitalis, tetapi juga merupakan tempat bagi stra¬ 
tegi-strategi pembangunan yang lebih seimbang. Kita telah menegaskan 
bahwa kota-kota menawarkan janji nyata kepada masyarakat sehingga 
menarik mereka dari daerah pedesaan, tetapi kita juga telah menekankan 
masalah-masalah pengangguran, setengah pengangguran dan pekerjaan 
yang keliru. 

Di sini kita akan memusatkan perhatian pada karakteristik interaksi 
sosial di kota. Banyak sekali asumsi-asumsi mengenai pandangan urban. 
Asumsi-asumsi itu mendasari pertimbangan-pertimbangan mengenai ni¬ 
lai positif dan negatif perkotaan. Sejumlah penelitian yang bagus telah 
memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan sosial perkotaan lebih 
dari empat dekade belakangan ini. Sebagaimana yang akan kita lihat, 
beberapa asumsi yang telah diyakini secara umum ternyata tidak layak 
lagi. 

Tahapan penyelidikan kehidupan perkotaan kontemporer ditunjuk¬ 
kan oleh esei klasik Wirth tahun 1938, 'Urbanisme sebagai Pandangan 
Hidup’. Dia memang mencatat beberapa nilai positif kota, tetapi lebih 
menekankan pada apa yang dia lihat sebagai aspek dehumanisasi. Wirth 
(1938:1) merangkum argumentasinya: 

Untuk tujuan-tujuan sosiologis, kota merupakan sebuah pemukiman indi¬ 
vidu yang heterogen, permanen, padat, dan relatif luas. Banyak sekali 
laporan tentang keragaman individu, renggangnya hubungan personal, seg¬ 
mentasi hubungan manusia yang secara umum mempunyai ciri-ciri yang 
kurang jelas, dibuat-buat, sesaat, dan lain-lain. Kepadatan tersebut meli¬ 
batkan diversifikasi dan spesialisasi, spontatitas kontak fisik yang dekat dan 
jarak hubungan sosial, kontras yang menyolok, pola segregasi yang kom¬ 
pleks, kontrol sosial formal yang kuat, dan menguatnya friksi antar feno¬ 
mena. Heterogenitas cenderung merusak struktur-struktur sosial yang 
kaku dan menciptakan mobilitas, ketidakstabilan, situasi tidak aman yang 
terus meningkat dan afiliasi individu-individu dengan berbagai kelompok 
sosial yang plural dengan tingkat keanggotaan yang berubah-ubah. Hu¬ 
bungan material cenderung menggantikan hubungan-hubungan personal, 
dan lembaga-lembaga yang ada cenderung memenuhi kebutuhan massa 
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daripada kebutuhan individu. Oleh karena itulah, individu bisa efektif mana¬ 
kala ia bertindak melalui kelompok- kelompok yang terorganisir. 


Tetapi sebuah badan penelitian penting telah menunjukkan bahwa gene¬ 
ralisasi model Wirth ini tidak bisa dijamin. Jauh sebelum Wirth menulis, 
Whyte [1943] melakukan penelitian pada keluarga-keluarga berpen¬ 
dapatan rendah di Boston yang secara khusus dihuni oleh para imigran 
dari Italia bersama anak-anak mereka. Orang-orang berpendapatan me¬ 
nengah memandang daerah itu sebagai perkampungan kumuh, sebuah 
masyarakat yang bingung, atau bentuk sosial yang kacau. Tetapi, Whyte 
menemukan suatu sistem sosial yang terorgansisir secara rapi dan inte¬ 
gral; bahkan para pemuda bujangannya terintegrasi ke dalam organisasi- 
organisasi jalanan. Dua puluh tahun kemudian Gans (1962a) mem¬ 
pelajari penduduk kelahiran Amerika dari orang tua Italia pada beberapa 
keluarga berpendapatan rendah lainnya di Boston. Gans menemukan 
bahwa imigran tersebut menciptakan masyarakat yang stabil dan terikat 
kuat; dia menyebut masyarakat semacam ini sebagai ’desa urban’. Lalu, 
disebut apa jutaan penduduk pedesaan yang datang ke kota-kota Dunia 
Ketiga setiap tahunnya itu? 


Petani dan Kaum Urban 

Banyak pemukim perkotaan tetap berakar pada masyarakat pedesaan 
tempat mereka dibesarkan dulunya. Hal ini merupakan pola yang umum 
di Sub-Sahara Afrika, dan sebagian besar Asia-Pasifik. Bagi kaum migran 
yang datang belakangan, mendapatkan diri mereka terisolasi di ling¬ 
kungan perkotaan merupakan hal yang tidak umum. Bila ini memang 
terjadi, migran tersebut mungkin akan kesepian, tapi dia merasa aman 
karena tahu dia masih tetap menjadi anggota masyarakat tempat ia 
berasal. Isteri dan anak-anak harus tinggal di kampung, anggota keluarga 
besar atau sanak saudara mereka terus memberikan pengertian bahwa 
desa tetap menjadi kampung halaman mereka. 

Pola-pola migrasi yang sudah disebut dalam bab 3 jelas terkait dengan 
kekuatan ikatan yang dipertahankan kaum migran dengan komunitas 
asal mereka. Banyak kaum migran berharap pulang ke sana. Mereka 
tetap melihat diri mereka sebagai anggota masyarakat pedesaan, baik 
yang ingin kembali di saat panen maupun yang merencanakan pensiun 
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di desa setelah habis masa kerja di kota. Pola seperti ini berlaku di Nigeria 
Timur pada tahun 1960-an. Di sana pemukim urban selalu menekankan 
bahwa mereka adalah orang asing di kota. Tanpa memandang tempat 
ke lahiranny a, setiap orang Nigeria Timur dapat menunjukkan masya¬ 
rakat tempat orang tuanya dulu tinggal dan menganggap tempat tersebut 
sebagai ’tempat tinggal’nya pula. Mereka tetap akan menjadi komunitas 
pedesaan kecuali beberapa orang saja yang berasal dari keluarga yang 
sudah mapan pada masa prakolonial di kota. Komunitas kampung ha¬ 
laman sebaliknya mengacu pada mereka yang dianggap sebagai ’anak kita 
yang berada di negeri seberang’. Mereka diharapkan mampu meles¬ 
tarikan hubungan dan akhirnya kembali ke desa (Gugler, 1971:405). 

Ikatan penting dengan wilayah desa asal ini umum bahkan di kalangan 
kaum migran yang sudah permanen sekalipun. Komitmen terhadap kelu¬ 
arga besar dan desa seperti itu dilaporkan dari Meerut, sebuah kota di 
India Utara, dimana Vatuk (1972) mempelajari migran generasi pertama 
dan kedua yang bekerja sebagai pekerja kerah putih. Sebagian besar 
generasi migran ini menganggap tempat tinggal mereka sebenarnya 
adalah desa. Hubungan akrab dengan desa dan rasa memiliki terhadap 
desa berlangsung selama beberapa generasi. Suami istri berkunjung ke 
rumah asal orang tua mereka pada hari libur, kaum wanita dan anak-anak 
juga mengunjungi desa kelahirannya. Pertukaran uang, barang-barang 
dan jasa antara lapisan keluarga besar di desa dengan keluarga di kota 
bukan hanya bersifat pernyataan yang normatif, tetapi juga pada umum¬ 
nya terjadi dalam praktek, khususnya jika yang bermukim di desa terse¬ 
but orang tua dari kepala rumah tangga yang ada di kota tadi. Meskipun 
demikian dengan beberapa pengecualian, kaum urban ini tidak mem¬ 
punyai niat untuk kembali bermukim di pedesaan, dan tidak pula anak- 
anak mereka. Memang benar, banyak yang memiliki tanah dan rumah di 
desa, tetapi kekayaan semacam itu jelas memiliki nilai yang kecil bagi 
kaum urban yang telah memiliki status sebagai pekerja kerah putih; 
kekayaan semacam itu, pada saat ini, bukanlah sumber pendapatan 
pokok bagi mereka. Sebenarnya, para pemukim urban yang memiliki 
tuntutan terhadap kekayaan keluarga enggan untuk melihat kekayaan itu 
terpisah, sehingga mereka ingin terus memberi nilai tinggi terhadap 
idealitas keutuhan keluarga (Vatuk, 1972:131- 4,139,141,194). 

Bruner (1972:226; 1973:376) melaporkan pola serupa di kalan gan 
orang Batak Toba, kelompok minoritas Kristen di Indonesia. Orang 
Batak yang ada di Jakarta mengirimkan uang ke rumah mereka, mem¬ 
bantu anak-anak desa yang masih ada hubungan famili untuk mengikuti 


160 URBANISASI DAN KEMISKINAN 



pendidikan di kota, dan menjaga kepentingan-kepentingan mereka di 
kampung secara aktif. Orang Batak yang ada di kota tidak akan me¬ 
ninggalkan atau memutuskan hubungannya dengan mereka yang ada di 
desa. Sesungguhnya banyak orang yang memiliki rumah dan sawah di 
desa mereka, bahkan setelah dua atau tiga generasi di kota. Tetapi 
pemilikan kekayaan di desa lebih merupakan simbol daripada nilai eko¬ 
nomi. 

Komitmen yang dimiliki kebanyakan kaum migran terhadap komu¬ 
nitas asal mereka dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa sebe¬ 
narnya, di dalam hati mereka tetap petani, tidak menjadi urban sepe¬ 
nuhnya. Migrasi berjangka pendek mendukung penafsiran semacam ini. 
Tetapi, bahkan para migran yang datang dalam jangka pendek pun tidak 
lagi sepenuhnya bersikap sebagai orang desa. Meskipun mereka dulunya 
berperilaku seperti orang-orang desa dan mampu memegang nilai-nilai 
desanya, tetapi biasanya mereka menyadari perlunya menggunakan tata 
cara kota. Mereka sudah belajar tentang kondisi perkotaan di sekolah- 
sekolah dan dalam kunjungan-kunjungan singkat ke kota. 

Tentunya, begitu seorang migran tiba di kota ia harus mengadopsi 
perilaku yang memungkinkan ia mencapai keberhasilan ekonomi secara 
efektif. Keterangan semacam ini diperjelas oleh Gluckman (1960:57) 
ketika dia menghilangkan perspektif lama yang memandang bahwa pe¬ 
kerja Afrika itu sebagai 'manusia suku’ dalam pernyataan klasik, "seorang 
Afrika kota tetap sebagai seorang kota, sedangkan seorang buruh tam¬ 
bang tetap seorang buruh tambang". Namun, sebuah model perubahan 
situasional semacam ini hanya menangkap satu aspek dari adaptasi mi¬ 
gran tersebut. Padahal, disamping itu masih ada beberapa proses yang 
lebih menarik: yakni, seorang migran akan terus memodifikasi perila¬ 
kunya ketika dia sudah memiliki pengalaman di kota. 1 

Penggunaan bahasa merupakan wilayah adaptasi yang menyolok dan 
penting. Sebagian migran hanya membutuhkan beberapa tambahan per¬ 
bendaharaan kata atau memodifikasi logatnya, tetapi migran lainnya 
tidak menguasai atau hanya memahami sedikit saja bahasa kota. Banyak 
kaum migran di kota-kota Asia dan Afrika harus beralih ke bahasa 
nasional atau regional yang umum digunakan. Transformasi ini secara 


1 Perubahan situasi dan geografis menuju perilaku individu dan perubahan ini dapat 
dibedakan dari perubahan masyarakat yang sedang berjalan setiap waktu, atau perubahan 
sejarah. Untuk pembahasan konseptual ini, gambaran kesejarahan intelektual dan pene¬ 
rapannya di Afrika Barat, lihat Gugler dan Flanagan(1978a:97-117). 
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khusus sangat menyolok di Amerika Latin. Para migran Indian dapat 
Hifratairan sebagai mestkos ketika mereka belajar bahasa Spanyol, me¬ 
nanggalkan pakaian desa dan gaya rambut serta mengubah kebiasaan 
mairan mereka. Berubahnya penggunaan bahasa menggambarkan propo- 
sisi-proposisi baik model perubahan situasional maupun geografis: sege¬ 
ra setelah seorang migran tiba di kota dia akan menggunakan bahasa 
resmi walaupun hanya tahu sedikit bahasa itu; setelah lama bermukim 
kemamp uan bahasanya akan semakin membaik. 

Meniru pola-pola perilaku kota tidak harus melupakan semua yang 
pernah dilakukan di kampung. Kehidupan kaum migran akan terus 
berjalan dengan cara-cara kota ataupun desa sesuai dengan tuntutan 
situasinya. Sesungguhnya, mereka harus menjadi petani sekaligus orang 
kota agar mampu berinteraksi secara pas dalam dualisme sistem yang 
sudah mapan itu (Gugler, 1971). Dengan mempelajari norma-norma 
perilaku baru lewat sosialisasi di perkotaan, maka beberapa individu 
m ulai melepaskan norma-norma desa mereka, tetapi sebagian besar 
kaum migran tidak menanggalkan keinginannya atau kehilangan ke¬ 
mampuannya untuk memasuki hubungan-hubungan sosial yang diatur 
oleh norma-norma desa, baik ketika di kota maupun di desa. Dengan kata 
lain, menjadi orang kota melibatkan perluasan perangkat budaya, tetapi 
hal ini tidak harus mengakibatkan penolakan atau penghapusan. 


Orang-orang Sekampung Halaman 

Sebagian besar kaum migran desa-kota pindah pertama kali ke kota 
dimana mereka berharap bisa diterima oleh kerabat dan teman-teman. 
Mereka akan disediakan penginapan dan makanan untuk beberapa lama. 
Mereka diperkenalkan dengan lingkungan kota dan diusahakan untuk 
mendapa tkan peluang-peluang kerja. Pola asosiasi awal urban ini men¬ 
dorong orang-orang sekampung halaman tersebut untuk membentuk 
kelompok pemukiman sendiri. Dengan adanya pasaran rumah yang ke¬ 
tat, atau alokasi perumahan yang sudah dibangun pemerintah atau para 
pejabat maka muncul kecenderungan-kecenderungan yang merusak po¬ 
la-pola pemukiman semacam ini. Tetapi meskipun pemukiman kaum 
migran itu terpisah-pisah, ternyata orang-orang sekampung tersebut 
biasanya tetap melestarikan ikatan yang sudah kuat itu. 

Butterworth (1972) menggambarkan sekelompok orang di Merico 
City yang bermigrasi dari Tilantongo, masyarakat terasing Mixtec yang 
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berada 300 mil dari kota Mexico City. Hampir setiap akhir pekan mereka 
bertemu di rumah anggota yang kepemimpinannya dalam kelompok itu 
sudah disepakati. Seorang anggota yang membutuhkan bantuan terlebih 
dahulu harus melalui pimpinan kelompok itu, meskipun tanggung ja¬ 
wabnya bersifat kolektif. Bagi anggota yang cacat, kelompok akan me¬ 
ngumpulkan uang secukupnya dan berupaya sungguh-sungguh untuk 
mendapatkan akses ke agen-agen pemerintah. Pembayaran kembali un¬ 
tuk bantuan semacam ini tidak diharapkan bahkan pinjaman-pinjaman 
yang ada tidak perlu dibayar lagi, tetapi afiliasi dengan kelompok harus 
terus berlanjut dan kemauan untuk membantu anggota-anggota lainnya 
tetap terus berjalan. 

Kaum migran berbagi informasi tentang berbagai strategi dalam 
menghadapi permasalahan di kota dan memperkenalkan kepada pen¬ 
datang baru berbagai kompleksitas yang ada, tetapi topik yang paling 
populer dalam pembicaraan tersebut adalah mengenai tierra mereka, 
Tilantongo. Mereka membicarakan urusan- urusan dan situasi masya¬ 
rakat mereka dan mereka akan menyayangkan jika terjadi kemunduran- 
kemunduran. Secara kritis mereka menganalisis kebutuhan masyarakat 
mereka dan mencarikan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut de¬ 
ngan mencari pola yang tepat untuk mengeliminir reaksi para pejabat 
dan mengadakan pertemuan bulanan di organisasi formal kaum migran 
Tilantongo di Mexico City. Pimpinan mereka mengadakan kunjungan 
rutin kepada presiden organisasi Mixtec di Mexico City, mantan pejabat 
badan legislatif Meksiko yang berpengaruh di kalangan pemerintahan. 
Upaya-upaya penting layak diarahkan agar para pejabat dan berbagai 
komisi pemerintahan menerima undangan ke pesta di rumah pimpin¬ 
annya. Setelah para pejabat tersebut hadir, maka disediakan minuman- 
minuman keras dan tamasya ala mbaeca. Kemudian mereka menagih 
janjinya untuk membantu Tilantongo. 

Solidaritas persamaan asal, yang diperkuat oleh perasaan adanya ke¬ 
wajiban bersama dan berbagai kepentingan jangka panjang komunitas 
asal mereka pada masa yang akan datang dilengkapi dengan perasaan 
sentimen. Kelompok-kelompok semacam ini jarang sekali berhubungan 
secara sosial dengan kelompok lain selain kaum migran dari Tilantongo. 
Di saat mereka minum bersama-sama, mereka bernostalgia tentang masa 
kanak-kanak di desa mereka: 

Setelah orang-orang usai minum, seseorang selalu membawa gitar untuk 

mengiringi nyanyian-nyanyian sentimentil tentang tierra yang mereka cintai. 

Yang menjadi favorit mereka adalah lagu ’Cancion Mixteca’. (’Betapa 
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jauhnya aku dari tanah kelahiranku/dalam nostalgia yang memenuhi 
pikiranku... ’). Hampir kering air mata begitu lagu tersebut berakhir dengan: 
’Aku ingin menangis/aku ingin mati/dalam cinta’. Dengan air mata yang 
meleleh di pipinya, salah seorang dari mereka berdiri dan berteriak ’aku dari 
Tilantongo! (Butterworth, 1972:39). 


Organisasi formal orang sekampung itu sangat umum di Afrika Barat. 
Perhimpunan etnis yang ada ternyata secara menyolok tergabung dalam 
satu ikatan. Mereka bertemu secara berkala, menciptakan partisipasi 
yang intensif dan berusaha mencapai tujuan mereka baik yang eksplisit 
maupun implisit. Para anggotanya bersantai dalam pertemuan satu de¬ 
ngan lainny a. Mereka mengembangkan respons-respons yang berkaitan 
dengan lingkungan pergaulan perkotaan, memberikan bantuan kepada 
orang yang sedang mengalami krisis, dan biasanya terlibat dalam pemba¬ 
ngunan komunitas kampung halaman mereka. 

Ada tiga variabel yang mempengaruhi pola asosiasi di kalangan kaum 
migran. Keterkaitan dengan orang-orang sekampung di kota dan ikatan 
dengan kampung secara umum cenderung memperkuat intensitas komu¬ 
nikasi satu sama lainnya dan dalam konteks yang lain memperkuat 
kontrol sosial. Mayer ([1961] 1971:283-93) menekankan variabel yang 
kedua, yakni interaksi antara karakter budaya dengan struktur hubungan 
masyarakat. Para migran yang memiliki cara pandang tradisional terse¬ 
but cenderung melebur ke dalam kelompok masyarakat sekampung, yang 
masih menjunjung tinggi aturan-aturan perilaku umum. Jika analisis 
Mayer menggambarkan latar belakang budaya sebagai suatu determinan 
u tama terhadap pola-pola asosiasi di wilayah perkotaan, maka Banton 
(1973) memusat perhatiannya pada variabel ketiga, yakni pertentangan 
antar kelompok-kelompok sosial di perkotaan. Dia menyatakan bahwa 
kepekatan sosial yang mencirikan desa itu didorong di kalangan kelom¬ 
pok-kelompok urban, baik oleh tingkat diskontinuitas antara sistem 
pedesaan dan perkotaan maupun oleh luas dan kuatnya pertentangan 
struktural dalam sistem perkotaan. Saya akan membicarakan perse¬ 
kutuan etnis dalam konflik politik pada bab berikut nanti. 


Alternatif-alternatif Gaya Hidup di Perkotaan 

Berseberangan dengan asumsi bahwa kehidupan kota ditandai dengan 
tidak adanya hubungan personal yang berarti, maka kita sudah melihat 
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betapa banyaknya kaum migran desa-kota yang terikat oleh asal-muasal 
mereka mampu melestarikan ikatan yang kuat dengan komunitas asal 
mereka, membangun komunitas baru di kota berdasarkan adat-istiadat 
asli atau melakukan keduanya sekaligus. Para pemukim lainnya, baik 
migran generasi pertama maupun yang lahir di kota, merasa aman de¬ 
ngan keterikatan mereka pada jaringan kekerabatan dan persahabatan. 
Dalam suatu survei di Kampur, India, sebuah pusat industri yang dihuni 
oleh satu juta orang lebih, hampir setiap orang dilaporkan bertemu 
dengan teman- temannya di kota tersebut lebih dari sekali dalam se¬ 
minggu, dan sebagian besar ditandai dengan persahabatan yang sangat 
akrab. Lebih jauh lagi, kebanyakan mereka memiliki sanak famili di kota 
dan banyak yang memiliki hubungan akrab serta saling membantu satu 
sama lain. Survei ini meliputi tiga pemukiman yang berbeda jenis loka¬ 
sinya, luas pemukimannya dan status ekonominya, tetapi pola-pola yang 
dilaporkan mirip. Di masing-masing pemukiman itu, mayoritas pemukim 
tampak memiliki ikatan yang kuat di kota dan dalam pem ukiman terjadi 
semacam saling kunjung dan saling tukar pandangan (Chandra, 1977:89- 
122,189). 

Pengelompokan keagamaan memainkan peranan integratif yang sa¬ 
ngat penting bagi beberapa kelompok kaum urban. Roberts (1978:145) 
menghubungkan perkembangan Pantekosta dengan sekte-sekte Protes¬ 
tan lainnya di Guatemala yang dominan Katholiknya dengan upaya 
mereka yang lemah hubungan sosialnya dan mengemb angkan basis hu¬ 
bungan-hubungan tersebut. Dari dua lingkungan pem ukiman berpen¬ 
dapatan rendah yang dikaji, anggota-anggota sekte tersebut seringkali 
adalah mereka yang tidak memiliki kerabat di kota termasuk para wanita 
yang berpisah dengan suaminya, atau suami mereka pemabuk. Kelompok 
sukarelawan Katholik melakukan fungsi yang sama terhadap para pemu¬ 
kim berpendapatan rendah lainnya. Mereka menyediakan peluang kerja 
untuk wanita dan anak-anaknya, membangun basis hubungan yang stabil 
dalam interaksi satu dengan lainnya sehingga mampu membantu mereka 


2 Respons-respons yang kurang barangkali terdapat pada pekerja sampingan dengan 
para peketja kontrak yang sudah digambarkan sebagai pekerja lepas. 
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untuk mendapatkan kerja atau mendapatkan manfaat dari agen-agen 
kesejahteraan sosial. 3 

Banyak kaum urban yang membangun jaringan akrab dengan kerabat 
dan orang-orang sekampung, atau melalui keterlibatannya dengan ke¬ 
lompok-kelompok keagamaan atau politik. Tipe ideal untuk jaringan 
semacam ini adalah komunitas desa yang terisolasi. Setiap orang me¬ 
ngenal antara satu dengan lainnya. Dalam lingkungan kota, jaringan 
tersebut dapat ditemukan dalam bentuk lain dimana sekelompok orang 
berada dalam hubungan yang eksklusif antara satu dengan yang lainnya, 
tidak saja selama waktu senggang tetapi pada saat bekerja. Tidak seperti 
di desa, kota menawarkan beberapa bentuk alternatif untuk integrasi 
tersebut sehingga setiap individu bisa saja memiliki hubungan yang 
bermakna luas dengan orang-orang yang tidak saling mengenal. Ikatan 
bukan kerabat merupakan hal yang spesifik di perkotaan, suatu pola yang 
tidak mun gkin dapat diimplementasikan dalam konteks pedesaan. Ja¬ 
ringan kekeluargaan yang dekat cenderung tersusun dari asosiasi-aso¬ 
siasi fanatik yang selalu mendukung konformitas dengan aturan-aturan 
perilaku yang telah ditetapkan oleh kelompok tersebut. Sebaliknya ang¬ 
gota jarin gan yang bukan keluarga cenderung memiliki cara pandang 
yang lebih terbuka; setiap orang dapat mengambil keuntungan dari 
pilihan yang ditawarkan oleh lingkungan perkotaan dan memiliki pelu¬ 
ang-peluang yang lebih besar dalam memutuskan dengan siapa ia harus 
berserikat dan pola budaya mana yang harus dipakai. Tekanan-tekanan 
moral yang digunakan dalam asosiasi di lingkungan perkotaan yang 
heterogen seringkali tidak konsisten sehingga akan perilaku, keyakinan, 
norma-norma dan nilai-nilai seseorang yang tentu saja tidak akan me- 


3 Jaringan kerja kekeluargaan merujuk pada suatu keadaan masyarakat dengan ikatan 
individunya sudah saling mengenal satu sama lainnya. Jaringan kerja kekeluargaan ini sangat 
berbeda dengan individu yang berhubungan dengan masyarakat yang masih asing satu sama 
lainnya. Keragaman tersebut mengartikan adanya kebutuhan dan gambaran hubungan 
sosial pada tingkat mikro yang dikembangkan dalam analisis jaringan kerja. Untuk kejelasan 
metodologi konseptual dan tinjauan terhadap beberapa studi penting ini, lihat Hannerz 
( 1980 : 163 - 201 ). 
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ngarah pada penghapusan secara umum, tetapi hanya akan mengekang 
hubungan dengan asosiasi-asosiasi yang ada. 4 

Jawaban klasik Gans (1962b) terhadap Wirth mengungkapkan kesa¬ 
lahan mendasar perspektif yang melihat hubungan sosial ditentukan oleh 
lingkungan perkotaan, determinisme ekologis. Dengan meninjau studi 
pemukiman urban Amerika Serikat, Gans menyimpulkan bahwa hanya 
penduduk minoritas sajalah yang hidup dalam kondisi terisolasi sedang¬ 
kan berbagai variasi gaya hidup jelas dapat ditemukan lintas pemukiman. 
Dari oberservasi ini menyusul argumentasi pokok: sejauh para pemukim 
urban mampu memilih lokasi tempat tinggal mereka dalam lingkungan 
yang heterogen tersebut, mereka juga akan mampu memilih gaya hidup¬ 
nya; bagi banyak pemukim urban gaya hidup tidak ditentukan oleh 
lingkungan perkotaan. 

Kelemahan determinisme ekologis digambarkan dengan baik oleh studi 
terhadap kriminalitas di Kampala yang memusatkan perhatian pada dua 
pemukiman berpendapatan rendah (Clinard dan Abbott, 1973:1422-65). 
Kisenyi terkenal sebagai daerah sarang kriminalitas, walaupun Namu- 
wongo memiliki reputasi lebih hebat. Tingkat kriminalitas yang dila¬ 
porkan pada polisi dan penangkapan para penjahat ternyata lebih tinggi 
di Kisenyi, baik kriminalitas itu berbentuk kekerasan, terlebih lagi keja¬ 
hatan terhadap hak milik. Studi ini memaparkan penafsiran dari sudut 
pandang perbedaan dalam integrasi masyarakat dan persepsi warganya 
terhadap masyarakat. Studi tersebut gagal menunjukkan fakta bahwa 
bagi sebagian besar migran di Kampala ada elemen pilihan dimana 
pemukiman tersebut berada. Kisenyi berada di dekat sebuah terminal bis, 
pasar-pasar besar, pusat-pusat perbelanjaan, dan memiliki pusat pela¬ 
curan terbesar di kota itu, bar-bar, tempat- tempat minuman keras dijual 
secara ilegal, tempat perjudian, dansa dan arena penjualan obat-obat 
terlarang. Sebaliknya Namuwongo berada di luar kota dengan sektor- 
sektor industri terbatas. Kita berharap ada langkah seleksi diri di kala¬ 
ngan masyarakat yang hidup di dua daerah pemukiman yang berbeda itu. 


4 Saya akan menekankan integrasi untuk merespons tradisi akademik dan streotip 
modem yang sedang berlangsung dan memproklamirkan ’adanya disintegrasi perkotaan’ 
Kewajiban yang akan datang adalah menguji tingkat integrasi dan sumber-sumber afinitas. 
Langkah pertama untuk tujuan ini telah dilakukan oleh Graves dan Graves (1980) yang 
membedakan hubungan kekeluargaan dengan hubungan individu dalam analisis perba¬ 
ndingan di Eropa, Maori dan para pekerja di kepulauan Pasifik, Selandia Baru 
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Bahkan dalam lingkungan pemukiman yang sama kategori masyarakat 
yang berbeda mungkin mencari gaya hidup yang berbeda pula, suatu 
pokok persoalan yang ditunjukkan secara menyolok dalam konteks yang 
berbeda oleh Gans (1962b:629-32) tentang kota di Amerika Serikat. 
Anthony dan Elizabeth Leeds (1970:243-8) dengan nada yang sama 
menekankan heterogenitas komposisi/oveto di perbukitan Rio de Jane- 
iro. Seba gian penghuninya tidak punya penghasilan dan jarang mampu 
bertahan, sehingga banyak yang mati muda. Dapatlah kita katakan bahwa 
mereka terperangkap, karena mereka tidak memiliki tempat untuk pin¬ 
dah. Sedangkan yang lainnya mengalami krisis sehingga tidak ada alter¬ 
natif lain kecuali menjadi pengungsi di favelas: mereka hidup dalam 
keadaan tertekan dan jika mereka memiliki prospek untuk menyelesai¬ 
kan perm asalahan -permasalahan mereka, mereka akan keluar. Kategori 
ketiga pemukiman/ave/or hidup di sana atas dasar pilihan yang bersifat 
ekonomis; mereka berupaya mendapatkan perumahan yang teratur, teta¬ 
pi mereka juga dilanda oleh masalah kecilnya peluang kerja, sedangkan 
harga buah-buahan, daging, dan ayam mahal sekali. Yang terakhir, bebe¬ 
rapa orang beruntung seperti, akuntan, pembuat arloji, dan pensiunan 
guru; mereka memiliki selera untuk bebas dari favelas yang telah mem¬ 
berikan tekanan -tekanan konvensional, sehingga mereka mendapatkan 
p engakuan sosial dan prestis dari sesama. Lomnitz (1978) menggam¬ 
barkan kategori warga relatif makmur yang terikat dengan kota-kota 
kumuh di Merico City demi kehidupan mereka. Pengusaha- pengusaha 
kecil membutuhkan kontak yang akrab dengan sanak famili dan tetangga 
yang telah memberikan buruh murah dan adat-istiadat yang mengun¬ 
tungkan mereka. Demikian pula para makelar harus tinggal di kota 
kumuh tersebut, misalnya pemimpin sebuah geng bangunan yang mere¬ 
krut tenaga keija, majikan yang mempekerjakan para penjahit wanita di 
rumah tangga, dan bos-bos politik lokal. 

Terlepas dari berbagai motivasi tersebut, heterogenitas pemukiman 
dibentuk melalui proses perubahan. Ketika sebuah lingkungan pemu¬ 
kiman diinvasi — misalnya, ketika pemukiman liar itu dijual kepada 
orang yang lebih kaya setelah pemukiman tersebut dilegitimasikan — 
maka akan terjadi proses heterogenitas yang tinggi selama masa transisi 
tersebut. Sebaliknya, langkah heterogenitas juga muncul ketika para 
pemukim tersebut masih tetap terikat dalam suatu lingkungan pemu¬ 
kiman, meskipun terdapat beberapa perubahan dalam sistem ekonomi 
atau komposisi keluarga mereka — misalnya karena mereka merasa 
terkait dengan lokalitas atau mereka meneruskan ikatan sosial yang 
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bermakna dengan lingkungan pemukiman tersebut, atau karena ku¬ 
rangnya perumahan membuat mereka sulit untuk mendapatkan alter¬ 
natif yang memuaskan. 

Hubungan dengan lingkungan pemukiman penting bagi sebagian be¬ 
sar pemukim urban, tapi hal tersebut hanya sebagian dari jaringan sosial 
kaum urban. Jika orang desa urban tampak terikat dengan lingkungan 
pemukimannya, maka yang lainnya memiliki hubungan tambahan yang 
lebih jauh lagi. Banyak kaum migran, sebagaimana sudah kita ketahui, 
tetap terikat untuk 'pulang’. Ketika kaum migran merasa berada di 
tengah-tengah orang asing, dia seperti hidup dalam sebuah penjara. Baik 
kaum migran maupun mereka yang dilahirkan di kota, sebagian besar 
pemukim urban yang mempunyai ikatan penting dengan beberapa bagian 
kota. Mempertahankan jaringan sosial yang luas secara geografis itu 
lebih mudah karena bentuk-bentuk transportasi yang cepat, murah dan 
mudah diperoleh dan berkat sarana komunikasi lainnya. Teknologi mo¬ 
dern secara dramatis telah memperluas lingkungan manusia. Upaya 
untuk menjelaskan perilaku masyarakat dikaitkan dengan lingkungan 
mereka secara langsung memperlihatkan adanya tiga fenomena yang 
saling bertentangan dalam konteks urban; yakni gaya hidup yang berva¬ 
riasi sesuai dengan tingkat lintas aglomerasi urban, dan sebagian besar 
kaum urban memiliki ukuran untuk memilih dimana mereka bermukim; 
variasi-variasi gaya hidup yang menyolok ditemukan di beberapa ling¬ 
kungan pemukiman; dan para pemukim perkotaan sejauh mereka men¬ 
dapatkan keuntungan dari transportasi dan komunikasi modern, tidak 
lagi terikat dengan lingkungan pemukiman. Sebaliknya, kategori-ka¬ 
tegori pemukim urban tertentu bisa dilihat terbatas oleh lingkungan 
langsung mereka. Banyak di antara mereka yang dipaksa masuk ke dalam 
lingkungan yang bukan pilihan mereka sendiri, misalnya mereka yang 
karena alasan ekonomi bekerja di tambang emas Afrika Selatan tidak 
memiliki pilihan kecuali menerima akomodasi yang jelek yang dise¬ 
diakan oleh majikan mereka. Sedangkan yang lainnya tidak memiliki 
alternatif yang memadai dalam lingkungan mereka; mereka merupakan 
'orang luar’ dalam lingkungan pemukiman yang homogen tersebut. 
Akhirnya, lingkungan tersebut secara sempit dibatasi untuk beberapa 
orang saja, baik karena mereka tidak mendapatkan transportasi dan 
komunikasi yang memadai maupun terikat dengan keluarga sekampung 
— misalnya, para ibu yang harus memelihara anak-anaknya, kaum muda, 
dan orang cacat. Selanjutnya, bagi para pemukim lainnya sebagian besar 
mereka memiliki banyak alternatif. 
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Ses un gg uhny a, apa yang membedakan kota dengan daerah pedesaan 
adalah p ilihan -pilihan yang ada. Tidak ada satupun gaya hidup kota yang 
membedakan pandangan hidup kota dengan pandangan hidup desa kecu¬ 
ali var iasi -variasi gaya hidup yang tidak diketahui dalam komunitas 
pedesaan. Sebagian urban mengarah pada kehidupan yang tertutup, 
seolah-olah berada dalam komunitas pedesaan, sedangkan yang lainnya 
tergeser, tergabung dengan orang-orang fanatik dan terpisah ketika me¬ 
reka tidak lagi sepakat sehingga menjadi orang-orang individualis. Sema¬ 
kin besar kota, maka semakin besar pula peluang-peluang bagi sebagian 
besar orang untu memiliki pemikiran yang berbeda. Kota memung¬ 
kinkan hal-hal yang tidak lazim, yang diberi cap menyimpang oleh masya¬ 
rakat luas, memapankan hubungan-hubungan sosial dan mengembang¬ 
kan peran-peran sosial yang mungkin. Di kota, pengikut agama baru, 
para pendukung ide-ide politik baru dan model-model baru akan ber¬ 
tambah jumlahnya untuk saling mendukung satu sama lain. Kota meru¬ 
pakan pusat inovasi karena di kotalah para inovator dapat menjadi massa 
yang kritis (Fischer, 1976:37). 

Peluang-peluang yang ditawarkan kota kepada para pembangkang 
untuk bergabung dengan kalangan mereka sendiri dan meninggalkan 
yang lainnya dalam kegelapan pemikiran, serta aktivitas-aktivitas mereka 
menghadirkan masalah yang serius bagi pemerintah yang berkeinginan 
untuk memobilisasi massa secara luas. Pemerintah selalu berupaya me¬ 
nanggulangi perbedaan-perbedaan tersebut melalui berbagai organisasi 
akar-rumput grass root pada tingkat lingkungan pemukiman (dan juga di 
lokasi kerja). Komite pemukiman di Cina sangat erat hubungannya 
dengan struktur formal polisi (J.A Cohen, 1968:104-70,355-603; Whyte, 
n.d.a.). Dapatlah dikatakan ’tidak ada tempat untuk bersembunyi’ atau 
dalam pernyataan orang Cina ’tidak ada sudut yang mati’, dan kondisi ini 
dibanggakan akan mengurangi kriminalitas, pelacuran dan obat terla¬ 
rang secara besar-besaran. Tetapi, pada saat lahirnya Revolusi Kebu¬ 
dayaan, ratusan ribu lulusan sekolah menengah yang berdiam di desa 
kembali ke kota tanpa adanya otorisasi. Di Kuba, fungsi Komite Pembela 
Revolusi mengalami fluktuasi selama bertahun-tahun, tapi perhatian 
serius ini dianggap sangat memboroskan waktu. Jika fokusnya para 
kolaborator lokal dengan intervensi luar negeri pada awal tahun 1960-an, 
khususnya pada saat invasi ke Bay Pigs, maka perhatian ini ternyata 
terus-menerus diarahkan hanya untuk menentang invasi politik dan 
kriminalitas secara umum (Dominguez, 1978:261-7; Butterworth, 1980: 
105-18). 
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Tekanan Mental dan Kejahatan di Kota 

Sebagian kesan negatif kota adalah asumsi bahwa tekanan mental 
lebih banyak terjadi di kota daripada di desa. Bukti-bukti dari negara 
Dunia Ketiga ternyata tidak mendukung asumsi ini. Proyek Harvard 
untuk aspek-aspek pembangunan budaya menunjukkan data untuk laki- 
laki usia 18 sampai 32 di Argentina, Cile, India, Nigeria, dan Pakistan 
(Inkeles dan Smith, 1970). Survei ini mempersoalkan gejala-gejala psiko¬ 
somatik seperti sulit tidur, gugup, sakit kepala atau mimpi yang mena¬ 
kutkan. Dari data survei itu terungkap bahwa ternyata gejala tersebut 
lebih banyak dialami oleh mereka yang tidak lagi tinggal di kota. Ini 
dibuktikan oleh empat dari lima negara yang dicakup oleh survei, tetapi 
hubungan statistik yang signifikan hanya muncul di Argentina dan Pakis¬ 
tan. Jika para pekerja non-industri di kota dibandingkan dengan para 
petani dengan menggunakan beberapa variabel seperti pendidikan dan 
etnis, maka para pekerja di kota di empat negara tersebut lebih banyak 
mengalami gejala tekanan psikosomatik (tidak ada data untuk Argen¬ 
tina), dan perbedaan-perbedaan itu secara statistik tampak sekali di 
Nigeria dan Pakistan. Jika para pekerja pabrik berjangka panjang diban¬ 
dingkan dengan para petani, maka terbukti bahwa meskipun para pekerja 
di empat negara tersebut tampak kurang beradaptasi, nam un perbedaan 
yang signifikan secara statistik hanya terdapat di India, sedangkan di 
negara lain kurang signifikan. Studi serupa di Kenya membandingkan 
kaum wanita Abaluyia yang membagi kehidupan mereka antara Nairobi 
dan pedesaan di Kenya Barat, wanita Kikuyu yang bekerja di pasar 
Nairobi dan yang bekerja di desa (Weisner dan Abbott, 1977). Wanita 
Kikuyu pedesaan dilaporkan memiliki angka stres yang lebih tinggi 
daripada kelompok Kikuyu perkotaan, dan hubungan itu terjadi di saat 
pendidikan dan usia terkontrol; namun perbedaan-perbedaan tersebut 
secara statistik kurang signifikan. Tentu saja sampai saat ini penelitian 
yang ada gagal memaparkan hasil-hasil yang konsisten sehingga memper¬ 
tahankan stereotip populer bahwa kehidupan urban lebih membuat stres 
daripada kehidupan di pedesaan. 5 


5 Srole (1978) memaparkan sejumlah penelitian di Amerika Serikat mengenai gejala 
psikosomatik^ Dari penelitian itu ternyata ia menemukan bahwa fenomena tersebut kurang 
menonjol dibandingkan dengan kota-kota kecil yang ada di wilayah pedesaan baik di 
kalangan laki-laki maupun wanita. Walaupun demikian, jumlah umur yang dijadikan standar 
ternyata tidak sesuai dengan perbedaan susunan sosio- ekonomi tipe masyarakat yang 
berbeda tersebut. 
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Langkah-langkah penyesuaian psikologis harus dikualifikasikan seba¬ 
gai suatu usaha yang sangat berani. Demikian pula data dasarnya sangat 
berbahaya di saat data tersebut menekankan sisi negatif kota yang lain; 
keyakinan bahwa kriminalitas dan kejahatan tersebar di kota, sedangkan 
di pedesaan dianggap kecil. 

Biasanya kita harus kembali ke statistik kriminal. Padahal jelas tidak 
semua tindak kriminal dilaporkan, juga tidak semua penjahatnya dapat 
ditangkap. Keprihatinan khusus kita ternyata proporsi kejahatan yang 
dilaporkan dan para penjahat yang tertangkap sangat bervariasi, tidak 
hanya karena tipe kejahatannya tetapi juga karena corak komunitasnya. 

Tindak kejahatan di negara-negara Dunia Ketiga tidak tampak lebih 
banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Data yang paling kompre¬ 
hensif membandingkan angka pembunuhan secara nasional dengan ang¬ 
ka .pembunuhan di kota besar di 11 negara (tabel 6.1). Negara-negara 
tersebut dibagi antara yang memiliki tingkat pembunuhan secara nasi¬ 
onal lebih tinggi dengan negara-negara yang memiliki tingkat pembu¬ 
nuhan yang lebih rendah, kemudian dibandingkan dengan tingkat pem¬ 
bunuhan di perkotaannya. Walaupun data statistik tadi sudah tertata 
rapi, namun bias pokok bisa saja terjadi di negara-negara miskin, karena 
kejahatan di desa seringkali tidak dilaporkan dan para penjahat di pede¬ 
saan jarang dibawa ke pengadilan pemerintah—sehingga bisa dikatakan 
bahwa tingkat kriminalitas di pedesaan terabaikan manakala diban¬ 
dingkan dengan tingkat kejahatan di kota. Kita harus menyimpulkan 
bahwa dikotomi desa-kota tidaklah menentukan variabel penjelasan 
yang memuaskan terhadap tingkat pembunuhan yang ada. 6 


6 Data untuk Amerika, Australia, dan sembilan negara Eropa telah menunjukkan 
bahwa tingkat bunuh diri lebih tinggi terjadi di kota besar daripada di kota-kota kecil. Di 
Amerika Serikat hubungan yang bersifat monoton tergambarkan antara tingkat aglomerasi 
bunuh diri dengan tingkat bunuh diri, yakni setiap kategori ukuran perkotaan yang lebih 
besar memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi daripada tingkat bunuh diri di kota-kota 
kecil. Tetapi tingkat bunuh diri di pedesaan akan menjadi setinggi tingkat bunuh diri di kota 
apabila desa memiliki jumlah penduduk antara 50.000 dan 100.000 orang, angka yang lebih 
tinggi daripada kota berukuran kecil. 
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Tabel 6.1 

Tingkat pembunuhan di 11 negara dan kota-kota utamanya 
tahun 1960-an 


Negara (periode) 

tingkat nasional 

kota besar 

tingkat kota b 

Guyana (1966-70) 

6,18 

Georgetown 

5,21 

India (1966-70) 

2,37 

Bombay 

2,85 

Kenya (1964-8) 

5,67 

Nairobi 

5,27 

Meksiko 

(1962,66,67,72) 

13,24 

Mexico City 

13,34 

Panama (1966-70) 

11,07 

Panama City 

4,96 

Filipina (1966-70) 

7,98 

Manila 

23,86 

Sri Lanka (1966-70) 

6,09 

Kolombo 

5,59 

Sudan (1961-64,68) 

5,69 

Khartoum 

30,25 

Trinidad dan Tobago 
(1966*70) 

14,00 

Port of Spain 

15,31 

Turki (1966-70) 

9,65 

Istambul 

4,84 

Zimbabwe(1966-70) 

5,33 

Harare 

7,20 


a Angka nasional mencakup angka kota besar. Oleh karena itu perban¬ 
dingan yang diberikan kurang mencerminkan perbedaan antara kota 
besar dengan desa. Pembaca difokuskan untuk membuat perbandingan 
rata-rata tingkat pembunuhan antar bangsa atau antar kota. Jadi, definisi 
dan laporan tentang pembunuhan itu bervariasi antar negara, dan indi¬ 
kator yang digunakan tidak konsisten untuk semua negara walaupun 
terdapat kemiripan di setiap negara dan kota-kota yang ada di negara itu. 
b Rata-rata jumlah pembunuhan pertahunnya adalah 100 ribu orang. 

Sumber : Archer dan kawan-kawan (1978:84-5,94 n.8). 


Berbeda dengan kejahatan dalam bentuk kekerasan, kejahatan terhadap 
harta benda dan kejahatan tanpa kekerasan lebih umum terjadi di perko¬ 
taan daripada di pedesaan. Tiga tipe penjelasan bersaing: yakni, argu¬ 
mentasi disorganisasi yang dapat diidentifikasikan dengan tulisan Wirth, 
interpretasi-interpretasi struktural, dan proposisi komposisi yang dika¬ 
itkan dengan pendekatan Gans. 
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Argumentasi disorganisasi mengasumsikan bahwa pemukim urban 
t ^ak lagi secara efektif terintegrasi ke dalam suatu komunitas dan oleh 
karenanya perilakunya terlepas dari kontrol sosial informal dan pada saat 
yang «ima ia kehilangan komitmennya terhadap nilai-nilai masyarakat; 
ia deng an mudah terseret oleh janji-janji keberhasilan cepat, dan tertipu 
oleh iming -iming kejahatan. Kenyataannya, sebagaimana sudah kita ke¬ 
tahui, banyak urban dapat terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, pan¬ 
dangan ini mengasums ikan bahwa kaum muda pada khususnya dapat 
kehilan gan jejak sehingga mereka siap menggunakan tangannya untuk 
mencuri atau merampok, dan mereka mempersiapkan dirinya untuk 
mendapatkan sesuatu yang secara hukum dianggap sebagai kejahatan. 7 
Elemen psikologis dalam argumentasi disorganisasi ini kurang meya¬ 
kinkan karena argumentasi ini gagal dikonfirmasikan oleh penelitian 
tentang penyesuaian psikologis. Argumentasi psikologis yang berbeda 
mun gkin bisa dibuat lebih baik. Beberapa wilayah pedesaan Dunia Keti¬ 
ga ditandai oleh ketimpangan yang menyolok, tetapi biasanya kontras 
kaya-miskin di perkotaan lebih menyolok lagi. Kaum migran desa-kota 
cenderung berharap mereka akan mampu memperbaiki posisi mereka. 
Mereka dipenuhi pikiran untuk memapankan hubungan pekerjaan dan 
perumahan atau ambisi-ambisi mereka terhadap mobilitas sosial dalam 
konteks perkotaan demi harapan akan masa depan anak-anak mereka. 
Namun, beberapa urban kelahiran kota melihat di luar kelompok sta¬ 
tusnya sendiri dan mengalami deprivasi yang relatif berat. Dengan 
terbatasnya peluang-peluang mobilitas sosial, maka karier kejahatan 
tampak merupakan satu-satunya jalan untuk memenuhi aspirasi-aspirasi 
mereka. Penafsiran-penafsiran struktural menekankan perbedaan kon¬ 
disi objektif antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan, dan 
antara pemukiman-pemukiman urban sendiri. Pertama, para pencuri 
dan perampok dipermudah oleh lingkungan perkotaan yang membuat 
orang asing tidak terlalu diperhatikan. 8 Kedua, para pemukim pedesaan 


7 Jo Cano (1975:100-22) memberikan gambaran aktivitas geng pemuda di Manila yang 
tidak memiliki pekeijaan yang jelas. 

8 Bukan berarti anonimitas seperti itu menandai semua pemukiman urban. Di pemu¬ 
kiman kelas bawah bagian Tondo, Manila, Filipina, orang luar terutama laki-laki yang iseng 
dijalan akan mendapat risiko ditantang atau dianiaya oleh para pengawal setempat (Hol- 
linsteir, 1972:36-7). Demikian pula Doshi (1974:34) menggambarkan pemukiman berda¬ 
sarkan kasta di Ahmedabad, India, dimana setiap orang saling kenal satu sama lain. Jika ada 
orang asing masuk ke daerah itu, maka segera akan dikerumuni oleh para pemuda dan 
anak-anak yang menyelidiki tujuannya. 
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biasanya sudah puas dengan kehidupan subsisten, tetapi orang-orang 
miskin di kota, berbeda dengan mereka yang ada di negara kaya, mungkin 
tidak memiliki alternatif lain kecuali harus mencuri atau merampok 
untuk mempertahankan hidup mereka; kadang-kadang mereka beror¬ 
ganisasi untuk tujuan tersebut, seperti kelompok gamines di Bogota. 
Ketiga, dunia kota-kota cukup memadai untuk menetapkan pembagian 
kerja di kalangan para profesional, lebih-lebih lagi untuk kejahatan 
terorganisir. Keempat, jumlah pelanggan yang besar mengakibatkan 
meluas dan bervariasinya jasa-jasa ilegal demi memuaskan kebutuhan 
baik kebutuhan seks, obat-obatan terlarang maupun perjudian. 

Proposisi komposisi mengubah fokus pada karakteristik masyarakat 
yang hidup dalam tipe aglomerasi yang berbeda dan dalam bagian-bagian 
yang berbeda dari aglomerasi yang sama. Di saat generasi muda mendo¬ 
minasi kaum migran, maka pelacuran meningkat secara nyata. Para 
pelanggan pelayanan ilegal semacam itu lebih tersedia di kota. Elemen- 
elemen kriminalitas diseret oleh peluang-peluang yang lebih baik di 
kota-kota besar. Beberapa orang berangkat dari desa atau kota kecil 
dimana mereka sudah begitu akrab dengan kesenangan dan kota memang 
menawarkan peluang untuk melepaskan masa silam seseorang dan me¬ 
nyembunyikan aktivitas-aktivitas saat ini. 


Sub-Budaya Orang-orang Miskin 

Jika kota merupakan tempat yang kurang aman bagi harta benda, dan 
jika hal ini dibicarakan dalam rangka memenuhi selera para ’devian’, 
maka perkampungan kumuhlah lambang kegagalan upaya memanusia¬ 
kan manusia di perkotaan. Sebenarnya, kesenjangan kaya-miskin di satu 
kota — yang juga ditemukan di mana-mana, tetapi lebih umum di 
negara-negara Dunia Ketiga — secara dramatis mengungkapkan keti¬ 
dakpekaan manusia terhadap kondisi manusia yang lain. Namun, suatu 
pengamatan yang teliti terhadap realitas pedesaan, kondisi yang tidak 
tersentuh di negara India, degradasi masyarakat Indian di Amazon, me¬ 
negaskan bahwa kesenjangan itu bukan semata-mata fenomena kota. 
Kemudian, ketidakpedulian terhadap orang lain tersebut diperparah 
oleh jarak budaya yang lebar dan penjajaran kelompok setempat serta 
kelompok migran yang beragam di kota tersebut yang siap memberikan 
basis bagi pembedaan kultural. Pendatang dari kelas menengah biasa¬ 
nya memahami kemiskinan dalam term-term distorsif yang dibungkus 
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ide-ide tentang perkampungan kumuh. Hal ini seperti apa yang dikata¬ 
kan oleh Pearlman (1976:13) sehubungan dengan pengantar studi Whyte 
yang terkenal mengenai 'perkampungan kumuh di Boston’ yang mem¬ 
bandingkan antara persepsi orang luar tentang pemukiman di Rio De 
Janeiro dengan pandangan dari dalam: 

Dari luar, favelas yang khas tampaknya sangat kotor, disebabkan oleh 
kepadatan manusia. Para wanita berjalan mondar-mandir membawa tem¬ 
pat air yang besar di kepalanya atau mengelompok di tempat-tempat perse¬ 
diaan air untuk mencuci pakaian. 


Para lelakinya berkeliaran di bar-bar, menyanyi bersama-sama atau 
bermain kartu. Anak-anak telanjang bermain di tempat-tempat kotor 
dan berlumpur. Perumahan mereka tampak tidak aman dan banyak 
buangan sisa-sisa makanan di sekitarnya. Lubang-lubang air yang ter¬ 
buka menimbulkan bau busuk, khususnya pada hari-hari panas. Debu 
dan kotoran berterbangan di mana-mana pada musim dingin, dan lum¬ 
pur-lumpur mengotori pada musim hujan. Tetapi hal tersebut tampak 
berbeda jika dilihat dari dalam. Rumah-rumah mereka dibangun dengan 
pandangan yang menyenangkan dan efisien sehingga memungkinkan 
cahaya masuk, dan barang-barang tersedia. Kepedulian dalam menata 
perabotan sangat nyata dan terbukti setiap kamarnya bersih. Rumah- 
rumah mereka sering dicat beragam, baik pintunya maupun jendelanya, 
bunga-bunga dan tanam-tanaman berada di depan jendela. Binatang 
peliharaan dirawat dengan penuh cinta dan bangga. Laki-laki dan wanita 
bangun pagi-pagi sekali dan bekerja keras sepanjang hari. Seringkali 
kaum wanita bekeija mencuci pakaian untuk menghidupi keluarga, dan 
laki-laki bekerja di bar- bar. Anak-anaknya, walaupun sering drop out dari 
sekolah bahkan tidak pernah bersekolah, namun tampak mentereng dan 
gesit, dan pada umumnya sehat-sehat. Para orang tua... memberikan nilai 
yang tinggi pada pendidikan anak-anak mereka. Juga tidak tampak bagi 
peneliti lepas bahwa terdapat tingkat kohesi sosial yang kuat, saling 
percaya dan kompleksitas organisasi sosial internal yang melibatkan 
gabungan dan asosiasi sukarela. 

Kita telah menekankan berlawanan dengan determinisme ekologis 
pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh kota. Tetapi jumlah pilihan-pilihan 
yang tersedia bagi kaum urban itu sangat bervariasi tergantung pada 
kekuasaan yang dapat mereka kendalikan baik dalam arena politik mau¬ 
pun pasar. Lemahnya kontrol untuk mempengaruhi proses politik dan 
kurangnya sarana ekonomi untuk berkompetisi secara efektif di pasar 
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jelas akan membatasi pilihan-pilihan yang terbuka bagi kebanyakan 
warga kota. Apakah kehidupan mereka ditentukan oleh kondisi politik 
ataukah kondisi materinya? Gagasan budaya kemiskinan, kendatipun 
konsep ini mengakui persamaan antar kelompok-kelompok kaum mis¬ 
kin perkotaan dalam masyarakat yang berbeda, menekankan bahwa peri¬ 
laku dan nilai-nilai orang miskin tidak ditentukan oleh lingkungan, tetapi 
merupakan respons-respons yang berkembang secara kultural. 

Konsep budaya kemiskinan diperkenalkan oleh Oscar Lewis, seorang 
antropolog Amerika berdasarkan pengalaman penelitiannya yang akurat 
di kalangan orang-orang Indian Amerika, di India, Kuba, dan dengan 
orang-orang Puerto Rico, baik di Puerto Rico maupun di New York City, 
tetapi karyanya yang paling terkenal adalah tentang Meksiko. Lewis 
(1959: 16) pertama kali mengedepankan konsep tersebut dalam lapor¬ 
annya tentang kehidupan lima keluarga di Mexico City. Dia mengem¬ 
bangkan dan memodifikasi argumen-argumennya selama bertahun-ta¬ 
hun, dan saya akan mendasarkan pembahasan saya pada pernyataan 
terakhirnya yang diterbitkan pada tahun 1970, yakni tahun dia me¬ 
ninggal. 

Frasenya yang menarik, "budaya kemiskinan menunjukkan elemen- 
elemen budaya yang umum ditemukan di kalangan orang-orang miskin 
dalam masyarakat yang berbeda". Dalam studinya tentang masyarakat, 
dia memusatkan perhatian pada budaya bawaan, yaitu pola-pola perilaku 
dan nilai-nilai khusus yang dimiliki golongan miskin; pola pola ini tidak 
membentuk suatu budaya yang terpisah, tetapi agaknya membentuk 
variasi budaya nasional sebagai sebuah sub-budaya. Lewis mengamati 
bahwa sub-budaya ini memiliki beberapa sifat umum: tidak adanya masa 
kanak-kanak sebagai suatu tahapan daur hidup yang panjang dan terlin¬ 
dungi secara khusus, perkawinan bebas atau bersifat konsensus, keluarga 
cenderung dikendalikan oleh wanita atau berpusat pada ibu serta cen¬ 
derung otoriter. Para kritikus awal menyatakan ternyata banyak elemen 
lain yang didaftar oleh Lewis bukan merupakan budaya bawaan, tetapi 
lebih merupakan bagian dari kondisi obyektif kemiskinan belaka, misal¬ 
nya kurangnya partisipasi dan integrasi efektif kaum miskin dalam lem¬ 
baga-lembaga utama masyarakat, kondisi perumahan golongan miskin, 
dan kepadatan yang harus mereka hadapi. 9 Lebih jauh lagi, walaupun 


9 Kritik budaya kemiskinan, yang diperbesar oleh kekhawatiran politiknya, seringkah 
dibesar-besarkan; lihat Valentine (1986), Valentine dan kawan kawan (1969) dan Leeds 
(1971). 
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Lewis menafsirkan sub-budaya kemiskinan sebagai suatu reaksi dan 
adaptasi terhadap posisi mereka dalam lapisan kelas, dan dalam masya¬ 
rakat yang individualis serta kapitalistik, namun banyak kritikus cende¬ 
rung melihat bahwa budaya bawaan orang miskin tersebut lebih banyak 
ditentukan oleh realitas ekonomi dan politikyang sedang mereka hadapi, 
tekanan-tekanan struktural. Adanya persamaan-persamaan antar negara 
digunakan sebagai suatu indikator bahwa kaum miskin sedikit sekali 
memiliki ’ruang lingkup inovasi’ disebabkan tekanan-tekanan yang me¬ 
reka hadapi begitu kuat sehingga mempersempit kemungkinan-kemung¬ 
kinan munculnya respons-respons. Ketidaksepakatan yang paling men¬ 
dasar terhadap teori ini dan kekhawatiran praksisnya muncul pada argu¬ 
mentasi Lewis ([1966]; 1970:69) yang menyatakan bahwa: 

Bagaimanapun juga budaya kemiskinan bukan hanya suatu adaptasi terha¬ 
dap sejumlah kondisi obyektif masyarakat yang lebih luas. Sekali budaya 
kemiskinan itu muncul, maka budaya itu cenderung berlangsung dari gene¬ 
rasi ke generasi karena ia berdampak terhadap anak-anak. Anak-anak 
perkampungan kumuh yang berusia 6 atau 7 tahun biasanya sudah menye¬ 
rap nilai-nilai dasar dan sikap sub-budayanya dan secara psikologis tidak 
ditopang oleh peluang-peluang demi kehidupan mereka. 


Jika Lewis menggunakan determinasi masa awal anak-anak, ini berarti 
sekaligus juga menyatakan bahwa gerakan apapun, baik itu agama, keya¬ 
kinan, maupun revolusi, yang memberikan harapan kepada golongan 
miskin secara efektif akan mendorong rasa solidaritas dan identifikasi 
terhadap kelompok-kelompok yang lebih besar yang berarti akan meng¬ 
hancurkan inti budaya kemiskinan baik secara psikologis maupun sosial. 
Lewis mempertaruhkan proposisinya bahwa budaya kemiskinan tidak 
ada di negara sosialis, dan secara khusus dia mengomentari perumahan 
kumuh di Havana yang dikunjunginya tahun 1946: 10 

Setelah revolusi Castro saya ke Kuba untuk kedua kalinya (selama lima hari 

pada tahun 1961) sebagai seorang koresponden majalah besar. Saya me- 


10 Masa kunjungan Lewis yang pertama itu secara keliru muncul tahun 1947 dalam 
karya-karyanya. 
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ngunjungi rumah-rumah kumuh yang sama dan sebagian keluarga yang 
sama pula. Aspek-aspek fisik perkampungan kumuh itu sedikit sekali peru¬ 
bahannya, kecuali sebuah sekolah perawat baru yang cukup indah. Masya¬ 
rakat masih miskin tapi saya menemukan lebih sedikit orang yang putus asa, 
apatis, dan tidak berpengharapan sehingga bertentangan dengan di pemu¬ 
kiman kumuh urban dalam situasi budaya kemiskinan. Mereka mengeks¬ 
presikan keyakinan yang besar pada para pemimpin mereka dan berharap 
kehidupan yang lebih baik di masa depan. Perkampungan kumuh itu sendiri 
sekarang sangat terorganisir dengan komite blok, komite pendidikan dan 
komite partai. Masyarakat memiliki pengertian baru tentang kekuasaan dan 
kepentingan, mereka dipersenjatai dan didoktrin dengan mengagung-agung¬ 
kan kelas bawah sebagai harapan kemanusiaan (Lewis, [1961] 1970:750).™ 


Lewis kembali lagi ke Kuba bulan Februari 1969 dengan beberapa teman¬ 
nya untuk melengkapi proyek riset tiga tahun sebelumnya. Informasi 
bagus telah dikumpulkan sejak riset terdahulu sampai bulan Juni 1970. 
Proyek ini mencakup studi tentang pembangunan 100 unit perumahan 
pemukiman kumuh yang telah dikunjungi Lewis sebelumnya. Meskipun 
risetnya belum selesai, Lewis menulis untuk rekannya: ’jelas bahwa ba¬ 
nyak budaya bawaan tersebut berlangsung terus di proyek perumahan 
itu’. Saya yakin saya terlalu optimis dalam evaluasi awal saya terhadap 
hilangnya budaya kemiskinan di negara sosialis. Jelas bagi saya bahwa 
Revolusi Kuba akan menghapus kondisi-kondisi yang melahirkan bu¬ 
daya kemiskinan’ (Lewis dan Lewis, Ringdon, 1978:526 n.l). 

Butterworth (1980) yang mengkoordinasikan penelitian pembangun¬ 
an perumahan selama empat bulan tahun 1970, memberikan penjelasan 
yang sangat terbatas karena tidak lengkapnya data yang diperoleh dari 
studi yang terhenti dengan tiba-tiba. Dia menyatakan bahwa revolusi 
telah mempengaruhi para pemukim kumuh sebelumnya. Pengaruh itu 
menyangkut keselamatan kerja, makanan yang cukup dan merata, pela¬ 
yanan kesehatan yang baik dan perumahan yang lebih memadai. Proporsi 
substansial kaum laki-laki adalah para pekerja terampil atau setengah 
terampil, dan mayoritas mereka merupakan pemuda yang mempunyai 


11 Terdiri dari tape recorder, wawancara yang terarah, dan beberapa salinan materi lain 
yang telah dibawa ke Amerika Serikat sebelum penguasa Kuba menghentikan penelitian 
dan merampas naskah, tape recorder dan lembaran kuesioner, dan salinan data pribadi 
lainnya. Secara khusus, qucsioner yang lengkap tentang studi pembangunan perumahan di 
Kuba dibahas di sini (Butterworth, 1980:XXI). 
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keterampilan sejak kemenangan Revolusi Kuba tersebut. Berbeda de¬ 
ngan situasi di Las Yaguas, ketika orang tua laki-laki kadang-kadang 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan karena itu berada dalam posisi 
marjinal dalam keluarga, setelah Revolusi Kuba para pemuda merasa 
yakin akan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih teratur. 
Sehingga membuat keluarga lebih stabil. Hanya 5 dari 71 keluarga yang 
tergantung pada kaum wanita dan anak-anak mereka. 

Walaupun sudah mencapai perbaikan yang memadai, namun masih 
tetap ada masalah serius. Seperempat anak-anak berusia 6-14 tahun tidak 
bersekolah lagi, bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Delapan buah 
rumah dikenal sebagai pusat pasar gelap. Meskipun perjudian dengan 
segala bentuknya dilarang, namun ada 6 rumah yang dipakai sebagai 
pusat perjudian, dan semuanya diselenggarakan oleh wanita. Minuman 
keras dijual secara ilegal. Ada yang memperdagangkan marijuana. Pa¬ 
rahnya lagi tingkat integrasi ke dalam organisasi kemasyarakatan sangat 
rendah. Ini terbukti dalam kampanye massa kerja sukarela di bidang 
pertanian, untuk Federasi Wanita Kuba dan Organisasi Pemukiman, 
Committees for the Defence ofthe Revolution (CDR). Tiga CDR sedikit 
sekali mengalami keberhasilan selama setahun, atau setelah institusi 
tersebut berdiri pada tahun 1964, bahkan secara berangsur-angsur orga¬ 
nisasi ini menjadi tidak aktif. Penyelidikan secara sepintas menyatakan 
bahwa proyek-proyek CDR di 6 keluarga ternyata tidak jauh berbeda 
polanya dengan apa yang terjadi pada pembangunan perumahan untuk 
para pemukim di Las Yaguas. 

Butterworth menunjukkan faktor eksternal dan internal untuk menje¬ 
laskan berlangsungnya masalah-masalah tersebut. Sudah terjadi kelam¬ 
banan dalam CDR dan ada permusuhan dan kebencian pribadi yang 
menghalangi kerja sama. Lebih jauh lagi, kami menduga bahwa mereka 
yang terlibat dalam aktivitas ilegal akan beralasan demi menolak operasi 
efektif organisasi pemukiman yang dikontrol oleh pemerintah. Sebe¬ 
narnya, banyak konflik yang tercipta dalam pemukiman tersebut karena 
upaya-upaya untuk memaksakan aturan-aturan yang berasal dari luar 
lingkungan yang ditandai dengan peristiwa penyimpangan yang relatif 
tinggi. Seseorang bisa jadi berkesimpulan bahwa rakyat biasa yang meng¬ 
alami budaya kemiskinan semacam itu akan selalu meneruskan cara- 
caranya. Namun Butterworth juga mencatat bahwa para pemukim terse¬ 
but ternyata masih membawa noda dari Las Yaguas, daerah asal mereka; 
sesungguhnya pembangunan perumahannya mengacu pada perumahan 
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Las Yaguas yang terbuat dari semen. 12 Mereka dipandang rendah oleh 
masyarakat kelas menengah yang bermukim berdekatan dengan mere¬ 
ka. 13 Anak-anak mereka yang belajar di sekolah dasar tidak hanya diren¬ 
dahkan oleh murid-murid lainnya, bahkan kepala sekolahnya menga¬ 
takan bahwa lebih dari 90% anak-anak yang berasal dari ’blok Las 
Yaguas’ setelah didiagnosa ternyata bermental lembek atau terganggu 
secara psikologis. Pengadilan lokal menjalankan pemeriksaan di luar 
lingkungan perumahannya, dan tak seorang hakim pun yang dipilih dari 
pemukiman mereka. Sedangkan yang duduk sebagai hakim telah me¬ 
nampakkan moralitas kelas menengah yang secara tegas membedakan 
mereka dari para pemukim lainnya. Para pejabat organisasi CDR yang 
lebih tinggi menjadi lemah karena kurang berhasil. Jika tugas tersebut 
terus-menerus terbengkalai, biasanya akan menghentikan kerja sama 
seluruh komunitas dengan CDR lokal. 14 

Argumentasi umum Lewis, kalau bukan persepsi awalnya tentang 
realitas Kuba pasca Revolusi, dapat dicap dengan ’budaya liat’ sebagai 
lawan dari pendekatan ’budaya lunak’ yang mengasumsikan bahwa peru¬ 
bahan situasi akan menimbulkan respons-respons budaya yang begitu 


12 Persoalannya sampai seberapa jauh noda tersebut berasal dari perkampungan ku¬ 
muh yang jelas diperkuat kembali oleh masalah rasial, tidak dibahas oleh Butterworth. 2/3 
pemukiman tersebut diklasifikasikan dengan tinta hitam atau mulatto. Pentingnya ras dalam 
pembangunan perumahan ditunjukkan oleh fakta bahwa di antara 44 kepala keluarga hanya 
terjadi 5 kawin silang antara kulit putih dengan non-kulit putih. 

13 Pembangunan perumahan lainnya, yang dimaksudkan untuk menampung keluarga 
miskin, termasuk juga para pemukim liar yang berada di Havana Timur. Dengan ditem¬ 
patkannya pembangunan perumahan demi keindahan pemandangan Havana Bay, maka 
pembangunan tersebut menggunakan standar tinggi pada tahun-tahun pertama rezim revo¬ 
lusioner dan dilengkapi dengan berbagai pelayanan perkotaan dan pelayanan sosial. Pemu¬ 
kim yang diwawancarai secara informal pada tahun 1975 menyatakan bahwa banyak kelu¬ 
arga yang dibangun perumahannya di daerah proyek tersebut tidak mampu membeli 
perumahan tersebut. Sementara keluarga tersebut saat ini hidup di apartemen dan memiliki 
rumah-rumah yang lebih buruk lagi. Apapun alasannya, mereka justru terusir dan diganti 
oleh keluarga-keluarga yang lebih berpendidikan dan lebih kaya (Eckkstein, 1977b:455-6). 

14 Pada awal pelaksanaannya, CDR telah mengorganisir kewaspadaan di malam hari 
dalam pembangunan perumahan. Meskipun demikian, berbeda dengan gambaran Lewis 
tentang Las Yaguas tahun 1961, para penjaga perumahan itu tidak diizinkan membawa 
senjata tajam. Penolakan tentara terhadap para penjaga merupakan hal yang biasa, bahkan 
ada kegusaran dan indikasi lain dari para pejabat pemerintah terhadap keberadaan peng¬ 
huni-penghuni perumahan kumuh. (Butterworth, 1980:112). 
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cepat (Hanners, 1969:193-5). 15 Jika para pemuda dewasa mampu memo¬ 
les perilaku mereka, dan jika nilai-nilai mereka bukan merupakan nilai 
bawaan dalam merespons kondisi-kondisi yang berubah, maka modi¬ 
fikasi antar generasi da l am perilaku dan revisi terhadap nilai-nilai yang 
ada cenderung lebih berpengaruh luas. Generasi muda mengukur budaya 
bawaan yang telah dikembangkan dari generasi-generasi sebelumnya, 
yang ditawarkan para orang tua dan guru, terhadap situasi ekonomi dan 
politik yang mereka hadapi, atau lebih tepatnya terhadap persepsi mere¬ 
ka akan situasi yang ada. Jika setiap generasi baru mampu mengevaluasi 
warisan budayanya dalam konteks kondisi yang dihadapinya, maka secara 
kolektif generasi baru tersebut akan mampu mengembangkan pola-pola 
nilai dan perilakunya sendiri. Berubahnya persepsi tentang realitas dapat 
menimbulkan penemuan kembali budaya yang ada. Model perubahan 
budaya semacam ini akan mampu menyediakan pemahaman proses sosi¬ 
al yang lebih baik daripada pendekatan budaya liat atau determinisme 
struktural. 

Kritik terhadap konsep budaya kemiskinan tersebut didorong oleh 
keprihatinan bahwa pendekatan budaya liat justru berfungsi sebagai 
justifikasi pengabaian terus-menerus terhadap kebutuhan golongan mis¬ 
kin. Kritik tersebut juga lebih diilhami oleh penolakan terhadap dtra 
yang dibawa oleh kehidupan kelas bawah. Beberapa evaluasi terhadap 
pola perilaku golongan miskin secara negatif teijadi dengan dua cara. 
Golongan miskin itu sendiri biasanya menyadari nilai-nilai kelas mene¬ 
ngah, dan ingin hidup berdampingan dengan mereka walaupun sebe¬ 
narnya mereka mengikuti standar yang berbeda. 

Sedangkan para pengamat kelas menengah cenderung melihat peri¬ 
laku kelas bawah sebagai kelompok yang inferior. Apresiasi terhadap 
kondisi golongan miskin akan membantu kita memahami adanya kesen¬ 
jangan antara perilaku ideal dan perilaku aktual sehingga terus menerus 
akan mempertanyakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pe¬ 
ngamat luar. Namun demikian tetap masih dibutuhkan perspektif yang 


15 Terdapat persamaan yang jelas, baik dalam orientasi teoritis maupun implikasi 
politik antara pendekatan kebudayaan liat dengan pemusatan pada budaya yang meng¬ 
halangi perubahan dalam literatur pembangunan tahun 1950-an. Mempertahankan redis- 
tribusi sumber-sumber substansial dan hasil-hasil suplai keberadaan sosial yang menge¬ 
cewakan telah memberikan inspirasi pendekatan yang berhubungan dengan etnosentrisme 
dan kelas. Dalam kedua kasus tersebut, pusat perhatian diubah dari isu riil ke isu eksploitasi 
kelompok-kelompok dominan, melalui penyalahgunaan sehingga menimbulkan korban. 
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berimbang: yakni, perspektif yang didasarkan pada apresiasi terhadap 
elemen sub-budaya golongan miskin yang akan melahirkan pandangan 
positif dengan standar-standar yang paling umum. Holnsteiner (1972;32) 
melaporkan dari lingkungan pemukiman kelas bawah di Tondo, Manila: 

Menjadi orang miskin memaksa suatu kedekatan yang bukan semata-mata 
bersosialisasi, karena krisis yang sering muncul tersebut mendorong pola- 
pola hubungan pemukiman yang akrab. Saling tolong menolong pada 
umumnya meliputi memberi sumbangan makanan, uang, atau jasa kepada 
mereka yang mengalami musibah kematian, upacara pernikahan atau pem¬ 
baptisan. Bantuan lain, meminjami uang atau barang-barang rumah tangga, 
menjaga rumah atau anak-anak ketika ibunya sedang bepergian, saling 
memberikan informasi tentang pekerjaan dan (khususnya bagi pemuda) 
mendukung perkelahian dengan saingan dari blok lain. 

Lomnitz (1974:146-54; 1977:131-58,189-213) menyatakan bahwa kelom¬ 
pok miskin urban di Amerika Latin mendapatkan sumber-sumber peng¬ 
hidupan mereka di pasar, tetapi tidak bisa bertahan secara individual: 
pasar gagal memberikan jaminan keamanan bagi golongan miskin dan 
orang miskin tidak mampu mengakumulasi simpanannya. Mereka bisa 
hidup dengan cara melengkapi pertukaran di pasar dengan suatu sistem 
yang didasarkan atas sumber-sumber kekerabatan dan persahabatan, 
dengan aturan saling timbal-balik, suatu cara pertukaran di antara mere¬ 
ka yang setara, dengan menanamkan hubungan sosial yang terus ber¬ 
langsung. Dia mendeskripsikan pola semacam ini di Cerrada del Condor, 
sebuah kota kecil di Mexico City. Di sini pola-pola individualisme pede¬ 
saan dan ketidakpercayaan diganti dengan kecenderungan-kecenderung¬ 
an yang kuat menuju integrasi, saling membantu dan kerja sama. Para 
pendatang baru dijaga, dilindungi dan diberi makan oleh keluarga mere¬ 
ka di kota kecil tersebut; orang laki-laki dididik berdagang, dan diberi- 
tahu pekerjaan-pekerjaan perkotaan yang ada yang secara langsung ber¬ 
kompetisi dengan teman-teman lainnya di kota tersebut. Dengan demi¬ 
kian, kaum migran menjadi terintegrasi ke dalam jaringan kerja timbal- 
balik lokal. Kelompok-kelompok pemukiman tersebut terus menga¬ 
dakan pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan. Mereka 
terdiri dari tiga atau empat keluarga batih, jarang sekali dua, lima, atau 
enam keluarga batih dan hampir semua keluarga batih termasuk ke 
dalam sebuah kelompok. Secara ideal, setiap kelompok itu terdiri dari 
tetangga-tetangga yang ada hubungan kekerabatan, tetapi sepertiga dari 
kelompok tersebut semuanya didasarkan atas hubungan persaudaraan. 
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Ikatan-ikatan dalam kelompok semacam ini diperkuat kembali melalui 
hubungan ■godfather’ (Compadrazgo) dan melalui teman-teman pemi¬ 
num di kalangan laki-laki mereka (Cuatismo). Pertukaran ini didu- kung 
oleh ideologi saling membantu yang kuat sekali: 

Kewajiban tolong menolong dberikan pada setiap kualitas moral yang po¬ 
sitif: hal ini merupakan justifikasi etis terhadap hubungan-hubungan ja¬ 
ringan keija. Penolakan langsung atau tidak langsung untuk menolong 
dalam jaringan tersebut akan dihakimi dengan perlakuan yang sekeji mung¬ 
kin dan akan menimbulkan gosip-gosip penghinaan. Masyarakat secara 
terus menerus memperhatikan tanda-tanda perubahan status ekonomi 
seluruh anggota jaringan tersebut. Sifat iri dan gosip merupakan mekanisme 
kembar yang biasa digunakan untuk menjaga yang lainnya agar sama de¬ 
ngan dirinya. Jika seseorang menunjukkan sifat egoisnya dan mementing¬ 
kan urusan pribadinya secara berlebihan maka akan menimbulkan slen- 
tingan desas-desus. Di sinilah muncul komentar-komentar dan seringkali 
ada cara-cara tertentu untuk meluruskan orang-orang yang salah (Lomnitz, 
1974:151). 


Pola saling tolong-menolong merupakan hal yang umum bagi golongan 
miskin perkotaan, dan tampaknya merupakan suatu cara adaptasi yang 
efektif terhadap lingkungan mereka. Suatu perubahan yang lebih men¬ 
dasar dalam kondisi mereka membutuhkan adanya solidaritas. Sesung¬ 
guhnya, di banyak kota Dunia Ketiga, sejumlah besar orang yang tidak 
memiliki kekuasaan telah memahami bahwa kekuasaan itu harus dila¬ 
kukan melalui tindakan kolektif. Dengan demikian mereka sudah meng¬ 
organisir diri sebagai pemukim liar. 
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7 

RESPONS-RESPONS POLITIK 
TERHADAP KEMISKINAN 


JVESENJANGAN yang tajam dalam pendapatan, kekayaan, keku¬ 
asaan dan status memisahkan elit dari massa di sebagian besar negara 
Dunia Ketiga. Sedangkan jumlah kelas menengah biasanya sangat kecil. 
Mayoritas warga kota negara Dunia Ketiga memiliki standar hidup yang 
sangat rendah, karenanya tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata 
warga negara industri. Meskipun kehidupan sebagian besar warga kota 
lebih baik dari massa pedesaan, namun sebenarnya banyak yang tidak 
memiliki tempat untuk bernaung sedangkan yang lainnya jarang mampu 
membeli sandang pangan untuk diri mereka sendiri. Kekurangan gizi 
merupakan hal yang umum. Bagi banyak orang, upaya mencari sesuap 
nasi untuk mereka sendiri dan untuk anak-anak mereka merupakan 
suatu perjuangan sehari-hari demi kelangsungan hidup. 

Massa perkotaan mengatasi kondisi mereka dengan berbagai cara. 
Dalam bab terdahulu kita telah mengetahui bagaimana penduduk miskin 
perkotaan memberikan pertolongan penyelamatan kepada tetangga-te¬ 
tangga, sahabat-sahabat dan handai taulan dari lingkaran krisis yang 
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begitu cepatnya berubah menjadi kondisi darurat bagi mereka yang hidup 
pada tingka t subsisten atau dekat dengan tingkat subsisten tersebut. 
Tetapi para pejabat pemerintah menganggap hal ini sangat penting 
dalam-konteks-konteks yang bervariasi, sebagai sumber ancaman atau 
sumberdaya yang potensial. Para polisi dan penarik pajak harus dike¬ 
rahkan, surat izin perdagangan dan izin bangunan diwajibkan, pegawai- 
pegawai pemerintah atau para pekerja sosial harus dikerahkan secara 
maksimal, sehingga pelayanan masyarakat bisa berjalan lancar. 

Para pemimpin pemerintahan seringkali tampak kurang tanggap ter¬ 
hadap kebutuhan massa. Sebagian besar dilakukan dengan memper¬ 
tahankan dukungan militer dan mendorong investasi modal asing dan 
pribumi. Para pemimpin pemerintahan harus bergerak dalam batas- 
batas yang telah ditetapkan oleh penguasa-penguasa asing yang mena¬ 
warkan investasi-investasi, membeli barang-barang ekspor, menawarkan 
bahan-bahan baku dan suku cadang serta menggunakan ancaman ultima¬ 
tum terhadap tindakan subversi dan akhirnya menggunakan intervensi 
mili ter. Dalam konteks kekuasaan semacam ini, suara-suara massa biasa¬ 
nya masih dib ungkam . Beberapa rezim telah menghapuskan seluruh 
rintangan pemilihan umuin. Di banyak negara Dunia Ketiga, pemilihan 
umum telah menjadi sebuah sandiwara: di Ivoiy Coast (Afrika Barat) 
99,98 persen dari mereka yang terdaftar dilaporkan telah memberikan 
suaranya pada pemilihan umum tahun 1970, dan 99,89 persen dari suara 
tersebut diduga diberikan kepada calon tunggal sedangkan sisanya dibe¬ 
rikan kepada calon-calon lainnya (M.A. Cohen, 1974:179-80). Di lain 
tempat, pe milihan umum menjadi suatu bentuk plebisit bagi rezim satu 
partai. 

Bahkan ketika pemilihan umum menawarkan suatu pilihan dan ketika 
pemungutan suara dirahasiakan, satu partai biasanya sudah berurat- 
berakar dan tampak yakin akan terpilih kembali. Partai semacam ini 
mungkin mendapatkan dukungan suara yang sangat besar sebab daerah 
suara untuk calon-calon oposisi diabaikan pemerintah; ini merupakan 
pola yang umum di.Nigeria, meskipun Undang-undang sipil telah ber¬ 
langsung sejak tahun 1960- an. Hubungan-hubungan patron-klien seperti 
menjadi ciri Partido Revolucionario Institucional di Meksiko, beroperasi 
dengan cara yang lebih halus. Sekali hubungan kerja dengan seorang 
patron telah dibangun, maka klien-kliennya mempunyai alasan yang 
tepat untuk memilih, dan membujuk para pengikut mereka agar memilih 
daftar lokal yang memperbaharui mandat patron mereka; memberi suara 
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pada calon oposisi akan mengakibatkan tersingkirnya wakil setempat 
yang telah memiliki akses ke agen-agen pemerintah. 

Di negara-negara lain partai-partai secara efektif melakukan per¬ 
saingan demi mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum, tetapi 
mereka tidak berbasis massa. Mereka menjadi aktif berhubungan dengan 
pemukiman-pemukiman yang berpendapatan rendah, khususnya pada 
waktu pemilihan umum. Mereka menawarkan ganjaran-ganjaran materi 
yang terbatas bagi kelompok-kelompok dan individu-individu demi men¬ 
dapatkan suara. Anthony dan Elizabeth Leeds (1976) menggambarkan 
pola semacam ini di Brazil, dan saya akan kembali memaparkan gam¬ 
baran mereka nanti. Wirsing (1976) melaporkan pemilihan kotapraja di 
Nagpur India pada tahun 1969. Banyak calon yang telah membuat hu¬ 
bungan patronase pada masa lalu dan berada pada posisi yang baik untuk 
memindahkan keuntungan-keuntungan jangka panjang kepada para pe¬ 
ngikut mereka, tetapi di saat hari pemilihan, taktik-taktik pendekatan 
jangka pendek menjadi lebih menentukan. Pilihan-pilihan pemilih telah 
dibatasi melalui penculikan lawan-lawan politiknya, pengunduran calon 
oposisi yang dibayar, dan memunculkan calon-calon gadungan; para 
pemilih diintimidasi, misalnya melalui para administrator yang mengon¬ 
trol para pekerja atau pemberian perumahan istimewa bagi pejabat 
pemerintah daerah; dan pembelian suara: 

Bagi banyak penduduk miskin perkotaan, masa kampanye merupakan saat 
ketika nilai pasar dukungan mereka tampak melonjak dan merupakan saat 
ketika penjual yang pandai dapat mengubah nilai suaranya atau suara-suara 
pengikutnya menjadi keuntungan yang bersifat materi. Golongan miskin 
diberi minuman dan makanan, dirayu dengan hadiah-hadiah dan disogok 
dengan uang tunai. Di sini terdapat potong rambut gratis, daging kambing 
untuk makan malam gratis, hiburan dan berbagai minuman keras yang 
gratis pula (Wirsing, 1976:195). 


Jika keadaan berbeda, maka hasil yang sama juga banyak terjadi di 
sebagian besar Dunia Ketiga: jarang sekali massa mampu memberikan 
masukan yang signifikan dalam proses pemilihan. Secara khusus hal ini 
terjadi di pedesaan. Bila mereka berpartisipasi dalam pemilu, suara 
mereka seringkah dikontrol oleh elit-elit lokal mereka melalui patro¬ 
nase atau tekanan paksaan. Powell (1980: 202) dalam tinjauan yang 
menyeluruh terhadap pola-pola pemberian suara di pedesaan, menyim- 
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pulkan bahwa hampir terdapat indikasi di mana-mana, ketika seseorang 
memasuki permukaan perilaku politik di daerah pedesaan, maka ada 
bentuk politik yang dapat dijuluki sebagai sistem ’mafia pedesaan’. Jadi, 
massa pedesaan biasanya tidak memiliki suara dan nasib mereka tera¬ 
baikan. Mereka barangkali bisa memberontak karena tanah mereka telah 
dirampas, pajak-pajak telah dinaikkan, atau harga yang dibayar untuk 
produk pertaniannya telah diturunkan. Akan tetapi pemberontakan se¬ 
macam ini cenderung diredam dan jarang sekali menjadi ancaman yang 
efektif bagi elit-elit perkotaan. Secara umum negara terpengaruh keti¬ 
ka para petani menarik diri dari pasar dan kembali kepada pertanian 
subsisten, sebagaimana terjadi di Senegal akhir tahun 1960-an. Tetapi 
konsekuensi yang paling serius akibat terabaikannya massa pedesaan 
ariaiah arus migran desa-kota yang tidak dapat terserap dalam ekonomi 
kota secara produktif dan bahkan memberikan berbagai tekanan terha¬ 
dap sumberdaya kota. Mereka memperbesar jumlah massa urban yang 
secara strategis memberi keseimbangan pada pusat-pusat pengambilan 
keputusan lokal, regional dan nasional. Mereka orang-orang yang men¬ 
jadi mimpi-mimpi buruk bagi kelompok-kelompok konservatif dan 
an gan -angan bagi kelompok kiri radikal. 


Di seluruh dunia, biasanya seiring dengan perkembangan industrialisasi 
yang efektif, golongan miskin yang tidak mempunyai keterampilan datang 
berduyun-duyun dari daerah pertanian subsisten untuk menukarkan kemis- 


parah lagi. Dari tahun ke tahun, favelas dan bidonviles, tumbuh luar biasa 
di gubuk-gubuk kota yang sedang berkembang. Dan kaum miskin perko¬ 
taan merupakan inti dari keputusasaan dan kekejaman lokal — yang me¬ 
nimbulkan gerakan-gerakan jeunesses di Kongo, membengkakkan mobilitas 
perkotaan di Rio, dan menyuarakan komunisme di lorong-lorong Calcutta 
dengan cara yang sangat mengerikan, melecehkan seluruh struktur tatanan 
masyarakat yang sudah lemah dan sekaligus memperlambat pertumbuhan 
ekonomi. Tidak terkontrol dan terabaikannya kaum kiri yang tumbuh dan 
memburuk, menyediakan bahan peledak yang cukup secara material untuk 
menghasilkan konflik kelas yang semakin diperparah oleh bias rasial yang 
meningkat sehingga meletupkan perang gerilya, bahkan pada puncaknya 
mengancam keselamatan Barat (Ward, 1964:191-2). 
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Pernyataan ini dikeluarkan pada bulan Agustus 1964. 1 Awal-awal tahun 
tersebut, militer telah menumbangkan presiden Brazil Joao Goulart 
setelah ia melancarkan kampanye reformasi politik dan struktur secara 
besar-besaran. Militer membentuk rezim yang represif. Selama dekade 
berikutnya bukti-bukti tentang massa perkotaan yang mengancam rezim 
di Dunia Ketiga sedikit sekali. Pada tahun 1978 demonstrasi-demonstrasi 
dan penentangan yang mencolok hanya terjadi terhadap kekuasaan Syah 
Iran, dan di kota-kota Nikaragua muncul gerakan Sandinista yang ber¬ 
maksud menumbangkan Anastasio Somoza. Sampai sejauh itu, tiap-tiap 
pemerintahan telah menunjukkan kontrol yang efektif. Terlebih-lebih 
lagi, negara-negara yang berada di bawah kekuasaan militer tampaknya 
mendorong kaum ilmuwan sosial sekarang beralih ke posisi ekstrem yang 
lain: yakni menggambarkan massa perkotaan berpandangan konservatif, 
mengabaikan sistem politik dan apatis terhadap permasalahan masya¬ 
rakat. 2 

Dengan menjelajah lima pola khas integrasi politik dan konflik di 
wilayah perkotaan, maka kita akan melihat bagaimana kesalahan-kesa¬ 
lahan generalisasi tentang ciri politik massa yang dibatasi semacam itu. 3 
Massa perkotaan sebenarnya tidak radikal dan tidak pula apatis. Perilaku 
mereka, sikap yang mendasarinya, bahkan pada puncaknya nilai-nilai 
mereka dapat dipahami dari sudut pandang realitas ekonomi, sosial dan 
politik yang mereka hadapi. Massa seringkah bermusuhan terhadap 
mereka yang lebih berkuasa dan lebih kaya. Dalam berbagai tingkatan, 
mereka memiliki beberapa pengertian tentang mekanisme yang mencip- 
takan dan melangsungkan ketimpangan yang telah mereka alami secara 


1 Eckstein (1976) menguraikan kepedulian pada revolusi Kuba, la mencatat bahwa 
pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini Departemen Pertahanan dan yayasan-yayasan 
swasta mensponsori sejumlah besar lembaga tentang masyarakat miskin perkotaan Amerika 
Latin tahun 1960-an. Sedikit sekali kepedulian untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan 
kemiskinan perkotaan. Yang ada malah keasyikan terhadap implikasi politisnya. Penelitian 
pada tahun 1970-an disubsidi bukan karena kemiskinan perkotaan menurun, tapi karena 
preposisi bahwa orang-orang miskin perkotaan bukan merupakan barisan depan gerakan- 
gerakan revolusi telah diterima secara luas. 

2 Pada tahun 1972 Bank Dunia menghentikan kebijakan yang membatasi pendanaan 
pada sektor yang dianggap menguntungkan dan mulai mendukung pemukiman perkotaan 
berbiaya rendah dalam skala yang menentukan. Kita heran apakah ini mencerminkan 
penilaian yang berbeda terhadap prospek kerusuhan perkotaan di pihak para pengambil 
kebijakan. 

3 J. M. Nelson (1979) menyajikan tinjauan komprehensif penelitian tentang peranan 
politik kaum miskin perkotaan di negara-negara Dunia Ketiga. 
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akut, tetapi mereka harus melangsungkan perjuangan sehari-hari demi 
kelangsungan hidup. Mereka merancang suatu bentuk kehidupan yang 
menggambarkan situasi tersebut sebagai sesuatu yang sudah ada yang 
mesti ditanggulangi dan jarang sekali mendefinisikannya sebagai suatu 
kesatuan yang harus ditentang (Portes dan Walton, 1976:72). 4 Tema- 
tema yang saling mempengaruhi dan berulang-ulang antara massa dan 
mereka yang mengontrol negara dan mereka yang mendominasi kepu- 
tusan ekonomi adalah bahwa pengaruh massa seringkah digambarkan 
secara sempit. Penelitian untuk memecahkan batasan-batasan tersebut 
masih menjadi visi segelintir saja; konstelasi-konstelasi historis negara 
Dunia Ketiga jarang memberikan peluang bagi segelintir visi tersebut 
untuk menggiring massa kepada penentangan yang efektif terhadap ta¬ 
tanan yang sudah mapan. 


Politik Kooptasi 

Di negara manapun, pejabat-pejabat pemerintah mengalokasikan 
berbagai sumberdaya dan menjatuhkan sanksi-sanksi. Proporsi sum- 
berdaya yang mereka kontrol cenderung menjadi meluas di negara- 
negara Dunia Ketiga. Pemerintah merupakan majikan yang utama; di 
beberapa tempat pekerjaan semacam itu meluas pada administrasi peme¬ 
rintahan sampai pada korporasi pemerintah dan semi pemerintah dalam 
sektor-sektor ekonomi utama. Pemerintah sering mengontrol harga, 
misalnya untuk produk-produk pertanian yang harus dijual kepada agen- 
agen pemerintah, dan untuk produk-produk makanan yang harus dijual 
ke pasar-pasar perkotaan. Pemerintah mengalokasikan sumberdaya yang 
langka seperti kredit dan perdagangan luar negeri. Pemerintah berupaya 
untuk mengumpulkan bermacam-macam pajak baik langsung maupun 
tidak langsung. Berbagai tingkatan aktivitas, mulai dari izin bangunan 
sampai pada izin perdagangan, biasanya dikontrol oleh peraturan peme¬ 
rintah. Ruang lingkup sanksi semakin diperluas di negara-negara Dunia 


4 Lloyd (1979:76-81) membedakan peta kognitif berorientasi pada ego dengan struk¬ 
tur analitis yang diekstemalisasikan. Individu menghubungkan tujuan-tujuannya melalui 
dan image-nya terhadap cara untuk mencapai tujuan ini dengan kemampuan yang sentral 
di kalangan mereka, khususnya bagi orang-orang miskin, yakni jaringan personalnya. Seba¬ 
liknya ia bisa juga mengamati masyarakatnya dari luar sebagaimana adanya dan mendes¬ 
kripsikan sebagai suatu struktur analitis yang dieksternalisasikan. 
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Ketiga, sedangkan hak-hak sipil dibatasi atau bahkan tidak ada sama 
sekali. Sanksi-sanksi hukum semakin diperberat, khususnya bila kondisi 
penjara penuh dengan kekerasan dan hukuman mati merupakan hal yang 
umum. 

Banyak pemerintah Dunia Ketiga kurang efektif dalam menggunakan 
kontrol dan sanksi-sanksi mereka. Myrdal (1970:208-52) menggunakan 
kata ’negara lunak’ (soft State) untuk menerangkan suatu fakta bahwa 
undang-undang dan regulasi-regulasi pemerintah yang kurang efektif 
cenderung lebih besar di negara-negara Dunia Ketiga daripada di seba¬ 
gian besar negara-negara industri.^ 

Istilah ’negara lunak’ (soft State) dipahami untuk memasukkan berbagai 
bentuk ketidak disiplinan sosial yang telah mewujudkan dirinya melalui: 
ketidak-efisienan dalam pelaksanaan, khususnya dalam ketundukan yang 
rendah dan keterpaksaan hukum, ketidakpatuhan secara luas pejabat-pe¬ 
jabat pemerintah pada berbagai tingkat aturan dan petunjuk yang telah 
dikuasai oleh mereka, dan seringkali persekongkolan mereka dengan ke¬ 
lompok-kelompok yang lebih memiliki kekuasaan itulah yang mengatur 
aturan-aturan yang seharusnya dijalankan. Dalam konsep negara lunak 
(soft State) ini juga mengandung muatan korupsi... Berbagai pola perilaku 
tersebut saling terkait dalam pengertian bahwa dalam berbagai pola peri¬ 
laku itu mengizinkan atau bahkan mendorong satu sama lainnya sehingga 
menimbulkan sebab dan akibat yang berputar-putar dan memiliki dampak 
yang menyeluruh (Myrdal, 1970:208). 

Negara lunak (soft State) menguatkan ketimpangan. Mereka yang me¬ 
ngontrol kekuasaan negara secara langsung, atau mereka yang memiliki 
sumber-sumber ekonomi sehingga mempunyai akses terhadapnya, men¬ 
dapatkan peluang-peluang keuntungan berskala besar dan mampu 
menghindar dari sanksi-sanksi. Bagi massa penduduk, alokasi sumber- 
daya semacam itu jelas tidak dapat melepaskan mereka dari minoritas 
yang diistemewakan yang tampak sewenang-sewenang. Hanya ada sedikit 


5 Myrdal (1970:240-2) mengakui bahwa Amerika menunjukkan ciri-ciri sistem kepa¬ 
tuhan dan pemberlakuan hukum yang dalam beberapa hal menempatkan ia lebih dekat 
dengan situasi di Dunia Ketiga ketimbang dengan negara-negara Eropa Barat Laut. Ia 
memerinci beberapa fakta terkait untuk mempertimbangkan secara komparatif tingkat 
korupsi dan ras yang tidak beruntung di kota-kota, kebangkitan politik mesin dan kele¬ 
mahan relatif integrasi kelas bawah penduduk yang masih sangat heterogen berkaitan 
dengan analisis kita di sini. 
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pekerjaan bagi sejumlah besar pencari kerja yang mempunyai kualifikasi 
terbatas; sekolah yang memadai, bantuan perumahan, penyediaan obat- 
obatan yang cukup, surat-surat izin perdagangan—yang tersedia hanya 
untuk segelintir orang dari banyak orang yang sedang membutuhkan. 
Peraturan-peraturan impersonal yang dimaksudkan untuk mengatur alo¬ 
kasi sumberdaya masih merupakan huruf mati. Massa pempunyai pe¬ 
ngaruh yang sangat kecil di hadapan elit dan wakil-wakilnya yang telah 
mengontrol sumberdaya tersebut, baik manajer dalam perusahaan-peru¬ 
sahaan swasta maupun pejabat-pejabat pemerintah. Bukan saja mereka 
hanya memiliki sedikit klaim legal, bahkan klaim-klaim ini tidak bergu¬ 
na. Situasi semacam itu mungkin dapat ditentang melalui aksi kolektif, 
dan dalam bagian selanjutnya di bab ini, saya akan memaparkan empat 
bentuk aksi yang mungkin diambil. Atau individu-individu mencoba 
menghadapi sistem tersebut sebaik mungkin. Pembinaan suatu patron— 
seorang yang berada dalam posisi demi kariernya, lebih jauh lagi me¬ 
nolong dalam krisis-krisis — merupakan suatu pendekatan yang men¬ 
janjikan. 

Empat karakteristik klientisme tersebut menonjol. Hubungan patron- 
klien merupakan hubungan dua individu. Hubungan itu bersifat timbal 
balik; sebagai imbalan terhadap pertolongan patron, klien memberikan 
dukungan politik dan memberikan kontribusi untuk status patron. Pertu¬ 
karan ini tidak didasarkan atas persyaratan-persyaratan yang legal atau 
kontraktual tetapi merupakan hubungan saling pengertian yang bersifat 
informal; kalau terdapat dua individu yang mempunyai hubungan legal 
atau kontraktual, misalnya majikan dan pekerja, maka pertukaran pa- 
tron-klien mengenalkan elemen-elemen tambahan. Akhirnya, hubungan 
itu secara mendasar tidak sama: patron bukan hanya memiliki kekua- 
saaan, sumber ekonomi dan status yang lebih tinggi tetapi patron biasa¬ 
nya juga memiliki banyak klien dan oleh karenanya setiap klien mempu¬ 
nyai pengaruh yang terbatas terhadap patron tersebut. 

Saya mengikuti Lande (1977:xxi-xxii) dalam menekankan bahwa hu¬ 
bungan patron-klien merupakan tambahan bagi lembaga-lembaga for¬ 
mal. Pemenuhan persyaratan-persyaratan yang terlembagakan tidak me¬ 
mapankan ikatan patron-klien secara khusus. Ambil suatu contoh, me¬ 
menuhi apa yang menjadi harapan para pekerja secara umum tidak bisa 
menjadi dasar hubungan patron-klien. 

Sebaliknya bila majikan memberikan keuntungan yang lebih kepada 
beberapa pekerjanya, misalnya jaminan kerja yang permanen, dan mere¬ 
ka berbuat menurut norma-norma loyalitas dan bahkan melampaui apa 
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yang diharapkan oleh para pekerja itu secara umum, maka tindakan 
tersebut akan membentuk dukungan secara khusus: menambah sifat 
patron-klien terhadap hubungan majikan dan pekerja yang sudah terlem- 
bagakan. Keterangan ini membantu untuk menjelaskan fakta bahwa 
ruang lingkup klientalisme merupakan suatu fungsi dari lemahnya atur¬ 
an-aturan impersonal untuk alokasi sumberdaya tersebut. Lebih jelas 
lagi contohnya, jika pekerjaan tetap itu telah dilembagakan, jika pelem¬ 
bagaan itu merupakan fungsi kriteria universal, seperti kualifikasi-kuali¬ 
fikasi tertentu, prestasi dan atau senioritas, jika hal itu tidak memberikan 
keuntungan bagi majikan, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai 
sumber hubungan patron-klien. 

Sebagai pelengkap terhadap kandungan instrumental hubungan pa¬ 
tron-klien, biasanya ada elemen perasaan. Kekerabatan, asal-usul dan 
pengalaman kebersamaan dapat menjadi sumber ikatan perasaan yang 
murni; saling asih yang menghasilkan ganjaran perasaan kasih. Kadang- 
kadang bentuk hubungan kekerabatan fiktif juga dibangun. Sistem corti- 
padrazgo di Amerika Latin dan Filipina seringkah memakai bentuk- 
bentuk semacam ini. Klien meminta patron aktual atau potensialnya 
untuk menjadi bapak (godfather ) baptis anaknya sehingga hubungan dua 
orang tersebut menjadi compadres. 

Pemilik perusahaan kecil yang merupakan patron bagi para peker¬ 
janya atau walikota dari kotapraja memiliki kontrol sepenuhnya terha¬ 
dap sumberdaya yang dia berikan kepada klien-kliennya. Sebaliknya 
banyak patron merupakan klien terhadap patron yang berkedudukan 
lebih tinggi. Jadi, dalam sistem perkotaan yang luas seorang patron yang 
miskin mendapatkan dirinya sendiri sebagai perantara: dia harus menda¬ 
patkan banyak keuntungan dari klien-kliennya melalui patron dirinya 
sendiri dan imbalan yang ditawarkan oleh klien kepadanya — misalnya 
suara—diberikan kepada patron yang berkedudukan lebih tinggi. Mere¬ 
ka tidak berinteraksi secara langsung. Di sini terdapat struktur piramida, 
perantara berada dalam tingkat menengah, baik untuk patron maupun 
klien, para perantara merupakan mediator antar berbagai tingkat orga¬ 
nisasi sosial dalam suatu tatanan yang kompleks (Michaelson, 1976:282). 
Hubungan-hubungan patron-klien tidak perlu diulang lagi penjelasan¬ 
nya pada tingkat-tingkat interaksi yang berbeda. Tetapi kasus tipikal yang 
tampak, pola-pola klientalisme telah hadir di seluruh hirarki strata so¬ 
sial. Kelemahan aturan-aturan yang impersonal dan aksi yang bersifat 
kolektif telah mencirikan seluruh masyarakat, dan klientalisme meru¬ 
pakan bagian dari budaya politiknya. 
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Klientalisme mempunyai bentuk yang berbeda-beda, tetapi ia mem¬ 
punyai tradisi yang panjang dalam banyak masyarakat. Di Mali, hu¬ 
bungan-hubungan patron-klien ditemukan di kalangan pedagang- peda¬ 
gang kota dan para petani, dan antara warga kota yang sudah lama mapan 
baik dengan pendatang-pendatang baru di kota tersebut maupun dengan 
para petani pada zaman prakolonial. Hopkin (1972:142-5) menunjukkan 
adanya suatu kesamaan sistem yang berkembang pada tahun selanjutnya 
setelah adanya pemberlakukan aturan-aturan kolonial. Di sini ada tiga 
tingkatan yang melibatkan pemohon, penjamin, dan perantara yang 
menjembatani. Hubungan antara pemohon dan perantara seringkah 
terungkapkan dari sudut pandang ikatan tradisional antara pedagang 
dengan petani. Setelah kemerdekaan para perantara biasanya adalah 
orang-orang yang menduduki posisi dalam partai yang berkuasa. Para 
penjamin sebenarnya bisa saja menduduki posisi partai itu tetapi kuali¬ 
fikasi yang penting adalah mereka berada dalam pos-pos pemerintah 
yang memberikan mereka hak kontrol atas pengakuan sekolah, rekrut¬ 
men kerja, dan peresmian tanah-tanah bangunan dan seterusnya. 

Di Libanon asal-usul dan beberapa kekhasan hubungan patron-klien 
bisa dilacak sampai ke zaman feodal. Secara umum, sebagian besar 
sejarah sosio-politik negara ini dapat dipandang sebagai suatu sejarah 
berbagai kelompok dan komunitas yang berupaya untuk menyelamatkan 
kejayaan patronnya masing-masing: kelompok-kelompok klien dalam 
mencari perlindungan, keamanan dan keuntungan-keuntungan vital, 
berupaya memperluas ruang lingkup hubungan patron-klien mereka 
(Khalaf, 1977). Kesuksesan politik pada pemilihan parlementer ternyata 
telah menjadi prasyarat untuk mendapatkan akses terhadap patronase 
pemerintah. 6 Sistem politik telah didominasi oleh para pemimpin yang 
secara lokal memiliki kekuasaan penuh yang disebut dengan zu’am- 
ma’(bentuk jamak dari za’im), sedangkan di kota-kota para zu’amma 
telah mengembangkan mesin-mesin canggih untuk merekrut klien. John¬ 
son (1977:209) menggambarkan saluran patron: 

Za’im mempertahankan dukungannya dengan dua cara: pertama, dengan 
secara teratur dikembalikan ke kantor sehingga dengan demikian ia mampu 
mempengaruhi administrasi dan secara terus menerus memberikan pela¬ 
yanan pemerintah pada kliennya; dan yang kedua, dengan menjadi pengusa¬ 
ha yang berhasil, sehingga dengan demikian, ia dapat menggunakan kontak 


6 Laporan selanjutnya didasarkan atas karya Johnson (1977). 
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komersial dan finansialnya untuk memberikan pekerjaan, kontrak dan mo¬ 
dal kepada kliennya. Karena tergantung pada kekayaan dan pengaruh 
terhadap kliennya, maka za’im memberikan kontrak umum, konsesi peme¬ 
rintah, pekerjaan di sektor-sektor pemerintahan dan swasta, promosi dalam 
pelayanan sipil dan profesi, pendidikan dan pengobatan yang gratis atau 
murah, bahkan perlindungan hukum. Agar bisa bertahan di saat kalah atau 
di kala menjadi oposisi, maka za’im harus kaya atau harus mempunyai akses 
terhadap orang kaya lainnya, sehingga mampu membeli dukungan dalam 
pemilu, juga membuat persetujuan diam-diam dengan para menteri dan 
para pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelayanan 
pemerintah. Meskipun pemilihan terhadap dewan merupakan bagian dari 
keuntungan yang dapat menentukan, akan tetapi hal ini tidak selalu penting, 
dan za’im mampu bertahan pada periode oposisi dan periode kelemahan 
politik dengan menggunakan keuntungan yang telah ia bangun pada masa 
lalu. 


Para klien diharapkan mempunyai loyalitas politik yang konsisten dalam 
bentuk memberikan suara kepada za ’im dan sekutu-sekutunya dalam 
pemilihan parlemen, bahkan klien dapat diminta untuk mendukung 
za’im tertentu dalam konflik politik dengan za’im lainnya. Klien secara 
terbuka menunjukkan loyalitas mereka: pada hari selamatan, mereka 
mengunjungi za ’im untuk memberikan ucapan selamat; dan ketika za ’im 
kembali dari perjalanannya, maka biasanya mereka diharapkan keha¬ 
diran di rumahnya. 

Bagian terpenting aparat za’im adalah pimpinan pemukiman yang 
kuat, qabadayat. Qabaday diambil berdasarkan basis reputasinya sebagai 
manusia yang istimewa, sebagai penolong orang yang lemah dan miskin, 
pelindung rumah-rumah dan tempat para penghuninya dan yang paling 
penting adalah sebagai manusia yang dipersiapkan untuk mempertahan¬ 
kan klaim-klaim kepemimpinannya melalui paksaan. Qabaday mem¬ 
bantu za’im dalam alokasi patronase dengan memveto loyalitas dan 
kepercayaan politik para pengikutnya. Lebih jauh lagi, qabaday menja¬ 
min para klien akan memberikan suara sesuai dengan perintah mereka. 
Akhirnya, mereka mengorganisir sekelompok anak muda bersenjata 
untuk berjuang demi za ’im mereka yang sedang berselisih dengan za ’im 
yang lain sebagaimana terjadi dalam pertempuran sengit yang mengoyak 
negara itu pada tahun 1903,1936,1958 dan yang paling tragis sejak tahun 
1975. Perang saudara yang terus menerus pada gilirannya melemahkan 
negara Libanon, sedangkan posisi zuama ’ tumbuh semakin kuat. 
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Penggunaan qabadayat telah memecah belah suara dan menghalangi 
munc ulny a kesadaran diri, kategori-kategori sosial terkait secara hori¬ 
zontal, seperti kelompok-kelompok atau kelas-kelas kepentingan. De¬ 
ngan menekankan pendekatan melalui qabaday, za 'im telah mendorong 
klien-klien secara individu untuk melihat dirinya sendiri sebagai anggota 
klan tertentu dan menghalangi terbentuknya kategori-kategori sosial 
lainny a yang dapat mengancam status quo tersebut. Dalam beberapa 
kasus tercipta identifikasi klan artifisial. Dalam bentuk yang bersifat 
komplementer, pemerintah menekankan beberapa pertimbangan yang 
tidak adil seperti kebijakan industri yang harus dilakukan. 

Kooptasi m emainkan peran kunci dalam mempertahankan kekuasaan 
sekelompok elit kecil di banyak negara lain, dan manifestasinya sangat 
bervariasi: 


Kelemahan negara memungkinkan munculnya patron-patron, mungkin 
memiliki bentuk yang beragam. Sudah diketahui, misalnya negara Libanon 
merupakan suatu asosiasi patron, sedangkan negara Tunisia merupakan 
mesin pencipta dan penghancur patron. Di sana ada semacam spektrum 
yang tersusun dari suatu negara yang merupakan asosiasi untuk melindungi 
kelas patron yang belum ada melalui negara yang mengadu domba patron 
dengan patron lainnya, pada sebuah negara yang mendptakan dan merusak 
patron melalui alokasi posisi-posisi politik yang bersifat temporer (Gellner, 
1977:5). 


Sementara terdapat patron-patron yang berkuasa penuh bahkan menye¬ 
rap kekuasaan negara di Libanon, namun India menghadirkan suatu 
posisi tengah di mana sumberdaya publik yang penting dapat dialihkan 
ke asosiasi sukarela. Dua arena penting adalah sekolah dan perumahan: 
Sebagian besar sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai pergu¬ 
ruan tingg i diselenggarakan oleh asosiasi-asosiasi yang sangat tergantung 
pada pembiayaan dari masyarakat; dan perumahan masyarakat bersifat 
kerja sama mengalokasikan tanah dan pinjaman. Manajemen sumber¬ 
daya pendidikan dan perumahan, yang banyak dibantu oleh pemerintah, 
diserahkan pada kebijaksanaan kelompok-kelompok sukarela yang 
seringkali sudah tertata sesuai dengan garis kasta dan bahasa. Banyak 
politisi lokal aktif dalam asosiasi sukarela. Mereka mendapatkan dan 
menyalurkan patronase pemerintah sehingga memaksimalkan dukungan 
dalam pemilu, sehingga, 1/3 calon dewan kotapraja di Nagpur pada tahun 
1969 memegang posisi eksekutuif di korporasi, sedangkan 1/4 di bidang 
pendidikan (Wirsing,1973; Michaelson, 1979). 
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Di Meksiko kekuasaan politik secara efektif terkonsentrasi di puncak 
negara, di tangan presiden dan para penasihat-penasihat khususnya. 
Meksiko merupakan negara yang mencolok karena pemerintah melegi¬ 
timasikan dirinya sendiri atas dasar revolusi dan menjustifikasi peru¬ 
bahan sosial atas nama revolusi meskipun secara terus menerus mence¬ 
moohkan tujuan revolusi yang telah diproklamirkan secara resmi. Mes¬ 
kipun demikian, pemilihan-pemilihan yang sudah terjadwal secara tera¬ 
tur, partai-partai revolusi yang telah dilembagakan dan telah berkuasa di 
bawah nama 'revolusi’ sejak tahun 1928, tidak pernah terancam oleh 
partai-partai lainnya. Kooptasi melalui sistem politik dan administrasi 
telah tersalurkan secara efektif dan meredakan tuntutan-tuntutan serta 
hampir melumpuhkan seluruh oposisi yang potensial (Heliman, 1978: 
100-22). Eckstein (1977a: 78-102), dalam studinya tentang tiga daerah 
yang berpendapatan rendah di Mexico City, menemukan sejumlah aso¬ 
siasi ekonomi dan sosial, selain kelompok-kelompok politik dan admi¬ 
nistrasi. Berdasarkan asosiasi mereka sendiri, maka penduduk telah 
terorganisir untuk berhadapan dengan pemerintah kotapraja. Mereka 
juga telah bergabung dengan kelompok-kelompok nasional yang berhu¬ 
bungan dengan otoritas kotapraja, termasuk beberapa profesi masya¬ 
rakat yang terkait dengan kesejahteraan mereka dan organisasi-orga¬ 
nisasi kelompok kelas bawah. Tetapi, seluruh upaya tersebut kurang 
berhasil. Eckstein (1977a:87) menjelaskan : 

Proses informal yang menghalangi efektivitas politik warga yang terorganisir 
itu berakar dalam tatanan-tatanan kelembagaan nasional yang beragam: 
khususnya dalam sifat dan interaksi antara kelompok-kelompok nasional, 
struktur kelas, model politik. Meksiko yang personalistik, keragaman ke¬ 
lompok-kelompok yang beroperasi secara nasional yang sealur dengan 
penahanan kompetisi elit secara terang-terangan, dan ancaman pemerintah 
akan menerapkan paksaan. Hal tersebut mencerminkan kekuatan- keku¬ 
atan struktural masyarakat yang sangat terkait dengan negara. Berdasarkan 
alasan-alasan tersebut stabilitas politik mampu dipertahankan dengan pro¬ 
ses berongkos rendah, dan secara nasional, negara mampu mengembang¬ 
kan kepentingan modal tanpa menggunakan represi secara membabi-buta 
melalui sebagian besar basis dukungan politik. Pemimpin-pemimpin lokal 
dibatasi untuk menyesuaikan dengan ’aturan-aturan permainan’ politik 
nasional. Sebaliknya, secara pribadi mereka tidak mampu berkembang dan 
tidak pula bisa menarik keuntungan-keuntungan untuk para pengikut me¬ 
reka. 
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Eckstein melaporkan bahwa para pemimpin lokal biasanya membangun 
ikatan-ikatan kelembagaan dengan kelompok-kelompok administrasi 
politik nasional karena mereka berharap bahwa mobilitas ekonomi dan 
politik mereka akan menjadi bertambah, sehingga dengan demikian 
mereka dapat memberi jaminan sosial kepada para anggota mereka. 
Dengan sengaja mereka membentuk tatanan yang menyembunyikan 
fungsionaris non-lokal karena mereka merasa bahwa para pengikut atau 
para pengikut potensial bertentangan dengan ide yang keberadaannya 
terkait secara terang-terangan dengan pemerintah atau partai penguasa. 
Jadi lembaga politik demokratis di Meksiko tidak berfungsi sebagai alat 
yang secara efektif mampu mengedepankan kepentingan orang-orang 
miskin di pedesaan dan perkotaan. Dan kaum miskin di perkotaan 
Meksiko tam paknya tidak lebih baik daripada teman-teman mereka di 
negara-negara Amerika Latin non-demokrasi. 

Kebijakan industri di Dunia Ketiga cenderung berimplikasi politik 
secara langsung. Kebijakan industri itu bukan hanya merupakan proporsi 
yang substansial bagi tenaga kerja yang bekerja di birokrasi pemerin¬ 
tahan, tetapi di sebagian besar negara Dunia Ketiga, badan-badan peme¬ 
rintah memiliki kontrol penuh atau bersifat parsial terhadap peman¬ 
faatan pertambangan dan industri-industri besar. Jadi, sektor peme¬ 
rintah seringkali merupakan majikan skala besar. Di samping itu, peme¬ 
rintah secara khusus terlibat dalam menetapkan upah dan dalam mema¬ 
pankan kondisi kerja di sektor swasta. Dalam situasi semacam ini, keluh¬ 
an kenaikan upah akan mengarah secara langsung pada pemerintah dan 
pemimpinnya; situasi tersebut terungkap dalam bentuk politik, sehingga 
pemerintah tidak dapat berperan sebagai wasit antara para pekerja yang 
menuntut kenaikan upah dengan para majikan. 

Ekonomi negara manapun secara langsung tergantung pada kelang¬ 
sungan tenaga kerjanya, tetapi pengaruh perbedaan sektor tenaga kerja 
bisa mendesak berbagai variasi. 

Di satu sisi, pekerja-pekerja yang tidak memiliki keterampilan dengan 
mudah dapat diganti oleh pekerja baru yang diambil dari massa yang 
menganggur dan setengah pengangguran. Tetapi di sisi yang lain, suplai 
tenaga terampil sangat kurang. Pada waktu yang sama, keterbelakangan 
ekonomi cenderung sangat tergantung pada operasionalisasi yang efektif 
terhadap segelintir sektor kunci. Unjuk rasa pekerja rel kereta api dan 
pelabuhan mengakibatkan kemandegan ekonomi secara keseluruhan di 
beberapa negara; pemogokkan kerja oleh tenaga kerja tambang dapat 
menimbulkan krisis perdagangan luar negeri. Dengan demikian, mereka 
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yang mengoperasikan sumberdaya ekonomi yang rumit semacam itu dan 
memiliki keterampilan yang tidak mudah diganti mampu mempengaruhi 
kekuasaan politik secara nyata. 

Proporsi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tam¬ 
bang berskala besar, transportasi dan industri secara tipikal jumlahnya 
kecil sekali, tetapi para pekerja semacam ini dalam perusahaan manapun, 
akan melahirkan massa kompak yang lebih sulit dimanipulasi daripada 
para pekerja dalam perusahan kecil dan menengah yang biasanya secara 
khusus dikontrol oleh majikan yang patemalistik. Sesungguhnya pekerja 
jumlah kecil dapat menjadi ancaman, sebagaimana di India dan gherao 
di Pakistan (para pekerja yang memblokade kantor manajer atau kelom¬ 
pok manajer). Dan ancaman untuk menghancurkan massa semacam itu 
tidak masuk akal, karena mereka adalah pekerja terampil yang sulit 
diganti sewaktu-waktu. 7 

Tugas mengorganisir para pekerja industri dipermudah oleh konsen¬ 
trasi mereka di pabrik, di perusahaan industri dan komunitas pemukim¬ 
an. Di Karachi protes buruh didasarkan pada tempat kerja dan pemu¬ 
kiman. Pada tahun 1961 keputusan untuk mengajak unjuk rasa secara 
umum dicapai pada pertemuan sekitar 10.000 pekerja di puncak sebuah 
bukit antara daerah industri besar dengan koloni lingkungan pekerja. 

Pada tahun 1972 unjuk rasa itu menunjukkan tingkat koordinasi yang 
tinggi antara area industri dan daerah pemukiman. Masyarakat pekerja 
di sekitarnya, sementara polisi ragu-ragu untuk bergabung, memberikan 
perlindugan terhadap para pemimpin unjuk rasa. Pabrik-pabrik terpe¬ 
ngaruh dan seringkali diiringi dengan perpindahan kerja: perubahan 
yang berlangsung di rumah akan membawa pengaruh pada front industri 
dan perubahan yang berlangsung di tempat itu akan dirujukkan kembali 
melalui perintah-perintah dari para pemimpinnya (Shahid,1979:187- 
198). Sanbrook dan Arn (1977:57) menyimpulkan survei tentang sikap- 


7 Dalam beberapa kasus, pekerja tidak terampil memperoleh jaminan dengan bersan¬ 
dar pada pertanian. Ketika para pekerja kontrakan di Namibia melakukan protes pada tahun 
1971-1972, mereka banyak yang kembali ke daerah asal mereka (Norsoom, 1979). Konflik 
seringkali tidak terbatas pada satu aspek. Banyak isu, misalnya upah minimum, sumbangan 
bagi para pensiunan, jaminan kesejahteraan sosial, melampaui batas-batas perusahaan 
secara individu. Secara umum hal tersebut mempengaruhi para pekerja dan menggiring 
mereka pada suatu konflik dengan penguasa politik. Sekali sejumlah besar pekerja bangkit, 
maka mereka mendorong kerusuhan massa dengan elemen kaum miskin perkotaan diharap¬ 
kan bergabung. 
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sikap politik di dua wilayah pemukiman di kota kecil Accra-Tema bahwa 
munculnya orientasi kelas pekerja didorong oleh kalangan pekerja yang 
hidup di komunitas kerja,—karena terkonsentrasi dalam pekerjaan yang 
sama, dan terjadi penyekatan mereka dari pengaruh-pengaruh moderat 
yang ada di luar — teman sekerja berinteraksi baik di dalam ataupun di 
luar kerja untuk menciptakan dan menguatkan kembali kesan dunia 
secara umum. 

Para organisator buruh menghadapi ancaman represi dan bujukan 
kooptasi. Para pemimpin perserikatan dagang merupakan tokoh yang 
menonjol di kalangan tahanan politik di negara-negara Dunia Ketiga: 
mereka mengalami siksaan dan hukuman mati. Banyak di antara mereka 
yang mengkompromikan visi mereka tentang masyarakat yang adil. Be¬ 
berapa di antara mereka melakukan hal itu demi meraup keuntungan 
yang dijanjikan kepada mereka secara individual, tetapi yang lainnya 
memilih kompromi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari 
sektor buruh yang terbatas. Kasus klasik telah teijadi selama Revolusi 
Meksiko ketika para pekerja perkotaan ’Red Batalion’ mendukung Ve- 
nustiano Carranza, wakil kelas menengah yang menentang orang-orang 
Indian pedesaan Meksiko pimpinan Emilliano Zapata. Keuntungan 
substansial bertambah bagi pekerja perkotaan di Uruguay ketika mereka 
menunjukkan kesetiaan kepada Jose Battle pada permulaan abad ini, dan 
bagi pekerja perkotaan di Brazil ketika mereka dibujuk oleh Getulio 
Vargas tahun 1937 serta bagi pekerja perkotaan Argentina ketika mereka 
mendorong massa untuk mengikuti Juan dan Evaperon pertengahan 
tahun 1940-an. 8 Jika buruh terorganisir itu tidak memapankan aliansi 
politik dengan elit penguasa, maka di sini seringkali terdapat kolusi 
secara terang-terangan, sebagaimana pemaparan Joshi dan Joshi (1976: 
172) tentang kolusi di India antara pemerintah, bisnis besar dan perse- 
rikatan-perserikatan dagang. Dalam industri padat modal biaya tenaga 
kerja itu rendah dan para majikan lebih menaruh perhatian pada upaya 
meminimalkan keluar masuknya buruh dan absennya para pekerja terla¬ 
tih, serta menjauhi unjuk rasa yang mengakibatkan kerugian besar- 
besaran dan bisa jadi mengakibatkan sabotase peralatan-peralatan ber¬ 
harga dan penentangan terhadap manajer personalia. Para majikan juga 
harus hati-hati terhadap citranya di mata masyarakat, khususnya jika 


8 CoIIier dan Collier (1979) menawarkan analisis perbandingan tentang sejarah buruh 
terorganisir di Amerika Latin. 
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mereka mewakili modal minoritas dan modal asing. Pada gilirannya 
pemerintah menyadari akan pentingnya kontribusi sektor tenaga kerja 
tertentu terhadap ekonomi dan potensi mengacaukan buruh perkotaan 
yang pasif. Jadi, elemen buruh perkotaan menggunakan kekuasaan yang 
diterjemahkan dalam upah, kondisi kerja, keselamatan kerja yang diatur 
oleh undang-undang dan atau tawar-menawar secara kolektif. Saya me¬ 
nyebut kondisi mereka ini dalam bab 3 sebagai tenaga kerja ’yang terlin¬ 
dungi’. Mereka tampak istimewa dibandingkan dengan buruh perkotaan 
lain di hampir semua negara Dunia Ketiga. 9 Rezim otoriter dapat mem¬ 
buat perimbangan kekuasaan melalui tenaga kerja yang terlindungi ter¬ 
sebut. Posisi tenaga kerja yang terlindungi tampak semakin melemah di 
banyak negara. Antara tahun 1956 dan 1972 upah riil di sektor manu¬ 
faktur jauh tertinggal di belakang pertumbuhan perkapita GDP di 14 
negara dari 27 negara Dunia Ketiga (Webb,1977). 

Pelapisan internal buruh biasanya tersusun oleh legislasi jaminan 
sosial yang bersifat parsial dan timpang. Di Amerika Latin, kecil sekali 
porsi populasi yang secara ekonomi aktif dijamin oleh legislasi semacam 
itu akhir tahun 1960-an: negara-negara seperti Brazil, Kolombia, Gua¬ 
temala dan Meksiko memberikan jaminan kurang dari 30 persen untuk 
penduduk mereka yang aktif secara ekonomi, sementara pada sisi eks¬ 
trem lainnya, Kuba memberikan jaminan tersebut secara total dan Cile 
memberikan jaminan itu sekitar 70 persen (Rosenberg dan Malloy, 1978: 
160). 10 Sejarah UU jaminan sosial di wilayah tersebut bersifat instruktif: 

Secara umum jaminan sosial berkembang sedikit demi sedikit berdasarkan 
kelompok. Tahapan normal dalam evolusi itu adalah: militer dan pejabat 
pemerintahan; para pekerja dalam aktivitas-aktivitas infrastruktur penting; 
para pekerja dalam pelayanan perkotaan yang penting dan pekerja-pekerja 


9 Hak- hak istimewa para buruh yang terlindungi menunjukkan bahwa dampak yang 
mereka miliki sedikit sekali dapat dipengaruhi oleh mereka yang tidak terlindungi dan para 
penganggur yang berusaha bergabung dengan para pekerja yang terlindungi tadi. Tetapi, 
pasukan cadangan industri menekan pendapatan-pendapatan dan kondisi kerja para pekerja 
yang terpinggirkan (Quinjano, 1974:418; Breman, 1976:1908). 

10 Mesa-Lago (1978) memberikan laporan secara detail tentang sistem jaminan sosial 
di Argentina, Cile, Meksiko, Peru, Uruguay serta analisis yang mengkaitkan negara-negara 
tersebut dengan kekuatan dari berbagai kelompok penekan. Malloy (1979) membahas lebih 
jauh lagi pertentangan antar negara di Amerika Latin di mana pola jaminan sosial diintro- 
dusir terlebih dahulu, yaitu di Cile, Uruguay, Argentina, Brazil, Peru, dan Kuba serta 
pengambil sistem itu belakangan ini, yakni Meksiko, Kolombia, Venezuela dan Amerika 
Tengah. 
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industri. Secara umum, kualitas jaminan itu memiliki korelasi positif dengan 
tahapan jaminan. Baik tahapan maupun kualitas jaminan ditentukan oleh 
kelompok-kelompok penguasa yang mengancam melalui sistem sosio-po- 
litik yang ada dan logika administratif tipe pola asuransi sosial kontraktual 
yang dikembangkan di daerah itu. Akibatnya, massa pekerja pedesaan yang 
besar dan massa pekerja perkotaan yang marjinal itu terabaikan atau mene¬ 
rima jaminan dengan kualitas yang rendah. Akibatnya, perkembangan evo¬ 
lusi sistem jaminan sosial sangat terfragmentasi dan terjadi pelapisan yang 
timpang dari sudut pandang kualitas program. 


Struktur-struktur partisipasi representasional yang korporatis merupa¬ 
kan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap fragmentasi dan 
ketimpangan sistem jaminan sosial. Struktur tersebut, yang seringkali 
merupakan bagian dari pendekatan korporatif secara umum terhadap 
hubungan-hubungan kerja, mencerminkan tujuan elit yang sudah ma¬ 
pan untuk memotong munculnya gerakan kesadaran kelas pekerja secara 
luas. Di bidang jaminan sosial, struktur-struktur tersebut mendorong dan 
mengizinkan kelompok-kelompok tertentu untuk mengejar keuntungan 
sendiri dengan biaya kelompok-kelompok lain (Rosenberg dan Malloy, 
1978:168). 

Tingkat perlindungan yang dinikmati oleh sektor-sektor ketenaga¬ 
kerjaan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Menurut Robert 
(1978:134) regulasi ekonomi negara di Brazil telah menekan upah sede¬ 
mikian rupa sehingga perbedaan upah antara pekerja yang tidak terampil 
dengan pekerja semi-terampil di sektor skala besar dan mereka yang 
berada di sektor skala kecil relatif kecil. Dia menghubungkan hal ini 
dengan pengaruh borjuis yang memiliki jaringan dalam dan luar negeri 
yang kuat. Sebaliknya, Robert menggambarkan Peru sebagai negara 
’kantong’ dengan kaum borjuis nasional yang lemah dan negara di bawah 
tekanan kaum nasionalis telah memberlakukan regulasi buruh secara 
ketat untuk mendominasi usaha-usaha berskala besar yang dikontrol 
orang asing. Pekerja dalam perusahaan semacaam itu menikmati kondisi 
yang lebih baik daripada teman sejawatnya yang ada di sektor informal. 
Jika proses pemilu berlangsung, maka perserikatan-perserikatan da- 


Welch (1977) menekankan pentingnya perbedaan antara perang pembebasan nasio¬ 
nal dengan revolusi dan memprediksikan bahwa para petani Afrika tidak akan memainkan 
peran revolusi dalam dekade berikutnya. 
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gang cenderung dikaitkan dengan partai-partai politik. Kompetisi multi¬ 
partai seringkali tercermin pada perkembangan rasa permusuhan antar 
perserikatan dagang. Kendatipun gerakan-gerakan pemukiman liar cen¬ 
derung berada di bawah kontrol partai, namun para pekerja industri lebih 
memiliki peluang untuk maju daripada pemukim-pemukim liar. Perseri- 
katan-perserikatan mereka, andaikata diizinkan untuk berjalan secara 
bebas, tidak mudah dimanipulasi. Di India, perserikatan-perserikatan 
dimulai oleh para pejabat partai. Segera setelah mapan, perserikatan- 
perserikatan itu terikat oleh partai baik melalui federasi perserikatan 
dagang — yang secara informal terikat oleh partai-partai melalui para 
pemimpin mereka — maupun secara langsung melalui pejabat-pejabat 
perserikatan yang merupakan anggota partai yang mensponsori dan juga 
kader-kader perserikatan yang sekaligus merupakan kader-kader lokal. 
Setiap perserikatan merujuk pada partai tempat ia berhutang budi. 

Partai dan perserikatan bekerja sama dalam unjuk rasa pemilu, agitasi- 
agitasi dan pertemuan-pertemuan. Pergolakan di dalam partai dan peru¬ 
bahan aliansi tercermin dalam konflik antar perserikatan dan dalam 
perubahan-perubahan koalisi perserikatan. Melalui keanggotaan yang 
lama, baik mereka yang berpangkat maupun rakyat jelata mengem¬ 
bangkan loyalitas terhadap partai yang mensponsorinya. Namun bebe¬ 
rapa perserikatan mempunyai logika dan momentumnya sendiri, komit¬ 
men politik para pekerja dan bahkan para pemimpin perserikatan yang 
memegang jabatan tinggi di partai dipengaruhi oleh persepsi terhadap 
kepentingan perserikatan mereka. Jadi, ketika Partai Kongres dan fede¬ 
rasi perserikatan dagang nasional menuduh gerakan gherao sebagai ge¬ 
rakan yang inkonstitusional, maka perserikatan-perserikatan yang ter¬ 
kait dengan gerakan gherao di bagian lain Benggala Barat bersatu dengan 
mengorganisir gherao dan gerakan protes lainnya. Daripada mengikuti 
ideologi Partai Kongres yang lebih konservatif, mereka lebih respons 
terhadap fakta bahwa pembentukan pemerintahan United Front yang 
kiri dalam negara telah memotong sumber patronase mereka. Sebaliknya 
ketika persatuan Marxis bergerak mendukung pemerintahan United 
Front dan menghentikan seluruh agitasi dan mulai bekerja sama dengan 
pemerintah, ia kehilangan banyak dukungan (Sengupta, 1977; Chatterji, 
1980 :147-58; Ramaswamy, 1973). 

Keunggulan perserikatan atas partai telah ditunjukkan dalam kasus 
pekerja-pekerja tambang di Cile. Mereka mendukung golongan kiri 
padahal golongan kiri pada saat itu adalah oposisi, tetapi di saat peme¬ 
rintah Unidad Popular berkuasa, maka mereka memindahkan dukungan 
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suara mereka secara bertahap ke partai-partai golongan tengah dan 
golongan kanan. Zapata (1975,1979) berpendapat bahwa radikalisme 
politik para pekerja tambang ’tidak bersifat ideologis, tetapi mereka 
terkait dengan dukungan politik demi tujuan-tujuan ekonomi. Pola-pola 
ini tampak jelas ketika para pekerja di pertambangan tembaga El Teni- 
ente mela kukan unjuk rasa menentang pemerintahan Allende pada bu¬ 
lan April 1973 dan sejumlah pekerja masih tetap melakukan unjuk rasa 
pada bulan Juni, demi penggantian 'pemerintahan buruh’ yang kebera¬ 
daannya sudah terancam oleh tekanan-tekanan para penguasa asing, 
kepentingan modal orang-orang Cile, sektor-sektor kelas menengah dan 
militer. 


Basis Revolusi Perkotaan 

Golongan Komunis Cina pimpinan Zhou Enlai terdepak dari Shang¬ 
hai pada bulan April 1927. Masyarakat Komunis yang didirikan bulan 
Desember tahun 1927 itu berusia singkat. Upaya mendasari Revolusi 
Sosialis atas basis proletar perkotaan mengalami kegagalan. Partai Ko¬ 
munis pindah untuk membangun dukungan petani melalui reformasi 
tanah dan pajak di daerah yang mereka kuasai dan dari gerilya mumi 
muncul tentara petani yang menang dalam perang saudara. 

Mao Zedong, pendukung pertama strategi pedesaan, mengumumkan 
berdirinya Republik Rakyat Cina di Beijing tanggal 1 Oktober 1949. 
Pengalaman Cina ini menunjukkan bahwa revolusi-revolusi Dunia Ke¬ 
tiga harus berbasis petani. Gerakan gerakan gerilya yang berbasis pede¬ 
saan di Indonesia, Vietnam, Aljazair, Mozambik, Anggola, dan Gunea- 
Bissau memperkuat sudut pandang ini (Moore, 1966; Skopcol, 1979). 
Tetapi perjuangan berbasis petani di negara-negara tersebut sebenarnya 
diarahkan untuk menentang rezim kolonial. Saya mengusulkan pembe¬ 
daan terhadap perang pembebasan nasional dengan gerakan-gerakan 
revolusioner yang menentang kontrol pemerintahan nasional. Saya ber¬ 
pendapat bahwa revolusi-revolusi kontemporer sebagian besar bersifat 
urban. 

Perang pembebasan nasional selalu terjadi di daerah-daerah yang 
menonjol warna pedesaannya. Lebih dari 80 persen penduduk hidup di 
daerah pedesaan pada saat Belanda meninggalkan Indonesia tahun 1949, 
Perancis meni n gga l kan Indocina 1954, dan saat Portugis menjamin ke¬ 
merdekaan kepada Guinea-Bissau, Mozambik dan Anggola pada tahun 
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1974-1975. Aljazair merupakan negara yang lebih bersifat perkotaan, 
tetapi 2/3 wilayahnya masih bersifat pedesaan di saat Perancis akhirnya 
berdamai pada tahun 1962. Dalam setiap kasus tersebut, penguasa kolo¬ 
nial ditentang oleh gerakan-gerakan gerilya berbasis pedesaan dan mem¬ 
batasi produksi, proses, dan transportasi pertanian untuk ekspor, sehing¬ 
ga menghantam tulang punggung ekonomi kolonial. Jika kemampuan 
rezim kolonial untuk menarik surplus pedesaan dirusak, rezim kolonial 
akan terus menguasai kota-kota dengan efektif dan akan menarik diri 
sesuai dengan kehendak dan momen yang mereka pilih. Hal ini terjadi 
dalam kasus penarikan diri Perancis setelah kekalahannya di Dien Bien 
Phu. Keuntungan mempertahankan kolonialisme telah berkurang se¬ 
hingga pemerintah metropolitan beserta sektor kekuasaan pemerintah 
yang berkuasa mempertimbangkan ongkos kesejahteraannya. Penguasa 
kolonial akhirnya menerima bahwa kepentingannya akan terlayani de¬ 
ngan baik melalui hubungan yang harmonis dengan negara-negara yang 
secara formal sudah merdeka. Sebagian besar negara jajahan dijamin 
kemerdekaannya sebelum muncul penolakan bersenjata. 

Karakteristik utama gerakan revolusi adalah penggunaan alat-alat 
ekstra legal untuk menentang pemerintah nasional dan elemen-elemen 
di luar pemerintahan serta kekuatan-kekuatan keamanan juga mema¬ 
inkan peranan penting: revolusi semacam ini 'populer’ dalam arti ia 
berbasis di luar elit penguasa. Gerakan-gerakan revolusi ini memper¬ 
oleh kekuasaan di empat negara tadi sejak berdirinya Republik Rakyat 
Cina. Sepintas kilas kasus yang terjadi di Bolivia, Iran, dan Nikaragua 
menunjukkan bahwa gerakaan-gerakan tersebut pada esensinya adalah 
perjuangan urban; sedangkan kasus di Kuba tidak jelas. 

Jika Ernesto ’Che’ Guevara memimpikan revolusi di seluruh negara 
Dunia Ketiga, maka sebenarnya dia telah mengagung-agungkan gerilya 
pedesaan dalam karyanya Guerrilla Warfare. Argumentasi tentang keung¬ 
gulan gerilya pedesaan Foco telah dikembangkan lebih jauh lagi oleh 
Debray (1967). Kehidupan tegang, sulit dan berbahaya yang dialamai 
para gerilyawan Kuba dan persentuhan mereka dengan kemiskinan sa¬ 
ngat berbekas pada diri Fidel Castro, Che Guevara dan rekan-rekan 
seperjuangannya yang sama-sama berasal dari kelas menengah urban. 

Kenyataan bahwa Castro dan sahabat-sahabatnya dari Sierra Maestra 
yang merebut kontrol terhadap nasib Kuba memberikan tambahan pe¬ 
ngalaman mereka. Tapi pengkajian secara khusus terhadap revolusi 
Kuba menunjukkan gambaran yang lebih kompleks lagi. Pertama, gerak¬ 
an bawah tanah perkotaan telah memberikan garis kehidupan untuk 
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gerilyawan, pedesaan. Di perkirakan 60-80 persen kader-kader mereka 
berasal dari daerah perkotaan, begitu pula fhiliter, informasi, uang, 
balikan makanan. Dan melalui kontak perkotaan itulah para gerilyawan 
mendapatkan peng akuan nasional dan internasional. 12 Kedua, gerakan 
bawah tanah telah melakukan berbagai tindakan kekerasan. Lebih dari 
5.000 bom dilaporkan di tahun 1957 dan 1958. Havana Internasional 
Airport dibakar, pembalap Argentina, Yuan Fangio diculik dan dipen¬ 
jarakan selama 2 hari sehingga menarik perhatian dunia. Gerakan bawah 
tanah di Cienfugeos bekerja sama dengan para konspirator perkapalan 
yang melakukan demonstrasi tahun 1957. Tindakan yang paling spek¬ 
takuler dilakukan oleh Directorio Revolucionario, sebuah organisasi 
pelajar, ketika menyerang istana presiden pada bulan Maret 1957, tetapi 
upaya untuk membunuh diktator tersebut gagal. 13 Kalau dibandingkan 
barangkali tidak pernah lebih dari 300 gerilyawan berada di Sierra Maes- 
tra pada waktu yang sama. Akhirnya, setelah rezim itu tumbang, pasukan 
pemberontak terlalu sedikit untuk merebut kekuasaan. Gerakan bawah 
tanah perkotaanlah yang mengamankan jalan-jalan dan mengambil alih 
pemerintahan. Dan ada pemogokan umum yang menandai dukungan 
massa terhadap para pemberontak dan menghalangi upaya-upaya untuk 
mendirikan rezim pengganti yang konservatif (Karol, 1970:164-80; Tho- 
mas, 1971:256-63). 

Revolusi Bolivia dapat disingkat menjadi tiga hari peperangan yang 
sengit ketika pemerintah terdepak pada tahun 1952. Atau dapat dilacak 
kembali ke akarnya pada buruh terorganisir dan elemen-elemen kelas 
menengah yang tidak puas. Gerakan buruh kerajinan sudah mencapai 
tingkat kekompakan nasional pada awal Depresi Besar. Selama perang 
Dunia II buruh terorganisir itu terpolitisir dan menjadi radikal ketika 
kepemimpinannya beralih ke buruh-buruh tambang. Dalam suatu aliansi 
sulit dengan gerakan buruh, Moviemiento Nacionalista Revolocionario 
(MNR) secara bertahap dari tahun 1946 menjadi pusat perkumpulan 
oposisi kelas menengah yang memiliki komitmen terhadap revolusi. 


12 Ketergantungan gerilyawan pedesaan terhadap dukungan perkotaan semakin jelas 
ketika Che Guevara (1986) menemukan dirinya tanpa dukungan di Bolivia. 

13 Untuk catatan kronologis tindakan yang diambil dari tahun 1952 sampai 1959, lihat 
Bonachea dan San Martin (1974:338-44). Susunan pemerintahan awal setelah kemenangan 
revolusi, di mana front perkotaan lebih terwakili daripada pedesaan, mungkin dapat diambil 
sebagai suatu indikasi tentang pentingnya gerakan-gerakan perkotaan (Thomas, [1971] 
1977:283-5). 
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Usaha penggabungan secara besar-besaran yang pertama antara MNR 
dengan gerakan buruh terjadi pada tahun 1949 ketika revolusi nasional 
meledak. Para pemberontak mampu menguasai setiap ibukota propinsi 
dan kamp-kamp pertambangan, tetapi mengalami kegagalan di Lapaz. 
Militer yang loyal terhadap pemerintah menggunakan ibukota Lapaz 
sebagai basis dan kemudian berturut-turut menekan pemberontak dari 
satu propinsi ke propinsi lainnya. Pada tahun 1952, pemberontakan 
dilancarkan di Lapaz oleh Los Grupos de Honor dan polisi nasional yang 
mengkomando prajurit setuju bergabung dengan MNR dalam suatu 
kudeta. Groups of Honours merupakan sel para militer dengan kom¬ 
posisi utama kelas menengah-bawah: golongan pengrajin, para pekerja 
pabrik-pabrik kecil yag tidak terorganisir dan elemen kelas rakyat. Ketika 
pemberontakan itu dihancurkan, maka para jenderal polisi mencari 
perlindungan di kedutaan asing. Tetapi para pekerja tambang dan pe¬ 
kerja pabrik yang telah bergabung untuk berjuang di beberapa pusat 
propinsi, mengarahkan gelombang tersebut ke Lapaz dan memotong 
kemungkinan penguatan kembali ibukota tersebut. Kudeta yang dimulai 
dari partisipasi sipil yang terbatas itu berakhir dengan kemenangan 
Victor Paz Estenssoro, pemimpin MNR, yang mengepalai pemerintah 
dan membawa tiga menteri dari kalangan buruh, wakil-wakil resmi go¬ 
longan kiri. Dengan cara apapun revolusi Bolivia itu dijelaskan, tidak ada 
keterlibatan elemen pedesaan sampai terdepaknya pemerintah (Malloy, 
1970: 103-6,127-50,157,167-8). 

Kesuksesan revolusi anti Syah tampak lebih menonjol keanehannya. 
Iran memiliki pemerintahan yang sangat mapan dan menikmati boom 
ekonomi. Syah membanggakan militernya yang sangat modern dan me¬ 
miliki perlengkapan terbaik. SAVAK, polisi rahasianya membangun 
kekuasaan teror: puluhan ribu orang ditahan dan disiksa secara keji dan 
ribuan di hukum mati. Banyak pembangkang yang dibuang ke penga¬ 
singan dan sejumlah besar pemuda menolak untuk kembali setelah me¬ 
nyelesaikan studi mereka di luar negeri. 

Beberapa elemen gerakan anti Syah tampil ke depan. Yang paling 
menonjol adalah demonstrasi di jalan-jalan. Pada tanggal 8 Januari 1978 
para mahasiswa teologi di kota suci Qom mengadakan aksi duduk. Aksi 
duduk itu dibubarkan oleh aparat keamanan, suatu tindakan yang men¬ 
dorong balas dendam, kemudian aparat keamanan menembaki mereka. 
Dalam dua hari keributan ini, menurut perkiraan ada puluhan orang 
terbunuh, sedangkan berita lainnya menyatakan ada 70 orang yang mati. 
Pada bulan Februari, demonstrasi simpati dan solidaritas Tabriz untuk 
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memperingati mereka yang terbunuh di Qom dengan cepat berubah 
menjadi protes yang berapi-api terhadap Syah. Polisi lokal Azerbaijan 
menolak untuk campur tangan; para tentara merasa terpanggil dan ber¬ 
tanggung jawab terhadap kekerasan itu. Demonstrasi itu berubah men¬ 
jadi kekacauan. Dikabarkan pemicunya adalah para migran miskin dan 
pelajar- pelajar radikal. Diperkirakan 100 orang terbunuh. Pola semacam 
itu berkembang lebih lanjut ketika para demonstran memenuhi jalan- 
jalan dan memperingati para korban konfrontasi terdahulu dan meng¬ 
hadapi tentara yang melakukan penembakan. Lebih dari 3000 orang 
dipercaya telah mati pada awal November 1978. 

Elemen kunci kedua pendepakan Syah adalah protes para pekerja. 
Unjuk rasa itu belum mendapatkan momentum yang tepat sampai pada 
pertengahan September. Pada akhir Oktober, produksi minyak anjlok 
sekitar 3/4; dan banyak pabrik yang gulung tikar karena kekurangan 
suplai energi. Berkurangnya ekspor minyak mengancam perdagangan 
luar negeri. Pada awal November, seluruh fasilitas pemerintah — trans¬ 
portasi, telekomunikasi, pelabuhan, dan suplai bahan bakar — hancur 
atau hampir tidak berfungsi. Unjuk rasa di bank-bank utama mempe¬ 
ngaruhi kredit impor; unjuk rasa di kantor perpajakan menghentikan 
produksi industri melalui penyetopan bahan-bahan mentah dan suku 
cadang. 

Faktor ketiga berasal dari sektor kelas menengah yang besar, khu¬ 
susnya mahasiswa yang merasa tidak puas selama bertahun-tahun. Bebe¬ 
rapa kelompok gerilyawan tumbuh dari lingkungan mahasiswa di luar 
negeri dan dalam negeri, meskipun pengaruhnya secara efektif dibatasi 
oleh Savak, tetapi signifikansi mereka menjadi simbol utama sampai 
akhir pergolakan itu (Graham, 1979:214-15), 220,224,233,337; Bill, 
1978). Argumentasi pokok kami, bukannya gerilya pedesaan maupun 
massa pedesaan yang memainkan peranan dalam revolusi Iran itu. 

Di Nikaragua persimpangan antara gerilyawan terorganisir dengan 
pemberontakan perkotaan tampak krusial dalam pendepakan rezim So- 
moza. Pada tahun 1975, berkembang perpecahan di kalangan gerilyawan 
Sandinista mengenai persoalan strategi: apakah harus memusatkan diri 
pada perang gerilya di pedesaan atau mengorganisir para pekerja di 
perkotaan. Apakah memberikan prioritas pada militer atau aktivitas 
politik. Pada tahun 1978, pemberontakan-pemberontakan urban yang 
bersifat spontan telah menghadapkan mereka dengan alternatif untuk 
menghentikan taktik semacam itu atau mengarahkannya. Mereka mem- 
pelopori demonstrasi di lima kota tetapi selanjutnya mereka harus mun- 
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dur, pulang ke pabrik-pabrik. Pada tahu 1979 mereka kembali menga¬ 
dakan pemberontakan di kota-kota besar. Karena pemogokan umum 
telah melumpuhkan negara tersebut, dalam enam minggu diktator rezim 
Somoza terpaksa melarikan diri (Chavarria, 1982). 

Setiap gerakan revolusi ini secara umum memiliki ciri perkotaan. 
Bahkan ketika gerilyawan pedesaan memainkan peranan penting seka¬ 
lipun, seperti di Kuba dan Nikaragua, kepemimpinan, sejumlah besar 
teman perjuangan dan dukungan materi banyak berasal dari kota. Di 
kota-kotalah seluruh konfrontasi berlangsung baik di Bolivia maupun 
Iran. Para pekerja perkotaan sangat menentukan hasil perjuangan untuk 
menguasai Lapaz, melumpuhkan ekonomi Iran dan Nikaragua, dan 
menggagalkan upaya-upaya untuk mengambil buah kemenangan dari 
tangan gerilyawan sehingga memaksa diktator Kuba untuk hengkang. 

Bagaimana menjelaskan karakter revolusi perkotaan? Empat revolusi 
yang berhasil pada tahun 1950-an dan 1970-an terjadi di negara-negara 
yang sangat bervariasi tingkat urbanisasinya. Kurang lebih 1/5 penduduk 
Bolivia hidup di perkotaan di saat terjadi revolusi, kurang dari separuh 
di Iran dan Nikaragua dan lebih dari separuh di Kuba. Pentingnya elemen 
perkotaan dalam revolusi tiga negara terakhir ini dapat dipandang seba¬ 
gai fungsi tingkat urbanisasinya yang tinggi. Dalam perspektif semacam 
ini, maka pertumbuhan perkotaan yang pesat yang dialami oleh sebagian 
besar negara Dunia Ketiga dapat digunakan untuk menandai massa 
revolusi perkotaan. Abraham Guillen (1966,1973:238), seorang pena¬ 
sihat intelektual gerilyawan Uruguay dan daerah-daerah sekitarnya, me¬ 
nyimpulkan bahwa: 1 

Secara strategis, kasus revolusi rakyat di suatu negara dengan prosentase 
penduduk kota yang paling tinggi, pusat-pusat operasionalisasi perang 
revolusi seharusnya berada di kota. Operasi tersebut akan mencakup se¬ 
rangan mengejutkan yang terpecah-pecah dengan mempercepat dan me- 
mobilisir unit-unit elit dalam militer. Tetapi, barikade hendaknya dijauhi 
agar tidak menarik perhatian musuh pada satu tempat. Kemudian unit-unit 
itu menyerang secara bersamaan dengan kekuatan terbesar benteng-ben¬ 
teng musuh yang lemah atau jaringan-jaringan perkotaan yang paling le¬ 
mah... Potensi revolusi tergantung pada di mana penduduk berada. 


14 Hodges (1973) memberikan laporan biografis tentang Guillen, pendahuluan bagi 
tulisan-tulisannya dan perbincangan tentang pengaruhnya terhadap perjuangan militer di 
Amerika Latin. 


RESPONS-RESPONS POL TERHADAP KEMISKINAN 209 



Beberapa pengamatan demografis mencerminkan realitas ekonomi: se¬ 
cara bertahap surplus dihasilkan di sektor perkotaan. Bahkan di Bolivia 
yang sebagian besar masih merupakan pedesaan, tambang timah lebih 
merupakan elemen inti perekonomian nasional ketimbang pertanian. 
Kemampuan negara untuk menarik surplus pertanian tidak penting lagi, 
karena ekonomi perkotaanlah yang membiayai , aparat negara. Contoh 
ekstrem adalah kerajaan Iran yang mengisi peti simpanan kerajaan de¬ 
ngan petrodolar sementara mengimpor bahan-bahan makanan. Karena 
negara ini bergantung pada ekonomi perkotaan, maka ada batas-batas 
untuk melakukan represi dalam konteks perkotaan. Kaum manajer, para 
profesional, pekeija terampil, pekeija semi-terampil dalam jumlah besar 
tidak dapat diganti dengan semaunya. Memenjarakan mereka dalam 
waktu yang lama, membuang mereka ke pengasingan, atau membunuh 
mereka akan mengakibatkan kerugian-kerugian ekonomis. Ini bukan 
hanya berarti pengurangan terhadap sumberdaya yang tersedia bagi ne¬ 
gara, tetapi juga merupakan penghancuran kondisi kehidupan penduduk 
secara umum yang tentu saja akan melahirkan ketidakpuasan. 

Kesulitan-kesulitan dalam menarik surplus tersebut memberi moti¬ 
vasi yang kuat pada penguasa kolonial untuk mempertimbangkan kem¬ 
bali keuntungan kontrol langsung mereka terhadap tanah-tanah yang 
jauh. Bagi pemerintah nasional dan para pendukungnya situasinya sangat 
berbeda. Di satu sisi, mereka memperoleh surplus melalui pencetakan 
uang, kendati inflasi akan mengakibatkan ongkos politik. Di sisi yang 
lain, banyak pemerintah yang bersandar pada bantuan luar negeri untuk 
mengatasi krisis mereka. Jika negara-negara patron mendapatkan keun¬ 
tungan dari bantuan tersebut, maka mereka dapat memberikan bantuan 
ekonomi atau bantuan militer untuk beberapa tahun. Bahkan peme¬ 
rintah yang bangkrut sekalipun tampaknya tidak mungkin melepaskan 
kesepakatannya. Pemerintah bisa saja menjadi korban perubahan-peru¬ 
bahan dalam basis politiknya, atau bisa saja diruntuhkan oleh golongan 
militer yang tidak puas terhadap kurangnya sumberdaya, tetapi hal sema¬ 
cam itu tetap berbeda dengan gerakan revolusioner, karena beberapa 
kelompok penguasa tetap akan berada di pentas kekuasaan. Jika perang 
pembebasan nasional mengancam alat-alat negara, maka gerakan revo¬ 
lusi menyerang eksistensi elit politik dan ekonomi. Sementara anggota 
elit dapat meninggalkan kehidupan keseharian mereka di pengasingan 
yang nyaman, sebagian besar kelas menengah pribumi — yang berbeda 
dengan pegawai sipil kolonial — tidak bisa ke mana-mana. Tingkat 
penolakan elit dan kelas menengah cenderung meninggi sesuai dengan 
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prinsip di atas. 15 Benar, MNR mampu secara efektif berhubungan de¬ 
ngan sebagian besar kelas menengah yang telah tercabik-cabik sejak 
kekalahan dramatis Bolivia pada peperangan Chaco. Di Kuba sektor 
kelas menengah yang besar itu telah menjadi musuh Batista sejak tahun 
1952, setelah tiga pemerintahan terpilih secara demokratis, maka ia 
mengadakan kudeta, demikian pula elemen kelas menengah di Iran dan 
Nikaragua telah sama-sama teralienasi dari para penguasa otokratis. 
Tetapi, di tiga negara tersebut, hal ini hanya dapat terjadi di saat gerakan- 
gerakan revolusioner menghidupkan berbagai gangguan di kota sehingga 
menyebabkan ekonomi negara-negara tersebut macet dan segala bentuk 
bantuan pemerintah terhenti. 

Jadi, hanya pada saat betul-betul terisolir, Batista, Syah dan Somoza 
baru hengkang dari negara mereka. 

Kota tampaknya memiliki daya tarik khusus bagi aktivitas gerilya. Bagi 
para mahasiswa dan kaum profesional yang selalu menonjol di kalangan 
anggota gerilyawan pada tahap awalnya, dan seringkah sampai pada 
tahap akhir, kota merupakan daerah yang ramah: mereka mengenalnya 
dan kehadiran mereka tidak menarik perhatian. Lebih jauh lagi, ketika 
sebagian besar kaum gerilyawan di pedesaan dianggap orang luar seka¬ 
lipun mereka penduduk asli daerah tersebut, gerilyawan perkotaan 
mampu tampil biasa sampai timbul kecurigaan dari penguasa. Akhirnya, 
keramaian kota menjamin penyamaran para gerilyawan. Tetapi, penyik¬ 
saan secara terus menerus akan merapuhkan gerilyawan kota karena 
ketergantungan pada rumah yang aman dengan cepat bisa dilacak oleh 
para tentara. Penyiksaan yang terus menerus — mula-mula menangkap 
orang-orang yang dianggap berbahaya — akan menyingkap banyak infor¬ 
masi sehingga mengakibatkan penangkapan terhadap para simpatisan 
dan partisipan gerilya itu. 

Penyiksaan tentara digunakan untuk menghalangi rekrutmen anggota 
gerilyawan dan para simpatisan mereka. 16 


15 Posisi kaum elite yang merupakan rezim para pemukim sangat tampak dalam elite 
nasional. Para pengikutnya cenderung menolak ketimbang kelas menengah nasional; ele¬ 
men-elemen kelas menengah dapat mengantisipasi akomodasi dengan para penguasa yang 
baru, tetapi bagi para pemukim, kerugian ini diartikan bahwa mereka itu melanggar aturan. 

16 Untuk laporan tentang perang gerilya perkotaan di Brazil, Uruguay, Argentina, lihat 
Kohl dan Lift (1974), bibliografi beranotasi yang menyeluruh lihat Russel, Milller, dan 
Hildnes (1974), kumpulan materi dokumen tentang Tupamaros di Uruguay, diambil dari 
berbagai sumber, lihat Mayans (1971). Jant Linquist menghasilkan film dokumenter yang 
unik, yakni Tupamaros. 
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Daerah pedesaan dapat melindungi unit-unit gerilya kecil yang lincah. 
Tetapi, transisi dari kegiataan gerilya pedesaan ke tentara sipil akan 
menghadapi berbagai kesulitan. Kemampuan Komunis Cina mengontrol 
seluruh propinsi dan membangun tentara mereka merupakan hal yang 
unik. Tidak ada pemerintahan yang hegemonik di Cina. Invasi Jepang 
lebih jauh telah melecehkan upaya-upaya pemerintah pusat untuk mem¬ 
peroleh pengakuan kekuasaan Komunis ketika kaum nasionalis ber¬ 
juang melawan musuh-musuhnya, dan ketika dilakukan gencatan senjata 
dengan Komunis. Dewasa ini, pemerintah dengan cepat mampu mengi¬ 
rimkan unit-unit tentara ke kota-kota. Upaya apapun untuk memajukan 
gerilya pedesaan harus mempertimbangkan persenjataan yang besar, 
mobilitas yang tinggi, dan sistem komunikasi yang efisien yang meru¬ 
pakan simbol bagi tentara modern. 17 Pemerintah telah menunjukkan 
sedikit keraguan untuk meruntuhkan pemukiman pedesaan dan menem¬ 
patkan kembali para petani untuk mengimbangi tantangan yang berakar 
di desa. 

Pemerintah nasional tampaknya tidak mungkin menyerah pada suatu 
gerakan revolusi kecuali ia dihadapkan dengan lokasi urbannya oleh 
kekuatan-kekuatan yang tidak lagi berisi. Kekuatan semacam itu tidak 
mungkin terdiri dari tentara-tentara petani. Tetapi kekuatan-kekuatan 
itu pasti datang dari pemberontakan kota sebagaimana terjadi di Bolivia, 
Iran dan yang paling dramatis di Nikaragua. Ini merupakan pilihan yang 
sulit. Tidak ada pemerintah yang tidak akan merespons dengan mela- 


17 Pemerintah, lebih daripada gerakan revolusioner, selalu mendapat keuntungan dari 
dukungan eksternal. Amerika, terlepas dari intervensi terbukanya di Vietnam, Republik 
Dominika, telah membantu banyak pemerintahan dalam menghadapi kaum pemberontak 
dalam negeri. Pemerintahan luar negeri tidak hanya memberikan peralatan yang lengkap, 
tetapi juga memberi latihan-latihan khusus kepada para tentara untuk menghadapi para 
gerilyawan. La Escueala de las America, yang berada di zona Terusan Panama menerima 
penghargaan pada tahun 1963, ketika materi baru yang menekankan latihan menghadapi 
para pemberontak dan tindakan sipil diperkenalkan. Lebih dari 20.000 pejabat dan pemim¬ 
pin yang mewakili setiap negara Amerika Latin, kecuali Kuba dilatih di sana pada tahun 
1960-an. Di samping itu, sekelompok kecil pasukan baret hijau yang ditempatkan di pang¬ 
kalan Selatan di zona terusan Panama telah bergabung dengan semua negara Amerika Latin, 
kecuali Kuba dan Haiti. Lima puluh dua misi semacam ini, termasuk penerjunan parasit di 
zona gerilya dilaporkan pada tahun 1965. Pada tahun 1966 dan 1967 baret hijau membantu 
tentara Guatemala dan menewaskan para gerilyawan. Pada tahun 1967 mereka mendirikan 
kamp di Bolivia. Mereka melatih 600 tentara Bolivia yang pada tahun berikutnya dikirim 
untuk menangkap Che Guevara dan para pengikutnya (Gott, 1971; 450-1, 488-9; Klare, 
1972; 301,306,378-81; Larteguy, [1967] 1970;195- 7). 
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kukan relokasi penduduk kota. Dan jika tentara yang digunakan untuk 
menata kembali kontrol di perkotaan, atau sebagian besar kota tersebut, 
maka kerusakan yang mengerikan akan terjadi dan dukungan terhadap 
pemerintah pasti semakin merosot. Walaupun begitu Somoza sudah 
begitu jauh berusaha menata kerusakan seluruh kota-kota kecil dan 
pemukiman-pemukiman yang dikuasai Sandinista di Managua. 

Penentangan yang berlebihan terhadap para gerilyawan telah melang¬ 
geng kehadiran mereka di sejumlah negara selama beberapa tahun. Para 
gerilyawan perkotaan kini menghadapi tugas yang lebih rumit dalam 
memobilisasi gerakan massa perkotaan karena mereka akan menghadapi 
berondongan tentara modern. 18 Kekuasaan dan hak-hak istimewa ber¬ 
pusat di kota dan di kotalah mereka akan menghadapi perlawanan 
efektif. 


Kegagalan gerakan-gerakan gerilyawan perkotaan, meskipun mereka beroperasi 
dalam skala penting di Venezuela, namun di Brazil, Uruguay, dan Argentina tidak mampu 
memobilisasi dukungan luas dan mengontrol jalan-jalan di wilayah perkotaan. 
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8 

SISTEM PERKOTAAN DAN 
REGIONAL: ALASAN PENANGANAN 
YANG TEPAT? 


Salah satu karakter statemen kebijakan yang umum di seluruh Du¬ 
nia Ketiga adalah seringnya para politisi dan perencana menyatakan 
bahwa harus ada langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan per¬ 
tumbuhan kota-kota dan ketimpangan regional. Kota telah mengha¬ 
biskan sumberdaya nasional yang dihasilkan desa dan para petani; tum¬ 
buhnya sentralisasi merusak dinamisme kota propinsi; ada bias-bias kota, 
bias-bias metropolitan, keterbelakangan desa; pembangunan diperlukan 
di daerah-daerah miskin. Meskipun pernyataan itu diulang-ulang tetapi 
sedikit sekali contoh-contoh, ui luar negara-negara sosialis, mengenai 
determinasi riil untuk mengembangkan wilayah pedesaan, melakukan 
desentralisasi industri, mengontrol pertumbuhan pesat wilayah-wilayah 
metropolitan, dan jarang sekali bisa mengurangi kemiskinan di daerah- 
daerah miskin. 

Bab ini akan mempertanyakan apakah sistem pemukiman perkotaan 
terdistorsi dan dengan cara apa distorsi itu terjadi. Apakah memang 
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sudah terlalu banyak orang yang tinggal di perkotaan? Apakah bias 
perkotaan dalam kebijakan pembangunan telah mendistorsi pola pem¬ 
bangunan nasional? Adakah suatu kasus yang menyatakan bahwa kota- 
kota Dunia Ketiga sudah tidak bisa diatur sehingga dengan demikian 
pertumbuhannya harus diperlambat? Singkatnya, adakah argumentasi 
yang terkait dengan permasalahan sistem pemukiman ’yang terdistorsi 
itu’ sah? Jika argumentasi tersebut memang sah, apa yang dapat dila¬ 
kukan untuk memodifikasi kecenderungan kecenderungan mutakhir ter¬ 
sebut? Saya juga mempertimbangkan beberapa kebijakan yang dikede¬ 
pankan untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan kota dan regional 
serta mengomentari efektivitasnya. Secara umum, saya tidak terkesan 
dengan berbagai kebijakan spasial yang ada di sebagian besar negara 
Dunia Ketiga. Demikian pula manfaat kebijakan spasial sebagai sarana 
untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit perbedaan penda¬ 
patan perorangan. Dalam kenyataannya mampukah strategi spasial ter¬ 
sebut mencapai keberhasilan jika tidak ada pembaruan ekonomi dan 
sosial yang mendasar? Apakah hanya perubahan-perubahan politik dan 
modifikasi bentuk pembangunan saja yang mampu menyelesaikan perso¬ 
alan kesenjangan tersebut? Apakah kebijakan spasial itu diperlukan jika 
terjadi pembaruan? 

Meskipun mempertanyakan persoalan yang begitu luas, namun saya 
akan berusaha keras untuk tidak melakukan generalisasi secara berle¬ 
bihan. Beberapa pernyataan umum tentang penanganan yang tepat ter¬ 
hadap persoalan bias perkotaan, urbanisasi dan kesenjangan regional 
seringkali disalahpahami. Seringkali kebijakan yang berguna di suatu 
negara pada masa tertentu berubah menjadi obat untuk semua negara 
sepanjang zaman. Para pembuat obat semacam itu jarang memperingat¬ 
kan bahwa apa yang baik untuk satu masyarakat bisa jadi tidak relevan 
dengan permasalahan masyarakat yang lain; apa yang baik dalam konteks 
kebijakan perumahan di India mungkin tidak relevan dengan perma¬ 
salahan-permasalahan yang ada di Hongkong; strategi pemukiman di 
Brazil tampaknya lebih sesuai untuk Brazil daripada daerah-daerah Pa¬ 
sifik dan negara-negara Afrika Barat; beberapa kebijakan Cina bisa 
menjadi daya tarik yang bersifat akademis belaka untuk para pendukung 
desentralisasi di India, tetapi desentralisasi itu sendiri sulit dibayangkan 
dalam konteks kebijakan India karena sistem politik yang berbeda. Pen¬ 
deknya, generalisasi-generalisasi tersebut hanya bermanfaat secara ter¬ 
batas; pemecahan sesaat yang diambil dari generalisasi model yang paling 
akhir itu membuat kerusakan yang mengerikan dalam bidang peren¬ 
canaan. 
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Bentuk-bentuk Kesenjangan 
Regional, Spasial, dan Perkotaan 

Bias Perkotaan 

Ilmu sosial telah memberikan kontribusi literatur yang luas mengenai 
keseimbangan yang tepat antara perkembangan perkotaan dan pedesaan. 
Selama tahun 1950-an, banyak ekonom yang terlibat dalam perdebatan 
yang panjang mengenai alokasi investasi yang tepat antara industri dan 
pertanian. Para pemikir seperti Papanek (1954), Johnston dan Mellor 
(1961) mendukung pembangunan pertanian, dengan argumentasi bahwa 
sektor pertanian harus lebih produktif agar mampu menyediakan surplus 
yang diperlukan untuk pembangunan industri dan perkotaan. Tanpa 
surplus semacam itu maka dana yang seharusnya disediakan untuk per¬ 
tumbuhan perkotaan dan industri tidak akan memadai, dan tidak ada 
yang akan mampu mengembangkan produk-produk dan jasa-jasa di 
perkotaan. Argumentasi ini ditentang oleh ide bahwa pertumbuhan 
industri dan perkotaan merupakan prasyarat bagi sektor pertanian yang 
lebih produktif dan lebih modern. Surplus tenaga kerja pedesaan diha¬ 
rapkan dapat diserap ke dalam aktivitas-aktivitas perkotaan yang lebih 
produktif, sehingga mendorong pengenalan praktek-praktek pertanian 
padat modal dan lebih modern serta mendukung peleburan ide-ide dan 
lembaga-lembaga modern ke daerah pedesaan tradisional (Currie, 1965). 
Terkait dengan perdebatan ini adalah kontroversi-kontroversi tentang 
keseimbangan keuntungan yang dikaitkan dengan pertumbuhan yang 
seimbang (Nurkse,1952), 'dorongan besar’ menuju industrialisasi (Ro- 
sensteein-Rodan, 1943; Prebisch, 1950) atau program ketimpangan yang 
seimbang (Hirchman, 1958). 

Sementara, para demografer dan sosiolog berpendapat bahwa seba¬ 
gian besar negara Dunia Ketiga mengalami 'urbanisasi yang berlebih’ 
(Davis dan Hertz, 1954; UNESCO, 1957). Beberapa studi statistik me¬ 
nunjukkan bahwa lebih banyak proporsi populasi negara-negara Dunia 
Ketiga dipekerjakan pada aktivitas-aktivitas nonpertanian khususnya di 
sektor jasa daripada di negara-negara maju pada tingkat urbanisasi yang 
sama. Penemuan ini ditafsirkan sebagai bukti bahwa migrasi desa-kota 
sudah berlangsung lama, kendatipun jumlah pekerjaan industri pro¬ 
duktif di perkotaan tidak memadai. "Urbanisasi yang berlebih" ini menje¬ 
laskan mengapa kesengsaraan kota selalu beriringan dengan kemiskinan 
di pedesaan. Pandangan-pandangan semacam ini ditentang dengan tu- 
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duhan bahwa definisi urbanisasi yang berlebih tidak valid. Sovani (1964: 
117) menyebut "urbanisasi yang berlebih" ini merupakan ’gagasan yang 
tidak masuk akal’ dan tidak dapat digunakan. Sedangkan yang lainnya 
menyatakan bahwa meskipun ide itu benar dalam membandingkan pe¬ 
ngalaman saat ini di negara-negara berkembang dengan negara-negara 
maju pada masa lampau, tetapi tidak ada kesimpulan kebijakan apa pun 
yang bisa ditarik dari perbandingan semacam itu (Brockfield, 1973; Mc 
Gee, 1971). Konsep urbanisasi yang berlebih juga diserang oleh konsep 
’lobi pro perkotaan’ yang berpendapat bahwa kota merupakan pusat 
inovasi dan perubahan sejarah. Pirenne (1925 dan Mumford (1938) me¬ 
nunjukkan bahwa secara historis kota telah menjadi puncak peradaban 
dan merangsang perkembangan yang lebih jauh lagi. Friedmann(1968) 
berpendapat bahwa urbanisasi hendaknya diambil sebagai strategi yang 
mantap demi perubahan, tanpa ada urbanisasi maka makna pemba¬ 
ngunan akan menjadi tidak berfaedah. 

Perdebatan yang sama juga berlangsung di negara-negara sosialis 
berkaitan dengan penafsiran yang tepat terhadap gagasan Mara menge¬ 
nai e liminas i disparitas kota-desa dan potensi revolusioner antara pro¬ 
letar perkotaan dan para petani. Di Uni Sovyet, kolektivitas pertanian di 
bawah Stalin secara efektif telah menyingkirkan isu yang mendukung 
pembangunan industri perkotaan. Di Cina, pengalaman revolusi yang 
berbeda dan tingkat pembangunan yang lebih rendah telah mendorong 
sikap anti perkotaan (Frolich, 1976:158). Di Kamboja, Phnom Penh dan 
beberapa kota besar lainnya dikosongkan pada tahun 1975 dalam upaya 
baik untuk menghapuskan kelaparan maupun meningkatkan peluang- 
peluang demi membangun persamaan, pemenuhan diri, dan negeri sosi¬ 
alis. 

Di seluruh dunia, baik di tingkat akademis, terlebih lagi di kalangan 
politikus, perdebatan semacam itu terus berlanjut. Para pendukung sek¬ 
tor pedesaan maupun sektor perkotaan masih meyakini bahwa sebagian 
besar kegagalan masyarakat kapitalis maupun masyarakat komunis dapat 
dikaitkan dengan alokasi sumberdaya yang berlebih untuk satu sektor 
saja. Jacobson dan Prakesh, (1974:279) mengeluh bahwa ’sikap yang 
berkembang luas di kalangan politisi adalah anti perkotaan dan secara 
khusus anti kota besar’, sementara Lipton (1977) menyatakan bahwa 
permasalahan pembangunan yang utama di negara-negara Dunia Ketiga 
dewasa ini adalah 'kebutuhan untuk membendung bias perkotaan’. 

Argumentasi Lipton ini sangat berpengaruh sehingga layak untuk 
ditelaah secara terperinci lagi. Dia berpendapat bahwa kekuasaan di 
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sebagian besar negara Dunia Ketiga telah dipegang oleh kelompok- 
kelompok perkotaan yang telah mendistorsi alokasi sumberdaya demi 
kepentingan mereka sehingga memperparah ketimpangan dan memper¬ 
lambat pembangunan. 

Konflik paling penting di negara-negara miskin di dunia dewasa ini bukanlah 
antara pemilik modal dengan buruh. Bukan pula antara kepentingan asing 
dan nasional, tetapi konflik antara kelas-kelas pedesaan dengan kelas-kelas 
perkotaan. Sektor pedesaan, tempat kemiskinan sebagian berada dan seba¬ 
gian besar sumberdaya berharga murah; sedangkan sektor perkotaan meru¬ 
pakan tempat artikulasi organisasi dan kekuasaan. Sehingga kelas-kelas 
perkotaan akan selalu mampu memenangkan ronde-ronde pergumulan 
dengan pedesaan; tetapi dengan demikian, mereka telah membuat proses 
pembangunan menjadi lamban dan tidak jujur. 

Konsekuensinya, 'pengalihan sumberdaya ke sektor pedesaan... sering- 
kali, atau biasanya, merupakan tugas pembangunan yang rumit sekali. 
Lipton bukanlah tanpa dukungan. Gugler (1982:187) misalnya, berpen¬ 
dapat bahwa sebenarnya pendekatan itu tampaknya menjanjikan alokasi 
yang lebih efisien antara sektor pedesaan dengan sektor perkotaan seba¬ 
gaimana juga pengurangan ketimpangan yang mencolok yang menci¬ 
rikan negara-negara Dunia Ketiga. Konsep itu bermaksud untuk mem¬ 
perbaiki standar kehidupan pedesaan melalui penyaluran sumber-sum¬ 
ber produktif ke area pedesaan dan/atau mengarahkan pembagian pen¬ 
dapatan yang lebih besar untuk area pedesaan’. Demikian pula, Lefeber 
(1978:22) mencatat bahwa 'kebutuhan akan kebijakan-kebijakan sema¬ 
cam itu sudah diakui. Tetapi permasalahannya adalah terobosan terha¬ 
dap jalan buntu yang disebabkan oleh dominasi kepentingan perkotaan 
yang bersaing. 

Tetapi apakah dikotomi kota-desa itu begitu sederhana. Apakah ia 
selalu tampil dalam term-term yang digambarkan? 

Tesis Lipton mencakup sebagian besar negara Dunia Ketiga, termasuk 
Afrika, Asia, dan Amerika Latin, meskipun sebagian besar bukti-bukti 
yang ia paparkan berasal dari Asia? Jelas, tidak mungkin generalisasi 
yang sederhana itu dapat diterapkan sama persis untuk seluruh negara 
Dunia Ketiga. Juga menarik bahwa sejumlah bukti menyatakan bahwa 
bias perkotaan mungkin tidak tepat sekalipun untuk menggambarkan 
situasi di India. Ada kemungkinan bahwa selama tahun 1960-an standar 
kehidupan masyarakat miskin di perkotaan India lebih merosot daripada 
golongan miskin di pedesaan. Dandekar dan Rath (1974) menunjukkan 
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bahwa pengeluaran konsumsi pribadi 20% penduduk pedesaan India 
masih lebih baik daripada pengeluaran di bawah 1 kuantile penduduk 
perkotaan miskin yang telah mengalami kemorosotan. Selain itu, Byres 
(1974) menunjukkan bahwa jaringan surplus pasar terbatas yang me¬ 
ngalir dari sektor pertanian ke sektor industri pada tahun 1950-an dan 
tahun 1960-an tidak sesuai dengan kasus bias perkotaan yang akut itu, 
sedangkan Mitra (1977) dan Byress juga menunjukkan bahwa selama 
tahun 1950-an dan 1960-an sebagian besar perdagangan itu tidak pindah 
ke perkotaan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan di 
perkotaan India sangat lamban dibandingkan dengan standar Dunia 
Ketiga, hanya meningkat dari 17,35 pada populasi tahun 1951 ke 19,95 
ditahun 1971. 

Jika terdapat kesulitan-kesulitan empiris tertentu untuk penerapan 
tesis bias perkotaan di India, maka terdapat juga penafsiran-penafsiran 
alternatif bagi situasi India. Ashish Bose (1973:20) berpendapat bahwa 
lemahnya lobi perkotaan di parlemen dan di Dewan India bertanggung 
jawab atas pengabaian terus-menerus terhadap masalah pembangunan 
kota. Dan, jika penafsiran itu sulit untuk berdamai dengan bias perko¬ 
taan, maka kesimpulan Byres (1974:253) masih lebih kontradiktif lagi: 
kontradiksi yang paling penting dalam sistem sosio-ekonomi India pada 
dekade mendatang terletak pada borjuis kota yang berhasrat terhadap 
industrialisasi namun dihalangi oleh kelas-kelas petani kaya yang sema¬ 
kin menguat, tuan-tuan tanah menengah dan tuan-tuan tanah kecil yang 
menjadi kapitalis dengan cara mereka sendiri dan mengontrol kekuasan 
politik yang sedang berkembang. 

Jika bias perkotaan tidak dapat diterima secara universal oleh para 
mahasiswa India, maka di manakah bias perkotaan itu dapat diterapkan? 
Tampaknya tesis ini sangat relevan dengan negara-negara yang menga¬ 
lami urbanisasi pesat, seperti di Afrika atau di Amerika Latin. Akan 
tetapi, bahkan di negara-negara dengan pertumbuhan perkotaan yang 
pesat, mungkinkah setiap orang menyepakati bahwa bias perkotaan 
merupakan suatu bentuk penjelasan? Di Uganda, misalnya, proporsi 
populasi yang hidup di daerah perkotaan meningkat dari 5 sampai 10% 
antara tahun 1960-1975, angka yang dilampaui beberapa negara-negara 
Dunia Ketiga (World Bank, 1979:164). Namun, meskipun ada penemuan 
semacam itu, Muench (1078) memberikan argumentasi meyakinkan yang 
menentang ide bias perkotaan. Ia memaparkan bahwa di Kampala go¬ 
longan miskin perkotaan telah disia-siakan sebagai akibat dari inspirasi 
kebijakan regional yang secara politis didukung elit propinsi atas nama 
pemerataan regional yang lebih luas lagi. 
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Tentu saja, ada banyak negara di dunia di mana disparitas kota-desa 
begitu tajam. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang 
mendukung area perkotaan dibiayai oleh kelompok-kelompok pede¬ 
saan. Tetapi generalisasi ini bisa jadi terlalu luas, dan sebagaimana semua 
generalisasi yang didasarkan atas dikotomi, generalisasi itu mungkin 
mengabaikan proses penting lainnya yang juga memberikan kontribusi 
pada pola sosio-ekonomi. Bahaya khusus dalam tesis bias perkotaan ini, 
ia memotret sebagian besar konflik-konflik kekuasaan di Dunia Ketiga 
muncul terutama dari tempat masyarakat itu hidup (desa versus kota) 
bukan dari katakanlah sektor ekonomi dari mana mereka memperoleh 
nafkah (industri versus pertanian) atau dari posisi mereka dalam hirarki 
kelas (Griffin 1978:1108). Sebenarnya, banyak literatur pembangunan 
yang menunjukkan bahwa berbagai kesulitan yang dipotret Lipton bukan 
berasal dari bias perkotaan, tetapi dari kebijakan-kebijakan yang men¬ 
dukung beberapa kelompok pedesaan. Dengan demikian, Leveber 
(1978:8) menunjukkan pada situasi umum di mana para petani kaya 
mendukung atau sekurang-kurangnya tidak menentang kebijakan yang 
mempertahankan rendahnya harga-harga hasil pertanian untuk dapat 
mengurangi biaya makan di perkotaan. Kebijakan semacam itu kurang 
bias berhadapan dengan wilayah pedesaan daripada dengan petani yang 
kecil dan menengah yang tidak mampu mengambil keuntungan dari 
kebijakan pemerintah yang lainnya, seperti kredit ekspor, pinjaman, 
subsidi-subsidi sebagaimana dialami oleh petani kaya. 

Dalam situasi semacam ini, lebih tepat untuk menganalisis masalah 
petani miskin dari sudut pandang kelas daripada dari sudut pandang bias 
perkotaan. 1 Sebagaimana dikatakan Grifield, Lipton berusaha menje¬ 
laskan secara berlebihan sehingga segala sesuatunya dilihat dari sudut 
pandang bias perkotaan. Pada akhirnya tesis Lipton hanya menjadi obse¬ 
si belaka. 

Generalisasi yang lebih terbatas dan lebih sederhana mungkin men¬ 
dapat dukungan yang lebih luas. Bias dalam alokasi sumberdaya di ne¬ 
gara-negara Dunia Ketiga secara tipikal ditujukan pada golongan mis¬ 
kin. Golongan miskin kurang mempunyai akses terhadap sumberdaya 
penting, seperti tanah, air, dan kredit serta sedikit sekali menerima hasil 
atau produknya. Sebenarnya bias ini berlaku bagi semua golongan mis¬ 
kin, tetapi karena golongan miskin di sebagian besar Dunia Ketiga hidup 


1 Untuk perkembangan mutakhir kritik ini, lihat Corbridge (1980). 
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di daerah pedesaan, maka tampak seolah-olah merekalah yang menjadi 
sasaran bias perkotaan tersebut. Diskriminasi bukan terjadi terhadap 
daerah pedesaan, tetapi terhadap gologan miskin yang hidup di daerah 
pedesaan itu. Wajar bagi petani yang berlahan lebih luas atau petani 
komersial menjadi lebih makmur di Asia, sekalipun ada bukti yang me¬ 
nyatakan bahwa kondisi umum petani miskin di pedesaan mengalami pe¬ 
nurunan (Friedmann dan Douglas, {1976}; Griffin dan Khan, 1978). Di 
sinilah letak paradoks-nya revolusi hijau itu; meningkatnya produksi 
pertanian disertai pula oleh meningkatnya kemiskinan. Mereka yang 
memiliki sumberdaya seperti tanah dan air, mampu meningkatkan pro¬ 
duksi, sedangkan mereka yang kurang memiliki sumberdaya tersebut 
mengalami penderitaan sebagai konsekuensi perubahan-perubahan 
yang menimpa mereka (harga-harga anjlok karena meningkatnya pro¬ 
duksi pertanian dari produsen-produsen kaya, meningkatnya harga ta¬ 
nah, meningkatnya mekanisasi, kurangnya akses terhadap air dan sete¬ 
rusnya). Tetapi perlu diingat bahwa kaum miskin di perkotaan di seba¬ 
gian besar Dunia Ketiga juga tidak tertangani dengan baik. Pendapatan 
yang rendah, setengah pengangguran, perumahan yang buruk, dan infras¬ 
truktur yang tidak memadai dialami jutaan keluarga. Mereka pada 
umumnya lebih baik daripada saudara-saudara mereka yang ada di pede¬ 
saan, riamun jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan tetangga 


mereka yang kaya. 

Sebagai konsekuensi dari proses ini mungkin benar bahwa ada ja¬ 
ringan transfer sumberdaya ke daerah-daerah perkotaan. Sesungguh¬ 
nya, sangat mengherankan dalam dunia yang mengalami urbanisasi yang 
sangat pesat, terjadi kasus seperti itu. Tetapi apakah kemalangan yang 
dialami negara-negara Dunia Ketiga karena pertumbuhan perkotaan 
yang terlalu cepat, atau pertumbuhan perkotaan itu merupakan gejala 
dari proses yang lain? Apakah transfer sumberdaya ke wilayah perkotaan 
atas biaya pedesaan itu selalu merupakan hal yang tidak dikehendaki? 
Jika produktivitas yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang relatif lebih 
besar dapat dicapai di perkotaan melalui konsentrasi relatif sumberdaya 
tersebut, apakah hal ini bukan perkembangan? Haruskah situasi seperti 
itu digambarkan sebagai bias perkotaan. Lebih baik dalam menggunakan 
pengertian Lipton diterapkan secara hati-hati ketika alokasi sumberdaya 


2 Yang saya maksudkan di sini, baik transfer surplus investasi untuk aktivitas-aktivitas 
maupun transfer orang-orang terampil dan berpendidikan ke wilayah perkotaan. 
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secara berlebihan ke area perkotaan mengurangi pertumbuhan ekonomi 
dan mendistorsi distribusi pendapatan. Jadi, jika pertanian diabaikan 
karena dana-dana diinvestasikan di perkotaan untuk birokrasi peme¬ 
rintah dan impor barang-barang konsumsi mewah sehingga melambung¬ 
kan spekulasi tanah, maka kita dapat berkesimpulan bahwa bias perko¬ 
taan merupakan persoalan. Sayangnya, meskipun situasi semacam itu 
tampaknya banyak terdapat di negara Dunia Ketiga, namun tidak mudah 
untuk mengukurnya secara akurat. Jelasnya, analisis biaya-keuntungan 
dan bentuk-bentuk penilaian ekonomi lainnya dapat memperkirakan 
imbalan atas investasi perkotaan versus pedesaan, tetapi perlu sekali 
diperhatikan harga dan nilai tukar valuta asing di banyak negara Dunia 
Ketiga. 

Tetapi sekalipun kita mampu mengukur tingkat bias perkotaan de¬ 
ngan mencatat bahwa dana-dana yang diarahkan untuk investasi perko¬ 
taan dengan tingkat keuntungan yang jauh lebih rendah daripada dana- 
dana yang dapat disediakan untuk proyek-proyek pedesaan, sekalipun 
kita mampu menunjukkan bahwa program-program perkotaan kurang 
merata daripada di pedesaan, namun isu yang mendasar bukan berasal 
dari kehendak pedesaan versus perkotaan, tetapi dari kekuasaan yang 
menafsirkan kehendak itu. Ringkasnya, siapa yang membuat keputusan, 
siapa yang memegang kekuasaan, dan bagaimana menggunakan kekua¬ 
saan tersebut. Kendatipun kita sepakat dengan Lipton bahwa daerah 
pedesaan harus lebih diprioritaskan dalam pengambilan keputusan, teta¬ 
pi bagaimana perubahan tersebut dapat dicapai? Dan andainya peru¬ 
bahan itu sudah dicapai, mungkinkah hasilnya menjadi lebih baik? Jika 
Cina telah mengalami peningkatan kesejahteraan melalui jalur pemba¬ 
ngunan anti urban, demikian jugakah Kamboja? Brazil telah mengu¬ 
curkan uang ke wilayah Amazon, tetapi apakah mereka telah mening¬ 
katkan kesejahteraan penduduknya? Dengan memperpanjang perma¬ 
salahan-permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa bias perkotaan ti¬ 
dak lebih dari sekadar obrolan saja. Seperti dikatakan Alice ’bias perko¬ 
taan tampaknya sangat cantik tetapi sulit untuk dipahami’. 

Erat terkait dengan ide bias perkotaan adalah adanya keyakinan bah¬ 
wa pembangunan pedesaan telah didistorsi oleh pola pertumbuhan per¬ 
kotaan. Secara khusus dinyatakan bahwa tidak ada kota yang menjadi 
basis sistem perkotaan di sebagian besar negara Dunia Ketiga. Sebagai 
akibat dari proses pembangunan yang terdistorsi tersebut maka dibu¬ 
tuhkan sentra-sentra baru untuk melayani pedesaan dan menguatkan 
kembali pembangunan pertanian. Johnson (1970) mencatat bahwa ada 
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satu sentra untuk setiap 16 desa di Eropa dibandingkan dengan satu 
sentra untuk 157 desa di Timur Tengah. Kesenjangan dalam distribusi 
ukuran perkotaan ini menurunkan produktivitas pertanian karena tidak 
ada tempat lagi untuk menjual hasil produksi dan tidak ada peluang 
untuk membeli barang-barang konsumsi guna merangsang para petani 
meningkatkan produksi mereka. Johnson juga melihat hanya kota kecil 
saja yang berperan memberikan pelayanan pada wilayah pedesaan. Di 
satu sisi Johnson benar. Jauhnya pusat-pusat pasar membuat penjualan 
produk-produk pertanian menjadi sulit dan mendorong munculnya para 
calo yang eksploitatif. Tetapi, lahirnya pusat-pusat baru merupakan 
penanggulangan parsial yang terbaik, karena kesulitan pemasaran dan 
calo yang eksploitatif sudah menjadi endemik di sebagian besar negara 
miskin terutama lantaran tidak ada transportasi yang baik, fasilitas- 
fasilitas penyimpanan dan kredit. Para petani tidak bisa membawa pro¬ 
duksinya ke kota dan tidak pula menyimpannya sampai harga membaik. 
Sejalan dengan itu, pembangunan pusat-pusat perkotaan baru bisa jadi 
menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tetapi tidak menja¬ 
min bisa dimanfaatkan oleh mereka. 

Seringkali biaya pelayanan kesehatan menjadi hambatan besar untuk 
datang ke klinik ketimbang jaraknya; pusat-pusat perkotaan baru itu 
hanya akan lebih efektif jika pelayanan dan obat-obatannya gratis. Me¬ 
nurut pendapat saya, kesenjangan yang dipaparkan Johnson lebih meru¬ 
pakan konsekuensi daripada sebab rendahnya produktivitas pertanian; 
sentra-sentra itu tidak muncul karena daya beli para petani rendah. 
Meskipun pendirian sentra-sentra baru jelas akan membantu, namun 
sulit untuk melihatnya sebagai bagian penting program pembangunan 
kota menengah (hlm. 177). 

Program semacam itu dapat didukung hanya jika program itu berjalan 
seiring dengan perubahan yang lebih radikal dalam kebijakan pemba¬ 
ngunan. Inilah yang dikedepankan oleh Friedmann dan Douglas (1976: 
237) dalam argumennya tentang pembangunan agropolitan. Desa-deSa 
di Asia hendaknya ditransformasikan dengan memperkenalkan dan pe¬ 
ngadaptasian elemen-elemen urbanisme ke setting pedesaan yang spe¬ 
sifik. Ini berarti daripada mendorong orang-orang desa ke kota melalui 
investasi di kota, lebih baik mendorong mereka untuk tetap tinggal di 
desa melalui investasi di wilayah pedesaan dan mengubah pemukiman 
yang ada menjadi suatu bentuk cangkokan yang saya sebut dengan ’agro- 
poiis’ atau kota ladang. Komponen perencanaan spasial dalam strategi 
ini adalah agropolis yang dirancang berpenduduk antara 15.000 dan 
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60.000 orang dan memungkinkan percampuran integrasi, produksi lokal, 
demokrasi, dan budaya yang diinginkan. Wilayah agropolitan bersifat 
mandiri dan otonom ; otonomi politiknya hanya dibatasi oleh kebutuh¬ 
an-kebutuhan yang sebangun dari distrik-distrik lainnya dan kebutuhan- 
kebutuhan yang terkombinasikan dari komunitas yang lebih luas. (Fried- 
mann dan Weaver, 1979:203). Tujuan akhir strategi ini adalah mengu¬ 
rangi kekuasaan korporasi transnasional atas wilayah lokal. Akses yang 
sama atas basis-basis kekuasaan sosial mendorong komunitas lokal 
untuk mengungkapkan sepenuhnya kepentingan teritorialnya. Dengan 
demikian kepentingan teritorial bisa menjadi pengontrol subordinasi 
keputusan-keputusan yang bersifat subordinatif, termasuk keputusan- 
keputusan korporasi. Dalam kondisi semacam ini, kepentingan teritorial 
sebangun dengan kepentingan masyarakat lokal. 


Distorsi-distorsi dalam Sistem Regional-Urban 

Jika banyak pengamat yang percaya bahwa terlalu banyak sumberdaya 
yang dicurahkan untuk daerah perkotaan sehingga menyebabkan keru¬ 
sakan pedesaan, maka juga tidak kurang para politisi dan perencana yang 
mengeluh tentang konsentrasi spasial yang berlebihan dalam sistem 
regional-urban. Sebenarnya, literatur tentang pembangunan regional 
penuh dengan pernyataan-pernyataan ’ketimpangan regional yang berle¬ 
bihan’, metropolitan yang ’dikembangkan secara berlebihan’, distribusi 
penduduk yang’terpusat, dan sistem pemukiman ’yang tidak berimbang’. 
Terkadang distorsi tersebut dituduhkan pada model pembangunan yang 
tidak efisien dan timpang. Terkadang dipandang sebagai sumber distorsi. 
Seringkali, argumentasi semacam ini ditekankan melalui analogi fisik 
yang sakit; yang paling lazim, ’pinggiran yang terabaikan’ dan ’metro- 
politan’ yang berlimpah’ digambarkan dengan istilah badan yang tengge¬ 
lam dengan kepala terlelap air. Kepala yang terlelap air tumbuh di atas 
basis sumberdaya yang seharusnya menjaga badan. Kepala ini digam¬ 
barkan secara beragam, seperti terlalu besar, korban gelombang migran 
yang datang berduyun-duyun dari pedesaan secara tidak teratur, pusat 
kejahatan, kehancuran sosial, dan ketimpangan sosial. Sedangkan badan 
yang tenggelam merupakan pokok diagnosis emosional; kaum politisi 
propinsi mengeluhkan sentralisasi dan akibatnya terhadap dinamika 
regional; fasilitas lokal tidak memadai karena pemerintah nasional me- 
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nyediakan sumberdaya yang tidak mencukupi; peluang-peluang kerja 
terbatas karena sebagian besar industri produktif dipusatkan di kota 
besar; sebagian besar tenaga terampil meninggalkan kota-kota propinsi 
menuju kota-kota metropolitan. 

Di negara-negara tertentu, analogi semacam ini ada benarnya, tetapi 
secara umum analogi ini merupakan gambaran realitas yang terlalu 
disederhanakan; sebagaimana semua analogi, ia harus digunakan dengan 
hati-hati. Dalam anatomi, penyakit badan dengan mudah dapat didiag¬ 
nosis melalui perbandingan dengan bentuk dan ukuran rata-rata badan 
manusia; bisa saja terdapat kasus-kasus yang bersifat marjinal, tetapi 
seluruh norma, lazim berlaku, baik untuk orang kerdil maupun untuk 
orang jangkung. Tetapi, dalam sistem-sistem pemukiman manusia, apa 
norma itu? Tidak ada sistem perkotaan khas yang menentang analogi 
badan yang tenggelam dengan kepala terlelap air yang dengan mudahnya 
dapat dibandingkan. Jika tidak ada norma, maka dapatkah kita meyakini 
bahwa perkecualian tersebut memang suatu perkecualian? Jika terdapat 
norma, dapatkah kita meyakini bahwa tidak ada yang salah dengan 
perkecualian yang diasumsikan tersebut? Badan manusia yang sakit me¬ 
rupakan suatu perkecualian karena terdapat badan-badan yang sehat 
yang dapat dijadikan perbandingan; di antara pemukiman manusia ba¬ 
rangkali ada hal yang lebih akurat untuk menggambarkan penyakit- 
penyakit tersebut sebagai suatu norma. Bagaimanapun juga, lebih banyak 
negara yang memiliki kota primasi daripada negara yang memiliki pusat- 
pusat non-primasi, sehingga lebih banyak negara yang memiliki dispa¬ 
ritas regional yang tajam daripada negara dengan distribusi pendapatan 
regional yang merata. Ringkasnya, kita sedang membandingkan sistem 
perkotaan dengan sistem perkotaan yang ideal; badan itu sakit hanya bila 
dibandingkan dengan badan yang ideal, tetapi yang ideal itu tampaknya 
tidak dapat diterima oleh setiap negara dengan kesiapan yang sama. 
Sebagian masyarakat telah menyepakati distribusi yang terbaik untuk 
pemukiman perkotaan; ideologi-ideologi dan tujuan-tujuan pemba¬ 
ngunan yang berbeda mengakibatkan adanya rekomendasi tipe ideal yang 
berbeda- beda pula. Pemerataan dan pertimbangan efisiensi akan meng¬ 
indikasikan bentuk-bentuk perkotaan yang berbeda-beda, para pembela 
pasar bebas mungkin akan merekomendasi distribusi perkotaan yang 
berbeda dengan para pengikut sosialisme. 

Di samping permasalahan normatif ini, beberapa perdebatan tentang 
sistem pemukiman manusia seringkali mencampur-adukkan sejumlah 
persoalan terkait, tapi secara diagnostik merupakan persoalan yang ber- 
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beda. Pencampur-adukkan persoalan ini seringkali melahirkan reko¬ 
mendasi-rekomendasi kebijakan yang tidak mampu memecahkan berba¬ 
gai permasalahan mendasar. Hal ini diperparah lagi oleh cara kita meng¬ 
gunakan istilah ’sentralisasi’ dan ’primasi perkotaan’, keyakinan bahwa 
ada ukuran kota optimum dan kita gagal membedakan antara kese¬ 
jahteraan tempat dan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin menelaah 
pencampuradukkan tersebut secara singkat sebelum melanjutkan dis¬ 
kusi tentang beberapa situasi yang dapat menjustifikasikan pembicaraan 
distorsi-distorsi dalam sistem pemukiman nasional. 

Sentralisasi merupakan istilah yang sering disalahgunakan. Perma¬ 
salahan pokoknya adalah istilah ini dipergunakan silih berganti baik 
dalam pengertian fungsional maupun dalam pengertian geografis. De¬ 
ngan demikian sentralisasi kekuasaan berarti presiden suatu negara 
membuat semua undang-undang dan keputusan penting di negara terse¬ 
but; kekuasaan secara hirarkis disentralisasikan dalam pengertian yang 
fungsional. Tetapi pengertian yang sama juga dapat digunakan untuk 
menggambarkan kekuasaan ibukota yang mempengaruhi kota-kota lain¬ 
nya; seluruh inti kekuasaan berada dalam kota tersebut. Jelas bahwa dua 
pengertian frase di atas saling berkaitan. Jika presiden yang sangat ber¬ 
kuasa mendukung ibukota dibiayai oleh wilayah-wilayah lain, maka sen¬ 
tralisasi di sini merupakan istilah yang tepat. Tetapi, kekuasaan boleh 
jadi terpusat di tangan presiden yang keputusan-keputusannya dapat 
berimplikasi desentralisasi geografis. Perbedaan ini sangat penting, se¬ 
bab istilah ’sentralisasi seringkali diterapkan untuk beberapa variabel 
lain selain kekuasaan. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan 
lokasi industri, penduduk atau pendapatan pemerintah. Dalam kasus 
semacam ini sentralisasi satu variabel mungkin terkait secara lemah 
dengan variabel lainnya. Negara Venezuela sangat tersentralisir karena 
3/4 dari pendapatan dalam negeri pemerintah berasal dari minyak yang 
dikontrol oleh pemerintah pusat; tetapi produksi minyak tentu saja tidak 
sentralistis; produksi dilakukan di dua wilayah utama yang jauh dari 
ibukota negara; sedangkan Karakas, ibu kota Venezuela, tidak memiliki 
minyak. 

Dalam bab ini saya akan menggunakan istilah konsentrasi spasial atau 
penyebaran/dekonsentrasi spasial untuk menggambarkan distribusi va¬ 
riabel-variabel secara geografis, baik variabel itu berupa pendapatan 
pemerintah, kekuasaan, industri, maupun penduduk (gambar 8.1). Kon¬ 
sentrasi kekuasaan yang lebih terpusat di tangan pemerintah pusat (seba¬ 
gai lawan dari pemerintah tingkat II [regional] atau pemerintah tingkat 
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III [kota praja]) di tangan presiden (daripada dewan atau rakyat) akan 
digambarkan sebagai sentralisasi fungsional. Hanya di saat dua fenomena 
itu terjadi secara bersamaan baru kita menggunakan istilah sentralisasi. 


saan jelas-jelas masih di tangan penguasa ibukota. Makna dan implikasi 
istilah ’primasi perkotaan’ juga banyak disalahgunakan. Sebagaimana 
telah kita bahas pada Bab Dua, persoalan ukuran perkotaan harus dibe¬ 
dakan dengan distorsi distribusi ukuran kota nasional. Sementara banyak 
kota primasi yang besar (Mexico City, Buenos Aires, dan Bangkok), 
beberapa kota primasi yang lain sangat kecil (Lome, Asuncion, Kath- 
mandu dan Banjul) dan ada juga kota-kota besar tetapi sama sekali bukan 
kota primasi (Sao Paulo, Bogota, dan Calcutta). Jika kita gagal membe¬ 
dakan antara ukuran kota dengan posisinya dalam distribusi kota secara 
nasional, maka kita akan kebingungan dalam membahas persoalan yang 
berbeda. Jadi, tidak ada gunanya untuk mengeluhkan pemborosan urban 
di Kathmandu atau Lome, padahal penduduknya tidak lebih dari 200.000 
orang. Jika persoalannya kota itu telah tumbuh lebih besar daripada 
kota-kota lain di negara itu, karena kota-kota tersebut menerima seba¬ 
gian besar pendapatan negara atau mengontrol sebagian besar keun¬ 
tungan perdagan gan luar negeri, kita harus memisahkan permasalahan 
tersebut dari persoalan pemborosan perkotaan. 


Terminologi ini akan menghindarkan kita dan terjebak dalam perangkai 
seperti yang digambarkan sebagai desentralisasi pembangunan cabang 
cabang industri di daerah pinggiran (desentralisasi spasial) ketika kekua 


Ruang 

Pusat Pinggiran 



8.1 Bentuk-bentuk Sentralisasi Kekuasaan 


228 URBANISASI DAN KEMISKINAN 




Bentuk-bentuk sentralisasi kekuasaan 

Isu ketidakseimbangan distribusi ukuran perkotaan melahirkan per¬ 
masalahan besar sebagaimana dibicarakan sebelumnya. Untuk meng¬ 
ukur ketidakseimbangan tersebut, kita perlu memiliki suatu norma. 
Tetapi norma apa yang bisa digunakan untuk mengukur primasi itu bila 
kebanyakan negara memiliki kota primasi? Adakah distribusi ukuran 
kota primasi’ ketika kota terbesar ternyata tiga kali lipat atau 20 kali 
lipat dari ukuran kota kedua? Apakah kita harus mengukur primasi 
tersebut dari segi ekonomi, sosial, atau hanya dari segi demografis? 3 
Kesulitannya kita kurang memiliki indikator umum yang memadai me¬ 
ngenai ketidakseimbangan perkotaan. 4 Sebagai konsekuensinya, kese¬ 
imbangan kota yang diinginkan hanya ada dalam benak para politisi, para 
perencana, atau para akademisi; pertimbangan-pertimbangan nilai dan 
komitmen politik dalam merekomendasi dekonsentrasi dan desentra¬ 
lisasi spasial sama pentingnya dengan kriteria teknis. Sesungguhnya, 
pada saat terjadi perubahan-perubahan besar dalam sistem pemukiman 
nasional, maka secara wajar ini merupakan akibat dari perubahan- peru¬ 
bahan besar dalam model politik dan pembangunan. 

Kesulitan-kesulitan yang sama berkaitan dengan gagasan bahwa kota- 
kota besar telah menjadi terlalu besar. 

Kesimpulan semacam ini biasanya didasarkan pada asumsi bahwa 
pemborosan perkotaan — misalnya polusi atau kemacetan lalu lintas — 
sudah begitu mengerikan sehingga jawaban satu-satunya harus mende- 
konsentrasikan baik jumlah penduduk maupun aktivitas ekonomi. Argu¬ 
mentasi ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, argumentasi ini 
tidak mengakui bahwa disekonomi hanyalah satu sisi argumentasi ini; 
jika aglomerasi perkotaan masih menghasilkan penghematan perkotaan 
yang lebih besar maka keseimbangan keuntungan ekonomi akan ber¬ 
iringan dengan konsentrasi spasial. Kedua, sekalipun pemborosan mele¬ 
bihi penghematan maka kebijakan yang terbaik adalah mengorganisasi¬ 
kan kembali cara-cara pengaturan kota tersebut. Dengan demikian, cara 


3 Saya di sini hanya menggunakan ukuran demografis, tetapi tingkat konsentrasi 
investasi, industri dan perdagangan jelas sangat penting. Justifikasi riil untuk menggunakan 
data demografis dalam bagian ini hanyalah mencerminkan tingkat konsentrasi ekonomi, 
oleh karena itu masyarakat cenderung bermigrasi ke pusat-pusat yang memiliki peluang 
pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. 

4 Lihat catatan 2 bab II. 
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terbaik untuk mengurangi pemborosan, seperti kemacetan lalu lintas 
dapat diatasi dengan meningkatkan transportasi umum, membatasi 
penggunaan mobil-mobil pribadi, atau memperkenalkan meteran parkir. 
Polusi udara dapat dikurangi dengan memindahkan industri berpolusi, 
juga dengan pemberian denda terhadap perusahaan-perusahaan yang 
bersalah. Singkatnya, permasalahan perkotaan bukan hanya disebabkan 
oleh ukuran kota, tetapi lebih sering merupakan akibat dari tingkat 
pertumbuhan, pola-pola penggunaan tanah, tingkat perpajakan, dan 
sifat-sifat khusus lainnya (Richardson, 1977; Townroe, 1979). 

Akhirnya, istilah 'keseimbangan regional’, seringkali digunakan de¬ 
ngan cara-cara yang mencurigakan. Permasalahan pokoknya hanya ada 
korelasi terbatas antara distribusi pendapatan pribadi dengan pola pen¬ 
dapatan regional. 

■ Dengan demikian, tidak masuk akal untuk berpendapat bahwa pro¬ 
gram dekonsentrasi spasial otomatis akan memperbaiki distribusi penda¬ 
patan perorangan. Meskipun pemerataan pendapatan perorangan men¬ 
jamin adanya pemerataan pendapatan regional, namun pendapatan regi¬ 
onal yang sama tidak akan menjamin pemerataan pendapatan pero¬ 
rangan. Ketimpangan pendapatan perorangan yang tajam sesuai dengan 
pemerataan regional secara keseluruhan manakala distribusi penda¬ 
patan perorangan dengan rata-rata pendapatan perkapita sama di setiap 
wilayah, tetapi terdapat disparitas yang tajam antarwilayah dan antar¬ 
individu. Meskipun seringkali ada upaya-upaya untuk mengetahui hal 
ini, namun para pengamat kerapkali gagal membedakan antara kese¬ 
jahteraan 'tempat’ dan 'kesejahteraan masyarakat’. Suatu daerah bisa 
saja kaya tanpa warganya ikut menikmati kekayaan tersebut, wilayah lain 
bisa jadi miskin tetapi banyak warganya yang kaya. Persoalan ini mudah 
diilustrasikan dengan mempertimbangkan kasus India. Ukuran dispa¬ 
ritas antarwilayah di India dibandingkan dengan distribusi di negara- 
negara lain sangat baik, kendatipun disparitas antarwilayah perkotaan 
dan wilayah pedesaan serta disparitas antarkelompok di wilayah itu 
sangat tajam (Majmudar, 1977; Mathur, 1976). 

Kegagalan dalam membedakan kesejahteraan tempat dengan kese¬ 
jahteraan perorangan mendorong pemberlakuan program-program yang 
mendukung kelompok-kelompok regional tertentu. 

Juga memungkinkan program-program seperti itu diterima lebih se¬ 
bagai lang kah untuk mencapai pemerataan yang lebih besar ketimbang 
sebagai sumber disparitas antarindividu yang lebih jauh lagi. Konver¬ 
gensi pendapatan regional yang terjadi di Brazil pada tahun 1960-an jelas 
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merupakan akibat dari kebijakan regional yang gagal memperbaiki situ¬ 
asi kelompok miskin di bagian termiskin negara tersebut (Gilbert dan 
Goodman, 1976). Kelompok-kelompok berpendapatan tinggi di Timur 
Laut mampu memperbaiki posisi mereka jika dibandingkan dengan 
kelompok-kelompok di wilayah Tenggara yang lebih kaya; peningkatan 
kemakmuran regional menyebabkan peningkatan kesejahteraan pero¬ 
rangan untuk sebagian, tetapi tidak untuk yang lainnya. Istilah 'disparitas 
regional’ ini akan berbahaya jika tidak dilengkapi dengan ukuran kese¬ 
jahteraan yang lain dari kelompok-kelompok yang berpendapatan ber¬ 
beda. 

Setelah menunjukkan beberapa kesalahan pokok yang muncul dalam 
pembicaraan tentang sistem pemukiman nasional dan disparitas penda¬ 
patan regional, maka saya akan mempertimbangkan beberapa argu¬ 
mentasi serius yang dikedepankan untuk mendukung dan membantah 
kebijakan spasial tertentu. Argumentasi tersebut dapat dikategorikan 
secara luas sebagai berikut (i) argumentasi yang merekomendasikan 
beberapa jenis program dekonsentrasi pekerjaan (ii) dilanjutkan dengan 
ekspansi metropolitan yang dirancang dengan lebih baik (iii) meng¬ 
abaikan problematika spasial demi mendukung jenis-jenis perubahan 
kebijakan yang lain. 

(i) Dekonsentrasi Pekerjaan. Dekonsentrasi pekerjaan dari kota-kota 
besar merupakan kebijakan spasial yang paling umum. Dekonsentrasi 
pekerjaan dapat dilakukan dengan menghambat penempatan aktivitas- 
aktivitas ekonomi baru di kota-kota besar baik melalui kontrol yang 
bersifat melarang maupun melalui insentif. Kontrol itu bisa berbentuk 
relokasi aktivitas pemerintah dan kegiatan-kegiatan ekonomi ke kota- 
kota kecil. Dekonsentrasi pembangunan merangsang ekspansi kota-kota 
kecil, bahkan melibatkan pembangunan kota-kota baru. Apa yang umum 
dalam pendekatan ini adalah adanya keinginan untuk mengontrol per¬ 
tumbuhan kota besar yang biasanya berada di wilayah-wilayah yang 
paling makmur, dan hasrat untuk merangsang ekspansi pusat-pusat 
perkotaan ke daerah pinggiran. Pemindahan kegiatan ekonomi dari 
wilayah yang kaya ke wilayah miskin dipandang memiliki beberapa fung¬ 
si; mengurangi permasalahan di pusat; mengaktifkan kembali kota-kota 
propinsi; mengurangi disparitas regional, membantu kelompok-kelom¬ 
pok berpendapatan rendah di propinsi-propinsi. Dekonsentrasi spasial 
ini dipandang memberikan keuntungan baik untuk kepentingan nasional 
maupun kepentingan daerah dan juga sesuai dengan pertumbuhan eko¬ 
nomi nasional. 
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Strategi dekonsentrasi ekonomi semacam ini seringkali berwujud ke¬ 
bijakan ’pusat pertumbuhan’, yakni suatu konsep yang meyakini adanya 
tempat-tempat yang layak didukung menurut literatur pembangunan 
regional (Friedmann, 1966; Darwent, 1969; Kuklinski, 1972; Moseley, 
1975). Ringkasnya, ide pusat pertumbuhan ini membayangkan perko¬ 
taan yang memiliki sejumlah usaha industri yang terfokus pada pertum¬ 
buhan industri yang dinamis. Pertumbuhan industri merangsang muncul¬ 
nya perusahaan-perusahaan tambahan yang kehadirannya akan mengu¬ 
rangi biaya operasionalnya sendiri. Fasilitas-fasilitas khusus dan tenaga 
kerja terampil yang ada akan membantu dalam mempertahankan kom¬ 
petisi antarwilayah dan melahirkan aktivitas-aktivitas baru. Sebagai agen 
pembangunan wilayah, pusat pertumbuhan mempunyai fungsi ganda: 
menjaga penghamburan aglomerasi ekonomi sekaligus mendukung dis¬ 
tribusi aktivitas ekonomi yang lebih merata; dalam ungkapan Rodwin 
(1961) pusat pertumbuhan mendorong 'desentralisasi terpusat’. Di sam¬ 
ping itu, pusat pertumbuhan akan memberikan fokus bagi pembangunan 
pe dalaman di pusat. Industri yang mengkonsumsi produk-produk perta¬ 
nian akan menciptakan pasar bagi para petani di tingkat wilayah, seka¬ 
ligus juga akan meningkatkan konsentrasi penduduk perkotaan. 

Dan di wilayah-wilayah tradisional atau wilayah konservatif pusat 
pertumbuhan ini memainkan peran inovatif; mendorong penyebaran 
ide-ide, teknik, dan produk-produk baru (Berry, 1972). 

Para analis wilayah yang cerdas selalu menerima bahwa dampak stra¬ 
tegi ’pusat pertumbuhan’ sangat terbatas. Pendekatan semacam ini 
mungkin dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan, tetapi jelas 
tidak dapat menghapus kemiskinan. Dasar asumsi ini, industrialisasi 
merupakan pola dasar bagi kebijakan pembangunan nasional, strategi 
tambahan yang menjanjikan perbaikan distribusi aktivitas regional de¬ 
ngan meningkatkan efisiensi perkotaan. Dengan demikian dapat me¬ 
ningkatkan peluang-peluang perbaikan pelayanan sosial, pekerjaan, dan 
produktivitas. Strategi ini juga bersifat oportunistik dalam pengertian 
bahwa negara-negara yang kurang maju jarang sekali memulai trans¬ 
formasi yang dibutuhkan oleh proses pembangunan tersebut (Fried¬ 
mann, 1966). Sebagaimana dikatakan oleh Lewis (1962:183) tentang 
India, ’begitu banyak tempat-tempat yang belum diperbaiki sehingga 
permas ala han menjadi: penentuan tuntutan teritorial apa yang ada di 
India pada tahun 1970 dan 1980? Keputusan tentang distribusi dapat 
merekomendasikan satu kebijakan pembangunan wilayah dan merang¬ 
sang pusat pertumbuhan baru. 
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Argumentasi ini diserang oleh Friedmann dan Weaver (1979: 198). 
Mereka menyalahkan teori pusat pertumbuhan karena menekankan 
pola-pola pembangunan yang timpang dan tidak merata di negara- nega¬ 
ra yang kurang maju. ’Dengan doktrin pusat pertumbuhan sebagai alat 
pokoknya, maka rencana pembangunan spasial menjadi pelayan bagi 
modal transnasional’. Dukungan terhadap pembangunan yang terpo- 
larisasikan dalam doktrin pusat pertumbuhan menyebabkan korporasi- 
korporasi transnasional mendominasi negara-negara Dunia Ketiga. De¬ 
ngan pengertian bahwa ide pusat pertumbuhan sangat terkait dengan 
industrialisasi dan ide pertumbuhan perkotaan, maka ini merupakan 
penafsiran yang benar. Tetapi terlalu sederhana untuk mengklaim bahwa 
terjadi konvergensi kepentingan yang intim antara praktek-praktek pe¬ 
rencanaan pusat pertumbuhan dengan kepentingan korporasi-korporasi 
transnasional tadi. Misalnya, perencanaan pusat pertumbuhan mungkin 
sesuai dengan pembangunan industri, tapi pengalaman menunjukkan 
bahwa korporasi transnasional tidak terlalu sulit untuk didesentralisasi- 
kan dari ibukota nasional ke pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah 
pinggiran. Demikian pula, jika pusat-pusat pertumbuhan sejalan dengan 
ideologi korporasi transnasional, maka mengapa banyak negara komunis 
dan sosialis juga menggunakan terminologi dan praktek perencanaan 
regional yang sama? 5 Negara-negara Dunia Ketiga seperti Tanzania, 
jelas menjalankan strategi pusat pertumbuhan sebagai alat untuk men¬ 
capai keseimbangan regional yang lebih besar dan mengurangi bias per¬ 
kotaan. Berdasarkan contoh-contoh yang ada, apakah bentuk-bentuk 
pembangunan regional di sebagian besar negara Dunia Ketiga meru¬ 
pakan konsekuensi kepercayaan pada doktrin pusat pertumbuhan atau 
memang menjadi karakter masyarakat tempat strategi itu diperkenal¬ 
kan? 

Menurut pendapat saya, kesulitan strategi pusat pertumbuhan ini 
bukan berada pada ideologi yang mendasarinya tetapi agaknya pada 
kelenturan ide tersebut. Sebagaimana telah saya paparkan secara luas, 
ide ini begitu lentur sehingga rezim Mands sayap kanan pun meng¬ 
gunakannya (Gilbert, 1970). 


5 Sesungguhnya para perancang akademis pola India telah membantu proses pele¬ 
buran strategi pusat pertumbuhan negara kapitalis baik untuk negara maju maupun yang 
kurang maju. 
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Literatur termasyhur mendeskripsikan segala sesuatu dari desa- desa 
yang berpenduduk 5.000 sampai metropolitan terbesar dunia sebagai 
’pusat-pusat pertumbuhan’. Area industri, pusat-pusat pemerintahan, 
kota-kota pelajar, dan pasar kota yang redup, semuanya diberi cap seba¬ 
gai ’pusat pertumbuhan’. Akibatnya pusat pertumbuhan telah digunakan 
sebagai landasan bagi intelektual setiap strategi spasial mulai dari Do- 
doma hingga pusat pertumbuhan lanjutan Mexico City. 6 Pusat pertum¬ 
buhan ini telah digunakan dari satu bentuk ke bentuk lainnya di Tan¬ 
zania, Brazil, Polandia, Cile, Cina dan India. Kelenturan konsep ini telah 
menjadi alat bagi rezim manapun yang mengetahui manfaatnya. Bukan 
pendekatan regional yang jelek, tetapi model pembangunanlah yang 
membatasi dan mendikte watak kegunaannya. 

Permasalahan sebagian besar strategi pusat pertumbuhan gagal me¬ 
laksanakan fungsi-fungsi ganda yang dipercayakan padanya. Strategi pu¬ 
sat pertumbuhan ini biasanya gagal karena tujuan-tujuan strategi ini 
ambisius, atau karena strategi spasial itu tidak didukung oleh kebi¬ 
jakan-kebijakan sektor pelengkap. Kelenturan ide pusat pertumbuhan 
telah mendorong penggunaannya secara retoris dalam situasi yang ku¬ 
rang tepat. Tetapi, meskipun terdapat kelemahan-kelemahan yang inhe¬ 
ren dan konsekuensi-konsekuensi berbahaya, namun strategi pusat per¬ 
tumbuhan tidak seharusnya diabaikan secara keseluruhan. Ada beberapa 
negara (Meksiko dan barangkali Venezuela) yang memang disarankan 
untuk melakukan dekonsentrasi aktivitas-aktivitas kota besar karena 
topografi, tidak efisiennya suplai air, permasalahan polusi terus menerus 
mengakibatkan ekspansi kota besar dikehendaki; namun ada juga ne¬ 
gara-negara yang sumberdayanya berada di daerah miskin ataupun di 
daerah yang kaya yang mungkin lebih baik dikembangkan melalui jenis 
program perkotaan/industri; ada juga negara yang desentralisasi dan di- 
dekontrasi pekerjaan didorong melalui strategi pusat pertumbuhan. Me¬ 
mang tidak ada kasus umum yang bisa di generalisir sebagai dekon¬ 
sentrasi pekerjaan di negara-negara Dunia Ketiga, tetapi sebagian kon¬ 
tribusi terbatas terhadap jenis permasalahan ekonomi, sosial dan politik 
tertentu, terkadang dapat menjadikan strategi ini sebagai rekomendasi. 
Jika strategi pusat pertumbuhan seringkali disalahgunakan oleh para 
perencana dan para politikus, ini bukan berarti pendekatan ini tidak 
berguna. Apabila dekonsentrasi pekerjaan dan pembangunan regional 


6 Dodoma adalah ibukota baru Tanzania. 
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didasarkan atas ekspansi industri dan ekspansi perkotaan dijadikan reko¬ 
mendasi, maka pendekatan pusat pertumbuhan merupakan strategi yang 
tepat. Pendekatan ini bisa benar-benar berguna jika diterapkan secara 
bertanggung jawab dan didukung oleh sumberdaya yang memadai. 

(ii) Ekspansi metropolitan yang lebih efisien dan lebih merata. Jika 
dekonsentrasi pekerjaan memang berguna, maka tidak dapat diragukan 
lagi bahwa kebutuhan akan strategi semacam ini di banyak negara se- 
ringkali dilebih-lebihkan. Beberapa argumentasi yang lebih simplistik 
telah dihilangkan. Selain itu juga ada argumentasi yang secara bertahap 
semakin menguat selama beberapa tahun terakhir ini, yakni tidak diber¬ 
lakukannya lagi kebijakan untuk menstrukturisasikan kembali sistem pe¬ 
mukiman nasional. Argumentasi ini didukung atas dasar tiga bukti. 
Pertama, bahwa polarisasi wilayah merupakan suatu proses alami dalam 
alur pembangunan nasional dan intervensi negara merupakan awal yang 
justru akan memperlambat langkah ekspansi ekonomi; kedua, bahwa 
kota-kota metropolitan jarang sekali tidak efisien atau tidak merata 
sebagaimana yang seringkah diklaim, dan ketiga bahwa pemecahan per¬ 
masalahan metropolitan akan lebih efektif melalui perencanaan metro¬ 
politan daripada melalui dekonsentrasi pekerjaan. 

Pendapat bahwa polarisasi wilayah merupakan akibat wajar tahap 
awal ekspansi ekonomi mendapat dukungan intelektual dan empiris 
dalam karya Kuznet (1966) dan Williamson (1965). Keduanya menggu ¬ 
nakan data historis untuk negara-negara maju dan analisis lintas bagian 
untuk mendukung proposisi bahwa ada kecenderungan jangka panjang 
yang mengarah pada pemerataan perorangan (Kuznet) dan pemerataan 
pendapatan regional (Williamson). Williamson menemukan bahwa di 10 
negara yang ada data temporalnya, disparitas pendapatan regional pada 
awalnya meningkat dan akhirnya menurun karena sistem ekonomi yang 
semakin matang. Yang lebih mutakhir, Richardson (1977) mencatat 
bahwa ada indikator kuat tentang apa yang ia sebut dengan 'pembalikan 
polarisasi’ dalam sistem perkotaan; di Korea Selatan, Brazil dan Ko¬ 
lombia penduduk dan aktivitas ekonomi telah memulai proses dekon¬ 
sentrasi secara spontan. 7 


7 Pembalikan polarisasi ini tidaklah sama dengan konvergensi pendapatan wilayah. 
Pembalikan polarisasi ini terjadi hanya pada konsentrasi penduduk dan ekonomi, tetapi 
bukan pada indikator-indikator pendapatan dan kesejahteraan. 
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imp likas i dari penemuan-penemuan tersebut, intervensi pemerintah 
dan dekonsentrasi tidak diperlukan, sebab keseimbangan regional akan 
terjadi secara alami. Para ekonom menggunakan penjelasan ini lebih 
jauh lagi untuk memberikan argumentasi bahwa intervensi pemerintah 
dalam distribusi aktivitas ekonomi tampak membuang-buang sumber 
modal yang langka sehingga memperlambat tingkat pertumbuhan eko¬ 
nomi nasional. Dengan demikian dalam jangka panjang, negara tidak 
akan mampu mendistribusikan kembali pendapatan dan mengatasi ma¬ 
salah kemiskinan. Keseimbangan regional dan dekonsentrasi perkotaan 
seharusnya dibiarkan saja sampai negara tersebut mencapai tingkat 
pemba ngunan yang lebih tinggi. Argumentasi ini dikedepankan oleh 
pembela kuat laissez-faire regional (Mera, 1976 :2271): ’Ada konflik 
mendasar antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan desentra¬ 
lisasi penduduk. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut 
harus tercapai, maka konsentrasi penduduk lebih jauh lagi ke daerah 
metropolitan tidak bisa dihindari lagi’. 

Pandangan ini didukung oleh suatu penemuan bahwa kota-kota besar 
seringkali lebih efisien dan lebih inovatif daripada pusat-pusat urban 
lainnya. Pendeknya, tidak ada dasar bagi keyakinan bahwa primasi atau 
urbanisasi berlebih yang terjadi secara alami merupakan pengrusakan 
terhadap tujuan efisiensi pembangunan ekonomi. Ada alasan bagus un¬ 
tuk mempercayakan peningkatan itu dikembalikan pada ukuran perko¬ 
taan (Alonso, 1964:4). Beberapa penulis berusaha menunjukkan bahwa 
tidak ada ukuran kota ’optimum’ yang melampaui pertumbuhan yang 
tidak diingin ka n, sehingga secara umum, kota-kota besar lebih efisien 
dan lebih merata daripada kota kedi. Argumentasi ini berdasarkan bukti 
dari Brazil, India, Swedia dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa 
produktivitas industri yang paling tinggi berada di kota yang paling besar 
bahkan di saat upah dijadikan berbeda berdasarkan modal per pekerja 
dengan ukuran usaha (Richardson, 1973; Rocca, 1970); informasi dari 
Jepang, Jerman Barat, Meksiko, dan Uni Sovyet menunjukkan bahwa 
pendapatan keluarga jauh lebih baik di daerah metropolitan; bahkan 
ketika upah dihubungkan dengan suatu korelasi antara ongkos kehi¬ 
dupan yang lebih tinggi dengan variabel-variabel misalnya, umur, warna 
kulit, jenis kelamin dan pendidikan (Hoch, 1972); berdasarkan data itu 
menunjukkan bahwa ongkos sosial tambahan perkapita kota cenderung 
menurun bersamaan dengan meningkatnya ukuran kota, atau paling 
tidak gagal meningkat (Richardson, 1973); dan berdasarkan data dari 
Amerika Serikat menunjukkan persamaan pendapatan yang lebih besar 


236 URBANISASI DAN KEMISKINAN 



di daerah metropolitan daripada tempat-tempat lainnya (Richardson, 
1973). Seluruh bukti ini mendukung pandangan bahwa penghematan 
perkotaan melebihi pemborosan perkotaan bahkan di kota-kota besar 
dewasa ini dan bahwa tidak ada kasus yang kuat untuk mendukung 
dekonsentrasi. 

Beberapa penulis bergerak lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa 
meskipun terdapat tanda-tanda pemborosan perkotaan, dekonsentrasi 
spasial bukanlah jawaban; kenyataan bahwa pemborosan perkotaan mi¬ 
salnya, kejahatan, polusi dan kemacetan lalu-lintas cenderung naik seja¬ 
lan dengan meningkatnya ukuran kota secara wajar dapat dijelaskan 
dengan variabel-variabel yang terlibat (Alonso, 1971:6: Richardson, 
1973:3). Fakta bahwa tingkat kejahatan di New York begitu tinggi ter¬ 
nyata lebih banyak disebabkan masalah organisasi masyarakat kota itu 
daripada masalah penduduknya yang berjumlah 10 juta orang. Para 
penulis tersebut percaya bahwa pemecahan yang paling tepat terhadap 
permasalahan pemborosan perkotaan adalah dengan memperbaiki orga¬ 
nisasi dan administrasi perkotaan, bukan dengan dekonsentrasi. Keja¬ 
hatan lebih baik ditangani oleh para polisi yang lebih efisien daripada 
dekonsentrasi; kemacetan lalu lintas lebih baik dikontrol dengan pajak- 
pajak mobil yang lebih tinggi atau dengan meteran parkir ketimbang 
dengan kontrol migrasi. Rekomendasi kebijakan itu secara implisit 
berasal dari argumentasi bahwa pertumbuhan kota-kota besar seha¬ 
rusnya jangan dihambat. 

Rekomendasi seperti itu tidak kontroversial dan bukti yang dijadikan 
dasarnya telah dikritik dengan berbagai alasan. 

Pertama, kecenderungan tingkat pendapatan regional di negara-ne¬ 
gara yang kurang maju dewasa ini untuk berkonvergensi jauh lebih lemah 
ketimbang di negara-negara maju. Sebagaimana dikatakan oleh Gilbert 
dan Goodman (1976:119-22), konvergensi itu menjadi lemah mungkin 
karena negara-negara miskin dewasa ini tidak pernah mencapai tingkat 
pendapatan perkapita di mana konvergensi regional dimulai; disparitas 
di negara-negara yang kurang maju dewasa ini jauh lebih besar daripada 
disparitas yang menandai negara-negara maju pada zaman dahulu; kon¬ 
vergensi tergantung pada efektivitas intervensi pemerintah dan banyak 
pemerintah tidak menaruh perhatian untuk mengatasi ketimpangan- 
ketimpangan regional. Gilbert dan Goodman menyimpulkan, ’tidak ada 
alasan untuk berasumsi bahwa proses yang mengakibatkan konvergensi 
di Amerika Serikat dan di negara-negara maju lainnya akan berfungsi 
secara otomatis dan efisien di negara-negara maju. Jika proses 
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pembangunan di negara-negara kurang maju itu berbeda, maka pola- 
pola yang ditunjukkan oleh studi lintas bagian merupakan petunjuk yang 
tidak dapat dipercaya untuk menganalisis kecenderungan-kecenderung¬ 
an yang tampak dalam distribusi spasial sumberdaya dan kekayaan. Ke¬ 
dua, efisiensi kota-kota besar dewasa ini seringkali mengandung pro¬ 
blema (Johnson, 1976; Borukhov, 1975; Terment, 1976). Gilbert (1976) 
berpendapat bahwa bukti tentang tingginya produktivitas di kota-kota 
besar tidak harus dikaitkan hanya pada aglomerasi ekonomi, karena 
aglomerasi itu juga bersumber dari infrastruktur perkotaan yang lebih 
h aik atau kualitas tenaga kerja yang tinggi. Dalam kasus terakhir ini, 
dapat dikatakan bahwa tingginya produktivitas di kota-kota besar dalam 
beberapa tingkat dicapai atas biaya rendahnya produktivitas kota-kota 
kecil; jika infrastruktur dan tenaga kerja yang sama tersedia di kota-kota 
berukuran menengah, maka produktivitas kota-kota itu juga akan naik. 
Di samping itu, produktivitas perusahaan-perusahaan swasta di kota-ko¬ 
ta besar dapat meningkat karena perusahaan-perusahaan tersebut seringka¬ 
li secara langsung disubsidi oleh negara. Jika perusahaan tersebut dite¬ 
kan untuk membayar pemborosan yang telah mereka hasilkan, maka 
mereka akan menemukan bahwa kota besar dewasa ini kurang memiliki 
daya tarik dan banyak perusahaan-perusahaan akan mentransfer usaha-usa¬ 
ha produktif ke kota-kota menengah. Proses ini akan mengurangi dis¬ 
paritas produktivitas industri antara kota kecil dengan kota besar. 
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Tingginya produktivitas di kota-kota besar bisa juga menjadi kekhu¬ 
susan negara-negara maju. Meskipun beberapa data dari Brazil mendu¬ 
kung kasus kota besar (Rocca, 1970), namun bukti-bukti lain dari Brazil 
(Boiser, 1973) dan Kolombia (Terment, 1976) menyatakan bahwa pro¬ 
duktivitas itu ternyata lebih tinggi di luar kota-kota besar. Namun, 
dewasa ini terlalu sedikit bukti untuk menarik kesimpulan yang masuk 
akal; sebagian besar karya tentang penghematan dan pemborosan perko¬ 
taan hanya menyangkut negara-negara maju. Meskipun Richardson 
(1976) menyatakan bahwa kota-kota besar mungkin relatif masih lebih 
efisien bagi negara-negara Dunia Ketiga daripada negara-negara maju, 
namun hal ini masih harus dibuktikan. 

Juga diragukan pendapat bahwa pemborosan di kota-kota besar dise¬ 
babkan oleh variabel-variabel terlibat, yakni 'seluruh kota besar meru¬ 
pakan tempat bagi problem sosial, tetapi tidak berarti sejumlah problem 
yang sama lebih tinggi terjadi di kota besar semata-mata disebabkan kota 
besar merupakan fokus peradaban yang mencerminkan masyarakat yang 
lebih luas, tetapi mungkin juga dalam bentuk yang lebih agung' (Ri¬ 
chardson, 1973:3). Meskipun pernyataan ini benar namun jelas sekali 
bahwa kota besar itu bukan hanya menarik problem sosial, tetapi sering¬ 
kah justru mengaksentuasikan problem sosial tersebut. Tingkat keja¬ 
hatan yang tinggi di kota-kota besar bukan hanya disebabkan oleh terpu¬ 
satnya kemiskinan dan kekayaan secara mencolok, tetapi karena sulitnya 
untuk menangkap para pelaku kriminalitas. Kemacetan lalu lintas lebih 
banyak terjadi di kota metropolitan bukan hanya disebabkan pendapatan 
perkapita untuk mobil di kota metropolitan lebih besar, tetapi juga 
disebabkan problem transportasi yang lebih kompleks. Pemecahan ter¬ 
hadap permasalahan ini membutuhkan pandangan yang lebih luas dan 
lebih radikal daripada pemecahan yang dibutuhkan untuk kota-kota 
kecil. Tetapi, pemecahan itu lebih sulit diterapkan di sebagian besar 
metropolitan Dunia Ketiga. 

Sekalipun penghematan lebih besar daripada pemborosan di perko¬ 
taan negara-negara kurang maju, apakah keseluruhan keuntungan didis¬ 
tribusikan secara merata? Dapat dikatakan bahwa pemborosan perko¬ 
taan sangat berpengaruh terhadap kelompok-kelompok berpendapatan 
rendah yang kurang mampu menghindar dari pengaruh tersebut. Ke¬ 
lompok berpendapatan menengah dan atas memiliki sumberdaya dan 
pengetahuan untuk mengubah daerah pemukiman mereka, menuntut 
fasilitas yang lebih baik dan mempengaruhi keputusan-keputusan po- 
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litik, sedangkan golongan miskin tidaklah demikian. Zona industri diran¬ 
cang untuk menjaga polusi dan lori-lori berada di luar area berpen¬ 
dapatan tinggi. Konsekuensi kemacetan lalu-lintas terburuk dibebankan 
pada kelompok-kelompok berpendapatan menengah dan bawah yang 
hidup di pusat-pusat perkotaan dengan daerah perumahan yang lebih 
makmur. Pola pembaruan perkotaan jarang sekali merugikan golongan 
kaya, tetapi seringkali merugikan masyarakat berpendapatan rendah 
melalui pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan golongan 
miskin (Bartley, ibid). Demikian pula distribusi keuntungan di daerah 
metropolitan jarang sekali mendukung golongan miskin. Di banyak kota, 
ada garis pemisah yang jelas antara daerah berpendapatan tinggi dengan 
daerah yang berpendapatan rendah. Jalan-jalan umum, telepon, air dan 
pelayanan listrik di daerah yang berpendapatan tinggi tampak lebih baik. 
Sedangkan di daerah-daerah di mana sektor pemerintah tidak dapat 
memberikan fasilititas yang memadai, seperti pelayanan kesehatan, pen¬ 
didikan, dan kesejahteraan, kelompok-kelompok berada dapat berlin¬ 
dung pada sektor swasta. Operasi tanah dan pasar perumahan men¬ 
jamin orang-orang berada memperoleh yang terbanyak dari spekulasi 
tanpa kontrol. Akhirnya, jelas bahwa konsekuensi terburuk ekspansi 
metropolitan dapat dihindari hanya dengan perencanaan perkotaan yang 
lebih baik. Para pengkritik dan pendukung ekspansi metropolitan terus 
menerus dapat menyepakati bahwa perencanaan yang lebih baik itu 
memang diperlukan. Meskipun demikian, bukan berarti perencanaan 
perkotaan yang baik menjadi suatu hal yang mudah. Seluruh peren¬ 
canaan perkotaan di negara-negara yang kurang maju terbentur pada 
efektivitas implementasi. Shibli (1974:115) menyatakan bahwa ’sejak 
tahun 1974, daerah metropolitan Karachi tidak terencana secara siste¬ 
matis. Pemerintah telah berupaya keras untuk mempersiapkan rencana, 
tetapi rencana tersebut tidak dibarengi dengan penyediaan perangkat 
kelembagaan, hukum, dan keuangan untuk mewujudkannya’. Di Jamai¬ 
ka, demikian pula di beberapa negara lain, kemampuan dalam peren¬ 
canaan melampaui kemampuan pemerintah mewujudkan rencana terse¬ 
but’ (Trowbridge, 1973:20). Dengan meringkas suatu studi dari 13 nega¬ 
ra, The Ford Foundations International Urbanization Survey (1972:21) 
mencatat bahwa manajemen perkotaan di negara-negara berkembang 
merupakan adaptasi yang bersifat ad hoc terhadap situasi sehingga selalu 
mengandung bahaya gagal beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi 
tekanan situasi yang sama. 
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Dapat dikatakan bahwa tidak adanya perencanaan metropolitan yang 
efektif dan merata itu disebabkan oleh kenyataan bahwa politik lokal 
dimanipulasi oleh beberapa kelompok kepentingan. Berbagai upaya un¬ 
tuk menaikkan pajak segera dihancurkan, perubahan lokasi industri 
dibuat remang-remang dengan uang sogok, program-program pemba¬ 
ngunan besar dilancarkan untuk mengatasi persoalan yang sebenarnya 
bisa diatasi dengan biaya yang lebih murah. 

Sepintas lalu upaya yang memberikan kontrol yang lebih besar bagi 
pemerintah atas area perkotaan tampaknya mendukung ide bahwa ke¬ 
pentingan real-estate merupakan lobi politik yang kuat; naiknya harga 
tanah mengakibatkan kekacauan kelompok-kelompok lain di daerah 
metropolitan. Perencanaan yang efektif tergantung pada keseimbangan 
kekuatan politik dan ternyata keseimbangan tersebut jarang mendukung 
perencanaan metropolitan yang merata dan efisien. Akibat situasi ini, 
menurut Ford Foundations, dunia menanggulangi problem perkotaan 
dengan cara-cara yang kacau. 

Sekalipun berbeda dalam hal hasrat akan dekonsentrasi spasial dan 
kemungkinan perencanaan metropolitan yang baik, sebagian besar pe¬ 
nulis setuju terhadap isu-isu tertentu. Pertama, konsep ukuran kota 
optimum tidaklah bermanfaat. Karena organisasi kota sama kritis dan 
karakter penghematan metropolitan bervariasi di seluruh dunia, tidak 
ada ukuran kota tunggal yang dapat menjadi ukuran optimal. Jika suatu 
kasus dijadikan pendukung dekonsentrasi maka kasus itu harus dida¬ 
sarkan pada tujuan-tujuan tertentu yang dapat dicapai lebih murah, lebih 
efisien, atau lebih merata dalam sistem pemukiman yang lebih terde- 
konsentrasikan. Kedua, apakah dekonsentrasi ini didukung atau tidak, 
perencanaan kota yang lebih efektif dan jujur diperlukan di kota-kota 
besar karena tidak ada tanda-tanda, baik di Cina maupun Kuba, bahwa 
pertumbuhan metropolitan dibendung dalam waktu yang sangat lama. 
Perencanaan semacam ini membutuhkan perwujudan kebijakan-kebi¬ 
jakan yang tidak terkenal untuk kelompok perkotaan yang sangat berpe¬ 
ngaruh; menurunkan pertumbuhan pemilikan mobil, atau paling tidak 
memberikan batasan-batasan untuk penggunaan mobil di area-area per¬ 
kotaan, pengembangan bentuk-bentuk transportasi umum yang murah, 
pengawasan terhadap polusi dan pengenalan kebijakan penggunaan ta¬ 
nah yang efektif dan pajak tanah. Para politisi perkotaan dan kelom¬ 
pok-kelompok kepentingan harus menerima beberapa modifikasi cara 
operasi kota-kota besar itu. Perencanaan perlu efektif baik untuk mem¬ 
pertahankan efisiensi ekonomi maupun untuk membantu golongan mis- 
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kin perkotaan. Perencanaan yang lebih baik merupakan kebutuhan, 
bukan hanya sekadar hiasan administrasi perkotaan. 

Ketiga, setiap kota membutuhkan jenis pembaruan yang berbeda. 
Beberapa kota besar mempunyai problem khusus yang meningkatkan 
pemborosan perkotaan; Karakas terletak di lembah yang sempit dan 
kekurangan air; Mexico City mengalami penyusutan, kekurangan air dan 
kondisi cuacanya terlalu banyak polusi udara. Bila sulit menghindari 
pemborosan perkotaan maka dekonsentrasi mungkin menjadi pesaing 
yang kuat bagi pertimbangan politik atas dasar efisiensi itu sendiri. 
Dalam kasus lain, efisiensi mungkin tidak diperlukan bahkan mungkin 
menghilangkan potensi pembangunan. 

Keempat, harus ada yang dilakukan untuk membuat kompensasi ter¬ 
hadap gangguan kebisingan, polusi dan kemacetan. Jika di kota- kota 
besar penghematan menghasilkan perkotaan yang vital, maka perusa¬ 
haan-perusahaan akan tetap menempati kota-kota tersebut. Sekalipun 
perusahaan-perusahaan besar tadi terpaksa membayar berbagai biaya 
yang mereka bebankan pada penduduk kota yang lain. Jika perusa¬ 
haan-perusahaan memutuskan untuk berpindah karena pajak terus me¬ 
nerus naik, maka beberapa argumentasi desentralisasi memiliki dampak 
praktis. 

(iii) Irelevansiproblem spasial. Ada sejumlah pemikiran yang berpen¬ 
dapat bahwa dekonsentrasi tidak relevan dengan problem masyarakat. 
Pendapat semacam ini implisit dalam beberapa karya yang baru saja saya 
paparkan secara singkat. Banyak ekonom secara terang-terangan mem¬ 
percayai bahwa fokus utama upaya-upaya pembangunan hendaknya ja¬ 
ngan didistorsi oleh pemborosan waktu yang tidak perlu dan upaya-upaya 
dekonsentrasi perkotaan. Pendapat ini sangat meyakinkan khususnya 
pada tahun 1950-an. Tetapi dewasa ini gaung pendapat ini telah diambil 
alih oleh golongan kiri. Kebijakan dekonsentrasi perkotaan dan pemba¬ 
ngunan regional lebih berperan sebagai alat untuk memperbesar perso¬ 
alan masyarakat ketimbang mengatasi persoalan. Sebagaimana dinya¬ 
takan Ceisse dan Corragio (1972:58), dikotomi sentralisasi-desentra- 
lisasi cenderung mengalihkan perhatian dari problem penting yang sebe¬ 
narnya sedang terjadi di Amerika Selatan. Di sinilah perlunya mendo¬ 
rong restrukturisasi sosial dan partisipasi seluruh anggota masyarakat 
dalam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang dikuasai dan dige¬ 
rakkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam. 
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Dalam konteks yang sama, Singer (1975:436) menuduh mereka yang 
ingin memperlambat pertumbuhan kota besar, menyerang 'konsekuensi- 
konsekuensi’, bukan kontradiksi-kontradiksi dalam pembangunan kapi¬ 
talis. Kritik yang keliru semacam ini merekomendasikan beberapa peme¬ 
cahan seperti kontrol urbanisasi, kontrol penduduk, industrialisasi de¬ 
ngan teknik menengah, yang utopis dan cenderung mengalihkan perha¬ 
tian dari problem pembangunan yang nyata. 

Terlebih lagi penanganan problem regional dapat membuat situasi 
sosial lebih buruk dan benar-benar menciptakan ketimpangan antar 
kelompok-kelompok sosial. Jadi, Ceisse dan Corragio (1972:46) menun¬ 
jukkan fakta bahwa di beberapa negara Amerika Latin, disparitas pen¬ 
dapatan antarkelompok sosial sosial di daerah metropolitan sama be¬ 
sarnya dengan disparitas pendapatan antarwilayah. Di samping itu, kare¬ 
na masyarakat miskin lebih banyak yang hidup di daerah metropolitan di 
Argentina, Cile, atau Uruguay, daripada di daerah pinggiran, secara 
sosial mereka lebih memiliki kesadaran daripada teman-temannya yang 
ada di propinsi, maka perubahan kebijakan tampaknya sama pentingnya 
untuk mengurangi disparitas pendapatan perorangan. Meskipun argu¬ 
mentasi ini lebih banyak mendapat dukungan di wilayah Amerika Latin 
bagian Selatan daripada di beberapa negara Dunia Ketiga lainnya, na¬ 
mun beberapa keterangan tersebut patut dipertimbangkan. Perubahan 
kebijakan regional dapat digunakan baik untuk mengurangi ketimpang¬ 
an pendapatan perorangan maupun untuk meningkatkan pendapatan. 


Praktek Dekonsentrasi Spasial 

Jika kita mengambil sejumlah program dekonsentrasi dan program 
pembangunan regional sebagai suatu kriteria, maka sedikit diragukan 
popularitas tata ruang tersebut di Dunia Ketiga. Selama tahun 1960-an 
dan 1970-an, bentuk-bentuk tata ruang yang berbeda telah dipergunakan 
di Afrika, Asia, dan Amerika Latin (Stohr, 1975; Utria, 1972; UNCRD, 
1976; UNRISD, 1971; Funnel, 1976). Kebijakan semacam ini berting¬ 
kat-tingkat, baik bentuknya maupun efektivitasnya, tetapi dibagi menjadi 
tiga kategori; (1) beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mentrans¬ 
formasikan ekonomi pedesaan dan oleh karenanya, mengurangi tingkat 
ekspansi perkotaan; (2) beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mem¬ 
batasi pertumbahan kota-kota besar melalui kontrol migrasi; (3) bebe- 
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rapa kebijakan yang berupaya untuk memperlambat pertumbuhan kota- 
kota besar dengan cara merangsang pertumbuhan kota-kota menengah 
atau mendirikan pusat-pusat perkotaan baru. Tentunya, kadang-kadang 
kebijakan ini digunakan secara bersamaan. 

Mentransformasikan Ekonomi Pedesaan 

Kebijakan apapun yang mentranformasikan ekonomi pedesaan mem¬ 
punyai dampak terhadap langkah dan bentuk pembangunan perkotaan. 
Beberapa kebijakan seperti redistribusi tanah untuk golongan miskin 
dapat mengurangi disparitas pendapatan desa-kota dan memperlambat 
pertumbuhan kota melalui peningkatan pendapatan pertanian. Ten¬ 
tunya, beberapa program pedesaan lainnya memiliki dampak yang seba¬ 
liknya; revolusi hijau dan beberapa upaya lainnya untuk menaikkan 
produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian komersial dapat 
menekan orang-orang yang tidak memiliki tanah dan mungkin akan 
merangsang arus migran ke kota (Griffin dan Ghose, 1979; Griffin dan 
Khan, 1978; Kalmanovitz, 1977). Karena ada variasi kebijakan pedesaan 
dan dampak kebijakan yang beragam, maka saya akan memfokuskan dua 
negara utama yang menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Dua 
perangkat program, di Brazil dan Cina, sangat menarik karena skala dua 
negara itu dan karena dua negara tersebut menggunakan teknologi yang 
berbeda mendukung kelompok sosial yang berbeda dan mengikuti mo¬ 
del-model ekonomi dan sosial yang pada akhirnya saling bertentangan 
dari spektrum politik. Brazil berupaya mengkolonisasikan Amazon de¬ 
ngan menggunakan etika kapitalis dan menerapkan korporasi trans¬ 
nasional sebagai agen perubahan utama. Cina menerapkan pembangun¬ 
an pedesaan untuk mempercepat pengenalan sosialisme di desa-desa 
yang sudah dihuni. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menun¬ 
jukkan kelebihan satu model produksi atas model lainnya. Sebenarnya 
perbandingan semacam ini akan sia-sia, karena ada bahaya generalisasi 
dua negara yang begitu luas dan sangat berbeda. 

Tetapi, apa yang ingin ditunjukkan di sini adalah program pemba¬ 
ngunan regional tidak dapat dipisahkan dari model pembangunan nasi¬ 
onal. Program-program tersebut membentuk bagian integral dalam pro¬ 
ses perubahan nasional dan hanya dapat dipahami dari proses perubahan 
tersebut Apa yang juga ditunjukkan dalam pengalaman ini adalah kesuk¬ 
sesan tujuan regional tergantung pada sumberdaya dan dukungan terha- 
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dap program-program tersebut. Apapun disparitas pendekatan Cina dan 
Brazil, keduanya telah menyalurkan sumberdaya ke area non-perkotaan 
tertentu. 

Program-program di daerah perbatasan Brazil telah berlangsung da¬ 
lam beberapa fase dan variasi 8 Program itu mencakup pembangunan 
Brazilia, pembangunan 1000 mil termasuk jalan tol Belm-Brazilia dan 
Transamaz6nica, penataan agen-agen regional untuk wilayah yang luas 
ini, dan dorongan melalui insentif pajak yang besar untuk investasi swasta 
di wilayah tersebut. Program-program tersebut sangat efektif dalam 
membuka wilayah pembangunan seluas-luasnya; secara langsung atau¬ 
pun tidak, program tersebut telah mendorong migrasi berjuta-juta manu¬ 
sia ke negara-negara bagian Goias, Mato Grosso, Pard dan Amazonas. 
Sebagai contoh pada dunia, tidak diragukan pengalaman Brazil sangat 
mengesankan. 

Pada sisi lain, keberhasilan praktek Brazil itu harus dipertanyakan dari 
segi efeknya terhadap orang miskin, penduduk pribumi dan lingkungan. 
Juga bisa dipertanyakan keuntungan yang bisa dihasilkan program-pro¬ 
gram itu untuk mayoritas warga Brazil. 

Pada satu tahap, antara tahun 1970 dan 1974, tujuan utama program 
Amazon adalah pemukiman kembali keluarga-keluarga miskin yang ber¬ 
asal dari Timur Laut. Kekeringan yang terjadi tahun 1970 telah meya¬ 
kinkan pemerintah militer akan perlunya mendorong keluarga- keluarga 
yang tidak mempunyai tanah di bagian Timur Laut yang gersang agar 
pindah ke Barat sehingga dapat membuka tanah di sepanjang pinggiran 
jalan baru tersebut. Tanpa reformasi tanah di daerah Timur Laut, kolo¬ 
nisasi tanah itu dipandang sebagai kemungkinan terbaik untuk mengu¬ 
rangi kemiskinan nordestmos. Sayangnya, peluang-peluang yang dita¬ 
warkan kepada golongan miskin ini mengandung berbagai keganjilan; 
para pemukim ini sedikit sekali mendapatkan petunjuk atau kredit, 
bahkan golongan miskin ini tidak diberi dukungan infrastruktur yang 
memadai untuk mengembangkan tanah mereka. Pada pertengahan ta¬ 
hun 1975, hanya ada beberapa ribu orang saja yang bermukim di area 
tersebut dibandingkan dengan yang direncanakan, yakni sekitar 100.000 


8 Saya memasukkan lebih luas lagi seluruh kebijakan yang berupaya memodifikasi 
struktur spasial dengan membuka secara luas area utama. Program area utama ini menca¬ 
kup, tetapi lebih luas daripada program Amazon yang telah melingkupi wilayah-wilayah 
Amazona, yakni Par4, Acre, Rondnia, Roraima, AmapS, bagian Barat Maranhao, dan 
bagian Utara Goi3s dan Mato Grosso. 
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pemukim (Katzman, 1978:881). Bagian bangunan jalan tersebut terlalu 
sedikit yang dipergunakan untuk program Amazon itu. Jika program- 
program tersebut gagal dalam memberikan 'peluang bagi orang-orang 
miskin’ maka para pemukim yang kecil jumlahnya di area tersebut diduga 
juga mempunyai peluang masa depan yang kecil dan ditekan oleh peru¬ 
bahan dari perusahaan besar yang berperan sebagai kolonial. Perusa¬ 
haan-perusahaan ditawari peluang dengan cara mengurangi beban pen¬ 
dapatan mereka melalui sejumlah persamaan dengan apa yang mereka 
investasikan di daerah Amazon, yakni di atas separuh ketentuan pajak 
secara keseluruhan. Di samping itu, pembebasan pajak atau pengu¬ 
rangan pajak dan pembebasan kewajiban-kewajiban impor peralatan 
dijamin. Adanya insentif mengakibatkan munculnya perusahaan-perusa¬ 
haan ternak yang besar, proyek kayu yang melimpah, dan dibukanya area 
pertambangan utama. Program Amazon tersebut selalu mempunyai tu¬ 
juan pengembangan sumberdaya, tapi sekarang menjadi dominan. Pem¬ 
bukaan Amazon ini membantu menyadarkan keajaiban ekonomi Brazil 
yang lambat; golongan miskin Timur Laut, penduduk pribumi Amazon 
umumnya terlupakan. Jika keajaiban Brazil terkenal lebih karena angka 
pertumbuhan ekonomi daripada redistribusi pendapatan, maka program 
Amazon tersebut merupakan bagian dari keajaiban itu. Jika pertanian 
dan pertambangan telah menjadi boom ekonomi, maka boom ini sebe¬ 
narnya hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar saja, sedang¬ 
kan biaya yang sangat tinggi menyebabkan Brazil harus berutang pada 
para bankir dunia; utang luar negeri Brazil perkapita salah satu yang 
tertinggi di dunia dan pada tahun 1980, negara ini diharapkan akan 
memperoleh pinjaman sekitar 16 miliar dolar (Guardian, 22 Mei 1980). 
Dari segi spasial, program tersebut mengakibatkan pemukiman di daerah 
tersebut bersifat parsial dan tidak memperlambat pertumbuhan kota- 
kota besar di Brazil. Sao Paulo dan Rio de Janeiro terus berkembang 
pesat, dirangsang sebagian oleh keuntungan-keuntungan dari program 
Amazon yang modalnya diinvestasikan kembali melalui aktivitas kons¬ 
truksi dan perdagangan. Karena kebijakan dekonsentrasi ini bersifat 
spasial, maka keberhasilan kebijakan itu bersifat parsial juga. 


9 Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pengalaman ekonomi Brazil 
antara 1968 dan 1974 ketika berbagai produksi dalam negeri tumbuh pada tingkat rata- rata 
10,1% pertahunnya. 
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Goodland dan Irwin (1975) dan Davis (1977) menunjukkan bahwa 
setelah program Amazon itu terlaksana, maka hutan-hutan Amazon 
terus menerus mengalami erosi tanah dan ketandusan. Calder (1974) 
bahkan berpendapat bahwa perubahan yang terus menerus di Selva akan 
mengubah iklim dunia, menaikkan temperatur bumi dengan konseku¬ 
ensi yang mengerikan. Demikian pula beberapa kritik ditujukan pada 
perlakuan terhadap Indian Brazil. Dikabarkan keluar perintah 'integrasi 
atau punah’. Keajaiban program Amazon tentu saja ada, tetapi program 
tersebut telah menunjukkan kesalahan besar pembangunan kapitalis 
yang tidak terkontrol; program ini memang telah mempercepat per¬ 
tumbuhan ekonomi, tetapi tidak memperbaiki ketimpangan distribusi 
kekayaan dan pendapatan masyarakat Brazil. Sebagai sebuah program 
spasial, jelas program tersebut menunjukkan kebutuhan akan penting¬ 
nya model pembangunan nasional dalam merumuskan kebijakan-kebi¬ 
jakan tambahan. 

Pokok persoalan terakhir juga bisa disimpulkan dari pengalaman 
Cina. Kebijakan antiperkotaan dan propedesaan diberlakukan sejak ta¬ 
hun 1949, atau bisa dikatakan kebijakan Cina lebih sosialis daripada 
hanya sekadar pembangunan pedesaan atau kebijakan-kebijakan sosial. 
Tingkat kebijakan yang telah diambil bukan hanya memfokuskan pada 
elemen lokasi, tetapi j uga berupaya untuk memodifikasi seluruh karakter 
sistem ekonomi dan sosial. Apapun dampak bentuk kebijakan spasial 
tersebut jelas secara implisit akan berdampak mencolok. Kombinasi 
kontrol kelahiran dengan redistribusi tanah dari tuan-tuan tanah swasta 
terhadap para petani, pemilikan negara atas sebagian besar aktivitas- 
aktivitas ekonomi, dan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pe¬ 
ningkatan kondisi kehidupan perkotaan telah berdampak mendukung 
penduduk pedesaan walaupun tidak ada kebijakan-kebijakan spasial 
secara eksplisit. Pengalaman Cina sangat menarik sebagai suatu contoh 
dari kebijakan spasial tersebut, tetapi tidak bijaksana jika mengkla¬ 
sifikasikan kebijakan tersebut hanya sebagai akibat dari satu kebijakan 
spasial saja. 

Barangkali juga keliru jika terlalu berlebihan pada dimensi pedesaan. 
Jelasnya, karakter pengalaman Cina yang berbeda ini telah menjadi suatu 
upaya dalam mengontrol pertumbuhan kota, meningkatkan swadaya di 
pedesaan dan dalam membuka sebagian negara Barat melalui pemba¬ 
ngunan sumberdaya yang ada. Tetapi Cina tidak mengkhususkan pada 
sisi perkotaannya, atau mengabaikan basis ekonomi perkotaan; di Cina 
terdapat program industrialisasi di pedesaan namun industri terus ber- 
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langsung di kota-kota besar atau di lokasi-lokasi dekat kota satelit. 
Meskipun penduduk perkotaan sudah dikontrol, tetapi di Sanghai jum¬ 
lah penduduk tidak berkurang (Thomson, 1979:301). Banyak kota baru 
didirikan di wilayah-wilayah metropolitan dan di wilayah di mana sum- 
berdaya yang baru dibangun (Murphey, 1976:234). 

Bias antiperkotaan telah mewujudkan diri dengan beberapa cara. 
Pertama, upah riil industri telah diatur kestabilannya, sehingga perma¬ 
salahan perdagangan telah beralih untuk mendukung pertanian dan 
menentang industri (Lardy, 1978:178). Bahkan keberatan awal saya ten¬ 
tang masalah perdagangan di India merupakan perkecualian pokok bagi 
Cina dari sebagian besar pola yang ada di negara-negara Dunia Ketiga. 
Kedua, Cina telah mengupayakan adanya peningkatan swasembada eko¬ 
nomi masyarakat pedesaannya. Masyarakat didorong untuk mendirikan 
bangunan-bangunan industri sejauh dapat memenuhi kebutuhan mereka 
sendiri — suatu upaya hati-hati untuk membatasi area geografis dari 
pasar industri perkotaan. Wilayah didorong untuk mengembangkan 
sumberdaya mereka sendiri sehingga mengurangi arus transportasi dan 
m elahirkan komitmen bahwa masyarakat lokal lah yang mengemudikan 
pembangunan nasional. Mobilisasi potensi-potensi yang justru akan 
mengakibatkan dampak yang merugikan itu dihapuskan, sehingga hal ini 
menjadi salah satu elemen paling menarik dari pengalaman Cina. Ketiga, 
Cina telah berupaya mengubah nilai-nilai budaya dalam rangka men¬ 
dukung area pedesaan. Kaum birokrat perkotaan dan para pemuda 
'dikirim’ ke desa-desa, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam 
jangka waktu yang lama. Beberapa kontrol tersebut telah membatasi 
perpindahan masyarakat ke daerah perkotaan. 10 

Dampak kebijakan tersebut dalam beberapa hal sangat mengesankan. 
Barangkali prestasi yang paling mencolok, seluruh anggota masyarakat 
Cina telah menerima pendapatan minimum yang memadai yang melin¬ 
dungi mereka dari kekurangan gizi dan menjamin akses terhadap basis- 
basis yang esensial. Meskipun standar hidup di Cina masih rendah namun 
standar ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan rata-rata di 
Cina sebelum revolusi, lagi pula tidak ada keraguan bahwa distribusi 
pendapatan itu jauh lebih merata. Keseluruhan pengurangan kelaparan 
dan eksploitasi merupakan prestasi yang tinggi di Cina, bertentangan 


10 Ada beberapa gambaran resmi dan karenanya mengabaikan kaum imigran gelap, 
meskipun demikian tingkat ekspansi ini tampak lebih rendah. 
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dengan pengalaman negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Prestasi terse¬ 
but melahirkan himbauan agar dunia belajar dari Cina dan himbauan 
semacam ini harus didengar dengan serius. Pada saat yang sama, ada 
bahaya karena pelajaran apapun yang ditawarkan oleh Cina kepada 
negara-negara lain, sulit sekali mewujudkannya (Green, 1978; Dore, 
1978; Lardy, 1978), tetapi sebelum mengomentari lebih jauh tentang 
kemampuan transfer model ini, maka layak untuk memerinci beberapa 
permasalahan dan kebijakan-kebijakannya; ada sedikit keraguan bahwa 
konsekuensi pengalaman Cina ada yang tidak di harapkan. 

Cina telah berupaya mengeliminasi disparitas antarwilayah atau desa- 
kota pada tahun 1975, tahun terakhir gambaran itu dapat dipercaya 
untuk pendapatan pertanian dan industri, dan perbedaan pendapatan di 
Shanghai dan Honan tercatat delapan kali lipat. Pada saat itu, disparitas 
regional sulit dibandingkan dengan negara-negara maju, tetapi hal itu 
lazim bagi sebagian besar negara Dunia Ketiga (tabel 2.1). Perkiraan 
Lardy (1978) menyatakan ada hal yang tetap kendatipun rendah, yakni 
konvergensi tingkat pendapatan regional sejak tahun 1957: kecende¬ 
rungan ini berkurang dibandingkan dengan di sebagian besar negara 
Dunia Ketiga (Gilbert dan Goodman, 1976). Disparitas desa-kota masih 
ada, tetapi tidak terlalu mencolok, kemudian tingkat upah, konsumsi dan 
pelayanan di kota terus meningkat (Murphey, 1976:327). Kekontrasan 
ini, bersamaan dengan gemerlap kehidupan kota yang tidak dapat dide¬ 
finisikan, telah menarik kaum migran ke area perkotaan. Frolic (1976: 
154) menyatakan bahwa meskipun terdapat kontrol yang totaliter, na¬ 
mun ’para perencana tidak mampu membatasi penduduk kota besar atau 
tidak mampu mengontrol perpindahan penduduk’ secara efektif. Baik 
Frolic maupun Murphey sudah memperkirakan bahwa disparitas desa- 
kota dapat lebih tajam dan penekanan yang lebih besar terhadap indus¬ 
trialisasi dan modernisasi pada masa mendatang dapat melemahkan 
sikap anti arus perkotaan. Cina terus menjadi negara dengan nuansa 
pedesaan, tetapi pada suatu saat, ketika pembangunan industri ber¬ 
kembang pesat, maka kota akan menjadi lebih penting. Dalam situasi 
semacam ini, kota-kota di Cina akan menjadi sama dengan kota-kota 
lain, sehingga bukan lagi sebagai model ideal sebagaimana dicita-citakan 
kelompok Maois yang begitu berpengaruh terhadap pemikiran banyak 
orang (Murphey, 1976:238). Meskipun demikian, perubahan- perubahan 
penting telah tercipta dalam distribusi penduduk dan aktivitas ekonomi 
di Cina sejak tahun 1949. Reorientasi ruang ekonomi dimotivasi oleh 
keinginan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan regional dan 
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pendapatan perorangan serta meningkatkan swadaya, tetapi perlu di¬ 
ingat bahwa program-program di Cina, sebagaimana di Brazil, juga dipe¬ 
ngaruhi oleh geopolitik. Hubungan yang alot dengan Uni Sovyet telah 
mendorong Cina untuk melakukan dekonsentrasi ekonomi dan swadaya 
sebagai alasan strategis. Dan tidak boleh dilupakan pula di bidang eko¬ 
nomi, kebijakan bias pedesaan dan dekonsentrasi tidak seluruhnya ber¬ 
hasil. Lardy (1978) mencatat bahwa masyarakat seharusnya sejahtera 
sebelum peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita, tetapi perso¬ 
alannya apakah tujuan ini dapat dicapai lebih efektif melalui kebijakan- 
kebijakan yang sudah dimodifikasi itu. 

Akhir nya, perlu ditekankan di sini bahwa kendatipun Cina telah men¬ 
capai tingkat dekonsentrasi ekonomi yang cukup mengesankan, namun 
sentralisasi politik masih berakar kuat. Cina merupakan negara yang 
sangat sentralistik; seluruh inisiatif kebijakan berasal dari atas dan kebu¬ 
tuhan-kebutuhan lokal seringkali dikorbankan demi kepentingan nasi¬ 
onal. Apa yang sudah dicapai di Cina lebih merupakan swadaya lokal 
daripada kebebasan lokal. Karenanya, negara ini dalam beberapa hal 
masih jauh dari keseimbangan ideal sebagaimana dinyatakan Friedmann 
dan Weaver (1979), yakni idealnya antara kebutuhan teritorial dengan 
kebutuhan fungsional. Di Cina terdapat totalitarianisme baru yang akan 
berbahaya jika mesin politiknya jatuh di tangan yang keliru (Morawetz, 
1979). 

Cina telah mengambil kebijakan spasial yang inovatif dan sangat 
ambisius sebagai suatu bagian dari eksperimen ekonomi dan sosial yang 
unik. Berdasarkan alasan inilah maka Cina layak direkomendasikan 
sebagai contoh bagi negara-negara Dunia Ketiga lain yang tingkat peme¬ 
rataan dan swadaya masih belum menjadi prioritas nasional. Tetapi akan 
keliru apabila memotret pengalaman keberhasilan Cina sebagai suatu 
hal yang tidak dikondisikan, dan juga keliru apabila menyatakan bahwa 
contoh tersebut akan bisa ditransfer dengan mudah. Barangkali pela¬ 
jaran amat penting yang dapat dipetik dari pengalaman Cina ini adalah 
bahwa banyak sekali kasus khusus disebabkan ukurannya, sejarah dan 
revolusinya. Pengala m an Cina dewasa ini sangat berbeda bukan hanya 
dengan negara-negara Dunia Ketiga lainnya, tetapi juga dengan negara- 
negara komunis itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Frolic (1976), bahwa 
disparitas yang mencolok antara kebijakan perkotaan di Cina dengan 
Uni Sovyet tersebut bukan disebabkan oleh kesempatan: bias perkotaan 
di Uni Sovyet dengan bias pedesaan di Cina. Jika pengalaman Cina ini 
relevan dan bermanfaat untuk negara-negara Dunia Ketiga lainnya, ma¬ 
ka akan keliru apabila mengabaikan problem yang dihadapi Cina dan 
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kesulitan-kesulitan yang akan terjadi dalam mentransfer pengalaman 
tersebut. 

Kontrol Migrasi 

Banyak pemerintah kota di Dunia Ketiga yang merasakan perlunya 
memperkenalkan beberapa kebijakan dalam rangka menurunkan tingkat 
migrasi dari pedesaan. Ketidakmampuan menyediakan perumahan dan 
infrastruktur untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, mendorong 
negara-negara Dunia Ketiga mendukung gagasan kontrol gelombang 
migrasi. Dalam kenyataannya, sedikit sekali negara yang memperke¬ 
nalkan kebijakan-kebijakan semacam ini dan sebagian besar kebijakan 
tersebut sedikit sekali yang berhasil. 

Cina memiliki pengalaman yang masyhur dalam hal ini. Dengan dimu¬ 
lainya lompatan jauh ke depan (1957-8) dan dipercepatnya revolusi 
budaya (1966-8), jutaan pemuda dan penganggur dikirim ke desa-desa 
untuk bermukim baik dalam jangka waktu lama maupun singkat (Mur- 
phey, 1976:316). Sejak tahun 1976, jutaan pemuda diusahakan pindah ke 
pedesaan, baik sebagai sarana mengurangi tekanan di perkotaan maupun 
sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan budaya kota-desa (Thom¬ 
son, 1979:305). Meskipun kebijakan ini berdampak penting terhadap 
pertumbuhan perkotaan, namun kebijakan tersebut masih kurang berpe¬ 
ngaruh ketimbang perbaikan kondisi desa dan kontrol teratur peme¬ 
rintah Cina terhadap migrasi. Dalam suatu masyarakat di mana peru¬ 
mahan, pekerjaan, dan bahkan makanan dialokasikan oleh negara, per¬ 
pindahan beberapa keluarga dengan mudah dapat dikontrol. Permintaan 
izin untuk melancong di Cina mirip dengan proses seorang tentara di 
negara Barat yang ingin berlibur selama dua minggu. Akibatnya, Cina 
menjadi salah satu negara di dunia yang mengatur secara ketat tingkat 
ekspansi perkotaan. Bahkan berupaya menghilangkannya. 

Kebijakan migrasi di Kamboja lebih drastis lagi. Baru bebepara jam 
kedatangan pemerintah baru di Pnom Phen, ibukota Kamboja, pada 
bulan April 1975, kota tersebut sudah dikosongkan. Pada akhir bulan, 
kota Ream, Poipet, Pailin, menerima perlakuan yang serupa. Penduduk 
kota digiring ke pedesaan dan diserap tenaganya di pedesaan. Ketakutan 
akan kelaparan di kota-kota yang dialami oleh para pengungsi jelas 
penting, karena memungkinkan ancaman revolusi tandingan. Tetapi juga 
ada tujuan jangka panjang dalam meningkatkan swadaya negara ini, 
keinginan untuk mengontrol kaum borjuasi kelompok-kelompok kelas 


SISTEM PERKOTAAN DAN REGIONAL 251 


menengah serta keinginan untuk meningkatkan produktivitas pertanian 
(Shouw Cross, 1979). Tetapi apapun tujuannya, kebijakan seperti di 
Kamboja ini tidak layak untuk didukung. 

Di luar dunia sosialis, negara yang mampu mengontrol perpindahan 
penduduk secara efektif hanya Republik Afrika Selatan. Jika kaum mi¬ 
gran tidak mendapat pekerjaan, mereka tidak diizinkan hidup di perko¬ 
taan, yang sudah bekerja selama 15 tahun baru diizinkan membawa 
keluarga mereka. Republik Afrika Selatan menjadi salah satu negara 
yang me ngizink an penduduknya bermukim di kota hanya bila tenaga 
mereka dibutuhkan (Wilson,1972). Bagi penduduk Afrika yang kehi¬ 
langan pekerjaan berarti mereka terpaksa pulang ke kampung halaman, 
’bila mereka tidak melobi sehingga mampu menghindari penguasa’. Je¬ 
lasnya, banyak orang yang tinggal di Soweto atau di Cross Road secara 
ilegal, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kebijakan itu secara bengis telah 
membatasi perpindahan penduduk Afrika hitam ke kota. Meskipun 
dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi ketidakjujuran, tetapi kebijakan 
itu telah membatasi pertumbuhan kota-kota besar; misalnya penduduk 
di Johannesburg pertahunnya hanya meningkat dua persen antara tahun 
1960 dan 1970 (Fair dan Davies, 1976:155). 

Di tempat lain, berbagai kontrol terhadap perpindahan penduduk 
kurang efektif. Di Indonesia, gubernur Jakarta telah membatasi tingkat 
migrasi pada tahun 1970. Migran desa-kota memerlukan biaya besar 
untuk mendapatkan izin sehingga 6 bulan tabungan mereka hanya untuk 
ongkos perjalanan pulang saja. Jika selama 6 bulan mereka tidak menda¬ 
pat pekerjaan, maka tabungan itu dikembalikan lagi. Di samping kebi¬ 
jakan tersebut, berbagai upaya telah dibuat untuk membatasi pekerjaan 
dalam sektor formal: jumlah taksi angkutan di perkotaan dibatasi secara 
semena-mena, padahal aktivitas tersebut telah mempekerjakan sepe¬ 
rempat juta penduduk Jakarta pada tahun 1972 (Simmon, 1978:15). 
Dampak kebijakan riil ini hanya membuat kehidupan golongan miskin 
semakin sulit dan meningkatkan peluang melakukan korupsi. Kebijakan 
itu sendiri sedikit sekali membatasi ekspansi penduduk. 

Secara umum, kontrol migrasi tidak bisa direkomendasikan sebagai 
suatu kebijakan yang cocok untuk sebagian besar negara Dunia Ketiga. 
Kontrol migrasi bisa diterapkan secara efektif oleh pemerintahan otori¬ 
ter atau bila program pembangunan pedesaan betul-betul mampu me¬ 
ngurangi disparitas standar hidup kota-desa. Dalam banyak kasus, dam¬ 
pak kontrol tersebut menjadi berbahaya bagi golongan miskin; di seba- 
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gian besar negara Dunia Ketiga, kebijakan kontrol migrasi ini justru 
mempersulit penanggulangan korupsi. 

Dekonsentrasi Pekerjaan 

Jawaban paling umum terhadap kesenjangan kota dan daerah adalah 
dengan penyelenggaraan program yang membatasi pertumbuhan kota- 
kota besar dan merangsang pusat-pusat ekonomi kota-kota menengah. 
Perusahaan-perusahaan baru atau yang ada dibujuk untuk menempatkan 
rencana-rencana mereka di daerah-daerah pinggiran melalui kombinasi 
antara insentif pajak, penyediaan infrastruktur, bangunan-bangunan lo¬ 
kasi industri, dan dorongan yang terus menerus. Tetapi secara umum, 
program-program yang telah dicanangkan itu tidak lebih dari sekadar 
pemikat belaka; sebagian besar pemerintah takut bila program dekon¬ 
sentrasi ini terlalu kuat karena akan menjauhkan investasi perusahaan- 
perusahaan asing dengan negara tersebut sehingga menurunkan efisiensi 
sektor industri dan menghambat kepentingan bisnis nasional. Dengan 
demikian, sedikit sekali pemerintah yang memaksa perusahaan-peru¬ 
sahaan untuk pindah dari kota-kota besar atau memerintahkan peru¬ 
sahaan-perusahaan baru untuk ditempatkan di daerah pinggiran. Bahkan 
bila terdapat beberapa ukuran yang mendesak kebutuhan semacam ini, 
misalnya di Cile, Kolombia dan Venezuela, ukuran-ukuran tersebut 
seringkali dimanipulasi oleh berbagai insentifikasi atau disesuaikan de¬ 
ngan jenis-jenis industri tertentu (UNCRD, 1976; Stohr, 1975; Gilbert, 
1974a; Townroe, 1979). 

Berbagai insentif itu biasanya digunakan untuk menarik industri ke 
lokasi baru. Program yang dirancang di Meksiko mendorong perusa¬ 
haan-perusahaan Amerika Utara untuk mengambil keuntungan dari 
tenaga kerja yang murah dan menciptakan produk-produk mewah untuk 
diekspor ke Amerika Serikat. Di Brazil, insentif pajak menarik sejumlah 
perusahaan ke kota-kota Timur Laut yang dilanda kemiskinan. Penga¬ 
laman tersebut menunjukkan bahwa penyediaan insentif tersebut sering¬ 
kali menarik perhatian sehingga perusahaan-perusahaan manufaktur 
akan menempati lokasi-lokasi ’yang tidak diinginkan’. Insentif tersebut 
harus diukur secara hati-hati karena industri besar cenderung mendu¬ 
kung daerah yang sangat dekat dengan lokasi-lokasi yang lebih disukai 
mereka. Jadi, di Timur Laut Brazil industri baru tersebut hanya ditem¬ 
patkan di kota-kota besar; di Peru, pembangunan industri baru telah 
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menarik perusahaan-perusahaan hanya di kota yang sangat makmur, 
dalam hal ini kota Arequipa (Gilbert, 1974a). Di India, rencana pemba¬ 
ngunan kedua dan ketiga mengakibatkan 486 perusahaan hanya didiri¬ 
kan di perkotaan, bahkan bangunan-bangunan tersebut dekat sekali 
dengan kota-kota besar yang sudah makmur; sejak tahun 1963, ba¬ 
ngunan-bangunan industri tersebut sudah mapan di sekitar kota-kota 
besar. Meskipun para pengusaha dibujuk agar menempati sentra-sentra 
yang prioritasnya lebih rendah, tetapi biasanya insentif itu tidak me¬ 
madai, terlalu banyak pemborosan, atau terus menerus terjadi perubahan 
pemerintah di saat pemerintah mengevaluasi kembali program-program 
dan komitmen mereka terhadap perubahan industri tersebut. Sebagai 
konsekuensinya, sedikit sekali program-program tersebut yang bisa efek¬ 
tif mengubah lokasi aktivitas industri dan banyak sekali perubahan-pe¬ 
rubahan strategi yang tidak berguna. Sebagaimana digambarkan oleh 
Jacobson dan Prakesh (1974:263), ’para perencana di India dewasa ini 
mengakui bahwa upaya desentralisasi telah mengalami kegagalan, se¬ 
hingga agregasi industri dalam skala menyeluruh berlanjut di kota-kota 
besar dan disparitas regional semakin meningkat’. 

Demikian pula di beberapa negara yang lain, industri didorong untuk 
pindah jauh dari kota-kota besar. Tetapi persoalannya, apakah dekon¬ 
sentrasi semacam ini berdampak positif terhadap daerah-daerah miskin. 
Dalam banyak kasus, seperti pengalihan industri mobil di Cile ke Arika 
di daerah Selatan ibukota negara tersebut telah diperpanjang sehingga 
mengakibatkan dekonsentrasi itu kurang lebih hanya sekedar lelucon. 
Barang-barang setengah jadi dan mobil-mobil setengah jadi dari pusat- 
pusat industri dan dari pasar-pasar utama di Santiago dipindahkan ke 
perusahaan asembling di Afrika, yang terbukti sangat tidak efisien (John¬ 
son, 1967; Gwynne, 1978). Seringkali perubahan industri meningkatkan 
penghasilan daerah, tetapi sedikit sekali menciptakan peluang-peluang 
kerja. Sesunguhnya, program-program dekonsentrasi cenderung meng¬ 
hadapi kesulitan-kesulitan yang sama sebagaimana program-program 
industrialisasi nasional: teknologi padat modal menciptakan sedikit se¬ 
kali peluang-peluang keija lokal bahkan sedikit sekali memenuhi tun¬ 
tutan-tuntutan pemasukan lokal. Jadi, program di Meksiko dan pola 
insentif pajak 34/18 di negara Brazil sedikit sekali pengaruhnya terhadap 
kemiskinan di lokasi industri tersebut (Baerresen, 1971; Goodman, 
1972). Industri yang ada gagal merangsang usaha-usaha lokal atau di 
sekitar wilayah tersebut sebagaimana dianjurkan oleh teori pusat per- 
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tumbuhan. Sesungguhnya, dampak terhadap lingkungan sekitar pusat- 
pusat pertumbuhan tersebut secara seragam menjadi suatu yang tidak 
diharapkan. Studi-studi mengenai wilayah di sekitar Kuala Lumpur (Ro- 
binson dan Salih, 1971), Medellin (Gilbert, 1975), dan Ciudad Guayana 
(Travieso, 1972) terbukti bahwa dampak 'penyebaran’ itu lemah dan 
'kelemahan itu bersifat substansial’. Wilayah yang berada di luar pusat- 
pusat pertumbuhan secara langsung sedikit sekali mendapatkan keun¬ 
tungan ekonomi atau sosial yang bersifat positif. Industri berskala besar 
dengan menggunakan pusat pertumbuhan merupakan alat yang jelek 
untuk mengembangkan wilayah miskin bila tidak disertai dengan peru¬ 
bahan mendasar pada ekonomi pertanian, sistem pemasaran, dan pola 
pemilikan tanah. Dekonsentrasi industri memang bisa digunakan sebagai 
tekanan terhadap metropolitan, tetapi jika tidak disertai dengan yang 
lain, maka secara radikal seringkah program-program tersebut tidak 
menguntungkan wilayah-wilayah miskin. 


Pembangunan Kota-kota Baru 

Bentuk kebijakan dekonsentrasi spasial yang paling langsung dan 
seringkah paling dramatis adalah pembangunan kota-kota baru. Kota- 
kota baru telah membentuk fungsi-fungsi spasial yang bervariasi: sebagai 
kota sateht yang mengakomodasi pertumbuhan penduduk di kota-kota 
dekat metropolitan; sebagai tempat tinggal penduduk yang terlibat da¬ 
lam pembangunan sumber-sumber mineral utama yang baru; atau ber¬ 
fungsi sebagai ibukota politik baru. 

Banyak kota-kota sateht dibangun di sepanjang jalur kota-kota baru 
Inggris. Beberapa upaya dilakukan untuk menarik industri sehingga 
dapat memberikan peluang kerja bagi penduduk yang bertempat tinggal 
di area yang kurang strategis dan menghindari munculnya 'gubuk-gubuk 
di pinggiran kota’. Seringkah program- program semacam ini merupakan 
respons terhadap problem-problem khusus yang telah membuat pertum¬ 
buhan metropolitan sulit diatur. Dengan demikian pembagian India 
telah mengakibatkan arus migran ke kota Karachi yang merangsang 
pembangunan dua kota sateht, yakni Korangi dan North Karachi (UN- 
RISD, 1971). Dalam kasus yang lain, tujuan pembangunan kota sateht 
adalah untuk menghindari pemborosan yang dikaitkan dengan ekspansi 
metropolitan. Di Venezuela, kota-kota baru dibangun di Tuy Valley 
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untuk mendekonsentrasikan pekerjaan dan penduduk dari lembah sem¬ 
pit Karakas. Di Cina, Greater Shanghai sekarang memiliki lebih dari 6 
kota satelit dengan penduduk sampai 60.000 orang (Thompson, 1973: 
305). Adakalanya, tujuan pembangunan kota-kota baru itu masih diper¬ 
debatkan, misalnya seperti yang terjadi Afrika Selatan. 11 

Kota-kota baru seringkali dikaitkan dengan program-program pem¬ 
bangunan sumber-sumber mineral. Di Venezuela, proyek Ciudad- Gua- 
yana yang sudah dikenal masyarakat luas merupakan bagian dari proyek 
yang ambisius untuk menambang bijih besi, bauksit, dan potensi wilayah 
listrik tenaga air (Friedmann, 1966; Rodwin, 1969). Dewasa ini kota itu 
berpenduduk 300.000 orang, dan Guri mensuplai 38 persen listrik untuk 
Venezuela, pabrik baja mensuplai 79 persen sedangkan pabrik alumi¬ 
nium mensuplai seluruh aluminium Venezuela. Apakah contoh spek¬ 
takuler perkotaan modem dan ekspansi industri ini telah menjadi cara 
yang efektif untuk membelanjakan cadangan minyak Venezuela, hal ini 
masih diperdebatkan berdasarkan kondisi sosial di kota itu, sebab ku¬ 
rangnya upaya yang dapat merangsang wilayah sekitar dan peluang- 
peluang kerja sangat terbatas (CEU, 1977; Travieso, 1972; Izaguirre, 
1977). Apapun kritiknya namun perencanaan itu berdampak besar terha¬ 
dap pengorganisasian ekonomi secara spasial di Venezuela. 

Demikian pula kota-kota bara yang spektakuler telah dibangun di 
beberapa negara sebagai ibukota negara atau ibukota propinsi yang baru. 
Brasilia, Islamabad dan An kara seluruhnya dibangun untuk dijadikan 
contoh bagi bangsa yang sedang menghadapi masa depan yang bara. 
Arsitektur dan rancangan kotanya mencerminkan tujuan di atas; jika 
Brasilia dijadikan simbol nasional, maka tidak diperbolehkan ada keca¬ 
man terhadap bangunannya dan tidak diizinkan untuk merusak citra yang 
dibuat oleh Oscar Niemeyer (Epstein, 1973). Chandigarh, ibukota baru 
Punjab, India, membentuk kepanitiaan Le Corbusier untuk membangun 
suatu kota yang membanggakan bagi masa depan India; suatu masa 
depan yang menawarkan bagi golongan miskin suatu perangkat agar 
mereka dapat hidup dengan baik (Sarin, 1979:136-7). Kota-kota sema¬ 
cam ini menggambarkan perpisahan dengan pusat-pusat metropolitan 
masa silam dan mendominasi kehidupan nasional. Kota-kota bara ini 
menjanjikan arah pembangunan yang bara. Dewasa ini, beberapa negara 
Afrika mulai membangun ibukota-ibukota bara. Di Nigeria, beberapa 


11 Lihat halaman 100-101 untuk pembahasan dua kota satelit baru di Cape Town. 
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ibukota federal baru sedang dibangun di pusat negara yang jarang pendu¬ 
duknya dalam rangka menciptakan keseimbangan yang lebih besar lagi 
antara tiga kelompok etnis utama dengan penduduk lainnya dan mengu¬ 
rangi dominasi Lagos. Nonakchott di Mauritania, Lilongwe di Malawi 
dan Dodoma di Tanzania merupakan contoh lain dari negara-negara 
baru yang berupaya menanggulangi kesenjangan regional atau mencoba 
memapankan kembali identitas nasional melalui bangunan ibukota. 

Betapapun dramatisnya kota-kota baru tersebut, dan betapa menga¬ 
gumkan serta optimisnya filsafat yang mendasari konstruksinya, namun 
secara keseluruhan kota baru tersebut sedikit sekali yang efektif. Sedikit 
sekali bagian kota baru yang ada di Dunia Ketiga yang tumbuh secara 
radikal mampu mengubah sistem pemukiman nasional. Sebagaimana 
dicatat oleh Ford Foundation (1972:9) ’... Dalam jangka 20 tahun, ne¬ 
gara-negara Dunia Ketiga memiliki penduduk campuran kurang lebih 
satu juta — mereka semuanya sepakat untuk mendirikan kota sebesar 
Recife atau Bangalore’. Tetapi pembangunannya ternyata tidak pernah 
memperlambat perkembangan kota metropolitan Sao Paulo, Karakas, 
atau Karachi; seluruh kota ini berkembang pesat dan mengacaukan, 
persis seperti yang terjadi sebelumnya. Pemerintah Brazil dan Pakistan 
saat ini bisa jadi secara fisik berkedudukan di ibukota baru, namun 
pusat-pusat penguasa lama masih memiliki pengaruh politik yang diper¬ 
hitungkan. Belum pernah kota-kota baru ini hidup sesuai dengan cita- 
cita mereka, yakni menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang baru 
bagi penduduknya. Seringkali mereka hanya secara artifisial membagi 
dua kota kembar. Ciudad dan Guayana berisikan kota-kota yang sudah 
terencana, sedangkan kota tidak terencana di Poerto Ordaz dan sebagian 
besar kelompok miskin tinggal di sana. Brasilia telah mengalami se¬ 
jumlah konflik antarperencana, yakni aniara mereka yang berupaya me¬ 
niadakan pemukiman-pemukiman spontan dengan golongan miskin 
yang berharap hidup dan bekerja di perkotaan (Epstein, 1973). Tentu 
saja, kota-kota baru tersebut dibangun dengan biaya tinggi. Biaya yang 
sangat besar dibelanjakan demi pembangunan kota baru yang tidak perlu 
diulang kembali untuk negara itu sendiri atau di banyak negara lain. 
Mungkin ibukota baru tersebut telah melayani negaranya dalam bebe¬ 
rapa hal lain seperti meningkatkan integrasi nasional, menimbulkan 
kebanggaan nasional, menghancurkan ikatan ekonomi dan sentimen 
pada masa lampau. Tetapi di balik sejumlah keuntungan itu, kota-kota 
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tersebut telah menghabiskan biaya yang besar sekali tanpa kontribusi 
apapun terhadap golongan miskin. 


Model-model Pembangunan dan Kebijakan Spasial 

Kegagalan Desentralisasi dan 
Strategi Pemukiman Nasional 

Jika standar kebijakan spasial untuk menolong golongan miskin di 
daerah-daerah miskin dan mengorganisir distribusi pemukiman sehingga 
dapat membantu kelompok-kelompok berpendapatan rendah, maka se¬ 
dikit sekali kebijakan spasial semacam ini yang efektif. Dalam kebijakan 
spasial, daerah metropolitan diperkenankan mengembangkan berbagai 
cara yang mendukung kelompok-kelompok berpendapatan tinggi se¬ 
hingga mendptakan problem yang kurang proporsional bagi golongan 
miskin; program-program regional telah diterapkan untuk mendorong 
tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sehingga program ini dilak¬ 
sanakan dengan tidak sepenuh hati. 

Biasanya kebijakan regional diterapkan dengan antusias hanya bila 
kebijakan itu menjanjikan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasio¬ 
nal. Barangkali contoh terbaik dan sudah dikenal secara umum oleh 
Dunia Ketiga adalah program Guayana di Venezuela menyangkut bagai¬ 
mana program ini diwujudkan baik untuk kebijakan perencanaan perko¬ 
taan maupun kebijakan pembangunan daerah miskin. Program Guayana 
pertama adalah strategi pertumbuhan nasional, sedangkan yang kedua 
adalah kebijakan perkotaan dan regional. Meskipun gamblang dimensi 
sosial mengambil program-program kebijakan regional, namun ternyata 
yang diutam aka n oleh pemerintah nasional adalah potensi ekonomi 
wilayah yang kaya dengan bijih besi, bauksit dan sumber-sumber air. 
Andaikata ada penjelasan lain, maka barangkali agen-agen regional yang 
sudah didirikan di tempat-tempat lain di Venezuela akan mampu mem¬ 
beri dukungan yang lebih besar (Friedmann, 1966). Sumber kekayaan 
yang terus mengalir ke Guayana bersamaan dengan hancurnya pro¬ 
gram-program regional di tempat-tempat lain di negara itu. Dengan 
demikian hanya dapat dijelaskan dari sudut pandang sumbangan keka¬ 
yaan yang mengalir terus menerus demi pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Pengalaman yang sama ternyata banyak terjadi di negara-negara Du¬ 
nia Ketiga yang lain. Proyek-proyek pembangunan untuk wilayah utama 
akan ddiberikan hanya bila wilayah tersebut memberikan kontribusi yang 
jelas menguntungkan pembangunan negara. 

Kesimpulannya di saat tujuan kebijakan regional dan perkotaan berta¬ 
brakan dengan paradigma pertumbuhan ekonomi nasional, maka per¬ 
tumbuhan nasionallah yang tampil sebagai pemenang. Lagi-lagi peme¬ 
rintahlah yang menetapkan program-program regional dengan meng¬ 
gabungkan tujuan pemerataan yang lebih luas dan keseimbangan regio¬ 
nal. Sebagian besar kebijakan regional ditandingi oleh program nasional 
yang memiliki kecenderungan mengaksentuasikan disparitas regional 
dan mendorong pertumbuhan kota-kota besar saja. Tentunya, penge¬ 
nalan program regional dapat mengurangi tingkat konsentrasi spasial, 
yang seharusnya dihasilkan oleh program nasional itu sendiri. Tetapi 
secara umum kelemahan program regional dan dekonsentrasi terletak 
pada kebijakan bahwa program-program regional dan dekonsentrasi 
tidak pernah diprioritaskan dan tidak pernah diterapkan demi penca¬ 
paian keseimbangan riil (Boisier, 1979). 

Etos distribusi sebelum muncul paradigma pertumbuhan ternyata 
juga mempengaruhi rumusan program-program pembangunan regional, 
bahkan di saat politik mendikte agar kebijakan dekonsentrasi secara 
murni dikawinkan. Jadi, sumber kekayaan Brasilia di Timur Laut telah 
disalurkan demi alasan redistribusi ke kota-kota yang jauh ke arah Teng¬ 
gara. Pekerjaan industri baru memang tercipta di kota-kota utama di 
daerah Timur Laut, namun program tersebut membantu meningkatkan 
produksi di wilayah Tenggara. Kebijakan ini dimotivasi secara murni 
oleh pertumbuhan nasional. Ketidak-efisienan lokasi ini terkait dengan 
penempatan industri yang jauh dari pasar utama dan daerah suplai 
terabaikan sehingga industri swasta tidak mendapatkan insentif yang 
memadai sehingga tidak mampu merespons kebijakan regional tersebut. 
Meskipun tujuan kebijakan tersebut jelas tidak mencerminkan etos per¬ 
tumbuhan nasional, tetapi metode perwujudannya jelas mencerminkan 
itu. Ekspansi industri-industri besar tidak akan diturunkan oleh keten¬ 
tuan pajak di bawah mekanisme aturan 34/18 itu. Tidak adanya peru¬ 
bahan dalam karakter industri padat modal di Brasilia disebabkan kega¬ 
galan untuk menawarkan perusahaan-perusahaan padat karya dengan 
lebih intensif lagi (Goodman, 1972). Tidak ada yang bisa dilakukan untuk 
mendistribusikan kembali tanah atau memperkenalkan sumberdaya so¬ 
sial lainnya yang berbeda dari straegi pertumbuhan nasional. Kesimpulan 
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yang didapat, meskipun produk regional itu meningkat, namun disparitas 
regional semakin tajam. Baik diukur dari sudut pandang disparitas kota- 
desa, maupun diukur dari kaca mata distribusi pendapatan antara yang 
kaya dan yang miskin. Dengan demikian yang miskin tampak, sedikit 
sekali mengalami perbaikan kondisi ekonomi dan sosial. Banyak bukti- 
bukti yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita riil golongan miskin 
di beberapa kota betul-betul merosot selama tahun 1960-an, kendatipun 
program-program tersebut dijalankan (Gilbert dan Goodman, 1976). Di 
wilayah Timur Laut Brasilia memang terdapat beberapa elemen program 
tertentu yang telah membantu golongan miskin, tetapi hal itu tidak 
seberapa jika dibandingkan kekurangan komponen pemerataan dan 
dampak regional kebijakan-kebijakan nasional yang selalu terkait de¬ 
ngan kontrol inflasi dan demikian pula yang teijadi pada tingkat penda¬ 
patan. 12 Kebijakan-kebijakan stabilisasi di seluruh Amerika Latin cen¬ 
derung melukai beberapa kelompok, termasuk kelompok miskin di dae¬ 
rah pinggiran. 

Jika tidak ada penjelasan lain, maka kebijakan regional tersebut me¬ 
mang harus dilaksanakan untuk mempertahankan, dan bahkan untuk 
mp.ningkatkan upah di daerah-daerah miskin dalam rangka mening¬ 
katkan pendapatan perkapita dari produksi nasional. Dengan alasan 
inilah, model Frank (1967) yang dulu menyatakan bahwa daerah pede¬ 
saan, metropolis nasional, dan metropolis dunia terkait dengan hu¬ 
bungan yang bersifat eksploitatif yang secara nyata mengakibatkan kema- 
tian pinggiran itu terlalu sederhana. Sebagian besar ekonomi pinggiran 
tumbuh baik disebabkan kekuatan pasar maupun melalui bantuan kebi¬ 
jakan regional pemerintah nasional. Permasalahannya adalah, meskipun 
wilayah miskin mendapatkan keuntungan dari kebijakan regional terse¬ 
but, namun golongan miskin ini tidak mendapatkan keuntungan yang 
memadai. Seringkali keuntungan itu ternyata hanya mengalir pada ke¬ 
lompok-kelompok industri dan pertanian berskala besar. Pengurangan 
disparitas antarwilayah ternyata disertai dengan peningkatan disparitas 
antarwilayah dan ketimpangan pendapatan perorangan. 

Apa yang akan saya katakan adalah bahwa program-program regional 
dan program-program perencanaan kota merupakan hal yang esensial, 
tetapi program itu sendiri belumlah memadai. Sebagaimana dinyatakan 


12 Saya yakin keadaan golongan miskin di wilayah Tenggara akan lebih memburuk tanpa 
adanya program semacam ini. 
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oleh beberapa penulis saat ini bahwa karakter model dan gaya pemba¬ 
ngunan semacam ini memiliki elemen kritis (Dunham, 1979; Friedmann 
dan Weaver, 1979; Stohr dan Todling, 1977). Jika model ini terus mene¬ 
rus gagal menciptakan pekerjaan yang memadai atau mendistribusikan 
pendapatan kembali, maka beberapa kebijakan regional yang spesifik 
tersebut sedikit sekali memecahkan problem-problem regional. Penga¬ 
laman beberapa negara Eropa tentunya layak menjadi gambaran dalam 
pengertian ini. Sebagian negara Eropa memperkenalkan kebijakan-ke¬ 
bijakan regional untuk memperbaiki ketimpangan spasial dan mem¬ 
batasi pertumbuhan kota-kota besar. Di sebagian besar negara Eropa 
disparitas regional itu tipis sekali dibandingkan dengan negara-negara 
Dunia Ketiga, bahkan hubungan antara kebijakan regional dengan 
pengurangan disparitas pendapatan regional harus dipandang hati-hati. 
Tampaknya, beberapa kebijakan sosial menjadi lebih penting dari seka¬ 
dar kebijakan regional. Disparitas regional di Inggris akan semakin tajam 
andaikata tidak diperkenalkan bentuk pendidikan gratis untuk masya¬ 
rakat, program kesehatan, pensiunan bagi usia lanjut, jaminan untuk 
pelatihan tenaga kerja, dan uang santunan bagi para pengangguran. 
Kebijakan regional di Eropa ini diperkenalkan dalam suatu sistem sosial 
yang pada umumnya lebih adil daripada sistem sosial yang ada di Dunia 
Ketiga. Di Dunia Ketiga bukan hanya ada ketimpangan yang sangat 
tajam, tetapi juga tidak ada upaya-upaya nyata untuk mengurangi ketim¬ 
pangan tersebut (Cornelius, 1975). Pencarian yang terus menerus terha¬ 
dap metode peningkatan pendapatan perkapita secara mencolok di Du¬ 
nia Ketiga ternyata cenderung melanggengkan ketimpangan-ketimpang¬ 
an yang ada. Dalam konteks ini, beberapa kebijakan pembangunan regio¬ 
nal dan desentralisasi telah terjebak menjadi kebijakan yang tidak efektif. 
Untuk mengubah pembangunan regional sehingga lebih seimbang dan 
lebih adil membutuhkan upaya yang lebih dari sekedar kebijakan regio¬ 
nal, upaya yang membutuhkan komitmen nasional terhadap program- 
program pembangunan yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pe¬ 
merataan menduduki posisi yang lebih dominan. 


Janji Pendekatan-pendekatan Alternatif 

Tingkat pendekatan-pendekatan alternatif yang mendukung peme¬ 
rataan atau bahkan perlindungan terhadap sumberdaya yang tidak bisa 
diperbaharui dapat diperkenalkan jelas merupakan masalah politik. 
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Meskipun beberapa negara kapitalis maju seperti Swedia atau Inggris 
telah mencapai tahap pemerataan individu, namun sedikit sekali negara 
kapitalis di Dunia Ketiga yang mampu memperbaiki distribusi penda¬ 
patan atau meningkatkan standar hidup golongan miskin. Demikian 
pula, sedikit sekali tanda-tanda keberhasilan dalam memodifikasi struk¬ 
tur spasial atau sistem pemukiman nasional. Menanggapi pengalaman- 
pengalaman yang tidak menyenangkan ini, maka literatur pembangunan 
regional dan sistem pemukiman nasional secara bertahap memberikan 
argumentasi bahwa beberapa jenis perubahan secara radikal memang 
dibutuhkan oleh pembangunan model kapitalis. Tetapi tidaklah mema¬ 
dai jika hanya memperkenalkan jenis-jenis kebijakan spasial atau perko¬ 
taan yang baru, sebab operasi sistem kapitalis akan merusak kebijakan 
tersebut. Sosialisme dibutuhkan untuk memperbaiki standar hidup go¬ 
longan miskin. Hanya di bawah sosialisme inilah dimungkinkan adanya 
modifikasi yang berhasil terhadap struktur perkotaan, pengentasan dis¬ 
paritas desa-kota, dan pengembangan potensi pertanian. Dengan meng¬ 
hapus kekuasaan korporasi transnasional dan 'borjuis komprador’ lah 
perubahan tanpa eksploitasi bisa berlangsung. 13 

Dengan beberapa pertimbangan, contoh dari Cina jelas sangat pen¬ 
ting. Saya telah menelaah beberapa implikasi pengalaman itu dan ber¬ 
pendapat bahwa sosialisme tidak menawarkan kebijakan dan sikap yang 
kaku untuk pembangunan perkotaan. Pokok persoalan ini sangat tepat 
digambarkan oleh perbedaan sikap Mara, Lenin, Stalin, Mao, dan Castro 
terhadap pembangunan. Pandangan Mara terhadap sikap petani kurang 
tepat dan rumusannya tentang revolusi dan kemajuan masa mendatang 
secara keseluruhan terkait dengan pembangunan perkotaan dan industri. 
Tentu saja, sebagai orang Eropa Mara merupakan anak peradaban per¬ 
kotaan. Meskipun sikapnya tidak berubah akibat studi singkat di India, 
namun pengalaman di Dunia Ketiga dapat memodifikasi pandangan- 
pandangan Mara. Sebaliknya, Mao Zedong dan Castro mendukung pem¬ 
bangunan pedesaan. Secara terpisah sikap Mao Zedong dan Castro 
dipengaruhi oleh sumberdaya yang mendukung revolusi mereka. Kalau 


13 Boijuis komprador adalah seseorang yang meniru kelas borjuis di negara maju. 
Meskipun terdapat investasi dalam perekonomian lokal, namun investasi tersebut mem¬ 
boroskan keuntungan; meskipun aktivitas industri negara sedang berkembang itu maju, 
namun industri itu mengimpor produk-produk luar negeri. Akibatnya, pola-pola ekono¬ 
minya Sangat tergantung, terdistorsi dan timpang. Istilah komprador biasa digunakan untuk 
menggambarkan elit lokal maupun neokolonial. 
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Marx dan Lenin berpendapat bahwa revolusi itu hanya lahir dari pro¬ 
letariat industri yang tunduk pada kontradiksi penuh kapitalisme, maka 
baik Castro maupun Mao tampil ke pentas kekuasaan sebagai akibat dari 
dukungan pedesaan. Apa kriteria yang paling tepat dalam merumuskan 
kebijakan pembangunan nasional itu padahal rangsangan berevolusi 
saling bertentangan, hal ini merupakan masalah lain, tetapi contoh- 
contoh di atas telah menunjukkan bahwa teori dan praktek sosialisme 
memberikan pelajaran-pelajaran yang jelas berkenaan dengan pemba¬ 
ngunan spasial. 

Demikian pula, sosialisme dalam prakteknya tidak selalu menyelesai¬ 
kan masalah yang diderita oleh negara-negara miskin. Meskipun bebe¬ 
rapa pertanyaan bisa saja muncul, apakah seluruh negara komunis itu 
sama dengan negara sosialis, tetapi perlu diamati bahwa sedikit sekali 
negara komunis yang berupaya menghapuskan bentuk-bentuk terburuk 
disparitas regional. Sebagaimana dinyatakan Demko dan Fuch tentang 
Eropa (1979:304) 

Meskipun diputuskan dari berbagai perspektif— pertentangan antarwila¬ 
yah, desa-kota, beberapa perbandingan antarkota, serta perbedaan-perbe¬ 
daan khas antarkota, negara-negara sosialis menunjukkan beberapa ketim¬ 
pangan spasial yang mencolok. Kelangsungan ketimpangan tersebut dapat 
dijelaskan dari prioritas yang diutamakan atas dasar efisiensi atau keamanan 
militer yang jelas bertentangan dengan pemerataan dalam pengambilan 
keputusan lokasi industri, yang lebih mendukung investasi di sektor-sektor 
yang lebih produktif daripada infrastruktur sosial, dan adanya keinginan 
untuk menangguhkan biaya urbanisasi ketika dicerminkan dalam pemba¬ 
tasan pertumbuhan perkotaan, pertumbuhan skala pemenuhan pelayanan 
dan fasilitas- fasilitas perkotaan, serta kelangsungan perbedaan-perbedaan 
sosial dalam pendapatan bagi berbagai kelompok pekerjaan. 


Sebagaimana telah kita ketahui, dalam batas tertentu disparitas regional 
terbukti masih ada di Cina, kendatipun ada kecenderungan menuju 
konvergensi. Tetapi gambaran disparitas itu cukup jelas. Jika disparitas 
regional merupakan masalah bagi negara-negara kapitalis pinggiran, 
tampaknya disparitas itu tetap berlanjut dan bahkan menjadi isu rezim 
sosialis. Seandainya sosialisme mampu mereduksi disparitas pendapatan 
tiap orang, barangkali disparitas regional itu akan terhapuskan sama 
sekali, tetapi kenyataannya pemerataan regional dan pemerataan perso¬ 
nal yang sempurna tidak mungkin terjadi dalam sosialisme. 
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Isu lain berdasarkan pengalaman sosialis dan komunis, apakah mung¬ 
kin kita menurunkan pertumbuhan perkotaan. Kita memahami bahwa 
Cina telah mengambil kebijakan antiperkotaan, bahkan telah mengon¬ 
trol ekspansi metropolitan. Tetapi masalah yang mendasar adalah apa¬ 
kah pertumbuhan perkotaan itu bisa dihindari atau tidak. Cina telah 
menerima bahwa Shanghai dan kota-kota satelitnya berfungsi sebagai 
kota yang sangat penting. Jika pertumbuhan kota dibatasi, maka pertum¬ 
buhan itu sendiri sama sekali tidak dapat dihentikan. Demikian pula 
pengalaman Kuba menunjukkan bahwa setelah menurunkan pertum¬ 
buhan Havana sampai kondisi pedesaannya membaik, ibukota negara 
dan beberapa kota besar lain mulai berekspansi lagi. Dewasa ini Cina 
tampak menerima arah pembangunan yang bergantung pada teknologi 
dan manufaktur canggih sehingga pertanyaannya, apakah bias antiper¬ 
kotaan akan diyakini dengan intensitas yang sama? Jelasnya, Cina tidak 
akan secara tiba-tiba menerima pertumbuhan perkotaan tidak terkontrol 
yang sudah menjadi ciri khas negara- negara Dunia Ketiga lainnya, tetapi 
sebagaimana dikatakan Frolic (1976:1559), ’di saat Cina melakukan 
industrialisasi secara besar-besaran, maka terlalu dini untuk menyatakan 
bahwa Cina sudah menemukan penyelesaian permanen terhadap pro¬ 
blem urbanisasi dan modernisasi’. 

Akhirnya, peng al a m a n sosialisme ambivalen menyangkut isu penting 
yang berkembang dalam perdebatan pembangunan; sikap yang tepat 
untuk lingkungan fisik. Penghematan energi dan perubahan sumberdaya 
yang bisa diperbarui, tampaknya semakin meningkat nilai pentingnya 
dalam dunia modern, kendatipun para pengambil keputusan masih ja¬ 
rang sekali memah am i secara benar pilihan-pilihan kebijakan yang tidak 
dapat dihindari. Di Cina kebijakannya tampak lebih bisa dipenuhi dari 
sudut pandang pernyataan Brook field (1979:120) bahwa 'beberapa 
fungsi pembangunan harus disertai dengan yang lain; menggunakan 
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada’ dengan sebaik- 
baiknya . Pengalaman Uni Sovyet hampir berbalik sepenuhnya; tidak ada 
perbaikan negara-negara kapitalis maju yang bisa didapatkan di sana. 
Pengrusakan terhadap cadangan hutan, program penghijauan tanah dan 
beberapa kebijakan terhadap polusi sudah mencapai titik kritis di negara 
komunis ini. Uni Sovyet lebih berfungsi daripada Brazil; sumberdaya 
alam sudah banyak dikeruk demi memaksimalkan pertumbuhan eko¬ 
nomi. Tujuan distribusi dua negara tersebut bisa saja berbeda, tetapi 
tujuan ekspansi ekonomi jelas sama-sama dominan. 
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Penjelasan terakhir ini barangkali lebih mendasar. Friedmann dan 
Weaver (1979) berpendapat bahwa kebijakan yang lebih berbasis pede¬ 
saan lebih penting bagi Afrika dan Asia. Secara implisit, keduanya mere¬ 
komendasikan sosialisme sebagai suatu cara dalam mencapai program 
semacam itu. Barangkali Friedmann dan Weaver benar, tetapi sosialisme 
sendiri tidaklah memadai: di sana juga harus ada komitmen untuk me¬ 
ngurangi elemen-elemen korporasi berskala besar dalam pengambilan 
keputusan. Dengan demikian, pernyataan ini menguatkan kembali kri¬ 
teria teritorial atas pengertian fungsional. Terlalu banyak model pemba¬ 
ngunan pada ruang nasional dan internasional yang menciptakan banyak 
persoalan bagi pembangunan perkotaan dan pedesaan, seperti ketim¬ 
pangan dan pengrusakan lingkungan. Hal tersebut telah terintegrasi 
penuh dengan model kapitalis dalam pengertian korporasi-korporasi 
transnasional telah didorong untuk mengeruk sumberdaya negara-ne¬ 
gara Dunia Ketiga dan diizinkan mendominasi pasar-pasar dan sistem- 
sistem produksi di negara-negara tersebut. Tetapi pengalaman sosia¬ 
lisme, paling tidak di Eropa, tidak menawarkan alternatif apapun. Krisis 
di negara-negara sosialis tetap sama besarnya dengan beberapa negara 
kapitalis karena rezim di negara-negara tersebut sama-sama tergantung 
pada proses keputusan yang sentralistik, yakni proses keputusan korpo¬ 
rasi. 

Sebagaimana diyakini Friedmann dan Weaver, kebijakan spasial di 
negara-negara kapitalis pinggiran telah mengalami kegagalan karena 
karakter model pembangunan yang sedang dijalankan. Oleh karena itu 
harus ada upaya pencarian alternatif. Sayangnya, sepintas kilas tidak ada 
alternatif yang sederhana. Sosialisme menawarkan perbedaan-perbe¬ 
daan dan dari sudut pandang pemerataan menawarkan banyak perbaik¬ 
an, tetapi jelas kekurangan unsur-unsur dasar yang bisa digunakan untuk 
menyelesaikan masalah kemiskinan di Dunia Ketiga secara tuntas. Pela¬ 
jaran sosialisme yang tidak bisa dinafikan, ia menunjukkan bahwa peru¬ 
bahan isu-isu penting tidak dibuat oleh para teknisi atas dasar studi yang 
obyektif, tetapi agaknya berasal dari keputusan-keputusan politik yang 
inisiatifnya berasal dari mayoritas penduduk. 
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